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Pengembangan 
Ikllm Penanaman 
Modal (PPIPM)

Penyusunan Rencana 
Umum Penanaman 
Modal

Rapat Pembahasan 
Apilkasl Sistem 
Informasl Potensi 
Investasl Regional (SI 
PINTAR)

Penyajlan 
Informasl 
melalui aplikasi 
SI PINTAR 
mengenal 
peluang 
invesusi yang 
adadi Prov. 
Kaltlm

100% Tertnform
aslkannya
potensi
dan
peluang
investasl
yang
terdapat
dl Prov.
Kaltlm

Menarlk
mlnat
Investor
da lam
berlnvestasl
dl Prov.
Kaltlm

Tanggal 2 6  
April 2 0 2 1 , 
Kantor 
DPMPTSP 
Prov. K a lt lm

2. Perencanaan dan 
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Ikllm Penanaman 
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RUPM sudah 
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Modal
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Keterangan : 1. Setiap rapat per bl wulan wajlb melamplrkan Absensl, Berlta Acara keglatan, dan 
Undangan rapat
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: http://dpmptsp.kaltiinprov.go.id email: dpmptsp.kaltmifr email.corn, 
dpmptsp&kjJjimprovgojd email PTSP iso.pispbppindfr-Kniail.com. twitter : @dpmptsp_kaltim

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
S A M A R I N D A  75112

Sam arinda, M are t 2 0 2 1

Nomor DOS /  h<*\ /D P M P T S P -l/2021 Kepada

Lam piran 1  (satu) berkas Yth. DAFTAR TERLAMPIR

Perihal Undangan D edicated Team
M eeting  (DTM) RIRU Triwulan 1 di -

Tern pat

M enindaklan ju ti su ra t Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

ka lim antan T im ur No. 2 3 /1 8 3 /S m r /S r t /B  tanggal 17 M are t 2 02 1 , perihal sebagaim ana 

te rse bu t d i atas, m aka dengan in i kam i m engharapkan ke iku tse rtaan  B a p a k /lb u / Saudara 

pada w eb ina r Dedicated Team M eeting  (DTM) RIRU Triwulan I 2 0 2 1  yang akan 

d ilaksanakan oleh Kanto r Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Ka ltim  secara v irtua l pada:

Hari/Tanggal

W aktu

Pim pinan Rapat

Media

Agenda

Selasa /  3 0  M are t 2 0 2 1  

Pukul 0 8 .3 0  W ita -  selesai

Ir. M. Sa’bani, M.Sc (Sekdaprov/K e tua  Harian RIRU Kaltim ) 

Zoom (akan d isam paikan pada kesem patan pertam a) 

Terlam pir

Untuk in form asi lebih lan ju t dan konfirm asi kehadiran, dapat m enghubungi Sdr(i). 

Sri Ayu-DPMPTSP Prov. Ka ltim  (0 8 1 3  1 7 9 0  8 9 9 9 ) atau Sdr. Indrayana Pratam a-Bank 

Indonesia (0 8 2 1  5 7 1 7  5 5 8 1 ) a tau m e la lu i R irubikaltim @ gm ail.com .

Demikian d isam paikan, a tas ke iku tsertaan B apak /lbu /S a uda ra  d iucapkan 

te rim a kasih.

'  fth. KEPALA,
< \ \

ir [DPMPTSP;
. ‘.^ ra rO T T Y  EKA P.L, SH, MAP

■ J. Pem bina T ingkat I (IV /b)
NIP. 1 9 6 6 0 5 0 8  1 9 9 4 0 3  2 0 0 9

http://dpmptsp.kaltiinprov.go.id
mailto:Rirubikaltim@gmail.com


Lamplran Surat Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nomor I £ b | /DPMTPSP-l/2021

DaftarUndangan

1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Prov. Kaltim

2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim

3 . Kepala Bappeda Prov. Kaltim

4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya M ineral Prov. Kaltim

5. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.*Kaltim

7. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kaltim

8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

9. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim

1 0 . Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim

1 1 . Kepala Biro In frastruktur dan Sum ber Daya Setda Prov. Kaltim

1 2 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Kota Balikpapan

1 3 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Samarinda

1 4 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang

1 5 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Berau

1 6 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Kartanegara

1 7 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Barat

1 8 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Timur

1 9 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Paser

2 0 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Penajam Paser Utara

2 1 . Kepala Dinas Penanaman Modal dan P2T Kab. Mahulu 

22*Ketua kam ar Dagang dan Industri (KAD1N) Kaltim

2 3 . Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan

2 4 . Asisten yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan Kab/K ota se-Kaltim

2 5 . Kepa!a Perangkat Daerah Teknis K ab/K ota se-Kaltim

2 6 . BUMD m ilik Pemerintah Provinsi Kaltim

2 7 . BUMD m ilik  Pemerintah Kab/K ota se Kaltim



NOTULgft RAPAT

Pimpinan Rapat 

Hari/tanggal 

Pukul 

Perihal

Peserta Rapat 

Hasil Rapat

Abu Helmi, SE, M.Si 

Selasa, 30  Maret 2021 

08.00 -  12.00 Wita

Webinar Dedicated Team Meeting (DTM) RIRU Triwulan I 

Dafftar Hadir Terlampir

I. Daiam rangka memulal program kerja Regional Investor Relation Unit (RIRU) Kaltim Tahun 2021, 

Bank Indonesia mengadakan webinar Dedicated Team Meeting (DTM) RIRU Triwulan I. Di tahun 

2021 direncanakan akan dilaksanakan tiga kali DTM dan di DTM I ini mengangkattopik “ Investasi 

untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi: Peluang dan Tantangan" dengan pembicara dari RIRU 

Jawa Tengah dan Jawa Barat yang dianggaprberhasil merealisasikan proyek promosl Investasi.

II. Pembicara pertama adalah Ratna Kawuri yang merupakan Kepala DPMPTSP Provlnsl Jawa 

Tengah. Beliau membawakan materi dengan judul Peran RIRU Jawa Tengah (Keris Jateng) daiam 

Merryiapkan PToyek Investasi. Daiam rangka mendorong pertumbuhan sektOT perdagangan, 

pariwisata dan investasi Pemprov. Jateng dan Bank Indonesia membentuk forum koordinasl 

dengan mengintegrasikan sumber daya dan kekuatan daerah sehingga dapat meningkatkan 

daya saing global daiam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Forum 

koordinasl tadi dinamakan Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi dan Pariwisata Jawa Tengah 

(Keris Jateng).

Keris Jateng memiliki visi: terwujudnya Jawa Tengah yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing 

daiam menghadapi globalisasi, demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Sedangkan misi dari Keris Jatengadalah:

a. Membangun pusat informasi dan database yang handal dan berkelanjutan;

b. Menciptakan daya saing global dan terljjpat daiam global supply chains melalui optimalisasi 

pemanfaatan potensi daerah dan kualitas produk daerah

c. Menyelenggarakan program-program promosi berskala nasional dan global yangterintegrasi 

Adapun cakupan kegiatan di sektor investasi berupa:

a. Mengidentifikasi peluang investasi kab/kota dan menyusun prioritas industri yang berpotensi 

menciptakan peluang kerja

b. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan promosi investasi, di daiam dan luar negeri

c. Memfasilltasl pertemuan antara investor dengan pemerintah dan instansi terkalt

Di sektor perdagangan Keris Jateng melaksanakan dan mengikuti kegiatan promosi 

perdagangan,di daiam dan luar negeri, membuka akses pasar bagi UKM eksportir melalui 

penyediaan database dan melaksanakan Business Matching. Ditambah melakukan Penguatan



sektor pariwlsata Keris Jateng melakukan kegiatan identifikasi pengembangan pariwisata, 

melaksanakan dan mengikuti kegiatan promosi pariwisata, di dalam dan luar negeri.

Pembentukan Tim Keris Jateng telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor

5 0 0 /7 0  tahun 2018.

Program Keris Jateng dlantaranya adalah Central Java’s Potential investment Challenge (CJPIC), 

Penyusunan Presentation Book dan Forum Investasi Keris Jateng. CJPIC adalah program 

penyaringan potensi/proyek investasi yang clean and clear yang bertujuan agar dapat 

meningkatkan partisipasi kabupaten/kota untuk menyusun potensi investasi sehingga dapat 

dipromostkan oleh KERIS JATENG maupun Instansi lalnnya. Dalam CJPIC setiap kabupaten/kota 

harus menyusun profil peluang investasi masing-masing daerahnya. Dari program CJPIC dipilih 3 

(tiga) proyek yang mendapat nilai tertinggi yang kemudian akan dijadikan Investment Project 

Ready to Offer (IPRO). Sedangkan Profil Peluang Investasi yang tidak masuk ke dalam 3 (tiga) 

besar CJPIC tetap akan dipromosikan dan dimuat dalam buku Central Java Investment 

Opportunities sebagai peluang investasi Prospective dan Potential.

Investasi untuk Percepatan Pemulihah Ekonomi: Peluang dan Tantangan adalah judul materi 

yang disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih. Di tahun 

2020 meski terjadi pandemi Covid-19, Provinsi Jawa Barat masih menempati Perlngkat I dalam 

realisasi tertinggi di Indonesia dengan nilai Rp. 120,4 T dan persentase 14,6%. Namun realisasi 

tersebut masih lebih rendah dibanding tahun 2019 senilai Rp. 137,5 T. Jawa Barat memlllkl 

faktor-faktor pendukung yang menyebabkan investasi di daerah tersebut lebih efisien. Faktor- 

faktor tersebut adalah:

a. Infrastruktur yang sangat baik

b. Sumberdaya manusia yang berkualitas

c. Pasar potensial yang sangat besar

d. Rantai pasok yang efisien

Kemudian untuk mensinergikan kebijakan pembangunan perekonomian di Jawa Barat diantara 

para pemangku kepentingan dan peiaku usaha, khususnya di bidang industri, perdagangan, 

pariwisata, investasi, dan pembiayaan agar tidak saling tumpang tindih, maka dibentuklah West 

Java Incorporated (WJI) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 

Tahun 2014.

Dalam penyusunan kajian potensi dan peluang investasi, Jawa Barat melibatkan lembaga 

internasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah kajian disusun dilanjutkan 

dengan menyusun short list proyek yang akan dltawarkan ke dalam 3  kategorl: blue book, green 

book dan brown book. Untuk proyek-proyek yang siap ditawarkan dimasukkan ke dalam buku 

West Java Investment Partnership dan ke dalam website West Java Digital Promotion 

(investasi.jabarprov.go.id).



pelaksanaan Indonesia -  Japan Virtual Business Forum, pelaksanaan Indonesia Investment Day 

dan pengembangan website WJI.

Kemudian sebagai upaya untuk mendongkrak Investasi pada tanggal 16-17 November 2020 

Pemprov. Jawa Barat bersama Bank Indonesia menyelenggarakan West Java Investment Summit 

(WJIS). Acara tersebut dihadiri oieh total 1500 peserta secara virtual. Total komitmen investasi 

yang diperoleh dari acara tersebut senilai Rp. 308  T dan ada 22 M oll yang berhasil 

ditandatanganl dengan nltal Rp. 5,32 T. Pada WJIS tersebut Juga dilakukan launching kawasan 

industri dinamakan Rebana Metropolitan. Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor 

penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan meialui pengembangan kawasan industri 

yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan. Rebana 

Metropolitan pun menjadi fokus pemasaran dalam gelaran WJIS 2020 dengan keunggulan 

Infrastruktur, ekoslstem Investasi, upah niinimum, Insentif perpajakan bagi investor, serta 

kemudahan perizinan.

Adapun saat ini, dukungan infrastruktur yang sudah ada di kawasan Rebana Metropolitan antara 

lain jalan nasional, Tol Cikopo-Paiimansn (Clpaii) dan Paiimanah-KanCi (Palikanci), rei Cikampek- 

Cirebon, Pelabuhan Balongan, Cirebon, dan Patimban (Tahap I), BIJB Kertajati, serta terminal 

Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kebutuhan energl juga tersedia, antara lain lewat dam di 

Cipancuh, Jatigede, dan Setupatok, kilang minyak Balongan, geothermal dl Clremal, hydro power 

Jatigede, hingga PLTU di Indramayu.

Untuk mendukung pengembangan Rebana Metropolitan ini, berbagai proyek infrastruktur pun 

tengah dan direncanakan dibangun, antara lain Pelabuhan Patimban Tahap II, Tol Cileunyi- 

Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), to l akses Patimban, to l Kertajati, reaktivasl rel Rancaekek-

Kertajati, LRT Cirebon Raya-Kertajati, hingga SPAM Jatigede dan TPPAS Cirebon Raya.

Sesual arahan Gubemur jabar, Ridwan Kamil, kawasan Rebana akan menjadi salah satu dari 

tujuh ekonomi baru di Jabar yang diharapkan menjadi solusi dari dinamika dan masalah 

pembangunan di provinsi seluas 35 ribu kilometer persegi dengan jum lah penduduk hampir 50 

ju ta  jiwa tersebut.

Samarlnda, 30  Maret 2021 

Kabid PPIPM,

Riawati, S.SI, MEM 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 197108151996032002



DAFTAR HADIR

Hari /  TanggaL : Selasa, 30 M aret 2021 
W aktu : 08.30 Wita s /d  Selesai
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DAFTAR HADIR

Hari /  TanggaL : Selasa, 30 Maret 2021 
Waktu : 08.30 Wita s /d  Selesai
Tem pat : Ruang Rapat K antor DPMPTSP Prov. Kaltim
Acara : Webinar Dedicated Team M eeting (DTM) RIRU Triwulan I

Tahun 2021

NO NAMA INSTANSI / 
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TANGAN__ j\_ _ _ _
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PEM ERINTAH PRO VINSI KALIM ANTAN TIM UR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: http://dpmptsp.kaltimprov.go.id em ail: 
I email PTSP: twitter: @dpmptsp_kaltira

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
S A M A R I N D A  75112

Samarinda, 15M aret2021

Nomor 005/ Lz^ /DPMPTSP-I/2020 Kepada

Lampiran - Yth. 1. Kepala DPMPTSP Kota Bontang

Sifat Biasa 2. Kasi dan staf bidang Perencanaan

Hal UNDANGAN dan Pengembangan Iklim PM 
di -

S a m a r i n d a

Menindaklanjuti surat Direktur Perencanaan Industri Manufaktur, BKPM RI 

nomor 17/B.2/A.4/2021 tanggal 25 Februari 2021, perihal Evaluasi RUPM Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dalam rangka memajukan daya saing perekonomian nasional secara 

berkelanjutan, dimana pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim 

penanaman modal yang kondusif.

Diperlukan dokumen jangka panjang berupa Rencana Umum Penanaman Modal 

(RUPM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 

tentang RUPM sehingga perlu adanya kegiatan evaluasi implementasi RUPMP dan 

RUPMKdi daerah.

Berkenaan dengan 

Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

hal tersebut, maka diharapkan kehadiran

Hari/Tanggal

Pukul

Tempat

Agenda Rapat

Pimpinan Rapat

Selasa, 16 Maret 2021 

10.00 Wita s /d  selesai 

Ruang HM. Ardans
Jalan Basuki Rahmat No. 56 Samarinda

Rapat Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

--------- « - I _ -  T S ---------- 1 ------ --- 1

http://dpmptsp.kaltimprov.go.id


NOTULENRAPAT

Pimpinan Rapat 

Hari/tanggal 

Pukul 

Perihal

Peserta Rapat 

Hasil Rapat

: IbU Riawati, S.Si.,MEM (Rabid FPIFM)

: Selasa, 16 M aret 2021 

: 10.00 Wita s /d  12.30 Wita

: Rapat Evaluasi Rencana Umum Fenanaman Modal (RUPM) 
Provinsi/Kabupaten/Kota

: Daftar Hadir Terlampir

> BKPMRI
1. Dasar hukum perlu di- update sesuai kondisi terkini, a.I: FP Nomor 24 Tahttrl 2019 feiitatig 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, OSS versi 1.1 dengan adanya UU 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija akan menjadi OSS Berbasis Resiko (RBA), Daftar 

Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan (DNI) berubah menjadi Bidang 

Usaha Penanaman Modal sesuai Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

2. Disesuaikan dengan visi misi pemimpin daerah dan dokumen perencanaan lainnya 

(RPJPD, RFJMD).

3. Arah kebijakan penanaman modal sudah tertuang dalam Pergub Kaltim no. 2 9 /2016  

akan tetapi setiap aspek kebijakan belum dapat diimplementasikan.

4. Untuk tahapan-tahapan pelaksanaan RUPM sudah tertuang dalam Pergub Kaltim no. 

29 /2016 , tetapi tidak tercantum  progress apa. saja yang telah dilaksanakan.

> DPMPTSP Prov. Kaltim

1. Untuk arah kebijakan hingga saat ini belum terimplementasikan dikarenakan belum 

terinformasi/tersosialisasinya pergub tersebut kepada stakeholder terkait dan pelaku 

usaha.

2. Disampaikan terdapat beberapa kabupaten di Kaltim yang belum menyusun dan 

belum menganggarkan terkait penyusunan RUPMK, seperti Kabupaten Berau dan 

Kabupaten Mahakam Ulu.

3. Kabupaten yang sudah memiliki Naskah Akademik dan belum menganggarkan pada 

tahun 2021 terkait kelanjutan proses rancangan peraturan adalah Kabupaten Paser.

4. Kabupaten/Kota yang dalam tahapan rancangan peraturan yaitu Kota Balikpapait 

dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Kabupaten/Kota yang sudah menetapkari peraturan RUPMK adalah Kota BOntattg, 

Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat dan 

Kabupaten Kutai Timur.



6. Diinformasikan juga pada saat perfemuan deiigan BKPM Rl, hadir pula DPMPTSP 

Kota Bontang sebagai salah satu kabupaten/kota yang dipilih oleh BKPM RI untuk

dilakukan evaluasi terhadap RUPMK.

Demikian notulen rapat ini dibuat, dan  dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang PPIPM,

Riawati. S.Si.MKM 
Pembina Tingkat I/IVb 

NIP. 19710815 199603 2 002



DAFTAR HADIR

ri/Tanggal : Selasa, 16 Maret 2021
mpat : Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanam an Modal
giatan : Evaluasi RUPM Provinsi/Kabupaten/Kota
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: http://dpmptsp.kaltiinprov.go.id em ail: dpmptsp.kaltimW.email.coin. 
dpinptsp^kai!improvgojd email PTSP : iso.pisp'oppmd'i? gmail.com. tw itter: @dpmptsp_kaltim

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
S A M A R I N D A  75112

S a m arin da , 2 $  M a re t2 0 2 1

N om or 00? /  l  /D P M P T S P -l/2 0 2 1 Kepada

Lam p iran 1  (sa tu ) berkas Yth. DAFTAR TERLAMPIR

Periha l U ndangan D e d ica te d  Team

M e e tin g  (DTM) RIRU T riw u lan  1 d i -
Tern pa t

M e n in d a k la n ju ti s u ra t Kepa la K a n to r P e rw ak ilan  B ank Indone s ia  P rovinsi

K a lim an tan  T im u r No. 2 3 /1 8 3 /S m r /S r t /B  ta n g g a l 1 7  M a re t 2 0 2 1 , pe riha ! se ba ga im ana  

te rs e b u t d i a tas , m a ka  den gan  in i ka m i m e n g h a ra p ka n  k e ik u ts e rta a n  B a p a k / lb u /  S a uda ra  

pada w e b in a r D e d ica te d  Team  M e e tin g  (DTM ) RIRU T riw u lan  I 2 0 2 1  ya n g  akan 

d ila ksa n a ka n  o leh  K a n to r P e rw ak ilan  B a nk  Indones ia  P rovinsi K a ltim  seca ra  v ir tu a l pada:

H a ri/T angga l

W aktu

P im p inan  R apa t

M edia

Agenda

Se lasa  /  3 0  M a re t 2 0 2 1  

P uku l 0 8 .3 0  W ita  -  se lesa i

Ir. M . S a ’ban i, M .Sc (S e k d a p ro v /K e tu a  H a rian  RtRU K a ltim ) 

Zoom  (akan  d isa m p a ika n  pada ke se m p a ta n  pe rta m a ) 

T e rla m p ir

U n tuk  in fo rm a s i leb ih  la n ju t dan  ko n firm a s i ke h a d ira n , d a p a t m e n g h u b u n g i Sdr(i). 

S ri Ayu-DPMPTSP Prov. K a ltim  (0 8 1 3  1 7 9 0  8 9 9 9 )  a tau  Sdr. Indrayana P ra tam a-B ank  

In done s ia  (0 8 2 1  5 7 1 7  5 5 8 1 )  a ta u  m e la lu i R iru b ika ltim @ g m a il.co m .

D em ik ian  d isa m p a ika n , a ta s  ke iku tse rta a n  B a p a k /lb u /S a u d a ra  d iu ca p ka n  

te r im a  kasih .

. KEPALA,

! ? (

. •> , 'D ra rO n Y  EKA P.L, SH, M A P

P em bina  T in g ka t I (IV /b ) 

NIP. 1 9 6 6 0 5 0 8  1 9 9 4 0 3  2  0 0 9

http://dpmptsp.kaltiinprov.go.id
mailto:Rirubikaltim@gmail.com


Lampiran Surat Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nomor 00$  I /DPMTPSP-l/2021

D a fta r Undangan

1. A s is ten  Ekonom i dan Pem bangunan Sekda Prov. K a ltim

2 . Kepa la  D inas P erindustrian , Perdagangan, Koperasi dan  UM KM  Prov. K a ltim

3 . Kepala Bappeda Prov. Ka ltim

4 . K epa la  D inas Energi dan  S um ber Daya M inera l Prov. K a ltim

5 . Kepa la  D inas Perkebunan Prov. K a ltim

6 . Kepa la  D inas Ke lau tan  dan Perikanan Prov.*Kaltim

7. Kepa la  D inas Pariw isata Prov. K a ltim

8 . Kepa la  D inas L ingkungan H idup Prov. K a ltim

9 . Kepala B iro Perekonom ian Setda Prov. K a ltim

1 0 .  Kepa la  B iro Hukum  Setda Prov. K a ltim

1 1 .  Kepa la  B iro In fra s tru k tu r dan  S um ber Daya Setda Prov. K a ltim

1 2 . Kepa la  D inas Penanam an M oda l dan  P e rtz inanT erpadu  K o ta  B a likpapan

13 . Kepala D inas Penanam an M odal dan PTSP Kota S am arinda

1 4 .  Kepala D inas Penanam an M odal dan PTSP Kota B ontang

1 5 .  Kepa la  D inas Penanam an M odal dan  PTSP Kab. Berau

1 6 . Kepa la  D inas Penanam an M odal dan  PTSP Kab. K u ta i K artanegara

1 7 . K epa la  D inas Penanam an M oda l dan  PTSP Kab. Kuta) B ara t

1 8 . Kepa la  D inas Penanam an M odal dan  PTSP Kab. K u ta i T im ur

19 . Kepala D inas Penanam an M odal dan  PTSP Kab. Paser

2 0 .  Kepa la  D inas Penanam an M odal dan  PTSP Kab. Penajam  Paser Utara

2 1 .  Kepa la  D inas Penanam an M odal dan  P2T Kab. M ahu lu  

2 2 *K e tu a  ka m a r pag ang  dan Industri (KADIN) K a ltim

2 3 .  K a n to r Perw akilan Bank Indonesia B a likpapan

2 4 . Asisten yang m em bidang i Ekonom i dan Pem bangunan K a b /K o ta  se-K a ltim

2 5 .  Kepa la  Perangkat D aerah Tekn is  K a b /K o ta  se-Ka ltim

2 6 .  BUMD m ilik  Pem erin tah Provinsi K a ltim

2 7 .  BUMD m ilik  P em erin tah K a b /K o ta  se  K a ltim



NOTULgft RAPAT

Pimpinan Rapat 

Hari/tanggal 

Pukul 

Perihal

Peserta Rapat 

Hasit Rapat

Abu Helmi, SE, M.Si 

Selasa, 3 0  M aret 2 0 2 1  

0 8 .0 0  -  12 .00  W ita

Webinar Dedicated Team M eeting  (DTM) RIRU Triwulan I 

Dafftar Hadir Terlampir

I. Daiam rangka m emulal program kerja Regional Investor Relation Unit (RIRU) Kaltim  Tahun 2021 , 

Bank Indonesia mengadakan webinar Dedicated Team M eeting  (DTM) RIRU Triwulan I. Di tahun 

2 0 2 1  direncanakan akan diiaksanakan tiga kali DTM dan di DTM I ini m engangkattop ik “ Investasi 

untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi: Peluang dan Tantangan" dengan pem bicara dari RIRU 

Jawa Tengah dan Jawa Barat yang dianggaprberhasil m erealisaslkan proyek promos! investasi.

II. Pembicara pertama adalah Ratna Kawuri yang merupakan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa 

Tengah. Beliau membawakan m ateri dengan ju du l Peran RIRU Jawa Tengah (Keris Jateng) daiam 

M enyiapkan Proyek investasi. Daiam rangka mendoTong pertum buhan sektOT perdagangan, 

pariw isata dan investasi Pemprov. Jateng dan Bank Indonesia m em bentuk forum  koordinasi 

dengan mengintegrasikan sum ber daya dan kekuatan daerah sehingga dapa t meningkatkan 

daya saing global daiam m endukung peningkatan pertum buhan ekonomi yang tinggi. Forum 

koordinasi tad i d inam akan Koridor Ekonomi, Perdagangan, investasi dan Pariw isata Jawa Tengah 

(Keris Jateng).

Keris Jateng m emiliki visi: terwujudnya Jawa Tengah yang berdaulat, m andiri, dan berdaya saing 

daiam menghadapi globalisasi, dem i mewujudkan pertum buhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Sedangkan misi dari Keris Jatengadalah:

a. Membangun pusat in form asi dan database yang handal dan berkelanjutan;

b. M enciptakan daya saing global dan terljjpat daiam  global supply chains  m ela lu i optim alisasi 

pem anfaatan potensi daerah dan kualitas produk daerah

c. Menyelenggarakan program-program promosi berskala nasional dan global yangterin tegrasi 

Adapun cakupan kegiatan di sektor investasi berupa:

a. M engidentifikasi peluang Investasi kab /ko ta  dan menyusun prioritas industri yang berpotensi 

m enciptakan peluang kerja

b. M elaksanakan dan m engikuti kegiatan promosi investasi, d i daiam  dan luar negeri

c. MemfasiUtasl pertemuan antara investor dengan pem erintah dan instansi te rka it

Di sektor perdagangan Keris Jateng m elaksanakan dan m engikuti kegiatan promosi 

perdagangan,di daiam dan luar negeri, membuka akses pasar bagi UKM eksportir m elalui 

penyediaan database dan m elaksanakan Business M atching. D itambah m elakukan Penguatan



sektor pariwisata Keris Jateng m elakukan kegiatan identifikasi pengembangari pariw isata, 

melaksanakan dan m engikuti kegiatan promosi pariw isata, d i dalam  dan luar negeri.

Pem bentukanTim  Keris Jateng te lah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur JawaTengah Nomor 

5 0 0 /7 0  tahun 2018 .

Program Keris Jateng diantaranya adaiah Central Java's Potentia l Investm ent Challenge (CJPIC), 

penyusunan Presentation Book dan Forum Investasi Keris Jateng. CJPIC adaiah program 

penyaringan potensi/proyek investasi yang clean and c lear yang bertujuan agar dapat 

m eningkatkan partisipasi kabupaten/kota  untuk menyusun potensi investasi sehingga dapat 

diprom osikan oleh KERIS JATENG m aupun Instansi lalnnya. Dalam CJPIC se tiap  kabupaten/kota  

harus menyusun profil peluang investasi masing-masing daerahnya. Dari program CJPIC dip ilih  3  

(tiga) proyek yang mendapat nilai tertinggi yang kem udian akan dijadikan Investm ent Project 

Ready to  O ffer (IPRO). Sedangkan Profil Peluang Investasi yang tidak  masuk ke dalam  3  (tiga) 

besar CJPIC te tap  akan diprom osikan dan d im uat dalam  buku Central Java Investment 

Opportunities sebagai peluang investasi Prospective dan Potential.

Investasi untuk Percepatah Pemulihah Ekonomi: Peluang dan Tantangan adaiah ju du l materi 

yang disam paikan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih. Di tahun 

20 2 0  meski terjadi pandemi Covid-19, Provinsi Jawa Barat masih m enem pati Peringkat I dalam 

realisasi tertinggi d i Indonesia dengan nilai Rp. 120 ,4  T dan persentase 14,6%. Namun realisasl 

tersebut masih lebih rendah dibanding tahun 20 1 9  senlla i Rp. 137 ,5  T. Jawa Barat m em ilikl 

fakto r-faktor pendukung yang menyebabkan investasi di daerah tersebut lebih efisien. Faktor- 

fak to r tersebut adaiah:

a. In fras truk tu ryangsanga tba ik

b. Sumberdaya manusia yang berkualitas

c. Pasar potensial yang sangat besar

d. Rantai pasok yang efisien

Kemudian untuk m ensinergikan kebijakan pem bangunan perekonomian d i Jawa Barat d iantara 

para pemangku kepentingan dan peiaku usaha, khususnya di b idang industri, perdagangan, 

pariw isata, investasi, dan pembiayaan agar tidak  sa ling tum pang tind ih , maka d ibentuklah West 

Java Incorporated (WJI) yang te lah d ite tapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76  

Tahun 201 4 .

Dalam penyusunan kajlan potensi dan peluang investasi, Jawa Barat m elibatkan lembaga 

internasional, pem erintah pusat dan pem erintah daerah. Setelah kajian disusun dilanjutkan 

dengan menyusun sho rt lis t proyek yang akan dltawarkan ke dalam  3  kategdri: blue book, green  

book  dan brown book. Untuk proyek-proyek yang siap d itawarkan dim asukkan ke dalam  buku 

West Java Investment Partnership dan ke dalam website West Java Digital Promotion 

(investasi.jabarprov.go.id).



pelaksahaan Indonesia -  Japan V irtual Business Forum, pelaksanaan Indonesia Investm ent Day 

dan pengembangan website WJI.

Kemudian sebagai upaya untuk mendongkrak Investasi pada tanggal 16-17 November 20 2 0  

Pemprov. Jawa Barat bersama Bank Indonesia menyelenggarakan West Java Investm ent Sum m it 

(WJIS). Acara tersebut d ihadiri oleh to ta l 15 0 0  peserta secara v irtua l. Tota l kom itm en investasi 

yang diperoleh dari acara te rsebut senila i Rp. 3 0 8  T dan ada 2 2  MoU yang berhasil 

d itandatangani dengan nllai Rp. 5 ,32  T. Pada WJIS te rsebut juga  d llakukan launching kawasan 

industri dinam akan Rebana M etropolitan. Rebana M etropolitan diproyeksikan sebagai m otor 

penggeraK pertum buhan ekonomi Jabar d i m asa depan m elalu i pengembangan kawasan industri 

yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya sa ing tinggi, serta berkelanjutan. Rebana 

M etropolitan pun menjadi fokus pemasaran dalam gelaran WJIS 2 0 2 0  dengan keunggulan 

in frastruktur, ekosistem investasi, upah m inim um , insentif perpajakan bagi investor, serta 

kem udahan perizinan.

Adapunsaat in i.dukungan in frastruktur yang sudah ada di kawasan Rebana M etropolitan antara 

la in ja lan  fiasiofia l, Tol Cikopo-Palimanan (Cipaii) dan PaHmanan-Kanci (Palikanci), rei Cikampek- 

Cirebon, Pelabuhan Balongan, Cirebon, dan Patimban (Tahap I), BIJB Kertajati, serta term inal 

Subang, indramayu, dan Cirebon. Kebutuhan energi juga tersedia, antara la in lewat dam  di 

Cipancuh, Jatigede, dan Setupatok, kilang m inyak Balongan, geotherm al d i Ciremai, hydro power 

Jatlgede, hingga PLTU di Indramayu.

Untuk m endukung pengembangan Rebana M etropolitan in i, berbag&i proyek in frastruktu r pun 

tengah dan direncanakan dibangun, antara lain Pelabuhan Patimban Tahap II, Tol Cileunyi- 

Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), to l akses Patimban, to l Kertajati, reaktivasi rel Rancaekek- 

Kertajati, LRT Cirebon Raya-Kertajati, hingga SPAM Jatigede dan TPPAS Cirebon Raya.

Sesual arahan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, kawasan Rebana akan m enjadi salah satu dari 

tu juh  ekonomi baru di Jabar yang diharapkan m enjadi solusi dari d inam ika dan masalah 

pembangunan di provinsi seluas 3 5  ribu k ilom eter persegl dengan jum lah  penduduk ham plr 5 0  

ju ta  jiw a tersebut.

Samarlnda, 3 0  M aret 2 0 2 1

Kabid PPIPM,

Riawati, S.S), MEM 
Pembina T ingkat I (IV/b) 

NIP. 1 9 7 1 0 8 1 5 1 9 9 6 0 3 2 0 0 2



DAFTAR HADIR
Hari /  TanggaL : Selasa, 30 M aret 2021 
W aktu : 08.30 Wita s /d  Selesai
Tem pat : Ruang R apat K antor DPMPTSP Prov. Kaltim
Acara : Webinar D edicated Team M eeting (DTM) RIRU Triwulan I

Tahun 2021

NO NAMA INSTANSI/

JABATAN

NO. H P/ 

EMAIL

TANDA

TANGAN
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DAFTAR HADIR

Hari /  TanggaL : 
W aktu 
Tem pat 
Acara

Selasa, 30 M aret 2021 
08.30 Wita s /d  Selesai
Ruang R apat K antor DPMPTSP Prov. Kaltim
Webinar D edicated Team M eeting (DTM) RIRU Triwulan I
Tahun 2021

NO NAMA INSTANSI/

JABATAN

NO. HP/ 

EMAIL

TANDA

TANGAN

16.
^ ' b . s  u  b b a g . l^ e -L A B -ru p jQ ji

/ \
17.

pto U auft o p /u f r r f  K > u w 2 ,
\

18.
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19.

20.
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P E M E R IN T A H  P R O V IN S I K A L IM A N T A N  T IM U R  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Wcbsilc: http://dpmptsp.kaitimprov.go.id email: dpmptsp.kaltim V/ gmail com. 
dpmpisp'rt'-kaltiniprov.go.idemail PTSP iso.ptspbppmd'r/giiKiil.com. twitter: @dpmptsp_kaltim 

Jl. Basuki Rahmat No. 56Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
S A M A R I N D A  75112

Nomor : 005/ 5*1 - X  /DPMPTSP-1/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Hal : UNDANGAN

Samarinda, 25 April 2021 

Kepada
Yth. DaftarTerlampir 

di -
Tempat

Dalam rangka pembahasan aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi Regional 

(SI PINTAR), maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal

Pukul

Tempat

Agenda Rapat

Senin, 26 April 2021

10.00 Wita s/d  selesai

Ruang Rapat Bidang PP1PM
Jalan Basuki Rahmat No. 56 Samarinda

: Rapat pembahasan aplikasi Sistem Informasi Potensi 

Investasi Regional (SI PINTAR).

Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

PenjbJria Tingkat I
lJJIP 3S!J90810 199802 1 01

m u tu  cart/f/cat/or;
I n t e r n a t i o n a l

X K A N

*T»» IIO IM* INI. OM-1II T#l »• Ml*

JAi Aru

c i p r r p f e p

* Me m6 a n g u n  S i n e r g i t a s  Wu j u c f ^ a n  T^aCtim M a j u  201 S ’

http://dpmptsp.kaitimprov.go.id


Lampiran Surat Kepala DPMPTSP Prov. Kaitim 
Nomor : 5 7 0 / £6|.a/DPM PTSP-I/2021 
Tanggal April 2021

Kepada Yth.

X. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM

2. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Daerah

3. Kepala Seksi Perencanaan dan Deregulasi PM

4. Isna Galuh Handayani, S. HUf

5. Dwi Harkanti Ningsih, S. Kom

6. Erich Andicha, S. Kom

7. Elsa Puspa Rizki

8. Nornialita Fauziah, S. Si

9. Selly Swandari, S. Pd., M. E



NOTULEN RAPAT

Pimpihan Rapat 

H ari/tanggal 

Pukul 

Perihal

: Riawati, S.Si., MEM (Kabid PPIPM)

: Senin, 26 April 2021 

: 10.00 W ita s /d  11.00 Wita

: Pembahasan Aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi 
Regional (SI PINTAR)

: Daftar Hadir Terlam pirPeserta Rapat

H asil R ap a t :

1. Aplikasi SI PINTAR secara um um  akan m enyajikan informasi mengenai potensi dan 

peluang investasi yang te rd ap at di Kalimantan Timur.

2. Informasi mengenai paraw isata akan dihubungkan dengan link YouTube.

3. Tem plate yang akan terdapat diaplikasi ini befiipa profil Kalimantan Timur, peluang 

investasi, potensi daerah, realisasi investasi, kom oditi (peternakan, perikanan, dll), 

in frastruktur (infrastriiktur potensi daerah dan irifrastruktUr pendukung), Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri Khusus (KIK), UMKM, Publikasi (Hasil 

Kajian, RUPM, dll), kolom chat Q & A.

4. Aplikasi akan dilauncingbersam aan dengan pem bukaan W orkshop RUPM.

Dem ikian hasil rapat Ini d ibuat untuk dipergunakan sebagaim ana m estinya.

Mengetahui 
Kepala Bidang PP1PM, Notulis

Riawati. S.SLMEM 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19710815 199603 2 002

Normalita Fauziah. S.Si



DAFTAR H ADIR

H a ri/T a n g g a l: Senin, 26  A pril 2021 
W aktu  : 10.00 W ita s /d  Selesai
T em p a t : R uang R apat B adan P e re n c an a a n  d a n  P en g em bangan  Iklim  

P en an am an  M odal DPMPTSP Prov. K altim  

A cara : R apat P em b ah asan  A plikasi S istem  In fo rm asi P o ten si Investasi

R egional ( SI PINTAR)

NO. NAMA INSTANSI/
JABATAN

NO. H P/ 
EMAIL TANDATANGAN
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PEM ERINTAH PROVINSI KALIM ANTAN TIM UR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: http://dpmptsp.kaltimprov.go.id em ail: dpmptsp.kaltim(a\amail.com. 
dpmptspfekaltiniprov.go.id email PTSP iso.Dtspbppmd-V/'.ginail.eom. twitter : (6>dpmpisp_kaltim 

Jl. Basuki RahmatNo. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
S A M A R I N D A  75112

Samarinda, 2^>April2021

Nomor : 005/ /DPMPTSP-1/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa
Hal : UNDANGAN

Kepada
Yth. Daftar Terlampir 

di -
Tempat

Dalam rangka persiapan workshop penyusunan Rencana Umum Penanaman 

Modal (RUPM), maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat hadir 

pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021

Pukul : 10.00 Wita s/d  selesai

Tempat : Ruang Rapat Bidang PPIPM
Jalan Basuki Rahmat No. 56 Samarinda

Agenda Rapat : Rapat persiapan workshop penyusunan Rencana Umum 
Penanaman Modal (RUPM)

Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

H p ^ K e p a la ,

Pem bina T ingkat I 
Nima7;90&10 199802 1 01

*Mem6angunSinergi tas Wujut f&n T^aCtim Maju 2018 "

’ m? jfiv.virtssKrn» t:. r

http://dpmptsp.kaltimprov.go.id


NOTULEN RAPAT |
j

: Riawati, S.Si.( MEM (Kabid PPIPM)

: Kamis, 29 April 2021 j
: 10.00 Wifa s/d 11.30 Wita

: Persiapan Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman 
Modal (RUPM)

: Daftar Hadir Terlampir
. i
■ i

i

1. Kegiatan Workshop Rancangan Umum Penanaman Modal akan dilaksanakan pada

tanggal 24 Mei 2021 bertempat di Hotel Novotel Balikpapan. j
i

2. Kegiatan dilakukan dalam rangka mensinergikan dan mengopresionalkan seluruh

kepentingan pembangunan terkait bidang penanaman modal di 10 Kabupaten/Kota 

Kalimantan Timur. j

3. Narasumber berasal dari Direktorat BKPM RI, dan Akademisi darij Universitas
i

Diponogoro, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. j

4. Panita acara akan menyiapkan zoom meeting untuk narasumber dan Kabupaten/Kota

yang berhalangan hadir. |

5. Rundown atau susunan acara akan dibuat. \

6. Panita akan menyiapkan seminar kit untuk peserta Workshop RUPM. j

7. Untuk penandatangan Visum SPPD dilakukan dari pihak hotel. \
1

8. Workshop akan dilakukan fu ll day. j

Pimpinan Rapat 

Hari/tanggal 

Pukul 

Perihal

Peserta Rapat 

Hasll Rapat

Demikian hasil rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meiigetahui 
Kepala Bidang PPIPM,

'Qj j s x ^

Riawati.S.SLMEM 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19710815 199603 2 002

i

Notulis i

Normalita Fauziah. S.Si

!



Lampiran Surat Kepala DPMPTSP Prov; Kaltim 
Nomor : 570/% |. ti/DPMPTSP-I/2021 
Tanggal :2S April 2021 !

Kepada Yth.

! 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM

| 2. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Daerah 

j 3, Kepala Seksi Perencanaan dan Deregulasi PM
i

4. Isna Galuh Handayani, S. Hut

5. Dwi Harkanti Ningsih, S. Kom 

! 6. Erich Andicha, S. Kom

| 7. Elsa Puspa Rizki 

j 8. Normalita Fauziah, S. Si

j 9. Selly Swandari, S. Pd., M. E
iii

ii



D A FTA R  HADIR

Hari/Tanggal: Kamis, 29 April 2021
W aktu  : 1 0 .0 0  W ita s / d  S e le sa i

T e m p a t : R uang R apat B ad an  P e r e n c a n a a n  dan  P e n g e m b a n g a n  Iklim  

P en a n a m a n  M odal DPM PTSP Prov. K altim

A cara : R apat P e rs ia p a n  W o rk sh o p  P e n y u su n a n  R en can a  U m um  P en a n a m a n  

M odal (RUPM )

NO. NAMA
1NSTANSI/
JABATAN

NO. H P / 
EMAIL

TANDATANGAN
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
CuSlte: ht^ ://dPmPtsp.kaltimprov.go.id email: dpmpisp.kaltim<fi:gmail.cnni 

T, tep ls^kp ltim pipv-gaid  email PTSP : issu JiaL b jip jll^ sim iL ^  twitter: ©dpmplsp kaltim
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446

S A M A R I N D A  75112

Samarinda, <32. Juni 2021

Nomor : 005 /  U fa  /DPMPTSP-I/2021 

Lampiran : 1 (satu) lembar 

Perihal : Undangan

Kepada
Yth. Terlampir 

di -

Tempat

Dalam rangka mengembangkan potensi dan peluang Investasi Kalimantan 

Timur, maka perlu dilakukan sinergisitas disetiap sektor dalam rangka mendukung 

percepatan investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang pada :

Hari/Tanggal 

Jam 

Tempat 

Pimpinan Rapat 

Agenda

: Selasa, 29 Juni 2021 

: 09.00 WITA sampai selesai 

: Ruang rapat A.W. Syahrani DPMPTSP Prov. Kaltim 

: Kepala Dinas DPMPTSP Prov. Kaltim

: Pemetaan dan Identiflkasi Potensi dan Peluang

Investasi di daerah Kaltim

Untuk kelancaran pelaksanaan rapat tersebut, diharapkan pada saat rapat, 

dapat membawa data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang 

dimiliki masing-masing daerah /s e k to r.

Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi. Sdra. Sri Ayu (HP. 

081317908999) dan Galuh Isna Handayani (HP. 08125872755).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PIIQIH HAR1TANTO. S.STP.,M.Si 
' ; Pembina Tingkat I 

N IP .197908101998021001

certification
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Lampiran Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kaltim 

Nomor: 005/1172/DPMPTSP-1/2021 

Tanggal :22Juni 2021

Daftar Undangan

I. PROV1NSI KALTIM

1. Kepala Bappeda

2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

3. Kepala Dinas Perkebunan

4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

7. Kepala Dinas Kehutanan

8. Kepala Dinas Pariwisata

9. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

11. Kepala Dinas PUPR dan PERA

12. Kepala Biro Perekonomian Setda

13. Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setda

II. INSTANSIVERT1KAL

1. Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kaltim

III. KABUPATEN/KOTA SE KALTIM

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Berau

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Kartanegara

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Barat

4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kutai Timur

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Paser

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Penajam Paser Utara

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Mahulu

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Samarinda

9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Kota Balikpapan

10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang

11. Kepala Bappeda Kab. Berau

12. Kepala Bappeda Kab.Kutai Kartanegara

13. Kepala Bappeda Kab. Kutai Barat

14. Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

15. Kepala Bappeda Kab. Paser

16. Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara

17. Kepala Bappeda Kab. Mahulu

18. Kepala Bappeda Kota Samarinda

19. Kepala Bappeda Kota Balikpapan

20. Kepala Bappeda Kota Bontang



21. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau

22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Kartanegara

23. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Kutai Barat

24. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur

25. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Paser

26. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Penajam Paser Utara

27. Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda

28. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan

29. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang



NOTULEN RAP A T

Pimpinan Rapat 
Hari/tanggal 
Pukul 
Perihal

Peserta Rapat 
Hasil Rapat

Puguh Harjianto, S.STP, M.Si (Kadis DPMPTSP Prow Kaltim)
Selasa, 29 Juni 2021 
09.30 W itas/d 12.30 Wita
Pemetaan dan Identifikasi Potensi dan Peluang Investasi di
Daerah Kaltim
Daftar Hadir Terlampir

1. Puguh Harjanto, S.STP., M.Si selaku Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Kalimantan 
Timur menyampaikan bahwa kegiatan ini kami laksanakan untuk identifikasi potensi 
sumber daya lokal baik alam, komoditas, maupun bisnis, sebagai dasar kebijakan 
pembangunan sekaligus untuk menarik minat investor. Untuk melakukan 
pengumpulan data potensi sumber daya alam, tim harus benar-benar menyiapkan 
secara matang, memilah potensi apa yang berdampak pada terjaminnya 
perekonomian masyarakat Untuk itu, setiap Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) 
teknis yang terlibat dalam identifikasi potensi dan penyusunan peta potensi harus 
mencermati setiap data-data sumber daya alam yang akan dikaji guna ditindaklanjuti 
untuk pengembangannya. Kemudian yang perlu dicermati mengenai persiapan IKN 
yang akan dijadwalkan untuk audiensi dengan Gubernur mengenai investasi di IKN 
dan realisasi investasi yang masih didominasi oleh sektor yang dominan saja dan 
belum merata ke sektor Iainnya.

2. Riawati, S.Si., MEM selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal (PPIPM) menyampaikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan 
yang kita dapatkan diluar dan kita tidak bisa menjawab pasti keadaan secara detail 
mengenai peluang investasi. Kita tahu bahwa Kalimantan Timiif ini memiliki banyak 
sekali potensi-potensi yang dapat kita jual, tetapi kita tidak mengetahui secara detail 
berapa besar potensi tersebut yang bis akita jual. Maka perlu adanya kepastian 
mengenai peluang investasi yang ditawarkan, ada berapa investasi yang diperlukan, 
apa saja yang ingin dijual padahal potensi sangat banyak. Kemudian terkait hasil 
workshop RUPM di Balikpapan pada tanggal 26 Juni 2021 yaitu dari BKPM 
menawarkan apabila ada dari setiap daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi 
yang ingin dijadikan peluang yang bisa dijual atau ditawarkan, bisa melaporkan ke 
BKPM agar kiranya bisa dibantu dalam pendanaan karena mengingat BKPM sendiri 
memiliki dana atau anggaran tersebut. Akan tetapi ada syaratnya yang paling utama 
yaitu investor yang mereka cari dari segi sosial yaitu untuk mencari lahan kemudian 
lahan tersebut harus clean and clear. Selanjutnya yaitu mensinkronkan peluang dan 
potensi yang ada antara Provinsi dan kabupaten/kota karena ferkadarig jika kite 
ingin meminta data di DPMPTSP kabupaten/kota ternyata data tersebut tidak 
sinkron dengan data di Provinsi, jadi kami mengharapkan setiap kabupaten/kota 
nantinya dalam penyusunan RUPM penyusunan RUPM akan terjadinya sinkonisasi 
peluang dan potensi di kabupaten/kota dengan Provinsi. Karena data yang akan di 
Dublish harus sinkron dengan RUPM, RPIMD masing-masing dari kabunaten/kota.



3. Bappeda Litbang Kab. Berau dan DPMPTSP Kab. Berau menyampaikan beberapa hal 
yaitu antara Iain:

- Terkait peluang usaha RTRW 3000 Ha diharapkan ada investor yang masuk dan 
lahan statustnya sudah clean & clear.

- Di Berau sendiri dari perkebunan ada beberapa komodi yang memiliki potensi 
yaitu seperti sawit, karet, kelapa dalam serta dua komoditi unggulan yaitu lada 
dan kakao yang di mana kako sudah di ekspor ke Italia dan Jerman.

- Sektor perikanan komoditinya seperti udang windu yang di ekspor.
- Sektor pariwisata sendiri ini seperti derawan dan maratua memiliki peluang 

investasi yang sangat besar.
- Terdapat beberapa isii strategic yang terjadi di Berau yaitu pengembangan 

argoindustri yang lagi tren yaitu karet, lada, dan kakao, permasalahan kelistrikan 
serta kondisi Pelabuhan yang sudah overcapacity.

- Sektor pertanian jagung menjadi komoditi unggulan serta di Berau sedang 
memulai memproduksi beras sendiri yang diharapkan dapat bersaing dengan 
beras di luar Kalimantan Timur.

- Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Berau yaitu kendala akses jalan 
yang kurang memadai dan di sekeliling lahan adalah kebun sawit yang bisa 
menyerap air banyak, komoditi jagung berjalan di Talisayan tetapi pemasarannya 
sulit, yang saat ini lagi tren yaitu Pulau Kaniungan jaraknya sekitar 7 jam dan 
hanya dikelola oleh perseorangan serta semen putih yang tidak ada kelanjutannya.

4. DPMP2T Mahulu menyampaikan beberapa hal yaitu antara lain:
- Peluang investasi pembangunan batara sudah ada tetapi terkendala lahan dan 

warga masyartakat.
- Sektor perkebunan untuk komoditi kakao dan karet terkendala penyediaan pabrik 

sehingga kakao dan karet hanya sampai di serbuk tidak sampai ke pembuatan 
coklafnya, hal ini terjadi karena kekurangan SDM.

- Sektor pariwisata terdapat di Long Laham tetapi terkendala di infrastruktur 
menuju lokasi. Sektor wisata budaya seperti Hudoq berjalan baik.

- Sektor pekebunan yaitu sawit mulai produksi tetapi terkendala di pabrik yang 
belum tersedia dan status lahan perkebunan itu kebanyakan pribadi atau milik 
kelorripok.

5. DPMPTSP Kutai Barat menyampaikan bahwa peluang investasi di sektor perkebunan 
yaitu tanaman menghasilkan seluas 6000 Ha dan tanaman belum menghasilkan 
seluas 7000 Ha dan akan dilakukan pembangunan pabrik CPO.

6. DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan beberapa hal yaitu antara 
lain:
- Teluk Balikpapan, peluang investasinya melalui kepelabuhan dan peti kemas serta 

gencar-gencamya untuk dilakukan kajian mengenai hal tersebut
- Sektor pariwisata di PPU yang terkenal ialah wisata bahari yaitu Pantai Nipah- 

Nipah dan Tanjong Elai.
- U n tuk  wilayah Kecamatan BabulU di sana basil pertanian nomor satu di Kaltim 

dengan lahan luas tetapi terkendala diperairan namun nantinya segera dibangun



mengakomodir perairan dan kedua untuk membendung ketersedian yang 
dilakukan untuk kesiapan IKN.

- Industri Hilir akan dibangun melalui APBD.
- Sektor perkebunan, komoditi sawit terdapat di beberapa daerah PPU namun 

terkendala industi hilir, sedangkan untuk CPO ketersediannya cukup banyak. 
Selain itu, potensi hilir perkebunan yaitu tapioka dapat dijadikan peluang untuk 
menunjang kebutuhan IKN yang sangat besar.

- Selain beberapa potensi yang sudah ada, terdapat peluang investasi yang dapat 
dilakukan di IKN yaitu dari sektor jasa dan perhotelan di mana, sektor ini sangat 
menjanjikan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

- Kendala untuk PPU yaitu perlu didorong pembuatan jalan pendekat dari sisi 
Balikpapan yang menuju jembatan Pulau Balang, yang di mana diketahui apabila 
jembatan tersebut sudah rampung namun terkendala akses jalan yang belum 
rampung, padahal akses dari sisi PPU jalan sudah beton. Apabila tidak diatasi 
dapat membuat kerugian besar untuk negara dan dapat berpengaruh ke sektor- 
sektor lainnya.

- Harapannya bagaimana pemerintah Kaltim bisa memiliki investasi dan tidak 
hanya diberikan ke swasta.

7. Bapelitbang Kab. PPU menyampaikan beberapa hal yaitu antara lain:
- Kawasan industri Buluminung bisa harapannya masuk dalam industri nasional 

dengan luas Kawasan ± 5.000 Ha dengan kawasan yang sudah dimanfaatkan <10% 
oleh perusahaan.

- Untuk rencana pemindahan IKN, pemerintah pusat sangat serius. Namun, yang 
perlu dicari yaitu pelabuhan mana yang akan digunakan untuk menurunkan 
logistik.

■ Potensi komoditi pangan, pertanian dan perikanan tangkap terdapat di 
Kecamatan Babulu.

- Kajian-kajian dibidang jasa usaha investasi yaitu seperti kajian pengolahan 
terminal curah, bongkar muat peti kemas, dan kajian potensi pergudangan.

- IKN hadir membangun kota nya sendiri, kita hanya menyuplai kebutuhan pangan.

8. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kab. Penajam Paaser Utara
menyampaikan beberapa hal yaitu antara lain:
- Dinas koperasi sudah mengajukan Perda industri pangan dan akan melakukakan 

pembinaan. Terdapat beberapa centra yaitu centra kepala, bambu, dan lainnya.
- Komoditi kelapa sangat potensial seperti minyak dan gula dari kelapa (gula semut) 

maka harapannya bisa dibantu untuk lebih mengembangkan potensi tersebut
- Kecamatan Babulu mempunyai potensi laut yang sangat besar.
- Pelabuhan waru memiliki TPI tetapi harus diperbaiki.
- Potensi Iahan kandang sapi untuk penggemukan dan memperbanyak produksi 

susu dan daging ± 20.000 Ha sudah tidak beroperasi namun sebaiknya perlu 
dioperasikan dan kembangkan lagi.

• Merencanakan Babulu itu sebagai mina molitan tetapi belum teralisasi dan 
harapannya bisa didukung untuk merealisasikan.

- Pengembangan singkong menjadi tapioka.



9. DPMPTSP Kabupaten Paser menyampaikan bahwa ada beberapa pelUaiig investasi
di daerah tersebut yaitu antara lain:
- Sektor perkebunan seperti kakao dan pengolahan sawit.
- Pembuatan tas.
- Pengolahan barang mentah seperti minyak dan sebagainya.
- Pengolahan bahan mentah seperti nugget dan sebagainya.
- Sektor perikanan yaitu udang, budidaya ikan dan pengolahan ikan.
- Sektor pariwisata yaitu pemandian pariwisata, Balulayong, dan Kampung Pelangi.
- Obyek wisata yaitu Gunung Embun dan Pantai.

10. DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur menyampaikan beberapa hal yaitu antara lain:
- Di Kutim sendiri memiliki beberapa tempat wisata tetapi masyarakat 

mengejuhkan tidak adanya tempat wisata, sehingga kendalanya di obyek wisata. 
Harapannya tahun depan pemerintah bisa fokus pada sektor pariwisata dan KEK 
MBTK ini, agar investasi dapat masuk ke Kutim.

- Untuk sektor sekunder dari pihak disperindankop bisa membantu mengatasinya 
agar bagaimana investasi bisa masuk dan terukur.

- Realisasi investor ± 1,64 T berasal dari beberap sektoral.
- Antara RPJMD dan RUPM adanya ketidaksinkronan atau berjalan masing-masing 

sehingga program kerja tidak berjalan dengan baik.
- Masalah pendanaan, harapannya provinsi bisa memberikan pendanaan ke 

kabupaten/kota untuk membuat kajian-kajian yang bisa berpeluang untuk 
peluang investasi.

- Strukturnya juga kurang berkenan untuk wisatawan, walaupun banyak potensi 
tetapi belum menjadi ijin di LKPM.

- Harapan kami potensi bisa menjadi ijin dan provinsi bisa mengawal investasi ini. 
Karena kondisi saat ini adalah potensi-potensi yang tidak pernah terukur dengan 

pasti.

11. Diperindangkop Kab. Kutim menyampaikan beberapa hal yaitu antara lain:
- Kutim lebih banyak terkendala pada aksesbilitas dan pemasaran.
- Sektor perkebunan sangat besar terutama CPO, tetapi kenyataannya CPO ini masih 

banyak ke Berau dan tercover ke KEK MAloy.
- Produksi ampalang saat ini sudah 2 kali ekspor ke China dengan investasinya 

seberat 90 Ton dan nilai investasi sebesar 102 Milyar. Namun kendalanya 
pengirimannya melaui Pelabuhan Balikpapan, ini disebabkan karena Pelabuhan di 

Kutim belum beroperasi.
- Potensi hasil perikanan berupa udang dan ada penawaran untuk di ekspor namun 

terkendala akses pengiriman.
- Air aren ganja yaitu gula semut hasil produksinya banyak tetapi terkendala 

masalah anggaran yang ada di Kabupaten.
- Pisang krecek di Kutim banyak di produksi dan rencananya Bulan Juni ini akan di

ekspor ke Malaysia dengan jumlah produksi 90 Ton sekali pengiriman melalui 
Balikpapan.

- Madu klusuk terkendala dipemasaran dan penjualan.



12. DPMPTSP Kota Bontang menyampaikan beberapa hal yaitu antara lain:
- Peluang investasi OPD teknis kami ada satu yang sedang dirancang terkait 

integrasi visi misi terkait (Rencana Pengembangan Industri Kota) RPIK. Saat ini 
tataran regulasi sudah melakukan kerjasama dengan DPRD dan UNMUL sebagai 
pihak ketiga. Terkait RPIK dan hasil investasi unggulan yang dilakukan ada 4 
sektor yang akan di masukan Perda. Di mana sektor tersebut antara Iain industri 
pangan, industri pariwisata, industri fashion (textile), dan industri furniture.

* Untuk lahan yang dapat dipergunakan 4 sektor unggulan ini, sampai 3 minggu 
yang lalu sudah ada 64 Ha yang sudah clear & clean di kelurahan Bontang Lestari. 
Dari 4 sektor unggulan ini sudah dipetakan dan perlu penajaman di sektor pangan 
yang berasal dari laut. Dari hasil kajian ini investasi yang dibutuhkan 63 Milyar 
dan harapannya bisa dijembatani oleh provinsi ke investor.

13. DPMPT Kota Balikpapan menyampaikan beberapa hal yaitu antara Iain:
- Sektor unggulan di Balikpapan yaitu perdagangan, jasa, dan pariwisata.
- Balikpapan sudah mengirimkan data potensi investasi terkait PDRB, Potensi 

Daerah, UMKM dan lainnya.
- Tahun ini, Balikpapan sudah membuat peta potensi yang berbasis GIS dan 

menyusunnya berdasarkan sektor perwilayahan dan nama-nama perusahannya 
serta membuat perda terkait kemudahan berusaha.

14. DPMPTSP Kota Samarinda menyampaikan beberapa hal yaitu antara lain*
- Ada beberapa investor yang datang namun Samarinda terkendala di RTRW karena 

belum disahkan.
- Sektor pariwisata di Samarinda yaitu Desa Budaya Pampang, Bendungan Benanga 

Lempake, dan Sungai Mahakam.
- Untuk potensi perikanan masih berkoordinasi dengan OPD terkait.

15. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan beberapa hal yaitu
antara lain:
- Kita sering menawarkan investasi tetapi lupa mencantumkan Contact Person (CP) 

padahal ini sangat penting. Kalau pun ada orang yang namanya tercantum di CP, 
orang ini tidak bisa memberikan data spesifikasi yang diminta.

- Dimasa pandemi sekarang ini, sebaiknya profil wisata, potensi-potensi atau 
peluang yang dibutuhkan dapat bisa diberikan secara digital.

- Dari sektor pariwisata dampak Covid-19 sebesar 87%, sehingga dinas pariwisata 
mempersiapkan diri dengan membuat dua program yaitu program gubemur 
dalam pengembangan destinasi yaitu 3 danau di Kabupaten Kutai Kartanegara 
yaitu Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Lintang.

- Mendorong salah satu destinasi unggulan yaitu Pulau Kaniungan yang belum 
disentuh oleh investor.

16. Dinas Pangan & Hortikultura Provinsi Kalimatan Timur menyampaikan beberapa hal
yaitu antara lain:
- Potensi pisang grecek yang berada di Kelurahan Kaliorang Kutai Timur memiliki

potensi yang sangat besar dan terkendala dipengiriman karena Pelabuhan berada



- Potensi buah naga dan nanas. Untuk buah nanas varietasnya yaitu buah nanas 
mahkota tang terdapat di Tenggarong dan Samboja, serta Sebulu yang Iuasnya 25 
Ha. Namun terdapat kendala yaitu Kawasan tanaman ini termasuk hutan lindung.

- Potensi buah kelengkeng yang ada di Simpang Pasir dan di Samboja serta buah 
alpukat untuk mengurangi import.

17. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Timur menyampaikan beberapa hal yaitu
antara lain:
- Dinas Kehutanan pada umumnya regulasinya diatur oleh Pusat, tetapi Pusat 

sendiri sudah memberikan peluang dalam rangka menyelesaikan masalah suatu 
kawasan dan beberapa permasalahan-permasalahan di kawasan hutan. 
Kepentingan kehutanan itu memiliki dualisme bahkan 3 yaitu kepentingan 
internasional, upah, dan daerah, kemudian itu menjadi penelitian tersediri bagi 
kehutanan.

- Potensi-potensi yang didapat itu kita manfaatkan sebagai sumber yang dapat kita 
alih fungsikan melalui tata ruang.

- Terkait dengan persoalan rencana prediksius di mana ada perhitungan- 
perhitungan neraca, sumber menyebutkan untuk cara menghitung rencana yang 
tidak ada monitornya, potensi ruang dengan dimanfaatkan dengan pola 
enteristing misalnya tebu, kakao, dan lain Iain-lain yang bekerjasama dengan 
kemitraan-kemitraan atau kelompok-kelompok penguatan yang berada di 
kehutanan.

- Fungsi-fungsi Dinas Koperasi, UMKM, sangat diharapkan dukungan-dukungannya 
karena bicara proses regulasi ini ada kemampuan dan kesepakatan-kesepakatan 
yang dibangun.

- Identifikasi potensi-potensi yang ada di kabupaten/kota, seperti Samarinda 
menata tata ruang hijaunya masih kurang.

18. PUPR Tata Ruang Provinsi Kalimatan Timur menyampaikan beberapa hal yaitu
antara lain:
- Berdasarkan data analisis baik dari PU, KSP dan sektor lainnya bahwa di 

Kalimantan Timur memang masih memiliki potensi untuk sektor unggulan yaitu 
batu baru, minyak dan gas kemudian perkebunan.

- Di sektor perkebunan ini ada 4 kabupaten yang memiliki sektor unggulan 
perkebunan yaitu Kutim, Kukar, Paser dan Berau.

- Sektor perikanan ada beberapa kabupaten yaitu Balikpapan, Kukar, PPU, Berau 
sumber data berasal dari BPS.

- Rencana investasi dari pengolahan industri ada 8 KPI yang sudah ditetapkan 
berdasarkan Perda dan dari perindustrian Provinsi sudah menyusun berkaitan 
dengan pengembangan industri yang ada di Kalimantan Timur dan dokumen 
tersebut akan menjadi acuan untuk visi RTRW.

- Berkaitan dengan investasi pemerintah yang memiliki unsur layanan publik yaitu 
ada dua perbedaan antara investasi pemerintah dan investasi swasta, jika 
investasi pemerintah maka tidak ada unsur profit di dalamnya, dan jika Investasi 
swasta maka pasti ada unsur profit yang dikejarnya, sehingga aspek kelayakannya 
menjadi salah satu yang menentukan, apakah bisa mereka masuk atau tidak belum



- Kridit kriteria biasanya berkaitan deiigaii bagaimana aspek legalitas dengan tata 
ruangnya, peruntungannya apa kemudian masuk ke lahan, kemudian aspek 
teknisnya adalah kajian kelayakannya apakah layak atau tidak itu kita tanyakan 
sudah sejauh mana pemetaannya dsb.

- Kredit kriteria berikutnya biasanya menanyakan masalah infrastruktur, karena 
infrastruktur ini juga sangat meneiitukart. Pertanyaaii pertania yaitu apakah ada 
jarak atau tidak, kemudian Iistrik dan juga air, kalau infrastruktur utama itu 
mereka akan berminat

- Rencana-rencana investasi tersebut jika tidak termuat dalam RTRW baik provinsi 
maupun kabupaten/kota ini akan menjadi sulit berkaitan dengan UUCK yang 
sekarang ini perijiiiartnya meialui OSS.

- Terkait sinkronisasi program sebaiknya untuk Bappeda baik di provinsi maupun 
kota memastikan, jangan sampai di RPJMDnya ada kawasan-kawasan khusus yang 
kita dorong tetapi isi programnya berbeda sehingga sektoral dari Perindag tidak 
jalan program-programnya. Seharusnya itu bisa menjawab kawasan industri yang 
akan ditargetkan jika perlu dipanggil untuk sektoral-sektoral yang ada, ini TU nya 
apa sumbangsinya, apa keperluannya, kemudian sektor-sektor yang ada bisa kita 
berikan informasi dan kita bisa lakukan identifikasi scktor*scktor mana yang 
mendukung dan apa saja, jangan sampai programnya dikita ada tapi di sektor Iain 
tidak ada.

19. Biro Infrastruktur Provinsi Kalimatan Timur (ibu Yuli) menyampaikan beberapa hal
yaitu aiitara lain:
- Dalam rangka kita ingin menarik investasi dari luar sebaikya membuatkan data 

secara detail dan rinci agar menarik minat investor, misalnya potensi-potensi 
unggulan apa saja, lokasinya dimana, lahannya bagaiamana sehingga investor 
berminat untuk melakukan investasi dikaltim mengingat potensi dan peluang- 
pelliarig besar ada di Kalimantan Timur.

- Diharapkan DPMPTSP bisa menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di 
kabupaten/kota atau daerah mengenai potensi unggulan yang ada, kemudian 
mengetahui perbedaan-perbedaan seperti apa untuk menjawab pertanyaan- 
pertanyaan dari investor. Harus dibuatkan check list agar bisa terfokus oleh satu 
atali dlia potensi Unggulan yang benar-benar fleksibel.

- Dukungan pembiayaan dari pemerintah contohnya perkebunan, apakah ada 
bantuan dari pemerintah atau tidak, kemudian dukungan provinsi juga penting 
contohnya di Kaltim Sebagian besar dimiliki oleh tambang dan kita tidak bisa 
mempungkiri data tersebut.

- Jika setiap kabupaten/kota bisa memiliki data yang lengkap, maka itu bisa menjual 
ke para investor luar, dan itu menjadi peluang yang sangat luar biasa.

■ Pemanfaatan POME {Palm Oil Mill Effluent) atau limbah sayur kclapa sawit yang 
bisa menjadi peluang besar investasi agar kita bisa jual keluar atau ekspor.

20. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan
beberapa hal yaitu antara lain:
- Jika semua potensi sudah dipetakan dan semua kabupaten/kota dan Provinsi 

sudah sinkron karena itu merupakan dasar-dasar hukum dalam memberikan ijin.
- BPN menyarankan untuk menyusun HGU yang kosong tanpa pemilik dari sekarang 

dimaksimalkan untuk memaksimalkan potensi.



- Semua ijin-ijin di Kalimantan Timuryang melekat pada bidang tanahnya itu semua 
DPMPTSP Provinsi harus menggarap itu atau membuat KING agar nanti sertifikat 
HGU sudah bisa kita lihat hanya dengan klik dan tetap di rahasiakan identitasnya 
akan tetapi kita tau sertifikat ini masa berlakunya sekian atas nama sekian 
sehingga kita bisa memantau setiap apa yang sudah kita terbitkan HGUnya selama 
3 tahun akan kita pantau terus menerus dan apabila dia menelantarkan maka akan 
kita masukan kedalam area tanah terlantar dan akan kita usulkan untuk kita cabut

- BPN sudah memiliki peraturan-peraturan yang cukup jelas akan tetapi kami juga 
tidak bisa setiap bulan harus memantau ke daerah.

21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Taufik Kurrahman) menyampaikan 
beberapa hal yaitu antara lain:
- Mengacu pada visi Gubernur Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan mengacu pada 

fokus SDM yaitu berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang 
berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan 
penyandang disabilitas.

- Tujuan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur yaitu meningkatkan 
peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah bcrbasis kerakyatan 
melalui pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian sasaran pembangunan 
perkebunan di Kaltim adalah meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan 
produksi perkebunan untuk menunjang perekonomian Kalimantan Timur, 
terselenggaranya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dan 
tertib hukum lalu meningkatkan kesejahteraan perkebun.

- Selain migas dan batu bara produkyang memiliki potensi ekspor ialah Perkebunan 
diantaranya 3,86 juta Ton CPO, Karet 70,682 Ton, Kakao 3.307 Ton, Kelapa dalam 
12.468 ton, Lada 5.849 ton.

- Upaya Dinas perkebunan mendukung sektor perkebunan dalam percepatan 
hilirisasi untuk mendukung Oleochemical yang mengacu pada Peraturan daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 pasal 43 yang menyebutkan (1) 
perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan usaha industri 
perkebunan wajib mengalokasikan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) 
dari produk hasil pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan industri hilir di 
daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan pertumbuhan 
industri dan kebutuhan bahan baku industri di Daerah.

- Luas perkebunan kelapa sawit 1.228.138 Ha 88,36 % dari seluruh komoditi 
perkebunan. Di Kalimantan Timur sendiri membutuhkan kapasitas PKS sebesar 
6.400 Ton TBS/Jam dan ketersediaan PKS saat ini sebanyak 94 PKS dengan 
kapasitas 5.305 Ton TBS.

22. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (Ibu Dahlia] 
menyampaikan bahwa setiap kabupaten/kota perlu melakukan penyusunan tata 
ruang antara barat dan laut sehingga tidak ada terjadi kegiatan seperti diberau 
kegiatan pengembangan industri tetapi sifatnya observasi sedangkan disini 
pemusatan observasi itu ditetapkan oleh perusahaan industri dan setiap 
kabupaten/kota bisa memberikan data ke Dinas Kehutanan untuk kita data 
lokasinya.



23. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan
beberapa hal yaitu antara lain:
- Dalam dunia peternakan banyak sekali kom unitas yang memiliki entitas yang 

sangat besar dan itu berpengaruh kepada masyarakat dan pemerintah yaitu
■ Ayam potong, Telur, Produksi daging sapi, dan data diambil dari BPS Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2019.
- Produksi telur 11.083 kg/tahun dan jika dibutirkan yaitu sebanyak 119.499 

sekian. Dari jumlah populasi volume tersebut baru diproduksi dalam negeri 
sebanyak 220 juta butir per/tahun, dan jika kita padatkan pemeliharaan data dari 
jumlah pendudukan 5 tahun yang akan datang yaitu sekitar tahun 2025 maka 
terjadi selisih antara 1.600 Ton, kemudian peluang perusahaan bisa diambil 
produksinya sehingga memiliki peluang investasi yang sangat besar sekali.

- Daging ayam potong: konsumsi daging ayam potong masyarakat Kalimantan 
Timur tahun 2019 perkapitanya yaitu 19,12 % artinya konsumsi daging di tahun 
2019 itu jumlahnya 72.381.000 Kg atau sebesar 72.381 Ton, jadi untuk ayam 
potong produksinya sudah cukup bagus produksi lokalnya dan kita hanya 
berharap di 6.314 kg dari luar. Kalau kita koreksikan ditahun 2025 selisih antara 
kebutuhan tahun 2019 dan tahun 2025 itu ada selisih 21.000 Ton sehingga itu bisa 
kita usahakan untuk penambahan volume ruang produksi atau penanaman modal 
baru.

- Namun yang menjadi masalah khusus ayam potong dan ayam bertelur itu saat ini 
terjadi pengurangan performance karena adanya bakteri assosiasment yang bisa 
menghambat pencernaan makanan sehingga pemanfaatan ayam potong ditahun 
2018 pemakaian ADP untuk membunuh bakteri ini supaya hilang. Dengan 
dilarangnya pemakian ADP ini berarti performace ayam potong semakin memulih 
yang tadinya 35 hari mampu mengeluarkan bobot 1,8 kg sekarang dengan 
menggunakan ADP itu hanya mampu mengeluarkan dalam 35 hari sekitar 1,5 kg 
bobotnya artinya terjadi penurunan performance itu sekitar 10 %. Kemudian hal 
itu bisa dilakukan dengan menggunakan disscurity dan plushouse yang dilakukan 
secara bertahap.

- Sapi potong walaupun divisi rasionya masih diatas 1 artinya pengembalian 
modalnya masih 8 tahun keatas. Hal ini bis akita lakukan untuk memperkecil 
modalnya itu dengan cara upgrading. Upgrading persilangan untuk sapi-sapi besar 
sehingga laju pertumbuhan perhariannya itu mancapai 1,5. Artinya dengan 
pertumbuhan 1,5 itu kita dapatkan indeks periode bisa ditekan di angka 5 tahun 
sehingga bisa Kembali modal.

- Permasalahan investasi selama ini hanya bergema investasi di tingkat masyarakat 
artinya wadah usaha disini masih kecil sekali, balk penanaman modal asing 
maupun penanaman modal dalam negeri masih kecil sehingga populasi sapi atau 
kerbau masih didominasi dengan peternakan rakyat, dan itu merupakan PR 
terbesar buat kita semua.

24. Bappeda Provinsi Kalimatan Timur menyampaikan beberapa hal yaitu antara lain:
- Prioritas didalam Penanaman modal ini ialah investasi di luar migas dan batu bara 

secara berkelanjutan, harus ada perencanaan yang baik dan apa yang sudah 
disampaikan oleh setiap kabuapaten/kota sudah sesuai dengan perencanaan



- Masukari untuk kabupaten/kota yaitii hafus meilgingat ketersediaan bahan baktl 
yang dipresentasikan jangan sampai investor yang ingin menanamankan 
modalnya di daerah terkait menjadi berhenti atau stuck karena masalah tersebut, 
mengingat pengalaman yang sudah berlalu pernah ada investor dari luar negeri 
dan sudah di tanda tangani akhirnya berhenti karena permasalahan kurangnya 
ketersediaan bahan baku tersebut.

- Kemudian untuk persediaan SDM dari kabupaten/kota jika ada investor yang 
masuk harus bisa menyesuaikan atau memberikan SDM yang berpotensi baik agar 
bisa bersaing dengan tenaga kerja asing jangan hanya menjadi penonton.

- Terkait IKN merupakan peluang yang sangat besar dan daya Tarik bagi investor 
jadi harapannya kabupaten/kota bisa memanfaatkan peluang investasi tersebut. 
Kemudian untuk PTSP bisa memaksimalkan pelayanannya, perijinannya, dsb.

- Bapedda sangat mengharapkan Kerjasama antara daerah baik Kabupaten per 
Kabupaten atau yang dikoordinatorin Provinsi dengan daerah lain untuk 
menyiapkan potensi kita, kemudian mengingatkan untuk investasi kita jangan 
sampai terlepas dari ekonomi hijau atau estidis, kita harus tetap mendukung 
estidis perhatian lingkungan.

- Perlu ada kebijakan multilateral pada sektor industani terkait tatanan 
perdagangan bebas di dunia ini.

Demikian hasil rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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S A M A R I N  D A 75112

: Oc> /&>9 /DPMPTSP-I/2021 

: 1 (satu) berkas

Samarinda, April 2021

Kepada

: Undangan Workshop
Penyusunan Rencana Umum 

Penanaman Modal (RUPM)

Yth. Daftar Terlampir 

D i-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana Umum 

Penanaman Modal (RUPM), yang mana RUPM sendiri merupakan dokumen 

perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan 

lintas sektoral (SKPD) dan wilayah (kabupaten/kota) sehingga dapat berfungsi 

mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan pembangunan 

terkait dl bidang penanaman modal, sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM No. 9 

Tahun 2012.

Sehubungan dengan perihal tersebut kami akan melaksanakan kegiatan 

workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, dengan ini kami

sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 24 Mei 2021

Waktu : 08.00 Wita sampai selesai

Tempat : Hotel Novotel, Jl. Bridgjen Ery Suparjan No. 02,

2. Peserta dari DPMPTSP dan Bappeda Kab/kota diharapkan dapat dihadiri masing- 

masing 2 (dua) orang.

3. Biaya Perjalanan Dinas (transportasi, akomodasi dan uang lumpsum) 

dibebankan pada anggaran OPD/Instansi peserta.

4. Mengingat adanya pandemic Covid-19, Workshop dilaksanakan sesuai dengan 

protokol kesehatan, dimohon bagi pesserta yang akan menginap di Hotel 

Novotel dan Ibis Balikpapan dapat membawa hasil swab antigen dengan hasil 

"Negatif"

5. Untuk konfirmasi mengenai hal tersebut dapat menghubungi. Sdr. Erich 

Andhicha (HP. 085214622770) dan Sdra. Normalita Fauziah (HP. 0811579451).

Sintroffas Xa/fim  XS*iu v/uJ?’

Klandasan Ulu- Balikpapan





Hecciia

DPMPTSP Kab/kota Se- Kalimantan Timur, 
iepata Bappeda Kab/kota Se- Kalimantan Timur.

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holb'kultura Provinsi Kalimantan Timur 
Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Kalimantan Tmur.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tmur.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tmur.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tmur.
Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tmur.
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tmur.
Dinas PUPR - Pera Provinsi Kalimantan Tmur.
Biro Ekonomi Provinsi Kalimantan Tmur.
Biro Infrastruktur Provinsi Kalimantan Tmur.
Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tmur.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tmur.
Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan DPMPTSP Provinsi 

Tmur.
Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tmur. 
Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tmur. 
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Provinsi Kalimantan

Timur.
.H.Priyagus,SE.,M.Si. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda 

i, SE.,M.Si. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda

n Surat Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim 
: oos /  Ŝ O) /DPMPTSP-I/2021 

I : VI April 2021

Yth.



RUNDOWN PENYUSUNAN WORKSHOP RUPM 

Senin, 24 Mei 2021 

Hotel Novotel, Balikapapan

_—

Paparan Metode Penyusunan RUPM 

(Sessi I)

-- M •
ISHOMA

Paparan Metode Penyusunan RUPM 
(Sessi II) Narasumber (Akademisi)

Coffee Break

PanitiaPenutupan

PanitiaRegistrasi08.0 0 - 09.00

Pembukaan Acara
09.0 0 -09.15

Mendengarkan Indonesia Raya Panitia09.15- 09.25

PanitiaPembacaan Doa09.2 5 - 09.35

Panitia.3 5- 09.45 Laporan Panitia

Sambutan Gubernur Prov. Kaltim 

sekaligus Membuka Acara dan 
Melaunching Aplikasi SI PINTAR

Gubernur Prov. Kaltim09.4 5 - 10.00

Coffee Break
____________________________

— ------------

Aran Kebijakan dan Rencana 

Pembangunan di Bidang Penanaman 

Modal dan Investasi Sesuai dengan 

RPJMD

Narasumber (Kepala Bappeda 

Prov. Kaltim)
15- 10. 40

Aran Kebijakan Penanaman Modal 

Nasional
Narasumber (Kementerian 

Investasi /  BKPM Rl)
4 0 - 11.05

Sesi tanya Jawab0 5 - 11.45 Panitia

1 5 - 11.45 Narasumber (Akademisi)

5 - 15.30 Sesi tanya Jawab Panitia



NOIL LEN WORKSHOP

Hari/tanggal

Pukul

Perihal

Peserta Rapat

: Senin, 24 Mei 2021 

: 08.00 Wita s/d 16.00 Wita

: Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman 

Modal (RUPM)

: Daftar Hadir Terlampir

Notulen Workshop :

1. Kepala DPMPTSP Puguh Harjanto, S.STP., M.Si selaku ketua panitia 

menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal 

(RUPM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman panduan kepada para peserta 

baik DPMPTSP Provinsi maupun DPMPTSP Kabupatcn/Kota yang membidangi 

dan instansi terkait di lingkungan Provinsi alimantan Timur dalam proses 

penyusunan penanaman modal provinsi maupun rancangan penanaman modal 

Kabupaten/Kota dan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia didaerah baik 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya untuk menentukan arah kebijakan 

penanaman modal yang tertuang dalam Rencana Umum Penanaman Modal dimana 

RUPM sendiri memiliki 7 arah kebijakan yaitu perbaikan iklim penanaman modal, 

persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan infrastruktur dan 

energi, penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha 

mikro, kecil menengah dan koperasi, pemberian fasilitas kemudahan atau insentif 

penanaman modal, serta promosi penanaman modal.

Gubemur Kalimantan Timur Bapak Dr. H. Isran Noor dalam sambutan dan 

sekaligus membuka acara RUPM serta launching aplikasi (Sistem Informasi 

Potensi Investasi Regional (Si Pintar) menyampaikan bahwa sinergitas Rencana 

Umum Penanaman Modal (RUPM) menciptakan penanaman modal yang kondusif 

setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, wajib dilakukan, sehingga investasi 

di daerah ini selalu eksis dan kegiatan ini penting untuk menyesuaikan payung 

hukum yang baru yaitu omnibus law.

Kepala Bappeda Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM menyampaikan bahwa kegiatan 

sosialisasi ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi khususnya di 

Kalimantan Timur. Bagaimana seluruh DPMPTSP di Kalimantan Timur baik 

provinsi maupun kabupaten/kota mempercepat perizinan, apabila ada pihak yang 

ingin menanamkan modalnya ke daerah. Kunci investasi ini tidak sulit, yaitu



bagaimana memudahkan dan mempercepat perizinan. Jika perizinan mudah dan 

cepat, maka para investor tidak ragu menanamkan modal mereka ke daerah, sesuai 

pendapat dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa siapa saja yang 

menghalangi investasi sama dengan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. 

Artinya, investasi harus dipermudah. Kemudahan seperti insentif dari daerah 

kepada investor yang akan menanamkan modal mereka. Sehingga dalam 

penyusunannya diharapan harus menggunakan kalimat yang objektif dan terukur 

agar tepat sasaran. Misal, lokasinya di mana, jarak untuk lokasi investasi itu dari 

pusat kota bagaimana. Kemudian bagaimana kondisi lingkungan lokasi tersebut, 

dengan begitu, para investor akan lebih mudah menanamkan modal mereka ke 

daerah. Beliau juga menyampaikan bahwa kebutuhan RUPM untuk analisis 

mendalam terait kebijakan yang harus didorong dalam rangka merealisasikan 

targer-target bidang penanaman modal.

Faisal Rahman dari Kementerian Investasi/BKPM menyampaikan bahwa dalam 

rangka mendukung peningkatan investasi di daerah, maka Rancangan Umum 

Penanaman Modal (RUPM) wajib disusun kembali menyesuaikan program kerja 

maupun visi dan misi kepala daerah yang baru terpilih. Selain itu, dalam 

penyusunannya pemerintah daerah terutama DPMPTSP Provinsi maupun 

Kabupaten/'Kota wajib memperhatikan beberapa langkah agar menciptakan 

penanaman modal yang kondusif setiap daerah di Provinsi. Selanjutnya, perlu 

disiapkan anggaran dalam penyusunan tersebut baik menggunakan APBD 

Kabupaten/Kota maupun provinsi. Beliau juga menyampaikan dalam 

pengerjaannya bisa melibatkan swakelola maupun dikerjakan sendiri melibatkan 

pihak ketiga. Dalam penyusunan dokumen RUPM perlu memperhatikan data-data 

perencanaan makro maupun mikro secara teknologi informasi dan DPMPTSP juga 

wajib memperhatikan komunikasi dengan stakeholder terkait, misal dengan 

Bappeda atau BPS. Serta perlu menyiapkan data potensi sektor unggulan atau 

pnoritas dalam penanaman modal sebagai peluang investasi.

Guru Besar Universitas Diponegoro Prof. Dr. FX Sugiyanto, M.S dalam Workshop 

Pen yusunan RUPM menyampaikan bahwa sebelum masuk penyusunan lainnya, 

maka penyusunan di Bappeda harus diutamakan terlebih dulu. Bahkan, Kalimantan 

Timur memiliki peluang besar ketika provinsi ini menjadi calon Ibu Kota Negara 

LN) baru. Adanya kebijakan dilakukan pemerintah, akan membawa perubahan- 

perubahan besar bagi Kalimantan Timur. Termasuk iklim investasi di daerah ini. 

Beliau menyampaikan bahwa perencanaan investasi harus dibangun dari sekarang



yang dimulai dari perencanaan pembangunan dari Bappeda, termasuk bagaimana 

sistem politik dan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Menurut beliau, 

Kalimantan Timur investasinya masih pada Sumber Daya Alam, meski kondisinya 

akan menjadi Ibu Kota Negara baru. Karena itu, perencanaan yang baik harus 

dibangun. Selanjutnya, jika memang ada yang menyebut akan mempengaruhi 

lingkungan, maka tinggal bagaimana strategi cara mengelola SDA itu. Sehingga, 

perlu sekali untuk Bappeda menyusun dengan benar kerangka target yang 

diinginkan.

Tanya Jawab

Narasumber : Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM & Faisal Rahman

1. Pak Madju (Kadis DPMPTSP Kab. Paser)

- Tata ruang Kabupaten Paser hampir 80% lebih itu dimakan cagar alam. 

Sementara Paser memiliki potensi laut yang luar biasa karena berbatasan 

langsung dengan laut Sulawesi. Namun, tidak bisa mengembangkan budidaya 

atau pelabuhan. Hanya di wilayah Muara Paser saja yang bisa dikembangkan 

untuk kawasan industri. Apakah ada upaya RTRW? Karena RTRW terdapat di 

provinsi bagaimana kebijakan pemerintah apabila kawasan cagar alam itu 

terbagi? Apabila semua wilayah itu cagar alam bagaimana cara 

mengembangkan investasi daerah

- Untuk tambang dan sawit habis. Wilayah Paser tinggal laut. Sudah merangcang 

selama 4 tahun namun selalu gagal. Belum lagi RZBP3K membatasi wilayah. 

Bagaimana kebijakan di provinsi BP3K ini apabila sudah disahkan. Karena 

untuk merubah Peraturan Daerah tidaklah mudah.

Kami tidak bisa berbuat apapun untuk tambang galian karena semua diambil 

alih pusat. Melihat omnibuslow sepertinya izin-izin itu terletak di pusat, namun 

sisa-sisanya yang berbasis resiko tinggi izin itu di Kabupaten. Ini mungkin 

mcrugikan kabupaten.

Tanggapan Pak Aswin

- Untuk Paser nanti akan saya sampaikan ke Pak Bupati. RUPM itu penting. 

Kalau menyusun RUPM kita sudah menghitung dalam rencana.

Tata ruang 80%, saya juga ragu kalau mengurus ke pemerintah pusat. Artinya 

bahwa pemerintah pusat itu lebih dominan daripada pemerintah daerah. 

Mungkin kalau ada pengusaha ingin membangun jalan. bawa usulan ke Jakarta



mungkin cepat disetujui. Kalau saya rencananya zona wilayah kepulauan ini 

yang dilakaukan akan terhapus kalau sudah rencana tata ruang sudah ada.

DPMPTSP Paser

Di bidang kami penanaman modal, karena keterbatasan lahan sehingga 

memaksimalkan yang ada. Contoh: Laut di Paser hanya ada di wilayah Muara Paser 

selebihnya cagar alam dan setelah itu dinyatakan clean & clear dari cagar alam, 

bagaimana cara menjualnya? Apakah pemerintah yang membuat fs, perencanaan 

dan lalu kami minta bantuan provinsi atau BKPM untuk mencari investor? atau 

minta bantuan swasta untuk membuat semua? Karena juga selain keterbatasan 

lahan juga terbentur hal anggaran.

Tanggapan Pak Aswin

Soal Anggaran, dirasa semua juga merasakan. Semoga nanti akan membaik. 

Kabupaten Paser ini penting sekali karena daerahnya bagus.

Tanggapan Pak Faisal

Terkait keterbatasan anggaran kami sepakat. BKPM hanya bisa memberikan 

masukan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, BKPM bisa 

memfasilitasi di Kementerian Investasi tahun ini. Usulan dari BKPM, 

sampaikan saja atau bisa siapkan data, proyek apa di Paser yang prioritas dan 

sudah siap serta belum ada kajiannya bisa diusulkan kepada BKPM di tahun 

2021 untuk BKPM buat pra fs, lalu bisa diusulkan melalui Provinsi pada saat 

rapat kick off meeting terkait peta investasi.

- Kebetulan karena keterbatasan lahan menjadi perhatian di Kementerian 

Investasi. Sarannnya ialah optimalkan lahan yang sudah ada dan solusi yang 

bisa diberikan ialah coba petakan lahan-lahan yang bisa untuk dilakukan 

investasi yang dengan lahan clean & dear dan coba diidentifikasi dari awal.

J Pak Suriansyah (Biro Ekonomi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

, - Pada investor yang datang ke Kalimantan Timur harus memberikan paparan 

[ atau penjelasan kepada Gubernur. Tetapi setelah itu mereka tidak kembali lagi. 

Itu sangat disayangkan.



- M o n o n  ta n g g a p a n  m e n g e n a i, K a lim a n ta n  i im u r  o e iu m  m e m n iK i m u e p n m  

investasi atau program investasi. Perlu adanya koordinasi atau informasi iebih 

dengan Kabupaten/Kota.

Tanggapan Pak Aswin

- Daerah Kaltim memiliki daya tarik yang dipengaruhi oleh banyaknya angka 

kriminalitas, demonstrasi dan organisasi-organisasi walaupun sekarang tidak 

ada lagi. Sehingga menyebabkan orang malas bermvestasi disamping promosi 

yang kurang. Perlu adanya informasi pada satu website di mana terdapat 

penjelasan di mana mendaftar, di mana membeli dan berapa harganya serta 

tidak lupa mencantukan nomor telepon yang dapat dihubungi.

- Blueprint sudah ada di DPMPTSP, blueprint mengenai kemudahan investasi 

dalam bentuk insentif vang dibuat oleh Universitas Mulawarman. Hanya saja 

menggunakan data 5-10 tahun yang lalu, datanya sudah out o f death. Perlu 

adanya kajian lagi untuk membuat blueprint yang Iebih bagus dan hebat secara

keseluruhan aspck atau Iebih dan satu aspek. Saya rasa RUPM ini adalah 

blueprint sebenarnya.

Tanggapan Pak Faisal Rahman

Terkait blueprint penanaman modal, Kementerian Investasi sedang menyusun 

blueprint tersebut. Setelah itu keluar bisa dijadikan acuan bagi Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Blueprint yang disusun terkait sektor prioritas penanaman modal 

dari tahun 2021-2031, tetapi tidak jauh dari sektor yang difokuskan oleh 

pemerintah dan sesuai arahan presiden sekarang serta sesuai arahan regulasi yang 

ada dari Roadmap kemeterian terkait teknis.

Pak Awal (Biro Infrastruktur)

- Berdasarkan yang disampaikan Pak Aswin di mana Kaltim terdapat 3 komoditi 

yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor migas, 

batubara dan sawit. Tetapi berdasarkan UU No.3 Tahun 2020 semua izin 

mengenai batubara kembali ke pemerintah pusat. Bagaimana Kalimantan 

Timur merencanakan investasi di daerah untuk target-target ke depannya.

- Dalam hal penyusunan RUPM, targetnya sesuai dengan Pergub 2014-2025. 

Bagian dari situ adalah target 2021. Apakah kedepannva ada kewenangan atau



2030 untuk investasi batu bara sudah nol.

Tanggapan Pak Aswin

- Zero coal bukan tahun 2030 tapi tahun 2050 dan itu pun hanva prediksi IEA 

yang menjadi panutan.

Menurut saya izin sebenamya tidak hilang. Izin yang biasanya melewati 

beberapa tneja sekarang dipcrmudah dengan website OSS dan dari pembicaraan 

Pak Bahlil sebenarnya tidak ada izin yang ditarik ke pusat.

Tanggapan Pak Faisal Rahman

Persepsi mengenai kewenangan pemerintah daerah yang ditarik ke pusat dalam 

UUCK, sebenarnya sesuai arahan Menteri Investasi tidak ada kewenangan yang 

ditarik ke pusat. Jadi lebih ke proses pendaftaraan izin saja.

rasumber : Prof. Dr. Fx. Sugiyanto, M.S

Pak Suriansyah (Biro Ekonomi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur) 

Dalam penyusunan RUPM di Kalimantan Timur terdapat pengaruh politik yang 

besar. Contoh keterlibatan DPR sangat penting, apakah pengajuan RUPM itu dapat 

dilaksanakan atau tidak. Dan dengan DPR kita harus bisa bernegosiasi yang 

berhubungan juga dengan anggaran. Bagaimana kita mau meningkatkatkan 

investasi dan pendapatan apabila negosiasinya sulit?

Tanggapan Pak Fx. Sugiyanto

Harus adanya pendekatan teknokratis dahulu sebelum pendekatan politik. 

ekatan teknokratis dilakukan supaya ada guidance, sehingga apabila ada nego 

tidak jauh-jauh dari itu. Jadi, buat koridor dahulu, karena teknokratis adalah 

ik mengkoridor.

Samarinda, 21 Juni 2021

Mengetahui 
la Bidang PP1PM, Notulis

iwati, S.SLMEM 
Pembina Tingkat I 
19710815 199603 2 002

Normalita Fauziah. S.Si
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Monitoring Evaluasi 2021
DPMPTSP PROV. KALTIM

1. 1.

Monitoring Evaluasi Triwulan I Monitoring Evaluasi Triwulan I I

1. Perencanaan dan 
Pengembangan 
Penanaman Modal

Penetapan Pemberian 
Fasilitas /  Insentif
Daerah di bldang
Penanaman Modal yang 
menjadi kewenangan 
Daerah Provinsi

Sosialisasi UUCK 
terkait Pemberian 
Fasilitas Kemudahan 
Berusaha

100% Laporan
Kegiatan

Terinformasikannya 
UUCK terkait 

Pemberian Insentif 
dan Kemudahan

waktunnya 25 
Mei 2021 
Lokasl
kegiatan Hotel
Novotel
Balikpapan

Keterangan : 1. Setiap rapat per tri wulan wajib melampirkan Absensi, Berita Acara kegiatan,
dan Undangan rapat



Monitoring Evaluasi 2021
DPMPTSP PROV. KALTIM

Monitoring Evaluasi Triwulan I I I Monitoring Evaluasi Triwulan IV

No. Nam a Bidang N am a Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Kegiatan
Realise si 
Kegiatan

O ut put O ut come Keterangan No Nam a Bidang N am a Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Kegiatan

Realisasi
Kegiatan

O ut Put O ut Come Keterangan

1. Perencanaan dan 
Pengembangan 
Penanaman Modal

Buletin Investasi 
Kalimantan Timur

1. Buletin Investasi Kaltim 
Semester I

Instansi 
Pemerintah 
Daerah dan 

Pelaku Usaha 
serta

Stakeholder

100% Buletin Terinfomasika 
nnya 

Investasi 
Kalimantan 

Timur Periode 
Semester I

1. Perencanaan dan 
Pengembangan 
Penanaman Modal

2. Perencanaan dan 
Pengembangan 
Penanaman Modal

3 Perencanaan dan 
Pengembangan 
Penanaman Modal

4 Perencanaan dan 
Pengembangan 
Penanaman Modal

Buletin Investasi 
Kalimantan Timur

Penyusunan Raperda 
tentang Pemberian 
insentif dan Kemudahan 
di Kepulauan Derawan 
dan sekitarnya

Evaluasi Peraturan 
Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur 
Tentang Pemberian 
Insentif dan Kemudahan 
Penanaman Modal
Penetapan Pemberian 
Fasilitas / Insentif
Daerah di bidang
Penanaman Modal yang 
menjadi kewenangan 
Daerah Provii

Buletin Investasi Kaltim 
Semester II

Raperda tentang 
Pemberian insentif dan 
Kemudahan di 
Kepulauan Derawan 
dan sekitarnya

Evaluasi Peraturan 
Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur 
Tentang Pembenan 
Insentif dan 
Kemudahan 
Sosialisasi Undang 
Undang Cipta Kerja

Instansi 
Pemerintah 
Daerah dan 

Pelaku Usaha 
serta

Stakeholder
Pemerintah 
Kabu paten 

Berau sebagai 
Dasar Hukum 
dan Regulasi 
selaniutnva
Pmerintah
sebagai
Pembuat
Kebijakan

Instansi 
Terkait dan 

Pelaku Usaha

100%

100%

100%

100%

Buletin

Naskah
Akademik

Laporan
Evaluasi

Laporan
Kegiatan

Terinfomasikannya 
Investasi Kalilmantan 

Timur Periode Semester 
II Tahun 2021

Tersusunnya Rancangan 
Peraturan Daerah tentang 
Pemberian Insentif dan 

kemudahan di Kepulauan 
Derawan dan sekitarnya

Terevaluasinya Peraturan 
Daerah dan Peraturan 

Gubernur Tentang 
Pemberian Insentif dan 
Kemudahan Penanaman 

Modal __
Terinformasikannya UUCK 
terkait Pemberian Insentif 

dan Kemudahan

waktunnya 21 Oktober 
2021 Lokasi kegiatan 
Hotel Redtop, 
Pecenongan, Jakrata

Keterangan : 1. Setiap rapat per tri wulan wajib melampirkan Absensi, Berita Acara kegiatan, 
dan Undangan rapat





Monitoring Evaluasi 2021
DPMPTSP PROV. KALTIM

Monitoring Evaluasi Triwulan I Monitoring Evaluasi Triwulan I I

No. N am a Bidang N am a Kegiatan Hasil K egiatan
T arg e t

Kegiatan
Realisasi

Kegiatan
O u t pu t

O ut

com e
Keterangan No N am a Bidang N am a Kegiatan Hasil K egia tan

T arg e t

Kegiatan

Realisasi

Kegiatan
O u t Pu t O ut Come K eterangan

___________ _______
1. 1. 1. Perencanaan dan 

Pengembangan 
Penanaman Modal

Penetapan Pemberlan 
Fasilitas /  Insentif 
Daerah dl bidang 
Penanaman Modal yang 
menjadi kewenangan 
Daerah Provinsi

Sosialisasi UUCK 
terkait Pemberian 
Fasilitas Kemudahan 
Berusaha

Instansi 
Terkait dan 

Pelaku Usaha

100% Laporan
Kegiatan

Terinformasikannya 
UUCK terkait 

Pemberian Insentif 
dan Kemudahan

waktunnya 25 
Mei 2021 
Lokasi
kegiatan Hotel
Novotel
Balikpapan

2.

3.

Keterangan : 1. Setiap rapat per tri wulan wajib melampirkan Absensi, Berita Acara kegiatan,
dan Undangan rapat



Monitoring Evaluasi 2021
DPMPTSP PROV. KALTIM

Monitoring Evaluasi Triwulan I I I Monitoring Evaluasi Triwulan IV

No. N am a Bidang Nam a Kegiatan H asil Kegiatan
Target

Kegiatan
Realise si 

Kegiatan
O ut put O ut come Keterangan No N am a Bidang Nam a Kegiatan Hasil Kegiatan

Target
Kegiatan

Realisasi
Kegiatan

O ut Put O ut Come K eteran gan

1. Perencanaan dan 
Pengembangan 
Penanaman Modal

Bulebn Investasi 
Kalimantan Timur

1. Buletin Investasi Kalttm 
Semester I

Instansi 
Pemerintah 
Daerah dan 

Pelaku Usaha 
serta

Stakeholder

100% Bulebn Terinfomasika 
nnya 

Investasi 
Kalilmantan 

Timur Periode 
Semester I

1. Perencanaan dan 
Pengembangan 
Penanaman Modal

Buletin Investasi 
Kalimantan Timur

Bulebn Investasi Kalbm 
Semester II

Instansi 
Pemerintah 
Daerah dan 

Pelaku Usaha 
serta

Stakeholder

100% Bulebn Terinfomasikannya 
Investasi Kalilmantan 

Timur Periode Semester 
II Tahun 2021

2. Perencanaan dan 
Pengembangan 
Penanaman Modal

Penyusunan Raperda 
tentang Pemberian 
insenbf dan Kemudahan 
di Kepulauan Derawan 
dan sekitamya

Raperda tentang 
Pemberian insenbf dan 
Kemudahan di 
Kepulauan Derawan 
dan sekitamya

Pemerintah 
Kabu paten 

Berau sebagai 
Ddsor Hukum 
dan Regulasi 
selaniutnya

100% Naskah
Akademik

Tersusunnya Rancangan 
Peraturan Daerah tentang 
Pemberian Insenbf dan 

kemudahan di Kepulauan 
Derawan dan sekitamya

3 Perencanaan dan 
Pengembangan 
Penanaman Modal

Evaluasi Peraturan 
Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur 
Tentang Pemberian 
Insenbf dan Kemudahan 
Penanaman Modal

Evaluasi Peraturan 
Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur 
Tentang Pembenan 
Insenbf dan 
Kemudahan

Pmenntah
sebagai
Pembuat
Kebijakan

100% Laporan
Evaluasi

Terevaluasmya Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Gubemur Tentang 

Pemberian Insenbf dan 
Kemudahan Penanaman 

Modal
4 Perencanaan dan 

Pengembangan 
Penanaman Modal

Penetapan Pemberian 
Fasilitas / Insenbf 
Daerah di bidang 
Penanaman Modal yang 
menjadi kewenangan 
Daerah Provinsi

Sosialisasi Undang 
Undang Cipta Kerja

Instansi 
Terkait dan 

Pelaku Usaha

100% Laporan
Kegiatan

Tennformasikannya UUCK 
terkait Pemberian Insentif 

dan Kemudahan

waktunnya 21 Oktober 
2021 Lokasi kegiatan 
Hotel Redtop, 
Pecenongan, Jakrata

Keterangan : 1. Sebap rapat per tri wulan wajib melampirkan Absensi, Benta Acara kegiatan, 
dan Undangan rapat



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
D I N A S  P E  N A N A  M A N  M O D A L  D A N  P E L A Y A N A N  T E R P A D U  S A T U  P 1 N T U  (D P M P T S P )

Website: http://dpmptsp.kahiinpfOv.go.id em ail: dpmWsp.kalnm ti_gmail.com 
dpniptsp i i 'kaltimpfov.go.id email PTSP: iso.pispbppmd « 'nmail.com twitter: @dpmptsp_kaltim 

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp : (0541)743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446 

S A M A R I N D  A 75112

Samarinda, 1^ Mei 2021

Nomor : 005 /  995 /DPMPTSP-l/2021 Kepada

lam piran : 1 (satu) berkas Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

Perihal : UNDANGAN
di-

T E M P A T

Sehubungan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja, maka dengan ini kami mengundang 

Bapak/lbu/Saudara/i untuk dapat menghadiri "Sosialisasi Peraturan 

Perundangan UUCK terka it Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan 

Berusaha" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa /  25 Mei 2021

Pukul : 08.00 Wita s/d selesai

Tempat Hotel Novotel

Jalan Brigjend Ery Suparjan No. 2 

Klandasan Ulu, Balikpapan

Tema Peningkatan Investasi Daerah melalui Fasilitas 

Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha

Kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti standar protokol kesehatan 

yang ditetapkan oleh Satgas Covid 19 Kota Balikpapan dan Manajemen Novotel 

Ibis Balikpapan (bagi peserta yang menginap di Hotel Novotel dim inta 

melampirkan surat Rapid Tes Antigen dengan hasil "Negatif" saat check in).

Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi sta f DPMPTSP Provinsi 

Kaltim, Saudari : Isna Galuh Handayani +62 812-5872-755 dan Selly Swandari 

+62 822-7866-0206.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan 

terima kasih.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan) di Samarinda
2. Sekretaris Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

m utu c**»< *<#*»©'•
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LAM PI RAN Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait Pemberian Insentif dan 
Kemudahan Berusaha

Nomor 

Hari /  Tanggal

C&J /  1 S T  /DPMPTSP-l/2021 

17 M ei 2021

Kepada Yth :

A. Pusat dan Provinsi
1. Gubernur Provinsi Kaltim di Samarinda

2. Sekretaris Daerah Provinsi Kaitim di Samarinda

3. D irektur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi/BKPM Rl di Jakarta

4. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kaltim di Samarinda

5. Kepala BAPPEDA Provinsi Kaltim di Samarinda

6 . Kepala DisperindagKop dan UKM Provinsi Kaltim di Samarinda

7. Kepala Dinas ESDM dan M ineral Provinsi Kaltim di Samarinda

8 . Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim di Samarinda

9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim di Samarinda

10. Kepala Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim di Samarinda

11. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim di Samarinda

12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim di Samarinda

13. Kepala Dinas Komunikasi dan infromasi Provinsi Kaltim di Samarinda

14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim di Samarinda

15. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kaltim di Samarinda

16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim di Samarinda

17. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim di Samarinda

18. Kepala Biro In frastruktur dan Sumber Daya Setprov. Kaltim di Samarinda

19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim di Samarinda di Samarinda

20. Kepala Biro Humas Setprov. Kaltim d i Samarind

21. Seluruh Kepala Bidang dan Sekretaris DPMPTSP Provinsi Kaltim di Samarinda

B. Kota dan Kabupaten
1. Kepala DPMPT Kota Balikpapan di Balikpapan

2. Kepala DPMPTSP Kota Samarinda di Samarinda

3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

4. Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser d i Tana Paser

5. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Kertanegara di Tenggarong

6. Kepala DPMPTSP Kota Bontang di Bontang

7. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur di Sangatta

8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Berau d i Tanjung Redeb

9. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Barat di Sendawar

10. Kepala DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang



C  Pelaku Usaha

1 Direktur Pandega Gtraniaga di Kota Balikpapan

2 Direktur Megah Hijau Lestari di Kabupaten Penajam Paser Utara
3 Direktur Wahana Prima Sejati di Kota Balikpapan
4 Direktur Puninar Infinite Raya di Kota Balikpapan

5 Direktur lima Dua Prosperindo di Kota Balikpapan

6 Direktur Cahaya Energi Hutani di Kota Balikpapan

7 Direktur Bangun Kreasi Propertindo di Kota Balikpapan

8 Direktur Kebun Mandiri Sejahtera di Kabupaten Penajam Paser Utara
9 Direktur Alatas Marine Services di Kota Balikpapan

10 Direktur Alam Permai Makmur Raya di Kabupaten Penajam Paser Utara

11 Direktur Foresta Hijau Lestari di Kota Balikpapan

12 Direktur Uma Dua Prosperindo di Kota Balikpapan

13 Direktur Boga Jaya di Kota Balikpapan

14
Direktur Kaltim Kariangau Direktur 
Terminal

di Kota Balikpapan

15 Direktur Paramita Armada Inti di Kota Balikpapan
16 Direktur Warn Kaltim Plantation di Kabupaten Penajam Paser Utara
17 Direktur Global Express Sejahtera di Kota Balikpapan
18 Direktur Widya iaya Abadi di Kota Balikpapan
19 Direktur Bangkit Bangun Borneo di Kota Balikpapan
20 Direktur Indo Sukses Abadi di Kota Balikpapan
21

22

Direktur Bangkit Bangun Borneo 
Direktur Pelabuhan Penajam Banua 
Taka

di Kota Balikpapan

di Kabupaten Penajam Paser Utara

23 Direktur Klinik Gtra Husada di Kota Balikpapan
24 Direktur Indo Sukses Abadi di Kota Balikpapan
25 Direktur Biru Laut di Kota Balikpapan
26 Direktur Indo Sukses Abadi di Kota Balikpapan
27 Direktur Balikpapan Forest Industries di Kabupaten Penajam Paser Utara
28 Direktur Padangsubur Biomasa Kaltim di Kabupaten Penajam Paser Utara
29 Direktur Fast Food Indonesia Tbk. di Kota Balikpapan

D. Stakeholder Terkait
1. Ketua KADIN Kaltim di Samarinda
2. Ketua H1PMI Kaltim di Samarinda
3. Ketua KAOIN Balikpapan di Balikpapan
4. Ketua HIPMI Balikpapan di Balikpapan
5. Direktur Perusda Melati Satya Bhakti di Samarinda
6. Direktur Perusda Manuntung Sukses di Balikpapan
7. Direktur Bisnis Indonesia di Balikpapan



RUNDOWN

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGAN UUCK TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF 
DAN FASIUTAS KEMUDAHAN BERUSAHA

Selasa, 25 Mei 2021 
Hotel Novotel, Balikpapan

1 08.00 -  09.00 Registrar Panitia

2 09.00 - 09.15 Pembukaan Acara MC

3 09.15 -  09.25 Mendengarkan Lagu Indonesia Raya Panitia

4 09.25-09.30 Pembacaan Doa Panitia

5 09.30 -  09.40 Laporan Ketua Panitia Kadis DPMPTSP Provinsi Kaltim

6 09.40-10.15
Sambutan Sekretaris Daerah Prov. 
Kaltim sekaligus membuka acara

Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

7 10.15-10.20 Coffee Break Panitia

8 10.15-10.45

Sosialisasi Peraturan Perundangan 

UUCK terkait Pemberian Insentif 
dan Fasilitas Kemudahan Berusaha

Direktur Pengembangan Potensi Daerah 
Kementerian Investasi /  BKPM Rl

9 10.45-11.15 Paparan Pelaku Usaha Ketua HIPMI Balikpapan

10 11.15-12.30 Sesi tanya Jawab Panitia

11 12.30-13.00 ISHOMA

12 13.00 Penutupan Panitia



NOTULEN RAPAT

Hari/tanggal

Pukul

Perihal

Peserta Rapat 

Hasil Rapat 

Notulcnsi Sosialisasi

: Selasa, 26 Mei 2021 

: 08.00 Wita — Selesai

: Sosialisasi Peraturan Perundangan UUCK terkait Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Berusaha

: Daftar Hadir Terlampir

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Kaltim selaku ketua Panitia melanorkan pelaksanaan kegiatan 

Sosialisasi Peraturan Perundangan UUCK terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Berusaha dengan tema “Peningkatan Investasi Daerah melalui Fasilitas Pemberian Insentif 

dan Kemudahan Berusaha”, Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan 

mematuhi standar protokol Kesehatan dan webinar dengan menggunakan aplikasi Zoom, 

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai adalah agar peraturan yang dimaksud dapat 

diterapkan dan diimplementasikan serta dijadikan oleh para pemangkukepentingan terkait, 

Pelaku Ekonomi dan Stakeholder.

2. Sekretaris Provinsi Kaltim HM Sa'bani membuka sosialisasi Undang-Undang Cipta Keija 

(UUCK) terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha bertema Peningkatan 

Investasi Daerah melalui Fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha yang 

digelar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sa'bani menegaskan, 

Pemprov Kaltim meminta Pemerintah Pusat untuk sementara menyetop terlebih dulu 

industri pengolahan di Pulau Jawa, sehingga pengembangan industri pengolahan bisa 

berkembang di luar Pulau Jawa. "Kami berharap Pemerintah memberikan kekhususan 

kepada Kaltim. Terutama dalam pengembangan industri. Artinya, cukuplah sementara 

Industri Pengolahan yang ada di Pulau Jawa “Close atau tutup dululah”, bukan arti 

menutup seluruhnya. Tetapi, lebih kepada pengurangan pengembangan industri. Dengan 

begitu, para investor juga bisa berinvestasi di luar Pulau Jawa, terutama di Kaltim. Kondisi



ini, apabila memungkinkan untuk sementara dikurangi oleh Pemerintah Pusat. Karena, saat 

ini kepadatan penduduk dan industri di Pulau Jawa juga luar biasa. "Jika, harus menunggu 

kejenuhan para investor yang bergerak di industri Pulau Jawa tentu lama. Makanya, kami 

minta ada kebijakan yang tegas dari pusat, sehingga Kaltim bisa mengembangkan industri 

pengolahan,” selanjutnya, sosialisasi UUCK terkait pemberian insentif dan kemudahan 

bemsaha, diharapkan ada kebijakan dalam peraturan tumnannya yang dapat memudahkan 

prioritas bagi provinsi luar Pulau Jawa khususnya Kaltim menjadi pusat perhatian.

3. Suhartono, SE, MM selakuDirekturPengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi 

/ BKPM mengatakan, keberadaan UUCK ini akan memudahkan pelaku usaha dalam 

mengembangkan usaha mereka. Karena, adanya kemudahan perizinan berusaha. "Baik 

bagi pelaku usaha besar maupun kecil. Apalagi UMKM ini sangat dipermudah. Dengan 

begitu kedepannya UMKM memiliki hak legalitas dalam meningkatkan permodalan 

hingga peningkatan keija sama dengan para investor dalam negeri maupun luar negeri," 

Adanya legalitas tersebut, maka para pelaku UMKM memiliki peluang besar dan luas 

memasarkan produk-produk mereka. Karena itu, melalui UUCK ini, akan lebih mudah 

investor menanamkan modal mereka ke daeTah. Selanjutnya , adanya UUCK, maka 

seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim segera mengubah Perda-perda mereka, agar 

selaras dengan Pemerintah Pusat. Kemudian, melalui UUCK ini ada hal yang tidak bisa 

lagi diatur oleh daerah, contohnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), terkait 

penggunaan online single submission (OSS). "Jadi, memang ada turunan dari UUCK ini 

tidak boleh lagi diatur daerah. Daerah hanya bisa mengikuti apa yang sudah diatur oleh 

pusat, Sementara, agar tidak adanya kesenjangan antara Pulau Jawa dengan luar Pulau 

Jawa, maka saat ini pemerintah mencoba melakukan kebijakan pemerataan pembangunan 

dengan mendukung infrastmktur, sehingga sangat berpengamh terhadap masuknya para 

investor.

4. Himpunan Peneusaha Muda Indonesia fHIPMB Kaltim meyakini keberadaan Undang- 

Undang Cipta Keija (UUCK) yang ditetapkan Pemerintah dinilai mampu mendukung 

peningkatan investasi di daerah. karena adanya kemudahan bagi setiap investor untuk 

menanamkan modalnya ke daerah. Salah satunya adalah dimudahkannya perizinan usaha. 

"Kami yak in melalui UUCK ini akan memudahkan investor untuk berinvestasi di daerah. 

Apalagi dengan adanya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman



Modal. Akan mendorong investor besar untuk bisa berkolaborasi dengan pelaku UMKM 

di daerah dan dari kalangan pengusaha siap menyambut IKN” .

PERTANYAAN PESERTA:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten

Paser Ir. Madju Simangunsong raenanyakan:

- Ada 4 kriteria yang harus diperhatikan dalam perizinan bemsaha, apakah hams 

memenuhi semua kriteria tersebut ataukah hanya salah satu atau dua kriteria saja ?

- Masalah rekomendasi proses perijinan, apakah boleh langsung dari DPMPTSP atau 

Kembali ke OPD tekhnis ? karena belum tentu semua daerah memberikan tenaga 

tekhniknya ke DPMPTSP, sementara untuk rekomendasi teknis diperlukan orang- 

orang yang memiliki kriteria untuk memberikan kapasitasnya, misalnya untuk 

menerbitkan rekomendasi ijin lingkungan itu hams diberikan oleh orang yang memiliki 

kapasitas,amdal dsb. Sementara di daerah belum tentu itu diberikan ke DPMPTSP dan 

itu menjadi kendala.

- Stmktur OPD yang menjadi persoalan dengan tata ruang, dengan dinas-dinas lainnya. 

Kalau dilihat dari PP No. 5 itu seluruh kewenanganya dan proses perijinan ada di 

DPMPTSP sementara kesiapan di daerah itu belum tentu seragam beda dengan di kota- 

kota besar.

Bagaimana hak akses yang diberikan pengertian yang seragam antara DPMPTSP 

dengan OPD Tekhnis ?

- DPMPTSP memberikan kode/hak akses ke OPD Tekhnis teikait itu melalui apa ? 

sehingga permohonan satu pintu itu sudah bisa menangkap dan memonitor 

dikantor/mmah masing-masing.

- Apakah yang memberikan link itu pusat atau daerah ?

2. Andik Kumia dari DPMPTSP Kota Bontang

Bagaimana Pemerintah Daerah dalam memberikan (bukan lagi ijin) persetujuan (bukan

lagi IMB) melainkan ada 3 yang dikeluarkan oleh OSS.

- Apakah ketika kabupaten kota tidak melakukan verifikasi maka apakah diberikan 

waktu melakukan klarifikasi terkait ijin yang dikeluarkan ?

- Terkait masalah pengawasan, tadi disebutkan bahwa pengawasan pelaksanaan yang 

sudah dikeluarkan ijinnya dilakukan oleh DPMPTSP yang berkoordinasi dengan OPD



teknis, apakah bisa dijelaskan mengenai hal ini ? mengingat hal itu sangat sulit untuk 

kita lakukan karena untuk saat ini kita sudah memiliki tim tekhnis dan masalahnya 

sangat sulit jika UUCK ini sudah harus kita laksanakan.

- Masalah resiko khususnya untuk resiko rendah yang pengawasannya bempa 

pembinaan saja, contoh : kita tidak boleh mencabut ijin, jadi kita hanya memberikan 

pembinaan-pembinaan yang bagaiamana pengusaha itu ketika ada ditemukan atau 

setelah melakukan pemeriksaan temyata ditemukan suatu produk yang tidak halal, 

kemudia pembinaan-pembinaan sudah kita lakukan. Temyata setelah kita lakukan 

pemeriksaan Kembali kejadian seperti itu kita temukan lagi tidak ada perubahan tetap 

melakukan kesalahan yang sama akan tetapi kita tidak dapat mencabut ijinnya.

Hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini, karena DPMPTSP tidak dapat 

mencabut ijin perusahaan tersebut akan tetapi kita ingin melindungi masyarakat 

(khususnya muslim) agar tidak mengkonsumsi produk tersebut ?

3. Dinas Petemakan Provinsi

Potensi petemakan di Kalimantan Timur sangat besar sekali tapi saat ini investasi yang 

masuk bisa dibilang sangat kecil, kecuali investasi dipetemakan ayam ras yang memiliki 

7 investor dan memiliki kapasitas yang terpasang ± 70 juta di usia pertahun.

Disamping bibit juga untuk petemakan ini yaitu pulu pakan, sementara untuk potensi 

pakan temak di Kalimantan Timur sangat besar sekali, ada produk sawit juga sangat besar, 

kemudian dihilimya juga bisa untuk pakan temak. Tapi perusahaan yang ingin bergerak 

dibidang petemakan terutama bidang pakan hamper tidak ada di Kaltim, semua bahan baku 

dikirim ke Surabaya atau Pulau Jawa kemudian hasilnya dikirm lagi ke kita, tentu ada 

proses yang terkait dengan distribusi sehingga harga pakan di Kalimantan Timur pun akan 

menjadi lebih tinggi, biaya lebih tinggi otomatis produk yang dihasilkan oleh kita juga 

kurang bisa bersaing karena biaya pendukungnya lebih tinggi sehingga margin untuk 

pengusaha juga berkurang dengan biaya produksi yang lebih tinggi.

- Apakah memang investasi untuk usaha dibidang petemakan sulit untuk di Kalimantan 

Timur atau bagaimana ? sementara agar investasi itu bisa masuk tentu kita harus 

memberikan insentif atau kemudahan-kemudahan berusaha, apalagi nanti kita 

menjelang IKN, kita akan membutuhkan produk pangan yang sangat besar. Tidak 

hanya di ayam potong, ditemak sapi potong juga sangat dibutuhkan. Gambaran di 

Kaltim untuk kebutuuhan sapi potong per/tahunnya sebesar 60.000 ekor, dan hanya



bisa kita penuhi XA nya saja, selebihnya kita masih mendatangkan dari luar atau kita 

import, kemudian kita datangkan daging beku. Potensi-potensi ini perlu kita sampaikan 

ke pengusaha-pengusaha agar dapat berinvestasi di Kaltim.

- Apakah investasi di Kaltim khususnya di sector petemakan begitu sulit di Kaltim, apa 

kendala pengusahan tersebut tidak mau berinvestasi di Kaltim ? sementara potensi 

sangat terbuka sekali apalagi menjelang IKN ?

- Kira-kira insentif apa yang dapat kita berikan ke pengusaha agar mereka mau 

berinvestasi di kaltim khususnya di sector petemakan ?

4. Ken dari HIPMI Balikpapan

Kami sangat menyambut baik dengan adanya OSS bam ini pada tanggal 03 Juni, dan 

harapan kami semoga OSS bam ini bisa beijalan tepat dengan waktunya, karena pada saat 

ini, pengumsan-pengurusan ijin di Kota Balikpapan sedikit ditahan dulu sementara sampai 

OSS yang terbaru keluar karena adanya resiko-resiko tersebut yang sudah dijelaskan oleh 

bapak. Suhartono. Mengenai 3 ijin yang dipennudah, KKPR, perijinan lingkungan dan 

PRB yang pengganti IMB tersebut. Pada saat ini saya ingin menjelaskan dan bertanya 

sedikit tentang pengusaha-pengusaha yang berada di Balikpapan. Jika pengurusan ijin 

yang ada di Balikpapan sudah sesuai dengan rt/rw maka tidak perlu mengums ijin lokasi, 

kebetulkan di Balikpapan sendiri, jika ingin mengums ijin yang cukup besar kita haras 

menempuh yang pertama ijin prinsip, lingkungan dan ada juga ijin lalu lintas dari dinas 

perhubungan maupun kementerian perhubungan dan terakhir IMB.

Apakah dengan adanya KKPR bisa menembus rt/rw ? bahwanya kendala pengusaha- 

pengusaha di Balikpapan ini mengums rt/rw oleh pemerintah kota dan beberapa lokasi 

yang pengusaha-pengusaha menganggap bahwa itu adalah lokasi yang strategis untuk 

menjadi suatu usaha mreka dan pada saat kita ingin mengums perijinan tersebut 

temyata misalnya disuatu peramahan itu kawasannya diputuskan di rt/rw ini 

perumahan dan tidak untuk menjadi usaha-usaha yang tidak berkaitan dengan itu, yang 

hamsnya ada dibidang rt/rw perdagangan dan sekitamya.

Apakah kita berkesempatan menaikan usaha kita ke rt/rw yang berbeda ?

Mengenai ijin lingkungan, apakah ketika di submit dan dalam jangka waktu tertentu 

tidak ada respon, dianggap berlaku. Ini sangat berbahaya menumt kami, jika usaha 

kecil saja dan tidak berdampak dengan lingkungan itu tidak masalah, tetapi jika



berdampak pada lingkungan memang hams ada verifikasi sehingga tidak teijadi 

masalah pada saat pembangunan atau pada saat beijalannya usaha tersebut.

Waktu kita mengurus ijin lokasi ada disampaikan oleh ketua kami bahwa Badan 

Pertahanan Nasional (BPN) di Balikpapan agak lambat dalam pengurusan sertifikat 

dan banyak sengketa ataupun kesulitan yang lainnya, sehingga terkadang ijin lokasi 

yang dikeluarkan itu memerlukan rekomendasi dari BPN yaitu perlindungan tekhnis, 

kemudian apakah dengan UUCK ini rekomendasi tersebut dihilangkan ? karena ini 

berhubungan dengan hak milik lahan pada saat itu, dan sangat rentan dengan masalah 

sengeketa lahan jika tidak di verifikasi bahwa lahan tersebut dimiliki oleh seseorang.

5. Ahmad Zaini Anwar ( PERUSDA Melati Bakti Setya Samarida)

Masalah sebutan IJIN, jika ijin merupakan suatu masalah troma masa lalu, sekarang 

sebagaian itu sudah dikurangi penyebutannya menjadi Persetujuan khususnya untuk 

IMB. Terlalu susah untuk mendapatkan persetujuan rekomendasi.

Apakah jika ijin/peraturan itu ada Batasan-batasan waktu, contoh jika kita 

mengusulkan dengan persyaratan lengkap dengan batas waktu, jika tidak ditanggapi 

maka dianggap “OKE”, jelas itu menjadi sebuah masalah yang didapat nantinya oleh 

Kepala DPMPTSP.

PERUSDA Melati Bakti Setya Samarida mengalami masalah untuk mendapatkan 

rekomendasi dari Pemerintah Pusat, ini lebih ke masalah keamanan dan keselamatan 

yang seharusnya rekomendasi tersebut dari Pusat.

Jika rekomendasi dari pusat, maka berapa lama lagi investasi yang hams ditanamkan 

supaya bisa jalan ? Mengapa tidak ada tangan kananya di daerah yang bisa memberikan 

rekomendasi ?

Apa yang hams dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terkait rekomendasi yang 

dikeluarkan dari Pusat agar bisa memudahkan provinsi untuk melakukan kegiatan di 

daerah dengan lancer, aman dan tidak teijadi sesuatu apapun ? mengapa kita tidak bisa 

memanfaatkan kawan-kawan kita yang berada di Kalimantan Timur ?

6. Santet dari DPMPTSP Balikpapan

Dengan diberlakukannya Perpres 10 Tahun 2021, bagaimana rentang kewenangan 

daerah dalam rangka implementasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi 

Penanaman Modal Asing ataupun Penanaman Modal Daerah ?



Kemudian terkait dengan PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan 

kemudahan berusaha di daerah ?

JAWABAN NARASUMBER:

1. Suhartono, SE, MM (Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian

Investasi / BKPM):

a. Kriteria dari penentuan usaha masuk kedalam resiko rendah,sedang, menengah, tinggi, 

apakah harus keempat-empatnya yang diikuti atau boleh hanya satu atau dua saja ? 

Jawab : jika bunyinya dari PP Nomor 5 tersebut adalah kriteria itu harus memenuhi, 

walaupun hanya satu kriteria saja tetap harus memiliki resiko tinggi, jadi tidak perlu 

empat, satu kriteria pun harus tetap maksimal resiko menengah tinggi dan minimal 

harus ada verifikasi terkait dengan sertifikat standamya karena terkait dengan resiko 

dari keempat resiko yang dikriteriakan tadi.

b. Rekomendasi teknis apakah dari DMPTSP/Dinas Teknis sedangkan struktur akan 

berubah ?

Jawab: jadi nantinya dengan OSS PBRI, rekomendasi itu jika masih ada maka sifatnya 

menggunakan system yang terintegrasi dengan OSS dengan pemberian notifikasi, jadi 

dilakukan oleh dinas tersebut yang akan diberikan hak akses oleh Kepala DPMPTSP, 

hak akses turunan . dan setiap PTSP baik di kota maupun provinsi akan mendapatkan 

hak akses dari BKPM, hak pokok/inti dapat diturunkan ke dinas-dinas terkait yang 

memiliki tugas untuk memverifikasi dari perijinan berusaha yang terkait. Jadi hak 

akses yang diberikan oleh DPMPTSP Balikpapan tidak dapat membuka kegiatan usaha 

yang berada di kabupaten/kota lainnya, bahkan di provinsi dan pusat tidak punya 

kewenangannya, dia hanya bisa membuka untuk system OSS yang kegiatan usahanya 

ada di kota Balikpapan saja, kemudia hak akses itu diturunkan kepada dinas-dinasnya. 

Contoh dinas lingkungan akan mengeluarkan rekomendasi ijin lingkungan maka dia 

akan diberikan hak akses turunan dan akan menginduk kepada kota Balikpapan karena 

ini Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup ini 

hanya bisa membuka permohonan perijinan lingkungan yang untuk perusahaan yang 

ada di kota Balikpapan/ dinas-dinas lain yang fungsinya hanya untuk memverifikasi, 

dimna nanti jika membuka system hamdal net sebagai proses ijin lingkungan maka tiap



hari harus dimonitor agar mengetahui bahvva ada yang memverifikasi kesana atau 

terdapat notifikasi di dashboard system.

c. Proses pemberian perijinan lingkungan ada NSPK nya, jadi ada batas waktu yang 

menentukan verifikasi sudah dilakukan atau belum, sehingga apabila sudah ada 

notifikasi maka hams segera dilakukan verifikasi yang sesuai dengan SOP atau 

NSPKnya karena jika terlewat maka akan bahaya menjadi suatu masalah besar. 

Misalkan SOPnya 10 hari dari notifikasi yang sudah ada, harus cepat diverifikasi jika 

tidak maka akan berlaku fiktif positif. Fiktif positif itu adalah otomatis dari system 

menyetujui yangberakibat ke Kepala Dinas yang akanbertanggungjawab sepenuhnya 

karena tidak memverifikasi.

d. Dulu Setiap kegiatan yang perlu rekomendasi teknis akan disampaikan oleh BKPM ke 

dinas terkait dan mereka akan menerbitkan rekomendasi tersebut dan itu memiliki 

batas waktu. Apabila sudah mendekati batas waktu belum selesai, maka akan di surati 

kepada menterinya, sekjennya,diijen yang bersangkutan tembusannya kepada 

Presiden dan itu akan dilaporkan setiap bulan karena masih menggunakan system 

manual, dan sekarang sudah menggunakan system jadi tidak perlu dilaporkan ke 

Presiden otomatis sudah disetujui system karena Amanah Peraturan undang-undang 

seperti itu, sehingga Kembali lagi ke kepala dinas yang memiliki kewenangan itu untuk 

bertanggung jawab terhadap perijinan berusaha yang telah dikeluarkan tanpa 

verifikasi.

e. DPMPTSP hanya sebagai koordinator saja terkait pelaksanaan OSS di daerah dan 

melakukan pengawasan terkait perijinan berusaha di daerahnya.

f. Mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di perijinan bersama rekan keija 

dan selalu berkoordinasi.

g. Tujuan dari mengubah perijinan menjadi persetujuan yaitu ingin merubah mindset 

menjadi lebih positif karena mengubah norma atau peraturan dari OSS agar tidak sama 

dengan peraturan yang lama.

h. Persetujuan memiliki batas waktu sesuai dengan SOP dan NSPK.

i. Rekomendasi dan pertimbangan tekhnis jika memang dianggap masih ada maka harus 

diproses dengan OSS dengan system notifikasi, jika memang dianggap tidak harus ada/ 

dianggap tidak terlalu penting maka akan disusulkan untuk dihilangkan.

j. Banyak PP yang lama dihilangkan oleh pusat contohnya seperti PP yang terkait dengan 

izin untuk KBLI 7999 tentang kegiatan MLM yang sebelumnya harus mendapatkan



rekomendasi dari diijen perdagangan dalam negeri dimana dirjen dalam negeri ini 

minta pertimbangan tekhnis dari Assosiasi Penjualan Langsung Indonesia.

k. PP 10 terkait bidang usaha penanaman modal yang dulu dikatakan sebagai Daftar 

Positif Investasi (DPI) yang memiliki 4 lampiran, dan lampiran pertama itu mengenai 

bidang usaha yang mendapatkan fasilitas, kedua bidang usaha yang wajib bermitra 

dengan UMKM atau wajib bermitra dengan UMKM, ketiga bidang usaha dengan 

Batasan tertentu terkait Batasan sahamnya, keempat bidang usaha yang tertutup 

dengan Penanaman Modal.

l. PMA maupun PMDN sekarang perlakuannya sama sesuai dengan Undang-Undang 25 

Tahun 2007 dan tidak ada perbedaan lagi. Yang membedakan hanya pada saat 

dilampiran ketiga yaitu pembatasan untuk persentase PMA dan PMDN.

m. Kementerian tekhnis/sektor tidak boleh mengatur lagi apa yang sudah diatur didalam 

Perpres 10 dan perubahannya terkait dengan Minol atau lndustri Minuman Beralkohol 

dimana ada 4 provinsi yang diperbolehkan atas persetujuan Kepala BKPM.

n. Didalam PP Nomor 10 Perusahaan-pemsahaan yang diberikan fasilitas penanaman 

modal wajib bermitra dengan UMKM dan nilai yang diberikan ke UMKM senilai 10 

% dari nilai fasilitas yang diberikan.

2. Iwan Wahyudi (Ketua BPC HIPMI Balikpapan) :

a. Pengusaha dalam berinvestasi harus relevan dan perlu diskusi yang intens antara 

HIPMI dan Diknas Terkait untuk lebih memajukan potensi investasi.

b. Ditengah kondisi covid 19 masih ada proyek seperti RPJMD menjadi salah satu 

penompang ekonomi di Kota Balikpapan namun pada pelaksanaanya kami butuh hal- 

hal yang lebih bisa dirasakan dampaknya bagi pengusaha-pengusaha di tingkat 

daerah.



DAFTAR HADIR NARASUMBER

Se/asa, 25 Mel 2021 
Hotel Novotel Balikpapan

No. NAMA JABATAN INSTANSI TANDA TANGAN

1 Muhammad Sa’bani Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim

2 Suhartono, SE, MM
Direktur Pengembangan Potensi 
Daerah

Kementerian Investasi/BKPM 2 ..C

3 Iwan Wahyudi Ketua
Badan Pengurus HIPMI Kota 
Balikpapan



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021
Tempat : Novotel Hotel, Balikpapan
Kegiatan : Sosialisasl Peraturan Perundangan UUCK Terkait Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Berusaha
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DAFTAR HADIR

Harf/Tanggal : Selasa,25Mei2021
Teropat : Novotel Hotel, Ballkpapan
Keglatan : Soslallsasi Peraturan Perundangan UUCK Terkait Pemberlan Insentlf dan Fasllitas Kemudahan Berusaha
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DAFTARHADIR

Harl/Tanggal : Selasa,25Mel2021
Tempat : Novotel Hotel, Ballkpapan
Kegiatan : Soslaltsasi Peraturan Perundangan UUCK Terkait Pemberian Insentif dan Fasllitas Kemudahan Berusaha

No Nama Jabatan lnstansl
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DAFTARHADIR

Hari/Tanggal : Seiasa, 25 Me! 2021
Tempat : Novotel Hotel, Balikpapan
Kegiatan i Soslalisasi Peraturan Perundangan UUCK Terkalt Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Berusaha

No Nama Jabatan - Instansl No.TeIp./ 
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DAFTAR HADIR

Harl/Tanggal : Selasa, 25 Mel 2021
Tempat : Novotel Hotel, Balikpapan
Keglatan : Soslallsasi Peraturan Perundangan UUCK Terkait Pemberian Insentif dan Fasllitas Kemudahan Berusaha

No ■:-:T Nama Jabatan InstansI No.TeIp./
HP Email TandaTangan
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DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa,25Mei2021
Tempat : Novotel Hotel, Balikpapan
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DAFTARHADIR

Hari/Tanggal : Selasa,25Mei2021
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DAFTARHADIR

Hari/TanggaJ : Selasa, 25 Mel 2021
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DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mel 2021
Tempat : Novotel Hotel, Ballkpapan
Kegiatan : Soslallsasi Peraturan Perundangan UUCK Terkait Pemberlan Insentlf dan Fasllltas Kemudahan Berusaha
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DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEUYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: http://dpmptspkahiinprov.go.id email: dpmptspkaltinva gxnail.com. 
dpmm&kaliirogrpvgp.kl email PTSP i».pia>bppmd:g.itfaajUflnL twitter: @dpmptsp_ijdtim

Jl. Basuki Rahmat No 56 Tdp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446 
S A M A R I N D A  75112

Samarinda, Oktober 2021

Nomor : 005 /  1*9} /DPMPTSP-l/2021 Kepada
Lampiran 1 (satu) berkas Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
Perihal : UNDANGAN

di-
TEMPAT

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2020tentangCipta Kerja beserta peraturan turunannya, maka dengan ini 

kami mengundang Bapak/lbu/Saudara(i) untuk dapat hadir pada:

Hari /  Tanggal Kamis /  21 Oktober 2021

Pukul : 08.30 s/d 14.00 WIB

Tempat : REDTOP Hotel

Jalan Pecenongan No. 2 

Jakarta Pusat

Acara Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan 

Kemudahan Penanaman Modal

Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi staf DPMPTSP Provinsi 

Kaltim, Sdri. Isna Galuh Handayani 0812-5872-755 dan Sdri. Selly Swandari 

0822-7866-0206.
Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan 

terima kasih.

http://dpmptspkahiinprov.go.id


LAMPIRAN : Undangan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk Kemudahan Penanaman 
Modal

Nomor : pp? /  /0PMPTSP-I/2021

Kepada Yth.

A. Pusat dan Provinsi
1. Gubernur Provinsi Kaitim di Samarinda
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kaitim di Samarinda
3. Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi/BKPM Rl di Jakarta
4. Direktur Pemberdayaan Dunia Usaha kementerian Investasi/BKPM Ri di Jakarta
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kaitim di Samarinda
6. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kaitim di Samarinda
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Kaitim di Samarinda
8. Kepala DisperindagKop dan UKM Provinsi Kaitim di Samarinda
9. Kepala Dinas ESDM dan Mineral Provinsi Kaitim di Samarinda
10. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaitim di Samarinda
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaitim di Samarinda
12. Kepala Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaitim di Samarinda
13. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaitim di Samarinda
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaitim di Samarinda
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaitim di Samarinda
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaitim di Samarinda
17. Kepala Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaitim di Samarinda
18. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kaitim di Samarinda
19. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaitim di Samarinda
20. Kepala BPKAD Provinsi Kaitim di Samarinda
21. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaitim di Samarinda
22. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaitim di Samarinda
23. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaitim di Samarinda
24. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Seta Provinsi Kaitim di Samarinda
25. Kepala Kantor Penghubung Provinsi Kaitim di Jakarta
26. Kepala Bidang Perekonomian BAPPEDA Provinsi Kaitim di Samarinda
27. Sekretaris, Seluruh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi/Kasubbag DPMPTSP Provinsi Kaitim 

di Samarinda

B. Kota dan Kabupaten
1. Kepala DPMPT Kota Balikpapan di Balikpapan
2. Kepala DPMPTSP Kota Samarinda di Samarinda
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser di Tana Paser
5. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Kertanegara di Tenggarong
6. Kepala DPMPTSP Kota Bontang di Bontang
7. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
9. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
10. Kepala 0PMP2T Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang



C PelakuUsaha

1 Oirektur Cotrans Asia di Tempat
2 Direktur Kideco Java di Tempat
3 Direktur PucukJayadi Tempat
4 Direktur Bharinto Ekatama di Tempat
5 O/rektur Adimitra Baratama Nusantara di Tempat
6 Direktur ITQ Hutani Manunggal di Tempat
7 Direktur Natura Pasific Nusantara di Tempat
8 Direktur Multi Harapan Utama di Tempat
9 Direktur Tawabu Mineral Resource di Tempat
10 Direktur Gunung Bara Utama di Tempat
11 Direktur PP London Sumatra Indonesia di Tempat
12 Direktur Singfurus Pratama di Tempat
13 Direktur Indominco Mandiri di Tempat
14 Direktur Komatsu Remanufacturing Asia di Tempat
15 Direktur AtamJaya BaraPratama di Tempat
16 Direktur SIMS Jaya Kaltim di Tempat
17 Direktur Multi Sarana Alkesindo di Tempat
18 Direktur Indonesia Pratama di Tempat
19 Direktur Tapian Nadenggan di Tempat
20 Direktur Petabuhan Samudera Paiaran di Tempat
21 Direktur Kutai Energi di Tempat
22 Direktur Warn Kaltim Plantation di Tempat
23 Direktur Mallndomas Perkebunan di Tempat
24 Direktur Subur Abadl Plantation di Tempat
25 Direktur Bina Karya Nuansa Sejahtera di Tempat
26 DirekturTraslndoMumiPerkasa di Tempat
27 Direktur Anugerah Bara Kaltim di Tempat
28 Direktur Graha Power Kaltim di Tempat
29 Direktur Kobexlndo di Tempat
30 Direktur Bumi Petangis di Tempat

D. Stakeholder Terkait
1. Ketua KADIN Kattim di Samarinda
2. Ketua HIPMI Kaltim di Samarinda
3. Direktur Perusda Melati Bhakti Satya di Samarinda
4. Direktur Perusda Ketenagalistrikan Provinsi Kaltim di Samarinda
5. Direktur Sisnis Indonesia di Bafikpapan



JA D W A L  KEGIATAN

Sosialisasi Undang -  Undang Cipta Kerja untuk Kemudahan Penanaman
Modal

Kamis, 21 Oktober 2021 
Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat

No Waktu
(Wib)

Rindan Acara Keterangan

1 08.30 -  09.00 Registrasi Panitia

2 09.00 - 09.15 Pembukaan Acara MC

3 09.15 -  09.25 Mendengarkan Lagu Indonesia Raya Panitia

4 09.25-09.30 Pembacaan Doa Panitia

5 09.30 -  09.40 Laporan Ketua Panitia Kadis DPMPTSP Prov. Kaltim

6

i

09.40-10.00

Sambutan Gubernur / Wagub / 
Sekretaris Daerah /Asisten Ekonomi dan 
Pembangunan Prov. Kaltim sekaligus 
membuka acara

7 10.00 -10.15 Coffee Break Panitia

8 10.15-11.00
Sosialisasi UUCK dan Kemudahan 
Penanaman Modal

Sosialisasi UUCK: Oirektur Oeregulasi 
Penanaman Modal, Deputi Bidang PIPM

9 11.00-12.30 Sesi tanya Jawab Moderator

10 12.30- 13.30 ISHOMA Panitia

11 13.30-14.00 Peluang Kemitraan Bagi Investor dan 
UMKM

Direktur Pemberdayaan Usaha, Deputi 
Bidang PIPM

12 14.00-15.00 Sesi tanya Jawab Moderator

13 15.00 -15.30 Coffee Break Panitia

14 15.30-16.00 Penutupan Panitia



NOTULEN SOSIALISASI

Hari/tanggal

Pukul

Perihal

: Kamis, 21 0ktober2021 

: 08.30 WIB s /d  16.00 WIB

: Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 

: DaftarHadirTerlampirPeserta Sosialisasi

N otulen Sosialisasi

Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim intensif 

melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

dibuka oleh Kepala DPMPTSP Puguh Harjanto, S.STP., M.Si mewakili Gubemur 

Kalimantan Timur Bapak Dr. H. Isran Noor. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka 

langsung dengan mematuhi standar protokol Kesehatan dan juga difasilitasi melalui 

webinar dengan menggunakan aplikasi Zoom, tema dari kegiatan ini adalah 

“Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Kemudahan Penanaman Modal daiam 

Rangka Mewujudkan Peningkatan Investasi Kalimantan Timur". Adapun maksud 

diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan 

persepsi yang tepat terhadap Peraturan Perundangan UUCK dan aturan turunanya 

terkait kemudahan penanaman modal. Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai adalah agar 

peraturan yang dimaksud dapat diterapkan dan diimplementasikan serta dijadikan 

pedoman oleh para pemangku kepentingan terka it Kegiatan dilaksanakan di Redtop 

Hotel, Pecenongan Jakarta Pusat Dengan dihadiri peserta kurang lebih 100 peserta yang 

terdiri dari Perangkat Daerah terka it DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, 

dan Pelaku Usaha. Sedangkan Narasumber/Keynote Speaker adalah Direktur Deregulasi 

Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI, Dcndy Apriandi dan Direktur 

Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/BKPM RI.

Berikut pemaparan yang disampaikan oleh:

1. Kepala Bidang PP1PM Riawati. S.Si., MEM selaku ketua panitia menyampaikan bahwa 

kegiatan sosialisasi UUCK terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman 

modal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang tepat 

terhadap Peraturan Perundangan UUCK dan aturan turunanya terkait kemudahan 

penanaman modal sedangkan Tujuan yang ingin dicapai adalah agar peraturan yang



dimaksud dapat diterapkan dan diimplementasikan serta dijadikan pedoman oleh

para pemangku kepentingan terkait

2. Kepala DPMPTSP Puguh Harjanto, S.STP, M.S1 mewakili Gubemur Kalimantan Timur

Bapak Dr. H. Isran Noor dalam sambutan dan sekaligus membuka acara sosialisasi

menyampaikan:

- Undang • Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 sem pat menimbulkan 

kontroversi di dalam masyarakat, karena itu sudah menjadl kewajiban 

Pemerintah untuk menjelaskan UU tersebut ke masyarakat luas agar mendapat 

pemahaman yang benar.

• Pemerintah meyakini pengesahan DUCK akan meningkatkan serapan tenaga kerja 

dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk 

penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

• Melalui UUCK pemerintah telah menerbitkan 51 Peraturan Pelaksana UUCK 

(terdiri dan 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres)) 

yang merupakan salah satu upaya untuk mendatangkan salah satu upaya untuk 

mendatangkan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan birokrasi.

• UUCK juga kita yakini akan mendorong investasi melalui kemudahan perizinan 

berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpeng tindih dalam perijinan 

berusaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian atau Lembaga 

(K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor.

• Pengusaha itu membutuhkan kepastian, kecepatan, kemudahan, dan transparansi. 

Kebutuhan itu akan terpenuhi dengan adanya UUCK yang ditindak lanuti dengan 

pembuatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka 

memberikan kemudahan perizinan berusaha.

• Pemerintah telah menerapkan Online Single Submission (OSS) di BKPM. Melalui 

sistem OSS ini maka seluruh sistem akan terintegrasi, sehingga tidak akan terjadi 

tumpeng tindih antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya sistem OSS, diharapkan 

pula dapat menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang 

akan berujung pada peningkatan daya saing ekonomi kita.

- Pada pasal 77 UUCK, telah diatur bahwa perusahaan besar tidak boleh mengambil 

saham UMKM. Melainkan, diwajibkan untuk bermitra dengan pengusaha- 

pengusaha UMKM atau Nasional yang ada di Daerah.



- UUCK adalah undang-undang yang tak hanya berpihak pada pengusaha/investor, 

tetapi juga masyarakat, term asuk pelaku UMKM. UUCK akan menciptakan 

lapangan kerja di masa mendatang sekaligus mengakomodasi bonus demografi 

yang akan dialami Indonesia pada tahun 2035 mendatang.

- Diharapkan melalui sosiaiisasi akan meningkatkan kemampuan para aparatur 

tentang pemahaman UUCK ini, agar dapat menciptakan ikiim investasi yang baik 

dan dapat memberikan kemudahan bagi para investor yang datang Kalimantan 

Timur.

3. Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Dendy Apriandi menyampaikan:

- Investasi adalah salah satu m otor penggerak utama dan  pertumbuhan ekonomi 

selain konsumsi, karena dengan investasi akan membuka lapangan pekerjaan, 

dengan adanya lapangan pekerjaan maka adanya penyerapan tenaga kerja. 

Terserapnya tenaga kerja maka adanya penghasilan-penghasilan yang didapat 

oleh masyarakat lalu dengan penghasilan itu masyarakat dapat meningkatkan 

daya jual belinya. Sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

■ Kebutuhan investasi berdasarkan RKP Tahun 2021 yang dikeluarkan Bappenas 

adalah Rp 5.800 -  5.900 T dan hanya 10% yang bisa disediakan oleh pemerintah 

dengan dibantu oleh BUMN serta BUMD, sisanya 90% harus dijajaki oleh peran 

pihak swasta. Disinilah tantangan kita untuk meningkatkan ikiim investasi melalui 

Omnibus Law.

- Walaupun di kondisi pandemi, realisasi investasi di Indonesia tercapai dikarena 

terjadi oleh investment yang sudah direncanakan jauh sebelum Tahun 2020 

maupun Tahun 2021, ini merupakan planning yang direalisasikan Tahun 2021. 

Sejauh ini sudah 49% tercapai realisasi investasinya.

- Realisasi investasi Tahun 2020 antara PMA dan PMDN, 50% dilakukan investment 

dalam negeri serta untuk sebarannya pun tidak hanya berfokus di pulau Jawa 

melainkan untuk luar pulau jawa salah satunya pulau Kalimantan di mana 

investasi mengalami kenaikan.

- Penyederhanaan Regulasi: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK] 

disederhanakan menjadi UU Cipta Kerja 186 Pasal dan 15 BAB. Dengan metode 

Omnibus Law, 79 Undang-undang direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta 

Kerja yang mengatur 16 sektor. Ada 11 klaster yang tertuang dalam undang-



undang tersebut meliputi: peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, 

ketenagakerjaan, dukungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, 

pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintahan pusat dan 

percepatan PSN, adminsitrasi pemerintahan, dan dan pengenaan sanksi. 

Paradigma perizinan berusaha diubah dari berbasis izin ke resiko. Artinya 

perizinan berusaha dikelompokkan berdasarkan tingkat resiko usaha dan tingkat 

resiko ini menentukan jenis perizinan berusaha. Semakin rendah resiko usahanya, 

maka semakin mudah dan cepat prosesnya. Ada 4 kriteria perizinan berusaha 

berbasis resiko yaitu Resiko Rendah (cukup NIB), Resiko Menengah Rendah (NIB 

+ Setrifikat Standar), Resiko Menengah Tinggi (NIB + SS yang terverifikasi), dan 

Resiko Tinggi (NIB + izin + SS).

Seluruh perizinan berusaha (NIB, SS, dan izin) atas sektor yang diatur dalam PP 

No. 5 Tahun 2021 wajib diterbitkan melalui OSS. Dalam setiap perizinan berusaha 

tersebut akan dicantumkan nama penerbit sesuai kewenangannya berdasarkan 

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Lembaga OSS, 

DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kab/Kota, Administrator KEK, dan Badan 

Pengusahaan KPBPB.

Perizinan tunggal memberikan kemudahan untuk UMK khususnya UMK resiko 

rendah. UMK resiko rendah selain punya Nomor Induk Berusaha (NIB), juga 

berlaku Standar Nasional Indonesai (SNI), dan Setrifikasi Jaminan Produk Halal 

(SPJH), ini menguatkan implementasi dari PP No.7 dan PP No. 8 Tahun 2021. 

Fokus BKPM dalam peningkatan daya saing K-UMKM yaitu berupa perizinan 

berusaha dan insentif bagi K-UMKM serta kemitraan K-UMKM.

Ketentuan PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 6 Tahun 2021 mengenai 

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di daerah:

a. NSPK perizinan berusaha berbasis resiko dalam OSS merupakan acuan tunggal 

bagi pemerintah daerah.

b. Pemerintah daerah wajib menggunakan sistem OSS dalam pelayanan 

perizinan berusaha.

c. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem internal sebagal 

pendukung dalam pelaksanaan perizinan berusaha (OSS) seperti pemenuhan



persyaratan atau pembayaran retribusi daerah sesuai NSPK yang ditetapkan 

pemerintah pusat.

d. Gubemur atau bupati/walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggraan 

perizinan berusaha menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota 

kepada kepala DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.

e. Kepala DPMPTSP provinsi sebagai koordinator pengawasan terintegrasi untuk 

kewenangan provinsi dan Kepala DPMPTSP kabupaten/kota sebagai 

koordinator pengawasan terintegrasi untuk kewenangan kabupaten/kota.

4 . Direktur Pemberdayaan Usaha. Anna Nurbani, S.E menyampaikan:

- Hampir disemua negara mengalami dampak dari pandemi covid 19, dan kita tau 

bahwa UMKM di Indonesia menyumbang 60% dari PDRB sehingga Pemerintah 

banyak memberikan perhatian fokus kepada pemberdayaan dan UMKM 

khususnya dengan adanya UUCK dan juga PP Nomor 7, dimana diharapkan 

kedepannya UMKM tidak hanya dapat bertumbuh di kota*kota besar namun dapat 

m erata di seluruh daerah. Periu adanya upaya dari Pemerintah bahwa ketika 

adanya suatu investasi di daerah maka seharusnya ekonomi daya sumber dapat 

bertumbuh pesat, maka dari itulah Pemerintah mencanangkan program 

kemitraan. Target investasi di tahun 2020 s.d 2024 sebesar Rp. 4.983,2 T dan Total 

Realisasi Investasi Tahun 2015 s.d 2019 sebesar Rp. 3.381,9 T.

- Pencapaian Target Investasi melalui 7 Key Performance Indicators (KPI) 

Kementerian Investasi/BKPM yaitu Perbaikan rangking Kemudahan Berusaha 

(EODB), Eksekusi realisasi investasi besar, Mendorong investasi besar untuk 

bermitra dengan UMKM, Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan 

UMKM Penyebaran investasi berkualitas, Promosi investasi terfokus berdasarkan 

sektor dan negara, Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/ PMDN 

term asuk UMKM, Pengembangan hiiirisasi investasi sumber daya alam.

- PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan 

Koperasi UMKM. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bagi UMKM 

daiam hal Kemudahan Legalitas yaitu Pendirian PT Perseorangan bag! UMK, NIB 

sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK (Risiko Rendah: NIB sebagai identitas, 

legalitas, SNI, Pemyataan Jaminan Halal), Pembinaan pemenuhan standar produk 

dan sertifikat halal oleh Pemerintah, Pembebasan biaya perizinan bagi UMK,



kcmudian terkait Kemudahan Produksi dan Pembiayaan yaitu Kemudahan 

pembiayaan dan permodalan; Kemudahan penyediaan bahan baku dan proses 

produksi; Peningkatan kuaiitas SDM UMK lalu terkait Kemudahan Pemasaran dan 

Pasca Produksi Alokasi 30% dari lahan komersial, tem pat perbelanjaan, 

maupun infrastruktur publik bagi UMK Alokasi minimal 40% pengadaan 

barang/jasa pemerintah untuk produk UMK. Fokus BKPM dalam peningkatan 

daya saing UMKM melaiui Perizinan Berusaha dan Kemudahan bagi UMKM, 

Kemitraan UMKM: Kewajiban kemitraan bagi Usaha Besar (Perpres 49/2021) 

Kemitraan dengan Usaha Besar yang memperoleh insentif.

Kerangka Regulasi Implementasi Pemerdayaan UKM

a) Pasal 90 Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib 

memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha 

Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil 

yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

b ) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, 

dan Pemberdayaan K-UMKM: (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

mengatur: usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah; atau usaha Menengah untuk membangun kemitraan 

dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Untuk melaksanakan peran Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: menyediakan data dan informasi 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra; 

mengembangkan proyek percontohan kemitraan; memfasilitasi dukungan 

kebijakan; serta melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap 

pelaksanaan kemitraan.

c) Pasal 81 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

dan Fasilitas Penanaman Modal:

(1) Pelaku Usaha yang mengajukan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu



menyampaikan komitmen rencana Kerjasama pelaksanaan kegiatan usaha 

dengan Pelaku Usaha UMK-M dan/atau pengusaha nasional di daerah 

melalui Sistem OSS,

(2) Terhadap pemyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

BKPM dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan 

pengawasan.

d) Pasal 4 Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2021 satgas invetasi memiliki tugas 

yaitu memepercepat pelaksanaan kerja sana antara investor dengan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah.

Prisip yang diatur dalam RaPermen adalah Tata cara pelaksanaan Kemitraan di 

bidang penanaman modal antara Usaha Besar dengan Pengusaha Nasional di 

Daerah dan Panduan bagi pelaku usaha, kementerian/lembaga dan daerah dalam 

pelaksanaan Kemitraan antara usaha besar dengan Pengusaha Nasional dan 

tujuannya yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Pengusaha 

Nasional dalam peningkatan perekonomian di daerah, mendorong bertumbuhnya 

pelaku usaha yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan 

basis produksi di dalam negeri, meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku 

usaha di daerah untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha besar baik dari dalam 

maupun luar negeri, menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling 

menguntungkan antara Usaha Besar dengan Pengusaha Nasional.

Rekomendasi Dukungan Kebijakan Untuk UM KM

a) Akses Pembiayaan: Perluasan akses pembiayaan perbankan bagi UKM melalui 

fasilitasi pemerintah yang menghubungkan antara UKM dan pihak 

perbankan/lembaga keuangan dan Fasilitasi dengan incubator business, angel 

investor dan crowd funding.

b) Akses Pasan Jaminan alokasi 40% pengadaan barang/jasa pemerintah bagi 

produk UMK Pembukaan akses pasar melalui kemitraan antara usaha besar 

dengan UKM.

c) Skill dan Manajerial: Pemberian pelatihan, pemberdayaan, maupun 

peningkatan kapasitas manajemen usaha dari pemerintah pusat dan daerah, 

Pembinaan UKM untuk memperluas akses informasi, alih teknologi, 

standarisasi produk, kelembagaan bisnis dan literasi digital.



- Program Kemcntorian Investasi/BKPM dalam rangka mendukung UKM Ekspor 

antara lain workshop peningkatan daya saing usaha nasional di sektor minyak dan 

gas bumi, pendampingan pelaku usaha rintisan (startup), kemitraan antara UKM 

dengan PMA/PMDN yang mengajukan fasilitas penanaman modal/fiskal, dan 

melakukan matchmaking luar negeri.

- Rekomendasi dukungan kebijakan UMKM antara lain yaitu akses pembiyaan 

(pcrluasaan akses pembiayaan perbankan dan fasilitasi dengan incubator 

business, angel investor, dan crowdfunding), akses pasar (jaminan alokasi 40% 

pengadaan barang/jasa pcmerintah dan pembukaan akses pasar), dan skill dan 

Manajerial (pemberian pclatihan, pemberdayaan, pembinaan UKM, ataupun 

sosialisasi).

Samarinda, 27 Oktober 2021

Mengetahui
Kepala Bidang PPIPM, Notulis

Riawati. S.SLMEM Normalita Fauziah. S^i
Pembina Tingkat I 

NIP. 19710815 199603 2 002



DAFTAR HADIR NARASUMBER
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Monitoring Evaluasi 2021
DPMPTSP PROV. KALTIM

Monitoring Evaluasi Triwulan I

Nama Bidang Nama Kegiatan Hash Kegiatan
Target

Kegiatan
Realisasi
Kegiatan

Out put Out come Keterangan

Monitoring Evaluasi Triwulan I I

No Nama Bidang Nama Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Kegiatan
Realisasi
Kegiatan

Out Put Out Come Keterangan

1. Layanan Perizinan 
dan Non Perizinan 
(sektor primer)

Pertemuan Pembahasan 
Inventarisasi Jaminan 
kegiatan sektor 

pertambangan

Pelaksanaan rekonsiliasi 
data jaminan usaha 
pertambangan yang 

ditempat pada DPMPTSP 
Kaltim

10 hari kerja 10 hari kerja Terlaksananya 
pendampingan 

rekonsiliasi 
jaminan usaha 
pertambangan

Diperoleh hasil 
data jaminan 
usaha
pertambangan 
yang dilakukan 
penempatannya 
di DPMPTSP 
Kaltim

Dilaksanakan 
tanggal 28 Januari 
2021 Menghadirkan 
Dinas/ Instansi 
yang menangani 

sektor
pertambanga dan 
pihak Bank

1. Layanan 
Perizinan dan 
Non Perizinan 
(sektor primer)

Rapat Perizinan Sektor 
Kehutanan

Menindaklanjub 
permohonan non 

perizinan rekomendasi 
persetujuan 
penggunaan kawasan 
hutan (PPKH)

2 (dua) rekom 

pinjam pakai 
kawasan hutan 
perusahaan 
pertambangan

2 (dua) 

perusahaan 
pertambangan

terbitnya 2 
(dua)
rekomendasi
PPKH

terlaksananya 

izin usaha 
kegiatan 
pertambangan 
diwllayah 
kawasan hutan

Dilaksanakan 
tanggal 5 Mei 
2021
Menghadirkan 

Dinas/ Instansi 
yang

menangani 
sektor 
kehutanan dan 
pihak
nemsahaan

2. Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 
(sektor primer)

Rapat POKJA 
perizinan usaha sektor 
pertambangan

Menindaklanjuti 
peralihan kewenangan 
usaha pertambangan 
mineral batubara 
berdasarkan UU Nomor 
3 Tahun 2020

Perizinan usaha 
pertambangan 
yang

melakukan

terlaksananya 
pelaku usaha 
pertambangan 
yang
memahami
kebijakan
peralihan
kewenangan

perizinan usaha 
pertambangan 
berproses sesuai 
UU Nomor 3 
Tahun 2020, 
kewenangan 

Pemerintah 

Pusat

Dilaksanakan 
15 Juni 2021 

Menghadirkan 
Dinas yang 
menangani 

sektor
pertambangan 
dan Instansi 
terkait

3 Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan 
(sektor primer)

Rapat permohonan 

perizinan usaha sektor 
Kehutanan

Penyeiesaian perizinan 
kegiatan usaha sektor 
kehutanan

1 (satu) rekom 
pinjam pakai 
kawasan hutan 

perusahaan 

pertambangan

1 (satu)
perusahaan
pertambangan

Terlaksananya
proses
permohonan

rekomendasi
PPKH

Terbitnya 
rekomendasi 
PPKH kegiatan 

pertambangan 
diwilayah 
kawasan hutan

Dilaksanakan 
tanggal 28 juni 
2021
Menghadirkan 

Dinas/ Instansi 
yang

menangani 
sektor 
kehutanan dan 
pihak
perusahaan

Keterangan : 1. Setlap rapat per trl wulan wajib melamplrkan Absensi, Berita Acara kegiatan, 
dan Undangan rapat



Monitoring Evaluasi 2021
DPMPTSP PROV. KALTIM

Monitoring Evaluasi Triwulan I I I Monitoring Evaluasi Triwulan IV

No. Nama Bidang Nama Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Kegiatan
Realisasi
Kegiatan

Out put Out come Keterangan No Nama Bidang Nama Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Kegiatan
Realisasi
Kegiatan

Out Put Out Come Keterangan

1. 1. Layanan Perizinan Rapat pembahasan Kesepakatan perizinan kewenangan kewenangan terlaksananya penerbitan Pertemuan 1. Layanan Perizinan Rapat Pengelolaan PMA/ Terwujudnya 100% 90% Pelaku usaha Penerapan Pertemuan
dan Non Perizinan Standar Pelayanan dan non perizinan sektor yang diberlkan 4 yang diberikan 4 proses perizinan usaha dilaksanakan 21 dan Non Perizinan PMDN se Kalimantan pemahaman oleh PMA dan PMDN perizinan dilaksanakan
(sektor primer) sektor kehutanan kehutanan untuk jenis izin dan 4 jenis izin dan 4 penerbitan 4 sektor lu ll 2021 (sektor primer) Timur T.A.2021 investor PMA dan PMDN di Kaltim berusaha tanggal 6

standar pelayanan jenis non jenis non Jenis perizinan kehutanan Menghadirkan mengenai perizinan memillki berbasis resiko Oktober 2021
menyesuaikan NSPK darl perizinan perizinan dan 4 non sesuai dengan Dinas/ Instansi berusaha berbasis risiko pengetahuan rendah, resiko menghadirkan
PerMenLHK Nomor 3 (rekomendasi) (rekomendasi) perizinan Standar yang didaerah mengenai sistem menengah nara sumber
Thn 2021, Nomor 7 sektor kehutanan sektor kepada pelaku pelayanan menangani perizinan rendah, resiko darl BKPM dan
Tahun 2021 dan Nomor kehutanan usaha yang sektor berusaha menengah peserta dari
8 Tahun 2021 melakukan kehutanan berbasis resiko tinggi dan Dinas/ Instansi

permohonan melalui sistem resiko tinggi Pemprov serta
sektor OSS RBA pada sistem DPMPTSP Kab/
kehutanan OSS RBA 

kepada pelaku 
usaha PMA dan 
PMDN

Kota se Kaltim

2. Layanan Perizinan Rapat penertiban Melakukan koordinasi Penyerahan Dilakukan Terlaksananya Pemerintah Pertemuan
dan Non Perizinan perizinan sektor ke Kementerian ESDM jaminan koordinasi ke koordinasi di Provinsi dilaksanakan
(sektor primer) pertambangan berkenaan dengan usaha Kementerian Kementerian diberikan tanggal 19

proses jaminan usaha pertambanga ESDM terkait berkenaan kewenangan Oktober 2021
pertambangan yang nsebanyak jadwal dengan dari Direktorat dihadiri Dinas
diserahkan 2.392 bilyet penyerahan penyerahan Minerba ESDM, Biro

kewenangannya ke dan klarifikasl jaminan jaminan usaha Kementerian Ekonoml dan
pemerintah pusat dan IUP tambang tambang dan pertambangan ESDM untuk Biro Hukum.
penertiban pemegang legalitas serta klarifikasi melakukan

Izin Usaha perizinan IUP pencairan
Pertambangan terkait usaha jaminan usaha
dengan Minerba One pertambangan pertambangan

Data Indonesia (MODI) sebanyak 42 
(empat puluh 
dua)

3.

perusahaan

Keterangan : 1. Setiap rapat per tri wulan wajib melampirkan Absensi, Berita Acara 

keglatan, dan Undangan rapat
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B ER ITA  A C A R A  HAS1L R A PA T

I. D A SA R  PE LA K SA N A A N
Surat Kepala DPMPTSP Prov Kaltim Nomor 005/1641/DPMPTSP-IV/X/2021 
tanggal 18 Oktober 2021. penhal . Undangan Rapat

II. W A K TU  PE LA K SA N A A N
1 Hari/Tanggal Selasa, 19 Oktober 2021
2 Pukul 09 00 Wita s/d Selesai
3 Tempat Ruang Rapat APT Pranoto. Kantor DPMPTSP Prov

Kaltim

III. A G EN D A  RAPAT

Dalam rangka penertiban perizinan sektor pertambangan dalam mengajukan 
permohonan pengantar dan pengaktifan MODI, MOMS, dan ePNBP dan Jaminan 
Tambang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

IV. P IM P IN A N &  PESER TA  RAPAT

1 Pimpinan ■ Kepala Bidang Layanan Penzinan dan Non Perizinan

2 Peserta Rapat Yang 1 Dinas ESDM Provinsi Kaltim
Hadir 2 Biro Ekonomi Setda Prov Kaltim

3 Biro Hukum Setda. Prov Kaltim

D aftar hadir/absensi m erupakan bagian tidak terpisahkan dari berita  acara ini.

V. Pem bahasan  Rapat

1. Menmdaklanjuti surat Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral Nomor B-956/MB 07/DJB T/2021 tanggal 11 Oktober 2021. perihal 
Pencairan Jaminan Reklamasi, bahwa dalam pembahasan mengarahkan segera 
dilakukan koordinasi ke Kementerian ESDM terkait dengan prosedur atau NSPK, 
untuk mekanisme proses pencairan dan penempatan jaminan reklamasi yang 
sudah diberikan persetujuan Gubernur sebelum 11 Desember 2020 serta 
penyerahan jaminan tambang kepada pemerintah pusat



2. Terhadap pemberitaan media terhadap 7 (tujuh) perusahaan yang dalam  hal ini 
melakukan pengajuan PTUN terhadap Dinas ESDM  Provinsi Kaltim, setelah 

diklarifikasi dari ketujuh perusahaan ada 2 perusahaan yang sudah terdaftar pada 
M O M S di Kementenan ESDM , yang mana dari hasil evaluasi baik database dari 
Rekonsiliasi dengan KPK maupun data di D P M P TS P  Provinsi Kalimantan Timur 
tidak ada tercatat nomor izin kedua perusahaan dimaksud. yaitu PT. Metsa Trans 
Logistic dan PT. Subur Alam  Sembada.

3. Permohonan tindak lanjut pengantar pengaktifan Data M O D I, M OM S dan e  PNBP  
ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan surat Gubernur 
Kalimantan Timur Nomor : 503 /5013/D P M P TS P -IV /IX /2021 tanggal 21 Septem ber 
2021 berjumlah 14 (em pat belas) izin perlu dilakukan klarifikasi kepada Gubernur 
Kalimantan Timur dan Kementerian ESDM , terkait nomor izin yang tidak terdaftar 
pada database D P M P TS P  Provinsi Kalimantan Timur.

VI. KESIMPULAN

1. Melakukan koordinasi kepada Kementerian ESDM  berkenaan dengan mekanisme 

proses pencairan dan penempatan jam inan tambang baik yang sudah 

mendapatkan persetujuan Gubernur Kaltim sebelum maupun sesudah diterbitkan 

Undang - Undang 3 T a h u n 2 0 2 0 .

2. Segera melakukan klarifikasi terhadap perizinan usaha pertambangan yang tidak 

tercatat atau terdata penomoran izinnya di Pemeritah Provinsi Kalimantan Timur 

dalam  hal ini D P M P TS P  Provinsi Kalimantan Timur kepada Kementerian ESDM .

3. Penertiban setiap permohonan pengantar M O DI, M O M S dan e PN BP kepada 

setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, terlebih 

dahulu diklarifikasi dari Dinas ESDM  Provinsi Kalimantan Timur terutama 

keabsahan legalitas perizinannya.

Mengetahui 
Kepala Dinas,

Pimpinan Rapat, 
Kepala Bidang Layanan 

Perizinan dan Non Perizinan

Puauh Harianto, S.STP..M.Si 
NIP. 19790810 199802 1 001
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D A F T A R  H A D IR

Hari/Tgl : Senin, 19 Oktober 2021 

Pukul 09 00 Wita s/d Selesai

Tempat Ruang Rapat AP Pranoto DPMPTSP Prov. Kaltim

Agenda Rapat Penertiban Perizman Sektor Pertambangan Dalam Mengajukan Permohonan 

Pengantar dan Pengaktifan MODI. MOMS. ePNBP dan Jaminan Tambang
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P E M E R IN T A H  P R O V IN S I K A L IM A N T A N  T IM E R

DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Samarinda. W 8 OCT 2021

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Kepada
00 5 /'M l /DPMPTSP-IV/X /2021 Yth (Daftar Terlampir) 
biasa di
1 (satu) berkas Tempat
Undangan Rapat

Dalam rangka penertiban perizinan sektor pertambangan dalam 

mengajukan permohonan pengantar dan pengaktifan MODI MOMS 

ePNBP dan Jaminan Tambang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral Republik Indonesia dengan ini kami mengundang saudara untuk 

hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada 

Hari / Tanggal Selasa 19 Oktober 2021 

Pukul 09 00 Wita s/d selesai

Tempat Ruang Rapat APT Pranoto Kantor DPMPTSP

Provinsi Kalimantan Timur

Atas perhatian dan kehadiran saudara disampaikan terima kasih

\1ca  u]in ikiin  Pemban^unan h \ih im  \a n .j tierJauLil



Lampiran

Nomor :0 0 5 /v u -\\ /D P M P T S P -IV / X / 2 0 2 1  
Daftar Undangan Kepada Yth.

1. Kepa!a Dinas Energi dan Sum ber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di 

Samarinda

2. Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalimantan Tim ur di Samarinda 

3 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

4. Bapak Radiansyah SH, M .Hum  di tempat



P E M E R IN T A H  PROVEM SI K A L IM A N T A N  T IM U R  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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N O TU LEN  RA PA T

I. Dasar Pelaksanaan
Surat Undangan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 
005/1534/DPMPTSP-IV/IX/2021 Tanggal 30 September 2021

II. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan
1. Hari/Tanggal 06 Oktober 2021
2. Pukul 08 00 Wita - Selesai.
3. Tempat Ballroom Hotel Grand Jatra di Balikpapan

III. Agenda Rapat ✓
1. Rapat Pengelolaan PMA dan PMDN Se-Kalimantan Timur

IV. Penanggung Jawab, Narasumber dan Moderator
1. Penanggung Jawab : Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

2. Narasumber : Nesia Artdiyasa, SP, MSc

3. Moderator : Dra.Otty Eka Permana Lestari, S.H., MAP

V. Hasil Rapat:

1. Penyederhanaan Regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja, dengan metode Omnibus Law, 79 Undang-Undang direvtsi sekaligus hanya 
dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur 18 Sektor yang 
disederhanakan menjadi 186 Pasal dan 15 BAB dalam UUCK.

2. Amanat Undang-Undang Cipta Kerja tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, 
pasal 6 UU Cipta Kerja, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan meliputi 
penerapan Perizinan Berusaha berbasis resiko, penyederhanaan persyaratan 
dasar Perizinan Berusaha, Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor dan 
Penyederhanaan Persyaratan investasi.

3. Ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Resiko menjadi NSPK dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

4. Sistem OSS dibagi ke dalam 3 Subsistem yaitu Subsistem Pelayanan Informasi, 
Subsistem Perizinan Berusaha dan Subsistem Pengawasan.

5. Proses Perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin menjadi resiko, yaitu 
Resiko Rendah, Resiko Menengah Rendah, Resiko Menengah Tinggi dan Resiko 
Tinggi.

6. Prisip Dasar Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yaitu :
a. Trust But Verify yaitu kemudahan penerbitan perizinan berusaha dan 

mengedepankan pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan.
b. Konsep Baru yaitu dalam sistem OSS RBA terdapat subsistem pengawasan 

yang akan menghasilkan profil kepatuhan Pelaku Usaha.
c. Terkoordinasi, Terintegrasi dan Efisien dalam rangka memberikan kepastian dan 

kenyamanan bagi Pelaku Usaha.



I

7. Menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah UU, 
kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (PL) 
dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pertanyaan dan Jawaban
1 Mora Siregar (PT. Arsari Tirta Pradana)

Pertanyaan : Apakah BPKM Tidak Menjawab E-Mail ?
Jawab : Berkenaan dengan surat melalui E-Mail ke BKPM biasanya dijadwalkan 
untuk pertemuan tatap muka, sehingga informasi yang disampaikan valid. 
Pertanyaan : Berkenaan dengan IPPKH yang sudah diajukan oleh PT. Arsari Tirta 
Pradana, sudah ± 3 Tahun berproses, namun izin belum terbit, tahapan apa yang 
harus dilakukan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha ?
Jawab : Terkait dengan IPPKH yang belum Terealisasi Perizinannya, agar 
dilakukan tindaklanjut kelengkapan dokumen yang disampaikan kepada 
Kementerian Investasi/BKPM

2. Tri (Sumber Utama Tirta Kaltim)
Pertanyaan : Modal yang ditanamkan oleh Perusahaan adalah PMDN, namun yang 
terbaca oleh sistem OSS adalah PMA, bagaimana solusi agar Modal yang 
tertanam menjadi PMDN ?
Jawab : Kemungkinan terjadinya Human Error pada saat penginputan kedalam 
sistem AHU Online, yang di Inputkan Oleh Notaris, sehingga perlu melakukan 
penginputan ulang atau revisi ke Notaris yang bersangkutan.

3. Khoirul Anwar (DPMPTSP Kukar)
Pertanyaan : Terkait Penerbitan Izin Lokasi Secara Otomatis yang dilakukan oleh 
sistem, karena tidak adanya pertimbangan teknis untuk izin tersebut, namun sistem 
membaca bahwa Izin Tersebut persyaratannya sudah terpenuhi, sehingga 
penerbitan Izin secara otomatis dapat membuat kerugian kepada Negara, apakah 
tidak dapat melakukan pengecekan persyaratan secara Manual sehingga 
prosesnya lebih terpantau?
Jawab : Sistem OSS RBA saat ini masih dalam tahap pengembangan, sehinggan 
apabila terjadi Penerbitan Secara Otomatis sedangkan berkas yang dimasukkan 
tidak sesuai dengan Izin yang akan diterbitkan dapat dilakukan pengecekan ulang 
atau pemberhentian Izin Sementara.

4. Sulaiman (PT AIIRight Live Think Indonesia)
Pertanyaan : Apakah untuk Status PMA lebih dipersulit Perizinannya ketimbang 
Status PMDN?
Jawab : Berdasarkan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Resiko, setiap proses perizinan berusaha baik status PMA 
maupun PMDN tidak ada perbedaan dalam proses perizinannya.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Notulis,

Sri Sartika, S.IP 
Penata Muda Tingkat I lll/b 

NIP. 19920422 201406 2 003
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Nomor : 005/1534/DPMPTSP-IV/IX/2021

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : UNDANGAN

Samarinda. 30 September 2021 

Kepada

Daftar Undangan Telampir 

d i  -

TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizman Berusaha Berbasis Resiko yang Mengamatkan agar (DPMPTSP) Provinsi 
dan Kabupaten / Kota menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS) maka 
dengan ini kami mengundang Bapak/lbu/Saudara/i untuk dapat menghadiri pada 

Han/Tanggal 5 -  6 Oktober 2021
Pukul 08.00 Wita s/d Selesai
Kegiatan 1 Sosialisasi dan Pelatihan OSS RBA

2 Pengelolaan PMA dan PMDN 
Tempat Hotel Grand Jatra Hotel Balikpapan

Hari/Tanggal
Pukul
Kegiatan
Tempat

7 Oktober 2021 
08.00 Wita s/d Selesai 
Pelayanan Prima
Platinum Balikpapan Hotel & Convention

Kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti standar protokol kesehatan yang 
ditetapkan oleh Satgas Covid 19 Kota Balikpapan dan Manajemen Hotel grand Jatra, 
Menajemen Hotel Platinum Balikpapan ( setiap Undangan Maksimal 2 orang ) 
transportasi dan akomodasi ditanggung masing-masing peserta.

Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Saudara Wisnu Sulistiya Fajar +62 
813-4773-9604 dan Saudari Ayu Utaya Ryandhita +62 813-4660-3666.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih

T e m b u sa n  Yth. :
1 1 Gubernur Kalimantan I im u i (setw9.11 laporan

2  2 ScKrelrf'ib Daerah Prov K jltm

©
•  UU ITfc No 11 Tahun ^OOb Pasal 5 ay.i! 1

"In lom ias i Eloktronik dan/a lau Ookunion f  loklronik dan/a lau hasil ce laknya m om pakan .1U1I liu k li hokum  yang w ill
• Dokum on mi lo l.ih  di ta rida l.ingani secara oloktronik ina iv ig iiriakan  sn rlifika l o lnk lm nik yang d ile rtn tM ii HSffc

Halai
Srrtifikavi
( I r k l r o n i k
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N om or

S ifat

Lam piran

Hal

896 .4 /1533/D PM PTS P-IV /IX /2021  

Penting

1 (satu) rangkap

Perm ohonan M enjad i N arasum ber

Sam arinda, 30 S ep tem b er 2021 

K epada

Yth. Deputi P e layanan P enanam an M odal 
K em enterian  Investas i/B K P M  

di -

JA K A R TA

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor 896.4/DPMPTSP-IV/IX/2021 tanggal 
16 September 2021 perihal Permohonan Menjadi Narasumber dengan tema "Rapat 
Pengelolaan PMA dan PMDN se-Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021", kami 
informasikan bahwa kegiatan tersebut diubah jadwal pelaksanaan yang sebelumnya 
akan dilaksanakan pada Minggu ke IV bulan September 2021 menjadi:

Hari / Tanggal : Rabu / 06 Oktober 2021
Waktu Pelaksanaan 09.00 WITA sampai dengan selesai
Tempat : Hotel Jatra, Balikpapan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/lbu sebagai 
Narasumber untuk kegiatan dimaksud.

Untuk akomodasi dan honorarium akan ditanggung pada Anggaran Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi 
Kalimantan Timur sesuai dengan standar biaya yang ada.

Untuk kelancaran kegiatan dan apablia diperlukan informasi lebih lanjut serta 
untuk konfirmasi kehadiran, staf Bapak / Ibu dapat menghubungi Saudari Rani Nur 
Ainun Oktaviani (wa/telp : 0813-4045-8914).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran dan kesediaan Bapak / Ibu kami 
ucapkan terima kasih.

Ditandatangam Secara Mckirunik Oleh

Puguh llarjanto. S.S 11’., M.Ni 

Pembina Tingkai I ( IV/b )

K K P.M .A  DINAS
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S ifat

Lam piran

Hal
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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Biasa

Perm ohonan M enjadi N arasum ber

S am arinda, 16 S ep tem b er 2021 

K epada

Yth. D eputi Pe layanan P enanam an M odal 
K em enterian  Investasi/B K P M

di -

JA K A R TA

Sehubungan dengan diadakannya kegiatan "Rapat Pengelolaan PMA dan 

PMDN se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021" yang diselenggarakan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Provinsi Kalimantan Timur, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/lbu 

untuk menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut.

Pelaksanaan acara akan direncanakan pada minggu ke IV bulan September 

2021, bertempat di Kota Balikpapan. Untuk informasi lebih lanjut dapat 

menghubungi Saudari Ani Ratna Sari Nomor Kontak HP (0852-5174-0889).

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kesediaan Bapak/lbu diucapkan 

terima kasih.
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DAFTAR HADIR

Hari /  Tanggal 
Jam
Tempat
Acara

: Rabu, 6 Oktober 2021 
: 08.00 wita s/d selesai 
: Hotel Jatra Balikpapan

: Rapat Pengelolaan P M A /P M D N  Se-Kalimantan T im ur T .A  2021
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TtRPADU SATU PINTII

KERANGKA ACUAN KERJA

RAPAT PENCELOLAAN PMA dan  PMDN 
SE-KALIMANTAN TIMUR

Amm ANGGARAN 2021 V



KERANGKA ACUAN KEGIATAN 
RAPAT PENGELOLAAN 

PMA/ PMDN SE- KALIMANTAN TIMUR T.A. 2021

A. LATAR BELAKANG

Dalam  rangka menindaklanjuti Pasal 12 Undang -  Undang Nomor 11 Tahun

2020  tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6  Tahun

2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, m aka untuk m em berikan kepastian  

hukum dalam  berusaha, meningkatkan ekosistem berinvestasi dan berkegiatan  

berusaha serta m enjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu 

didukung penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah yang cepat, mudah, 

terintegrasi, transparan, efesien, efektif dan akuntabel pengelolaannya.

Penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah dilaksanakan secara  

terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur serta kreteria 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan yang dimaksud yaitu dengan  

melalui sistem O S S -R B A  sesuai dengan surat Menteri Investasi/ BKPM  Nomor 

1342/A . 1/2021. Tingkat risiko berusaha dalam  O S S  -  RBA perizinan berusahanya 

dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usahanya. Pihak -  pihak yang dapat 

m engajukan perizinan berusaha pada O S S  RBA antara lain (Pasal 170 PP  5 /2 0 2 1 ):

1. Orang perseorangan, pelaku usaha perorangan yang cakap untuk bertindak dan 

m elakukan perbuatan hukum dalam  hal kegiatan penanam an modal dalam  

negeri (PM D N ).

2. Badan Usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan badan hukum yang 

didirikan di Indonesia dan m elakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.

3. Kantor perwakilan yang m encakup perorangan W N l, perorangan W N A , atau 

badan usaha perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dapat berupa KPPA, 

KP3A, kantor perwakilan BUJKA

4. Badan usaha luar negeri, badan usaha asing yang didirikan diluar wilayah  

Indonesia sebagai pemberi w aralaba luar negeri, pedagang berjangka asing, 

P S E  lingkup privat asing, bentuk usaha tetap untuk kegiatan disektor minyak dan 

gas.

Tugas Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Kalimantan Timur dalam  m elaksanakan urusan pem erintahan bidang penanam an  

modal khususnya yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai bentuk kepedulian 

dalam  perizinan berusaha dari Pemerintah Provinsi kepada perusahaan mengenai



perkembangan pelayanan perizinan berusaha atau investasi didaerah, dengan  

melakukan pertemuan pengelolaan investasi kepada pelaku usaha baik di 

penanam an modal dalam  negeri maupun asing.

B. D A S A R  P E LA K S A N A A N

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5  Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis 

Resiko.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6  Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah

3. Peraturan Daerah Kalimantan Tim ur Nomor 9  Tahun 2016  tentang Pem bentukan  

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tim ur Nomor 65  Tahun 2016  tentang Susunan  

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan  

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tim ur Nomor 8 Tahun 2021 tentang  

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C . M A K S U D  DA N  TU JU A N

1. Maksud kegiatan R apat Pengelolaan PM A  dan PM DN se Kalimantan Tim ur ini 

sebagai Informasi mengenai kem udahan perizinan berusaha yang m ana dalam  

sistem elektronik (O S S-R B A ) ada beberapa perubahan tingkatan risiko dalam  

berusaha.

2. Tujuan kegiatan ini adalah agar Investor baik PM A maupun P M D N  khusus di daerah  

Kalimantan Tim ur lebih m em aham i dengan adanya beberapa perubahan aturan yang 

diterbitkan oleh pemerintah pusat terutam a berkenaan dengan O S S  RBA.

D. H A S IL Y A N G D IH A R A P K A N

1. Terwujudnya pem aham an oleh investor PM A dan PM D N  m engenai perizinan 

berusaha berbasis risiko didaerah;

2. Adanya kepastian hukum dalam  pelaksanaan kegiatan berusaha oleh investor;

3. Meningkatnya realisasi investasi di Kalimantan Tim ur sehingga mam pu mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mampu mem berikan kesem patan  

kerja yang lebih luas kepada masyarakat;

4. Terjalinnya kerjasam a kemitraan yang terjalin berdasarkan kesetaraan, keterbukaan  

dan saling menguntungkan (memberi m anfaat) sehingga m em perkuat keterkaitan di 

antar stakeholder;



E. S A SA R A N

Kegiatan Rapat Pengelolaan PMA dan PMDN se Kalimantan Timur sasarannya 

diarahkan kepada Dinas/ Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota se Kalimantan 

Timur dan stakeholders PMA dan PMDN se Kalimantan Timur (Investor/calon investor, 

pemohon izin investasi, pemerhati/pengamat investasi, para pengambil keputusan).

F. R U A N G  L IN G K U P

Ruang lingkup kegiatan Rapat Pengelolaan PMA dan PMDN se Kalimantan Timur 

adalah segala aktivitas yang terkait bidang investasi / penanaman modal di Kalimantan 

Timur.

G. P E LA K S A N A A N

Kegiatan Rapat Pengelolaan PMA dan PMDN se Kalimantan Timur rencana akan 

dilaksanakan pada Minggu ke II bulan September tahun 2021, bertempat di Kota 

Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

H. N A R A S U M B E R

Nara sumber kegiatan Rapat Pengelolaan PMA dan PMDN se Kalimantan Timur, 
sebagai berikut:

1. Kementerian Investasi/ BKPM Rl

I. P E M B IA Y A A N

Pembiayaan kegiatan Rapat Pengelolaan PMA dan PMDN se Kalimantan Timur 

dibebankan pada APBD TA. 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian

1. Honorarium Narasumber,
Moderator, Pembawa Acara dan 
Panitia pelaksanaan kegiatan 
Rapat Pengelolaan PMA dan 
PMDN se Kalimantan T im ur:
- Honorarium narasumber

- Honorarium moderator

- Honorarium pembawa acara

- Honorarium penanggungjawab

- Honorarium ketua/ wakil ketua

- Honorarium sekretaris

- Honorarium anggota

Vol Satuan Harga
Satuan

Jumlah

20.650.000,00

6 Orang/
Jam

1.000.000,00 6.000.000,00

1 Orang 700.000,00 700.000,00

1 Orang 400.000,00 400.000,00

1 Orang 450.000,00 450.000,00

2 Orang 400.000,00 800.000,00

1 Orang 300.000,00 300.000,00

40 Orang 300.000,00 12.000.000,00



2. Belanja Seminar Kit Rapat 
Pengeloiaan PMA dan PMDN 
se Kalimantan Timur

90 Orang 400.000,00 36.000.000,00

3. Biaya makan dan minum 
kegiatan Rapat Pengeloiaan 
PMA dan PMDN se Kalimantan 
Timur

90 Orang 302.000,00 27.180.000,00

JUMLAH 83.830.000,00

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) disusun sebagai dasar teknis 

pelaksanaan kegiatan Rapat Pengeloiaan PM A  dan PM D N  se Kalimantan Tim ur dengan  

harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam  pelaksanaan kegiatan.

Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Didi W ahvudi 
Penata TK. I

N IP. 19640206 198902 1 001



RFRITA ACARA RAPAT

Nomor: 01 b  P - j i / /  V l l / 2 v  qj

L / d D a i  r  W IH H W M I■ ' « " -

Surat Undangan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 
005/1310/DPMPTSP-IV/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021

II. Waktu Dan Tempat
1 Hari/T anggal
2. Pukul
3. Tempat

Pelaksanaan
: Rabu, 21 Juli 2021 
: 09 00 Wita - Selesai

Ruang Rapat “APT Pranoto" DPMPTSP Provinsi 
Kalimantan Timur

III. Agenda Rapat
1. Pembahasan Proses Standar Pelayanan Perizinan Sektor Kehutanan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

IV. Pimpinan & Peserta Rapat
1. Pimpinan

2. Peserta Rapat Yang 
Hadir

3. Peserta rapat yang 
tidak hadir

: Kepala Bidang LP2N DPMPTSP Provinsi Kalimantan 
Timur

: 1. Bidang LP2N DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
2. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 
3 Balai Pengeloiaan Hutan Produksi Wilayah XI 

Samarinda

: 1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV
Samarinda

V. Hasil kesimpulan Rapat :

1. Terkait dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 08 
tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada pasal 175 ayat 5, bahwa untuk 
persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK (Sebelum 
terbit aturan baru) disampaikan bahwa hal yang dimaksud bukan suatu izin, tetapi 
berupa Persetujuan Rencana Kerja/ Rencana penebangan tahunan yang bersifat 
teknrs terkait status dan fungsi kawasan

2. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah membuat surat kepada Gubernur 
Kalimantan Timur, terkait dengan penerbitan persetujuan Pemanfaatan Kayu 
Kegiatan Non Kehutanan / IPK yang mana disampaikan bahwa kegiatan yang 
dimaksud bukan merupakan perizinan dalam disposisi Gubernur Kalimantan Timur 
menyetujui peiaksanaannya



3. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda tidak lagi menerbitkan 
pertimbangan teknis dikarenakan secara aturan sebagaimana dimaksud pada 
Lampiran 17 pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

4. Terkait kewenangan Persetujuan dan Perizinan yang ada dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2021 dan Nomor 08 Tahun 
2021, dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda menyarankan 
untuk membuat Berita Acara kesepakatan mengenai Perizinan-perizinan yang 
merupakan kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 
untuk Izin yang sudah terlanjur di proses serta diberikan Pertimbangan Teknis dari 
Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda untuk dapat dilanjutkan 
sesuai dengan ketentuan terdahulu dikarenakan untuk percepatan Investasi dalam 
Perizinan.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Pimpinan Rapat,
Kepala Dinas, Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non

Perizinan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur,

Puguh Harianto, S.STP.,M.Si 
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 19790810 199802 1 001

Did? Wahyudi 
Penata Tingkat I (lll/d) 

NIP 19640206 198902 1 001



Nomor

Lampiran

Hal

P E M E K I N T A H  P R O V 1 N S I  K A L I M A N T A N  T I M U R  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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Samahnda. i t  5  j j J l  2 0 2 1 i

: 005/1^10 /DPMPTSP-IV/l/lj/2021 Kepada Yth :

: 1 (satu) lembar (Daftar Undangan Terlampir)

: Undangan Rapat
di -

TEMPAT

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Rl Nomor 7 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Rl Nomor 8 Tahun 

2021, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/lbu untuk dapat memberikan 

arahan atau telaahan pada pertemuan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal

Pukul

Tempat

Agenda

: Rabu, 21 Juli2021 

: 09.00 Wita s/d selesai

: Ruang Rapat AP Pranoto Kantor DPMPTSP 

Provinsi Kalimantan Timur

: Pembahasan proses standar pelayanan perizinan 

sektor kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/ ibu disampaikan terima
kasih.



Lampiran Undangan:
Nomor :OOS/ |2>IO

Tanggal : « -

1 5 J(JI.

/DPMPTSP-IV/ 11Q2X

2021
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wifayah IV Samarinda.

3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi WHayah XI Samarinda.



P K M K R I N T A H  P R O V I N S I  K A L I M A N T A N  I H V i t K  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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P A F T A R  H A P IR  R A P A T

Acara : Undangan Rapat
Peri ha I : Pembahasan proses standar pelayanan peri/inan sektor kehutanan sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan lahun 2021 

Hari /  Tanggal : Rabu, 21 Juli 2021 
jam : 00.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Kuang rapat A P T Pranoto DPMPTSP Prov. Kallim
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IMMKRIN I \  11 I’RON INSI KAI.IMW IAN I IMUR 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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Nomor

Lampiran

Hal

005 /» lT | /DPMPTSP-IV/ 1 ' /2021 

1 Lampiran 

Undangan Rapat

Samarinda, 2 5 Tun W
Kepada Yth :

(Daftar Undangan Terlampir)

di -

TEMPAT

Dalam rangka menmdaklanjuti penyeiesaian permasalahan perizinan kegiatan usaha 

kehutanan, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i untuk dapat memberikan 

saran atau telaahan pada pertemuan rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal

Pukul

Tempat

Agenda

Senin, 28 Juni 2021 

13.30 Wita s/d Selesai

Ruang Rapat APT. Pranoto Kantor DPMPTSP Provinsi 

Kalimantan Timur, Jl. Basuki Rahmat No. 56 

Samarinda

Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan 

Kawasan Hutan (PPKH) PT. Insani Baraperkasa.

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, diharapkan agar Saudara/i dapat hadir 

dan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan selama pertemuan berlangsung.

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih

Kepala,

Puguh Harianto, S.STP, M.Si 
Pembina Tk. I

NIP. 19790810 199802 1 001



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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P A F T A K  HAD1R R APA T

Acara : IJndangan Kapal
Perihal : Permohonan Rekomendasi PPKII PT. Insani Barapcrkasa
I lari /  Tanggal : Senin. 28 Juni 2021 
Jam : 13.30 Wita s/d Selesai
Tempat : Rtiang rapat A IM  Pranoto DPMPT SP Prov. Kaltim
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Pimpinan Kapat,
Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Didi Wahvudi
Penata Tingkat I

NIP. 19640206 198902 I 001
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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BERITA ACARA RAPAT

Nom or: 0 1 ? / &  h P /  DPM P™ P ' ' v  1 ^ 1 /  X°  %

I. Dasar Pelaksanaan
Surat Undangan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 
005/1194/DPMPTSP-IVA/I/2021 Tanggal 25 Juni 2021

W aktu Dan Tem pat Pelaksanaan

1. Hari/Tanggal
2. Pukul
3. Tempat

Senin. 28 Juni 2021 
13.30 Wita - Selesai.
Ruang Rapat "APT Pranoto" DPMPTSP Provinsi 
Kalimantan Timur

III. Agenda Rapat

1. Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) 
PT. Insani Baraperkasa.

IV. Pim pinan & Peserta Rapat 

1. Pimpinan

2. Peserta Rapat Yang 

Hadir

3. Peserta rapat yang 
tidak hadir

V. Hasil kesimpulan R a p a t:

1. Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) 
PT. Insani Baraperkasa, disampaikan sebagai berikut.

a PT. Insani Baraperkasa memohon Rekomendasi Persetujuan Penggunaan 
Kawasan Hutan seluas ± 9.786 Ha

b. Sesuai Hasil Analisa dan Status Fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan 
Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda diberikan Rekomendasi seluas 
± 9.643.49 Ha

c. Sesuai Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 
diberikan Rekomendasi seluas ± 9.697,45 Ha

Kepala Bidang LP2N DPMPTSP Provinsi Kalimantan

Tim ur

1. Bidang LP2N DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
2 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV 

Samarinda
4 PT. Insani Baraperkasa



d Pihak perusahaan tidak mempermasalahkan terkait luasan rekomendasi yang 
diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Kalimantan Timur Karena permohonan Rekomendasi Persetujuan 
Penggunaan Kawasan Hutan ini untuk Kegiatan Eksplorasi.

e. Arahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk 
Merekomendasikan luasan yang terkecil yaitu luasan yang dikeluarkan oleh 
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda seluas 
± 9 643.49 Ha

2 Kesimpulan

-  Hasil kesepakatan dari pertemuan bahwa yang akan direkomendasikan adalah 
seluas ± 9.643.49 Ha

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya

Mengetahui, 
Kepala Dinas.

Puquh Harianto S.STP.M.Si 
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 19790810 199802 1 001

Pimpinan Rapat,
Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non 

Perizinan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur/

Penata Tingkat I (lll/d) 
NIP 19640206 198902 1 001



P E M E R IN T A H  P R O V IN S I K A L IM A N T A N  T IM U R  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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Jl. Basuki Rahnial No. 56Te!p : (0541)743235. 743487, 201372 Fax : (0541) 736446

S A M A R I N D A  75112

NOTULENSI RAPAT

PEMBAHASAN INVENTARISASI JAMINAN ATAS KEGIATAN SEKTOR PERTAMBANGAN

1. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Provinsi Kalimantan Timur, N o m o r: 503 /1085/D PM PTSP-IV /V I/2021, tanggal 14 Juni 2021, 

H a l: Undangan;

2. Disposisi Asisten Pcrekonomian dan Administrasi Pembangunan Tanggal 9 Juni 2021;

3. Surat Koordinator POKJA 30 Kalimantan Tim ur Local Manager Program GPSA, Tanggal 3 

Juni 2021, N o m o r: 007/G PSA.POKJA30/SHM /2/VI/2021, Perihal: Permohonan Pertemuan;

2. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Hari, Tanggal : Selasa, 15 Juni 2021

2. Pukul : 14.00 WITA s.d selesai

3. Tempat Ruang Rapat APT. Pranoto Kantor DPMPTSP Prov. Kaltim

3. AGENDA RAPAT

Mengidentifikasi masalah, sistem perizinan, dan pengelolaan pendapatan setelah berlakunya 

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4  

Tahun 2009 Tentang Pertambangan M ineral dan Batubara

4. PIM PINAN DAN PESERTA RAPAT

1. Pimpinan Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim

2. Peserta Rapat : 1. Azwar Busra, Dinas Energi dan Sumber Daya M ineral Provinsi

Kalimantan Timur;

2. Abidin Mulyadi, Dinas Energi dan Sumber Daya M ineral Provinsi 

Kalimantan Timur;

3. Rusdi Oktariansyah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kalimantan Timur;

4. Dewi Puspita Sari, Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi

Kalimantan Timur;

5. Nurani Citra Adran, Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerj'aan

Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi

Kalimantan Timur;

6. A. Efendi, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur;

7. Krisantus Lung Ngo, Koordinator POKJA 30 Kalimantan Timur Local 

Manager Program GPSA.

8. Buyung Mongo, Koordinator POKJA 30  Kalimantan Tim ur Local 

M anager Program GPSA.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

DPMPTSP Prov. Kaltim;

10. Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
Prov. Kaltim:



11 . Kepala Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi, dan Informasi 

Perizinan DPMPTSP Prov. Kaltim;
12. Staf Bidang LP2N DPMPTSP Prov. Kaltim.

13. KESIMPULAN
1. Proses pemberian pelaksanaan izin tambang, mekanisme, koordinasi antar lembaga, mekanisme 

pengaduan masyarakat, pengelolaan pendapatan dari Sumber Daya Mineral serta penyusunan 

regulasi sebagaimana ditujukkan dalam proses penyusunan UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

2. Program GPSA meialui Kerja Sama PWYP bertujuan sebagai akuntabilitas sosiai sektor pertambangan 

dalam meningkatkan manajemen dan tata kelola sektor pertambangan di tingkat Daerah meialui 

mekanisnya akuntabilitas sosiai yang kolaboratif.

3. Kalimantan Timur berfokus pada isu tambang batubara, mulai dari keterlibatan masyarakat sekitar 

tambang perencanaan dan operasi tambang, definisi konflik yang berbeda antara masyarakat 

pemerintah dan perusahaan, pelanggaran aturan, tidak adanya tanggung iawab perusahaan pada 

kewajiban sosiai dan lingkungan akibat perubahan UU, pertambangan ilegal, minimnya perlibatan 

masyarakat dalam penyusunan AMDAL, serta bnyak perusahaan yang utang pajak dan non pajak 

serta dampaknya pada pengusaha iokal dalam kesempatan dan daya saing.

4 Sekarang Kalimantan Timur Merupakan dearah dengan pendapatan terendah di Indonesia 

sedangkan Sumber Dayanya tinggi karena saiah satunya dari dampak regulasi.

5. Pedoman Provinsi/Kabupaten/Pelaku Usaha Lokal dalam menyikapi UU no 3 hun 2020 tenang 

perubahan atas UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba, UU no 11 tahun 2020 tentang 

cipta kerja :

a. Bagaimana sikap Pemerintah daerah terhadap ditariknya kewenangan perizinan tambang

b. Dampaknya adanya UU no 3 tahun 2020

c. Apakah ada perubahan dalam kebijakan pembangunan daerah

d. Apakah ada pengaruh pada pendapatan daerah

e. Bagaimana dengan OPD

f. Bagaimana sistem kterbukaan informasi anggaran

g. Bagaimana daerah menangani pengaduan warga dan konflik

h. Bagaimana pendapat Pengusaha pertambangan Lokal/Daerah terhadap perubahan regulasi

6. Analisis pemangku kepentingan, pemberian pelatihan harus di kaji lebih lanjut pada rangkaian multi

d is p lin .

Mengetahui,

Kepala Bidang Layanan Perizinan dan 
Non Perizinan

Samarinda, 15 Juni 2021
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DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, Tanggal 
Pukul 
Tempat 
Agenda Rapat

Pimpinan Rapat

: Selasa, IS Juni 2021 
14 00 WITA s d selesai

: Ruang Rapat APT Pranoto Kantor DPMPTSP Prov Kaltim
Mengidentifikasi masa ah, sistem perizinan, dan pengelolaan pendapatan sctelah berlakunya Undang Undang Nomor 

3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara
Kepala DPMPTSP Prov Kaltim

NO
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2
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P E M E R IN T A H  PROV IN S I K A L IM A N T A N  T IM U R  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

h;ip ilpmpisp lvulnmpnn.*:ii ill email humas </dpmptsp.kal!iinpro\.go id
l i . huma.s.dpmptspkaltim:« jjmail.com twitter hi dpmpisp kaltim

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Tclp : (0541) 743235. 743487. 201372 Fax : (0541) 736446
S A M A R I N D A  75112

NOTULENSI RAPAT

PEM B A H A SA N  INVENTARISASI JA M IN A N  ATAS KEGIATAN SEKTOR PER TA M B A N G A N

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 005/164/DPMPTSP-IV/I/2021, tanggal 27 Januari 2021, 

Perihal : Undangan

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Hari, Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
2. Pukul : 09.00 WITA s.d selesai
3. Tempat Ruang Rapat APT. Pranoto Kantor DPMPTSP Prov. Kaltim

III. AGENDA RAPAT

Pembahasan Inventarisasi Jaminan Atas Kegiatan Sektor Pertambangan

IV. PIMPINAN DAN PESERTA RAPAT

1. Pimpinan
2. Peserta Rapat

Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim
1. Kepala Bidang LP2N DPMPTSP Prov. Kaltim;
2. Kepala Seksi LP2N Sektor Primer DPMPTSP Prov. Kaltim;
3. Staf Bidang LP2N DPMPTSP Prov. Kaltim;
4. Perwakilan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan Timur;
6. Perwakilan Bankaltimtara;
7. Perwakilan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah

Kalimantan Timur;
8. Perwakilan Wilayah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Wilayah 

Kalimantan Timur;
9. Perwakilan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah

Kalimantan Timur,

V. KESIMPULAN
1. Rapat dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan kerjasama dalam inventarisasi dan 

rekapitulasi data jaminan pertambangan sektor mineral dan batubara yang akan 
diserahterimakan pengelolaannya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada 
Pemerintah Pusat;

2. Perlunya rekonsiliasi data jaminan dimaksud antar instansi sehingga mendapatkan 
kesamaan data;

3. Pihak DPMPTSP mohon dukungan pihak Perbankan rekap penempatan jaminan reklamasi, 
pdbcdtambang, dan kesungguhan dan rekap transaksi;

4. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan bahwa dalam waktu dekat 
bahwa pihak DPMPTSP Prov. Kaltim harus memasukkan angka-angka dari Jaminan yang 
ditempatkan dalam Laporan Keuangan DPMPTSP Prov. Kaltim dan data dari DPMPTSP Prov. 
Kaltim dan Dinas ESDM Prov. Kaltim berpengaruh pada Opini WTP dari BPK;

’ 'Mea uiuiiktm tfembanaunan Kaltim vana Merdauiat



5. Saran Inspektorat bahwa pendataan kembali fisik dokumen jaminan dengan membuka 
brankas dimana dokumen jaminan tersebut tersimpan serta melakukan pencatatan jaminan 
dengan pencatatan akuntansi;

6. Dinas ESDM Prov. Kaltim menyatakan bahwa, data valid adalah data /  dokumen yang 
ditempatkan pada DPMPTSP Prov. Kaltim karena Dinas ESDM Prov. Kaltim sebatas 
memberikan Pertimbangan Teknis, dan persetujuan yang DPMPTSP Prov. Kaltim terbitkan 
sebagian belum ditembuskan ke Dinas ESDM Prov. Kaltim;

7. BNI menjelaskan terkait dengan data jaminan yang berada di Kabupaten Paser dan PPU, 
serta bersedia melakukan pengecekan begitu pula dengan jaminan-jaminan yang berada 
ditempat lain;

8. Bankaltimtara menyatakan perlu adanya rekonsiliasi data dan menyamakan persepsi 
dengan data yang berada di DPMPTSP Prov. Kaltim;

9. BRI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DPMPTSP Prov. Kaltim;
10. Pihak Mandiri menjelaskan penempatan di Bank Mandiri dalam bentuk Giro, Deposito dan 

Bank Garansi, terkait peralihan spesimen diperlukan untuk mengakses rekening yang 
dimaksud, dan perlu adanya rekonsiliasi data dengan DPMPTSP Prov. Kaltim;

11. Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim meminta pendampingan dengan Inspektorat Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dan 
disepakati dilakukan mulai hari Senin tanggal 1 Februari 2021;

Mengetahui,
Kepala Bidang Layanan Perizinan dan 

Non Perizinan

Drs. Didi W ahyudi

NIP. 19640206 198902 1 001

Samarinda, 28 Januari 2021

Notulis

Awang Uria Erlirama

NIP. 19820630 200604 1 011
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Daftar Undangan Terlampir 
UNDANGAN di-

T E M P A T

Menmdaklanjuti
’ Surat Kementenan 1 nergi rtar Sumber Daya Mineral Ri Direktorat Jenderal 

Mineral dan Batubara Nomor 1481/30 01 /DJB/2020 tanggal 08 Desomber 
2020 Penhal Kewonangan Pengelolaari Pertambangan Min̂ ial dan batubara 
terkait Jaminan Kesungguhar Jaminan Reklarnasi dan Pascatarnbang 

2 Laporan Hasil Pendampingan Pelaksanaan Tindak Lan|ut LHP BPK RI rerkait 
Jaminan Kegiatan Pertambangan tahun 2019 pada DPMPTSP Provinsi 

Kalimantan Timur
Berdasaikan tiai tersebut kami meiigundanu Bapak-lbu untuk hadir pada 
Han Tanggal Kamis 28 Januan 2020 

Pukul 09 00 wita selesai
Tempat Ruanq Kapat APT Pranoto Kantor DPMPTSP Prov Kaltim

Aram Rapat Pernbahasan Invenlansasi Jaminan alas Kegiatan
Sektor Pertambangan

Dimohon kehadiran Saudara tepat waktu serta membawa dokumen terkait 
dengan hal tersebut Demikian disampaikan. atas kehadirannya diucapkan

li»nm(ik

Si

NIP t S790610 199802 1 001
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RFRITA ACARA RAPAT
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K alim antan Timur NomOf.

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

1. Hari/Tanggal Ra
2 Pukul : 13
3. Tempat : Ru

Rabu. 05 Mei 2021 
13 30 Wita - Selesai
Ruang Rapat “APT Pranoto" DPMPTSP Provinsi
Kalimantan Timur

Agenda Rapat
1 "  Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

PT. Kideco Jaya Agung
2 Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 

Alam (IUPHHK-HA) PT Kedap Sayaag

Pimpinan & Peserta Rapat
1. Pimpinan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

2. Peserta Rapat Yang : 1 Bidang LP2N DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
Hadir 2 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

3. Peserta rapat yang 
tidak hadir

Hasil kesimpuian Rapat:

1. Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) 
PT Kideco Jaya Agung. disampaikan sebagai berikut

a Kepala Dinas Kehutanan telah mengeluarkan Pertimbangan Teknis pada 
tanggal 06 April 2021 dengan nomor surat 522.2/1297/DK-II/2021, yang 
dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah menganalisa 
berdasarkan peta shp pemohon yang diberikan kepada Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur Hasil telaahan digital terhadap usulan 
Rekomendasi kegiatan eksplorasi batubara seluas ± 2 507,07 Ha, dengan 
rincian bahwa luas area Eksplorasi ± 2 491.35 Ha dan Jalan Penghubung 
seluas ± 15,72 Ha

3. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV
Samarinda

4 PT Kideco Jaya Agung
5 PT. Kedap Sayaag



lambatnya terbit tanggal 07 Mei 2021. dan apabila hasil analisa dimaksud 
belum terbit pada waktu yang ditentukan, maka guna menghindari 
terhambatnya proses permohonan PT. Kedap Sayaag, dikarenakan juga pada 
peraturan tidak diharuskan adanya analisa kawasan hutan dari BPKH Wil. IV 
Samarinda, maka DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur tetap akan 
menerbitkan rekomendasi Gubernur dimaksud.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Pimpinan Rapat, 
Kepala Dinas,

V /
Puquh Harianto. S.STP .M Si 

Pembina Tk I/ (IV/b)
NIP 19790810 199802 1 001



P E M F R I N T A H  P R O V I N S I  K A L I M A N T A N  T I M U R  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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Acara : Undangan Rapat
Peri hal : Permohonan Rekomendasi PPKH PT. Kideco Jaya Agung dan Permohonan

Rekomendasi IU PH IIK -IIA  PT. Kedap Sayaag 

Hari / Tanggal : Rabu, 05 Mei 2021 
Jam : 13.30 Wita s/d Selesai
Tempat : Kuang rapat A P T Pranoto DPMPTSP Prov. Kaltim
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Pimpinan Rapat, 
Kepala Dinas.

Puauh Harianto. S.STP..M.Si 
Pembina Tk. 1/ (IV/b) 

NIP. 19790810 199802 l 001



Nomor

Lampiran

Hal

P K M E K I N T A I f l  P R O V I N S I  K  A P I  MAI N I A N  I I M U K  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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005/ 9>o /DPMPTSP-IV/ f/2021 
1 Lampiran 

Undangan Rapat

Samarinda, 0  4 HAY W r
Kepada Yth

(Daftar Undangan Terlampir)

di -

TEMPAT

Dalam rangka mem ndaklanjuti penyclesaian permasalahan perizinan kegiatan usaha 

kehutanan, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i untuk dapat memberikan 

saran atau telaahan pada pertemuan rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal Rabu, 05 Mei 2021

Pukul 13.30 W ita s/d Selesai

Tempat Ruang Rapat APT. Pranoto Kantor DPMPTSP Provinsi 

Kalimantan Timur, Jl. Basuki Rahmat No. 56

Samarinda

Agenda : 1. Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan 

Kawasan Hutan (PPKH) PT Kideco Jaya Agung.

2. Permohonan Rekomendasi l:in  Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) 

PT. Kedap Sayaag

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, diharapkan agar Saudara/i dapat hadir 

dan tetap m em perhatikan Protokol Kesehatan selama pertem uan berlangsung

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih

Kepala,



Lampiran Undangan :
Nomor :OOS/a|p /DPMPTSP-IV/ /2021
Tanggal : '» ^ v j

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.
3. Direktur PT. Kideco Jaya Agung.
4. Direktur PT. Kedap Sayaag.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Dasar Pelaksanaan :
a. Surat Perintah Tugas Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 

094/177.l/DPMPTSP-Sekr/2022, Tanggal 02 Juni 2022.
Atas nama : 1. Asbudin, ST., M.Si

2. Belin Ruruk, S.Kom

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 090/420/DPMPTSP-Sekr/2022 Tanggal 02 Juni 
2022 An. Asbudin, ST., M.Si

c. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 090/420.l/DPMPTSP-Sekr/2022 Tanggal 02 Juni 
2022 An. Belin Ruruk, S.Kom

2. Maksud Perjalanan Dinas : Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ Gubernur Kalimantan Timur 
Tahun 2021

3. Tujuan Perjalanan Dinas : Kota Balikpapan

4. Tanggal Pelaksanaan : 06 s/d 07 Juni 2022

5. Pejabat yang ditemui : Billy Steven Tetengean, Front Office Manager

Hasil Perjalanan Dinas

Hasil dari Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagai 
berikut (Hari Senin, 06 Juni 2022) :

1. Berdasarkan LHP BPK Tahun 2020, ditemukan informasi bahwa pada 8 Januari 2021 
Database hilang dalam sistem OPO DPMPTSP Kaltim. Dan kehilangan ini sudah dilaporkan 
kepada pihak Kapolsek Samarinda Ilir dengan nomor surat 180/077/DPMPTSP-I/2021. 
Namun Pansusjuga merasa heran ternyata kehilangan bukan hanya soft file data perizinan 
saja, tapi juga rekaman CCTV. Bila hilangnya database Sistem OPO akibat server yang 
down, memunculkan Tanya mengapa secara kebetulan data rekaman CCTV juga turut 
hilang. Bahwa di jaman sekarang komputersudah canggih, server sudah memiliki teknologi 
mirror, dimana database yang tersimpan akan terduplikasi secara otomatis, mengapa 
terjadi database Sistem OPO DPMPTSP raib tidak menyisakan database cadangan. Kecuali 
fisik server utama.

2. Membahas kronologis hilangnya Database Sistem OPO ;

3. Membenahi segera dokumen pendukung pencairan dan penyerahan jaminan yang tidak 
lengkap ;

4. Menyampaikan laporan dan tabulasi daftar data atas Jaminan atas Perusahaan yang IUP 
telah berakhir masih tersimpan pada Pemprov Kalimantan Timur dan Belum dievaluasi ;

5. Menyampaikan laporan dan tabulasi daftar data atas perbedaan data jaminan antara 
perusahaan dengan DPMPTSP, Jaminan tambang 41 yang tersimpan pada rekening giro 
belum diproses, Jaminan tambang yang tersimpan pada DPMPTSP yang telah kedaluwarsa;

6. Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2021 
sebagai berikut (Hari Selasa, 07 Juni 2022) sebagai berikut;



REKOMENDASI PANSUS LKPJ GUBERNUR TAHUN 2021

Rekomendasi Umum
No Rekomendasi Penanggung

Jawab
Tanggapan Perangkat Daerah atas Tindak Lanjut 

Rekomendasi

1 Gubernur menugaskan Sekretaris 
Daerah untuk memerintahkan Dinas 
ESDM dan Dinas PMPTSP untuk 
memberikan penjelasan tertulis 
kepada DPRD mengenai jumlah 
perusahaan pertambangan, jumlah 
perusahaan yang telah menyetor 
dana jaminan reklamasi (jamrek). 
jumlah dana jamrek yang masih ada, 
jumlah dana jamrek yang sudah 
dicairkan, dan informasi lainnya 
terkait jamrek. Hal ini untuk 
memberikan kepastian informasi dan 
data dalam rangka menjalankan 
fungsi pengawasan oleh DPRD, 
khususnya mengenai temuan BPK 
yang menyatakan bahwa 
"Pengelolaan Jaminan 
Pertambangan Belum Memadai”, 
hilangnya Database Sistem OPO, 
Dokumen pendukung pencairan dan 
penyerahan jaminan tidak lengkap, 
Jaminan atas Perusahaan yang IUP 
telah berakhir masih tersimpan pada 
Pemprov Kalimantan Timur dan 
Belum dievaluasi, perbedaan data 
jaminan antara perusahaan dengan 
DPMPTSP, Jaminan reklamasi 
pasca tambang yang tersimpan pada 
rekening giro belum diproses, 
Jaminan reklamasi pasca tambang 
yang tersimpan pada DPMPTSP 
yang telah kadaluwarsa.

Dinas ESDM 
dan
DPMPTSP

1. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan dan 
Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan 
Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP PMDN 
Komoditas Mineral Logam dan Batubara di Provinsi 
Kalimantan Timur dari Pemerintah Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat tanggal 9 
April 2022.
a. Pengelolaan Jaminan Reklamasi, Jaminan 

Pascatambang dan Jaminan Kesungguhan 
merupakan bagian dari pengelolaan Jaminan 
Pertambangan, sehingga dengan berlakunya UU 
No. 3 Tahun 2020 maka sepenuhnya menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian 
ESDM).

b. Terhadap Jaminan Reklamasi yang sudah 
mendapatkan persetujuan Gubernur sebelum 
tanggal 11 Desember 2020 maka diberikan arahan 
untuk dapat diprose di Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur dengan kewajiban bagi yang 
terdapat sisa jaminan untuk melakukan penempatan 
kembali an. Direktur Jenderal pada Kementerian 
ESDM.

2. Bukti asli penempatan jaminan reklamasi dan/atau 
jaminan pascatambang komoditas batuan yang ada 
pada dpmptsp provinsi kalimantan timur berjumlah 194 
dengan total nilai jaminan sebesar Rp. 
8,814,360,311.80

3. Bukti asli penempatan jaminan kesungguhan pada 
dpmptsp provinsi kalimantan timur berjumlah 154 
dengan total nilai jaminan sebesar Rp. 
17,138,819,579.02

4. Tindak lanjut DPMPTSP terkait hilangnya database 
sistem OPO :
a. Berkoordinasi dengan Inspektorat dan diberi 

masukan untuk tahap selanjutnya DPMTPSP 
Provinsi telah melaporkan kepada Polsek 
Samarinda llir berdasarkan Surat Kepala 
DPMPTSP Prov Kaltim kepada Kapolsek 
Samarinda llir Nomor: 180/077/DPMPTSP-I/I/2021 
tanggal 12 Januari 2021 perihal: Laporan 
Kehilangan (Surat Terlampir). Sampai saat ini 
belum ada progress lanjutan, sehingga akan 
diupayakan untuk melaporkan kembali ke Polresta 
Samarinda.

b. DPMPTSP telah melakukan koordinasi dan 
rekonsiliasi data dengan Inspektorat, Dinas ESDM, 
Biro Ekonomi dan perbankan sebagai langkah 
untuk mendapatkan data sebagai bahan tindak 
lanjut.



2 Gubernur menugaskan Sekretaris 
Daerah untuk memerintahkan 
Inspektorat dan Dinas ESDM 
membuat penjelasan tertulis kepada 
DPRD mengenai mekanisme 
penempatan dana Jamrek,
penentuan besaran dana jamrek, 
syarat pencairan dana jamrek, pihak- 
pihak yang terkait pengelolaan dana 
jamrek berdasarkan aturan yang 
berkaitan dengan usaha
pertambangan dan jamrek, dan hal 
lain terkait jamrek pada masa 
transisi. Dan menyampaikan 
informasi data-data jamrek yang 
diminta oleh DPRD dalam rangka 
menjalankan fungsi pengawasan. 
Hal ini untuk memberikan kepastian 
informasi dan data dalam rangka 
menjalankan fungsi pengawasan 
oleh DPRD

Inspektorat, 
Dinas ESDM 
dan
DPMPTSP

1. Untuk jaminan kesungguhan, DPMPTSP Prov. Kaltim 
melakukan tindak lanjut ke Kementerian ESDM terkait 
dengan penyerahan jaminan kesungguhan melalui 
surat kepala DPMPTSP Prov. Kaltim Nomor : 
503/620.2/DPMPTSP-IV/IV/2022 tanggal 26 April 
2022 hal : Permohonan arahan penyerahan jaminan 
kesungguhan, dan melalui surat kepala DPMPTSP 
Prov. Kaltim Nomor : 503/693/DPMPTSP-IV/IV/2022 
tanggal 30 Mei 2022 Hal : Permohonan Arahan 
Penyerahan Jaminan Kesungguhan, namun saat ini 
masih menunggu informasi dari Kementerian ESDM 
terkait Direktorat yang menangani

2 Melakukan Tindak Lanjut Ke Kementerian ESDM 
Terkait Dengan Penyerahan Jaminann Kesungguhan 
Melalui Surat Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim Nomor: 
503/620.2/DPMPTSP/IV/IV/2022 Tanggal 26 April 
2022, H a l: Permohonan Arahan Penyerahan Jaminan 
Kesungguhan, dan

3. Data pencairan Jaminan Reklamasi sesuai Surat 
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nom or: B- 
956/MB.07/DJB T/2021, Tanggal 11 Oktober 2021 
Perihal : Pencairan Jaminan Reklamasi, sampai 
dengan Desember tahun 2021 sebanyak 8 perusahaan 
senilai Rp. 8.509.121.884,25 dan tahun 2022 
sebanyak 15 perusahaan senilai Rp. 
65.608.181.979,62



Lampiran Dokumentasi :
1. Surat Perintah Tugas Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor :

094/177. l/DPMPTSP-Sekr/2022, Tanggal 02 Juni 2022
Atas nama : 1. Asbudin, ST., M.Si

2. Belin Ruruk, S.Kom

2. Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2021.



N O T U L E N

Apa sih perizinan berusaha berbasis resiko? Saya menyebut nya jalan tengah untuk para 

pengusaha untuk memudahkan mendaftarkan OSS RBA. terkait undang undang cipta kerja di 

keluarkan di tahun 2020 ada 5 turunan sejak undang-undang nomor 5 tahun 2020 di terbitkan 

yaitu:

1. PERATURAN BKPM NOMOR 2 TAHUN 2021

2. PERATURAN BKPM NOMOR 3 TAHUN 2021

3. PERATURAN BKPM NOMOR 4 TAHUN 2021

4. PERATURAN BKPM NOMOR 5 TAHUN 2021

5. Dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

Online Single Submission (OSS RBA) berbasis resiko memberikan layanan bagi pelaku 

berusaha yang terbagi ke dalam dua kelompok besar yaitu UMK( Usaha Mikro kecil), dan NON 

UMK ( Non Usaha Mikro Kecil).

1. Orang perseroan

2. Badan usaha seperti persyarikatan atau persekutuan,yayasan, perseroan terbatas, 

persekutuan komanditer, badan hukum lainya persekutuan firma, persekutuan perdata, 

koperasi, perusahan umum

Sedangkan yang NON UMK:

1. Kantor perwakilan seperti, KPPA, KPPA(Jasa Penunjang tenaga listirk asing), KP3A. 

KP3A-PMSE, BUJKA

2. Badan usaha luar negeri, pemberi warlaba dari luar negeri, perdagangan berjangka asing, 

PSE asing, bentuk usaha tetap

Skala Usaha Mikro Kecil adalah usaha milik Warga Negara Republik Indonesia(WNI), baik 

perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha maksimat 5 miliar, tidak termasuk tanah 

dan bangunan usaha. Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja 

sedangkan skala usahaa non umk itu terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Menengah: Usaha milik Warga Negara Indonesia baik perseorangan maupun badan usaha 

dengan modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar tidak 

termasuk dengan tanah dan bangunan usaha

2. Besar: Orang perorangan, Badan usaha milik penanaman modal asing(PMA) atau 

penanaman modal dalam negeri(PMDN) dengan modal usaha lebih dari 10 miliar tidak 

termasuk dengan tanah dan bangunan usaha

3. Kantor perwakilan: Orang perserorangan Warga Negara Indonesia atau asing, badan 

usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan 

pendiri kantor di wilayah Indonesia



4. Buln: Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha 

dan atau kegiatan pada bidang tertentu

Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berbasis resiko adalah perizinann 

berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dan tingkat resiko tersebut menentukan jenis 

perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau 

KBLI(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI 

tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat 
risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya:

1. Resiko Rendah (R ): Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Risiko Menengah Rendah (MR) : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar 

(SS) berupa Pemyataan Mandiri.

3. Risiko Menengah Tinggi (MT) : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar 

(SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

4. Risiko Tinggi (T) : Nomor Induk Berusaha (NIB), lzin yang harus disetujui oleh 

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika 

dibutuhkan.

Pengelola hak akses dapat memberikan hak akses turunan sesuai kevvenangan dan kebutuhan 

yang diperlukan. Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:

• Pelaku Usaha;

• Lembaga OSS;

• kementerian/1 embaga;

• DPMPTSP provinsi;

• DPMPTSPkabupaten/kota;

• Administrator KEK; dan

• Badan Pengusahaan KPBPB.



Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diamanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja, pasal 2 UU CK di selenggarakan bedasarkan asas:

1. Pemerataan hak

2. Kepastian hokum

3. Kemudahan berusaha

4. Kebersamaan dan

5. Kemandirian

Dengan tujuan antara lain untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 
seperti pasal 6 UU CK berfokus untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. 

Ada 4 yang meliputi peningkatan ekosistem investasi yaitu:

1. Penerapan perizinan berbasis risiko

2. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha

3. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha sektor dan

4. Penyederhanan persyaratan investasi

Pasal 13 UU CK menyebutkan bahwa penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha meliputi:

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

2. Persetujuan lingkungan dan

3. Persetujuan bangunan gedung

Dalam pasal 14 UU CK KKPR dapat di berikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan 

dan atau usaha dengan RDTR. Dalam pasal 15 Pemerintah Daerah belum menyusun dan 

menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan 

permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya 

kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektroniksesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian 

kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata 

ruang. Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. rencana tata ruang wilayah nasional;

b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;

c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;

d. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau



e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Surat Hdaran Menteri ATR/Ka BPN Nomor 4/SE-PF.01/III/2021 Tentang Pelaksanaan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah, Menteri mendelegasikan kevvenangan 

penerbitan PKKPR dan KKPR non-elektronik untuk kegiatan nonberusaha kepada Gubernur, 
Bupati dan Walikota.

Kevvenangan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang 

sebelum berlakunya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang tetap 

berlaku untuk menerbitkan PKKPR untuk kegiatan berusaha dan KKPR non-elektomik untuk 

kegiatan nonberusaha

Pendelegasian kevvenangan dikecualikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang :

S  Merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional 

S  Bersifat strategis nasional

S  Perizinan berusahanya merupakan kevvenngan K/L 

S  Lokasinya bersifat lintas provinsi

Pendelegasian kevvenangan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi kevvenangan yang dimilki 

Menteri dalam penerbitan PKKPR dan KKPR non-elektronik.

Menteri dapat membatalkan PKKPR dan KKPR non-elektronik yang diterbitkan oleh Gubernur, 
Bupati dan Walikota dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang telah menimbulkan dampak :

S  Keravvanan sosial

S  Gangguan keamanan

S  Kerusakan lingkungan hidup

S  Gangguan terhadap objek vital nasional

Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum PP No. 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang ditetapkan, dinyatakan masih berlaku hingga masa berlakunya 

habis. Izin Pemanfaatan Ruang terkait lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang telah habis masa 

berlakunya saat PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Rung ditetapkan, 

dinyatakan tidak berlaku dan perpanjangannya mengikuti ketentuan KKPR sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari surat edaran ini adalah agar penyelenggaraan layanan penerbitan KKPR di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota tetap dapat berproses sebelum Sistem Online Single Submission 

(OSS) versi Risk Based Approach (RBA) berjalan efektif.



DAFTAR HADIRRAPAT

Hari, Tanggal 

Pukul 

Tempat 

Agenda Rapat

: Selasa, 5 Oktober 2021 

: 08.00 WITA s.d selesai 

: Grand Jatra Hotel Balikpapan

: Sosialisasi dan Pelatihan OSS RBA Kab/Kota Se Kalimantan Timur
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P E M E K I N T A H  P R O V I N S I  K A L I M A N T A N  T I M U R  

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Website: Imp: dpivipKp.kalliinproN.uo.id email :

tipm i'is i' i .,o iiim pro\ up.id email PTSP: iso.pNjTmpir.d a  email.com. iw i i te r : (a  dpmplsp kaltim

Jl. Basuki Rahniat No. 56 Telp : (0541) 743235. 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
S A M A U 1 N D A 75112

Nomor 683 /DPMPTSP-IV/ I202\
Lampiran : l (satu) berkas
Peri ha I : UNDANGAN

Samarinda, 02 November 2021 

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir) 

di-
T E M P A T

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik, serta meningkatkan integritas yang tepat, pasti, dan transparan, DPMPTSP 

Provinsi Kalimantan Timur bermaksud menyelenggarakan kegiatan bimbingan 

tcknis service excellence tahun 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami mengundang Bapak/lbu untuk 

menghadiri pada :

Hari/Tanggal

Pukul

Kegiatan

Tempat

Selasa, 9 November 2021 

08.00 Wita s/d selesai

Bimbingan Teknis Service Excellence Tahun 2021 

Hotel Novotel Balikpapan

Kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti standar protokol kesehatan yang 

ditetapkan oleh Satgas Covid 19 Kota Balikpapan dan Manajemen Hotel Novotel. 
Transportasi dan akomodasi ditanggung masing-masing peserta. Untuk konfirmasi 

kehadiran dapat menghubungi Saudari : Ayu Utaya Ryandhita, S.T. 0813-4660- 

3666

Dcmikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima
kasih.

NIP. 19790810 199802 1 001

Tembusan d isam paikan Kepada Y th  :

1. G ubernur K a lim antan T im u r (sebagai laporan)

2. Sekrctaris Daerali Prov. K a ltim



Lanipiran Daftar Undangan

Nom or : 005/1683/aDPMITSP-IV/Xl/2021
Tanggal : 9 November 2021

Kegiatan : Bimbingan Teknis Service Excellence Tahun 2021

I. OPD Terkait:
1. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kaltim
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi

II. DPMPTSP Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur :

1. Kepala DPMPTSP Kota Samarinda 2 Peserta

2. Kepala DPMPTSP Kab. Kutai Kartanegara 2 Peserta

3. Kepala DPMPTSP Kab. Kutai Barat 2 Peserta
4. Kepala DPMPTSP Kab. Mahulu 2 Peserta

5. Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan 2 Peserta
6. Kepala DPMPTSP Kab. Pcnajam Paser Utara 2 Peserta
7. Kepala DPMPTSP Kab. Paser 2 Peserta

8. Kepala DPMPTSP Kota Bontang 2 Peserta

9. Kepala DPMPTSP Kab. Kutai Timur 2 Peserta

10. Kepala DPMPTSP Kab. Berau 2 Peserta

Dinas Teknis Provinsi Kalimantan Timur:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim 2 Peserta

2. Kepala Dinas Kclautan dan Perikanan Prov. Kaltim 2 Peserta
3. Kepala Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim 2 Peserta
4. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2 Peserta

5. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prov. Kaltim 2 Peserta
6. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim 2 Peserta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim 2 Peserta
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim 2 Peserta
9. Kepala Dinas PU, Penataan Ruang & Perum Rakyat Prov. Kaltim 2 Peserta

10. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim 2 Peserta
11. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kaltim 2 Peserta
12. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim 2 Peserta
13. Kepala Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim 2 Peserta

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur :
1. Pit. Sekretaris 1 Peserta
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal
1 Peserta

3. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal 1 Peserta
4. Kepala Bidang Layanan Pengaduan 1 Peserta
5. Pit. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan 1 Peserta



RUNDOWN

Kegiatan Bimbingan Teknis Service Excellence Tahun 2021 

Selasa, 9 N ovem ber 2021 

L)i Hotel N ovotel, Balikpapan

NO.
WAKTU

(WITA)
ACARA

1. 08.00 -  09.00 Registrasi.

2. 09.00 -  09.15 Pembukaan oleh MC

3. 0 9 .1 5 -0 9 .2 0 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

4. 09.20 - 09.30 Pembacaan doa.

5. 0 9 .3 0 -0 9 .4 5 Laporan Panitia

6. 09 . 45-10 . 15 Sambutan sekaligus pembukaan seeara resmi oleh Kepala 

DPMPTSP Prov. Kaltim, Puguh Harjanto, S.STP., M. Si.

7. 10 . 15-10 . 30 Coffee Break.

X. 10.30-11.00 Pemaparan materi oleh Biro Organisasi

9. 11 .00-11.30 Pemaparan materi oleh Badan Pengembangan S umber Day a 

Manusia Provinsi Kalimantan Timur

10. 11. 30-12 . 00 Diskusi pertama

11. 12. 00-13 . 30 Ishoma

12.

oo1o

Pemaparan materi oleh Lembaga Pelayanan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

13. 14. 00-15 . 00 Diskusi kedua

14. 15.00-15.15 Coffee Break

15. 15. 15-15.45 Kesimpulan

16. 15 . 45-16.00 Penutup



P E M E R I N T A H  P R O V I N S I  K A L I M A N T A N  T I M E R  

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Website: http: dpmplsp.kallimprov.go.id email : dpmptsp.kallim a  gmail.com. 

dpmptsp a  kaltimprov.go.id email PTSP: iso.ptspbppmd(Q gmail.com. tw itte r : (a,dpmptsp kaltim

Jl. Basuki Rahmat No?$6 Telp : (0541) 743235. 743487. 201372 Fax : (0541) 736446
SA M  A R I IN' DA 75112

NOTULEN RAPAT

I. Dasar Pelaksanaan
Surat Undangan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 
005/1683/DPMPTSP-IV/XI/2021 Tanggal 02 November 2021.

II. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan
1. Hari/Tanggal : Selasa, 9 November 2021

2. Pukul : 08.00 Wita - Selesai.
3. Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

III. Agenda Rapat

1. Binbingan Teknis Service Excellence Tahun 2021

IV. Penanggung Jawab, Narasumber dan Moderator
1. Penanggung Jawab : Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

2. Narasumber : Budiarto, S.Sos.
Pandji Saputra, S.I. Kom.
Dr. Hemawaty, MM.

3. M oderator : Riawati, S.SI., MEM.

V. Hasil Kegiatan :

1. Pelayanan Prima merupakan pelayanan sebaik mungkin kepada pemohon sehingga 

pemohon merasa puas. Bagaimana kita melayani publik dengan maksimal dan tidak 

membuat pemohon kecewa. Manfaat pelayanan prima. yaitu meningkatkan kualitas 

pelayanan dan pengembangan penyusunan standar pelayanan.

2. Standar pelayanan sebagai tolok ukur penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 

dan janji penyelenggara kepada pemohon. Selesai pemohon melakukan konsultasi 

pemohon diminta untuk melakukan penilaian survei kepuasan layanan.

3. Terdapat 7 unsur pelayanan prima, yaitu Sikap. Perhatian, Tindakan, Kemampuan, 

Penampilan, Bertanggung Jawab. dan Simpati.

4. Cara-cara untuk menghadirkan pelayanan terbaik, yaitu memberikan sapaan ramah, 

memberi batasan waktu pelayanan, responsif dan reaktif, melakukan survey dan 

evaluasi, memberikan penampilan terbaik, bersedia untuk melayani dengan sepenuh 

hati, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam bidang yang 
dikerjakannya, tepat waktu dalam memberikan janji kepada pemohon, bersikap jujur 

dalam segala aspek (bentuk aturan ataupun pembiayaan), memberikan pelayanan yang 

efektif dan efisien, memberikan kepastian hukum dalam pengurusan surat-surat 

berharga ataupun pengambilan keputusan, keterbukaan dalam memberikan informasi 

kepada masyarakat atau pemohon, tidak rasial, dan mempermudah tata cara pelayanan 

kepada pemohon.



5. Prinsip dasar pelayanan prima, yaitu memahami pemohon, memberi informasi kepada 

pemohon, menciptakan kesan yang baik, konsisten, dan tidak memberi kepuasan 

namun memberikan pengalaman yang baik dan tidak terlupakan, karena apabila 

pelanggan sudah puas maka tidak ada lagi yang perlu dikembangkan.

6. Berdasarkan Edelman Trust Barometer Tahun 2021, tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah menurun 5 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini 

dipengaruhi oleh pandemi yang berlangsung selama setahun terakhir, belum lagi 

ditambah dengan perubahan iklim yang terjadi namun tidak disadari oleh kebanyakan 

masyrakat.

7. Untuk membangun citra pemerintahan yang baik diperlukan expertise and trust. 

Expertise yaitu, persepsi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, sedangkan trust 

disini berarti persepsi komitmen yang diberikan dari pemerintah ke masyarakat. Untuk 

membentuk Service Excellence yang terukur diperlukan agar dapat memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas.

8. Ada beberapa kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yaitu Forum 

Konsultasi Publik, Standar Pelayanan Publik, dan Survey Kepuasan Masyarakat. 

Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk membangun 

pelayanan prima yang terstruktur bisa dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 

Ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan 

dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Scsi Diskusi:

1. Riawati (DPMPTSP Prov. Kaltim)

Pertanyaan : Untuk Cina, Indonesia, India itukan negara-negara yang disebutakan 

bapak pandji itu negara maju trusenya turun menurun. Apakah itu bukan salah satu 

cerminan kalau kita itu masih belum jujur ?

Jawab : Jadi pertama kenapa culture, kedua demokrasi yang berbeda-beda setiap 

Negara terkait dengan trust, ketiga kalau kita tahukan pasti kontrol ke media 

pemberitaan itukan ada agenda masing-masing negara jadi itu akan berpengaruh trust 

pelayanan yang modem di setiap negara.

2. Arbiansyah (DPMPTSP Paser)

Pertanyaan : Ada seseorang menggurus izin lulusan S2 sedang front office lulusan 

SMA. Bagaimana cara menggatasinya ?

Jawab :

3. Arbiansyah (DPMPTSP Kutai Timur)

Pertanyaan : Terkait penyusunan SP izin. Apakah disusun perKBLI atau dijadikan satu 

khusus izin melalui OSS RBA ?

Jawab : Sistem OSS RBA saat ini masih dalam tahap pengembangan, sehinggan 

apabila teijadi Penerbitan Secara Otomatis sedangkan berkas yang dimasukkan tidak 

sesuai dengan Izin yang akan diterbitkan dapat dilakukan pengecekan ulang atau 

pemberhentian Izin Sementara.

4. Sulaiman (PUPR Prov. Kaltim)
Pertanyaan : Terkait penilaian survey kepuasa pemohon apakah bakal berkembang lagi 

mengikutin sistem yang update terus ?

Jawab : ya pak, survey kepuasan akan mengupdate sesuai ada suara-suara pemohon. 

kita akan mengikutin komentar-komentar pemohon.



5. Ari (DISHUB Prov. Kaltim)

Pertanyaan : Ada beberapa izin perusahaan ditangani oleh DPMPTSP Prov. Kaltim 

terutama perizinan darat. Ada perusahaan itu bahwa menanyakan ke kami masalah E- 

PTSP, Karena mereka juga belom terlalu paham mengenai E-PTSP ?

Jawab : Sebagai pendukung OSS RBA pada tahun anggaran 2022 DPMPTSP akan 

membangun Desk Comer Service Excellence pada Kabupaten Berau dan Kota 

Balikpapan dan akan menyiapkan perangkat komputer sekaligus team IT dan memberi 

fasilitas internet untuk mempermudah para pelaku usaha yang ada di Kabupaten atau 

Kota tersebut.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis,

Muhammad Nur Ramadhan
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N o Sek tor U sah a Januari Februari M aret A pril

1 K elautan dan Perikanan 0 0 0 12

2 Pertanian 1 2 0 1

3 L ingkungan H idup 13 7 0 4

4 K ehutanan 2 8 3 13

5 Energi dan Sum ber D a y a  M ineral 18 34 11 22

6 K etenaganukliran 0 0 0 0

7 Perindustrian 0 0 0 0

8 Perdagangan 0 0 0 0

9 Pekerjaan U m u m  dan P erum ahan R akyat 0 0 0 0

10 Transportasi (Perhubungan) 0 0 0 0

11 K esehatan 0 0 0 0

12 P endidikan dan K ebudayaan 0 0 0 0

13 Pariw isata 0 0 0 0

14 K eagam aan 0 0 0 0

15 K etenagakerjaan 0 0 0 0

16 Pertahanan dan K eam anan 0 0 0 0

17 K om unikasi dan Inform atika 0 0 0 0

18 S osia l 0 0 0 1

T otal /  B ulan 34 51 14 53



N o Sektor U sah a M ei Juni Juli A gu stu s Septem ber

1 K elautan  dan Perikanan 19 2 2 48 3 0 23

2 Pertanian 0 1 0 0 0

3 L in gk u n gan  H idup 6 3 0 0 0

4 K ehutanan 3 4 3 8 3

5 E nergi dan Sum ber D a y a  M ineral 13 17 5 38 29

6 K etenaganukliran 0 0 0 0 0

7 Perindustrian 0 0 0 0 0

8 Perdagangan 0 0 0 0 0

9 Pekerjaan U m um  dan Perum ahan R akyat 0 1 0 0 0

10 Transportasi (Perhubungan) 0 0 0 10 56

11 K esehatan 0 0 0 0 6

12 P endid ikan  dan K ebudayaan 0 0 0 0 0

13 P ariw isata 0 0 0 0 0

14 K eagam aan 0 0 0 0 0

15 K etenagakerjaan 0 0 0 0 0

16 Pertahanan dan K eam anan 0 0 0 0 0

17 K om un ik asi dan Inform atika 0 0 0 0 0

18 S osia l 1 2 0 0 1

T otal /  B u lan 42 50 56 86 118



N o S ek tor U sa h a O ktober N o v e m b e r D esem b er Total

1 K elautan dan Perikanan 18 8 17 197

2 Pertanian 1 0 0 6

3 L ingkungan H idup 2 6 3 4 4

4 K ehutanan 3 2 3 55

5 Energi dan Sum ber D a y a  M ineral 10 11 17 225

6 K etenaganukliran 0 0 0 0

7 Perindustrian 0 0 0 0

8 Perdagangan 0 0 0 0

9 Pekerjaan U m um  dan Perum ahan R akyat 0 0 0 1

10 Transportasi (Perhubungan) 66 173 95 4 0 0

11 K esehatan 1 4 3 14

12 P endidikan dan K ebudayaan 0 0 0 0

13 Pariw isata 0 0 0 0

14 K eagam aan 0 0 0 0

15 K etenagakerjaan 0 0 0 0

16 Pertahanan dan K eam anan 0 0 0 0

17 K om unikasi dan Inform atika 0 0 0 0

18 S osia l 1 1 0 7

T otal /  B u lan 102 2 0 5 138 9 4 9



CO s  s

N o S ek tor  U sa h a Januari Februari M aret A pril

1 K elautan dan P erikanan 0 0 0 0

2 L ingkungan H idup 0 0 0 0

3 Perindustrian 0 0 0 0

4 Transportasi (Perhubungan) 0 0 0 0

5 Perdagangan 0 0 0 0

6 P ariw isata 0 0 0 0

7 E nergi dan Sum ber D a y a  M ineral 0 0 0 0

8 K esehatan 0 0 0 0

9 Pertanian 0 0 0 0

10 K om unikasi dan Inform atika 0 0 0 0

T otal /  B u lan 0 0 0 0



N o Sek tor U sah a M ei Juni Juli A g u stu s

1 K elautan dan Perikanan 0 0 0 2 0

2 L ingkungan  H idup 0 0 0 14

3 Perindustrian 0 0 0 13

4 Transportasi (Perhubungan) 0 0 0 3

5 Perdagangan 0 0 0 3

6 Pariw isata 0 0 0 1

7 Energi dan Sum ber D a y a  M ineral 0 0 0 1

8 K esehatan 0 0 0 0

9 Pertanian 0 0 0 0

10 K om unikasi dan Inform atika 0 0 0 0

T otal /  B u lan 0 0 0 55



N o S ek tor U saha S eptem ber O ktober N o v em b er D esem b er T otal

1 K elautan dan Perikanan 21 33 18 22 114

2 L ingkungan H idup 37 79 121 114 365

3 Perindustrian 4 0 4 6 45 39 183

4 Transportasi (Perhubungan) 8 2 7 8 28

5 Perdagangan 0 0 0 1 4

6 Pariw isata 4 1 3 5 14

7 Energi dan Sum ber D a y a  M ineral 3 1 4 8 17

8 K esehatan 2 0 1 1 4

9 Pertanian 3 1 3 4 11

10 K om unikasi dan Inform atika 0 0 1 0 1

T otal /  B u lan 113 162 198 2 0 2 741
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Monitoring Evaluasi 2021
DPMPTSP PROV. KALTIM

Monitoring Evaluasi Triwulan I Monitoring Evaluasi Triwulan II

No. Nama Bidang Nama Kegiatan Hasil Kegiatan Target Kegiatan
Realisasi
Kegiatan

Out put Out come Keterangan No Nama Bidang Nama Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Kegiatan
Realisasi
Kegiatan

Out Put Out Come Keterangan

1. Bidang Layanan Pembuatan Aplikasi E- Memudahakan masyarakat Agar Sistem 100.00% Laporan Optimalisasi 1. Bidang Layanan Forum Komunikasi Mewujudkan kesamaan, Dalam rangka 100% Laporan Pelayanan
Pengaduan, Advokasi PTSP pada umumnya dan pelaku Perizinan di Dinas Buku tenologi dan Pengaduan, Penanganan Pengaduan keseragaman atas mendukung Kegiatan dapat

dan Informasi Perizinan usaha khususnya agar Penanaman Modal, Panduan, informasi Advokasi dan Se-OPD Teknis terkait mekanisme dan Pelayanan dipenuhi
pengajuan izin di proses Pelayanan Terpadu Laporan untuk Informasi Perizinan Kabupaten/Kota Se- prosedur dalam proses Terpadu Satu dan
dalam satu pintu secara Satu Pintu Provinsi Buku Akhir, keperluan Kalimantan Timur penyelesaian Pelayanan Pintu (PTSP), penangana

online. Kalimantan Timur Laporan memudahkan penanganan keluhan terutama nnya
dapat Buku aparatur dan pengaduan untuk dalam dilakukan

mengoptimalkan Manual dinas dan tercapainya pelayanan penyelesaian sesuai SOP
perizinan secara masyarakat. yang responsif dan atas dan

online. bertanggung jawab. pengaduan Ketentuan
proses Peraturan

perizinan dan Per Undang-
non perizinan undangan.

24 Juni 2021 di 
Balikpapan

Keterangan : 1. Setiap rapat per tri wulan wajib melampirkan Absensi, Berita Acara kegiatan, 
dan Undangan rapat



Monitoring Evaluasi 2021
DPMPTSP PROV. KALTIM

Monitoring Evaluasi Triwulan III Monitoring Evaluasi Triwulan IV

Nama Bidang Nama Kegiatan Hasil Kegiatan
Target

Kegiatan
Realisasi
Kegiatan

Out put
Out

come
Keterangan No Nama Bidang Nama Kegiatan Hasil Kegiatan Target Kegiatan

Realisasi
Kegiatan

Out Put Out Come
Keteranga

1 . 1. Bidang Layanan 
Pengaduan, 

Advokasi dan 
Informasi Perizinan

Forum Komunlkasl 
Penanganan 

Pengaduan Se-OPD 
Teknis terkalt Provlnsi 

Kalimantan Timur

Mewujudkan kesamaan, 
keseragaman atas 
mekanisme dan 

prosedur dalam proses 
penyelesaian Pelayanan 

penanganan keluhan 
dan pengaduan untuk 
tercapainya pelayanan 

yang responsif dan 
bertanggung jawab.

Dalam rangka 
mendukung 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Plntu (PTSP), 

terutama dalam 
penyelesaian atas 
pengaduan proses 
perizinan dan non 

perizinan

100% Laporan
Kegiatan

Pelayanan
dapat

dipenuhi
dan

penangana 
nnya 

dilakukan 
sesual SOP 

dan
Ketentuan
Peraturan

Per
Undang-

undangan.

18
November 
2021 di 

Balikpapan

Keterangan : 1. Setiap rapat per tri wulan wajib melamplrkan Absensi, Berita Acara kegiatan, 
dan Undangan rapat
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NAM A INSTANSI JABATAN KONTAK/EMAIL TANDA TANGAN
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Monitoring Evaluasi 2021
DPMPTSP PROV. KALTIM

Monitoring Evaluasi Triwulan I Monitoring Evaluasi Triwulan II

No. N am a B idang Nam a K egiatan Hasil K egiatan
T arg e t

K egiatan
Realisasi
K egiatan

O u t put O ut com e K eterangan No Nam a B idang Nam a K egiatan Hasil K egiatan
T arget

K egiatan
Realises)
K egiatan

O ut P u t O ut Come K eterangan

1. 1. Bidang 
Pengendaiian 
Peiaksanaan

Koofdmwi dan Smkrontsasi 
Pemantauan Peiaksanaan 
Penanaman Modal

1. Jumlah lkpm yang 
dilaporkan Perusahaan 
recant danng (Online) 
(LKPM dan BAP Terlamptr)

6 66.66%

Jum lah LK PM  yung dilaporkan 

perusahaan secara danng  (online* di 

W ilayah K alim antan Timur

1 Pem ahatnan teilunlnp pclnku usaha  lerkait 

[vn im gm u  la p o ra n  K egiatan Penanamun M odal

(I.K PM i

2  T crakom odirnya pcrm asalahan / kcndala yang 

d ihadapi pclaku  usahu

3 T ercapaim a la ig c t R ealisasi Im cslnsi

1. Bidang Pengendallan 
Pelaksanaan

Koordlnasi dan Slnkronisasi 
Pemantauan Pelaksanaan 
Penanaman Modal

1. Jumlah LKPM yang 
dilaporkan Perusahaan 
secara danng (Online) 
(LKPM dan BAP 
Terlampir)

6 150%

Jum lah  LK PM  yang dilaporkan 

perusahaan secara danng  

(online) di W ilayah Kalimanum 

Timur

1 Pem aham an terhndup pclaku  u saha tcrkait pentingnyu lap o ran  

Kegiatan P enanam an Modal (LKPM )

2 T crakotnodirm a pc rm asalahan / kcndala \a n g  d ihadapi pclaku 

usaha

3 Icrcapuinya lu rg e t R ealisasi InveMusi

Koorflinasi dan Smkronisa* 
Pembmaan Pelaksanaan 
Penanaman Modal

2 Jumlah Perusahaan yang 
ditxna (BAP Terlampir)

6 33,33%

Jum lah Perusahaan Indus tn  poda 

K aw asan KP!K dan di Wilavah 

l*ro 'insi K alim antan Timur

1 Pem uhninan te rhadap  pclaku u saha  tcrkait 

p en tingm a  la p o ra n  K egiatan P enanam an M odal

i l  K PM i

2 Tcrakom odirnya p cnnasa lahan ' kcndala  yang 

d ihadapi pclaku  usaha

3 T ercapa im a  larger Rcalisa-n Im rstas i

2. Koordinas* dan Smkrontsasi 
Pembmaan Pelaksanaar 
Penanaman Modal

2. Jumlah Perusahaan 
yang dibma (BAP 
Terlampir)

6 33.33%

Jum lah Perusahaan Industu peda 

K aw asan K PIK  dan d; W ilayah 

P rosinsi K alim antan Timur

1 Pem aham an te rhadap  pclaku  u saha  tcrkait pcntingnvo 1 a po ran  

K egiatan Penanam an M odal (LKPM )

2 TerH komodim 'u  pc rm asalahan / kcndala \a n g  dihadapi pclaku 

usaha

3 T crcapam ya Target Realisasi Im vslasi

Koordina* dan Smkromsa* 
Pengawasar p«a«sanaar 
Penanaman. Modal

3 3umtan Perusahaan yang 
d'awav (BAP Tertamp«r;

6 33.33%

Jum lah  P erusahaan Indus tn  pa da 

K aw asan KPIK dan d: W jla tah  
l ^ ' i n s i  K alim antan lim ur

1 i’emu hum an terhadap pclaku usaha tcrkait 

pcn tm gm a la p o ra n  K egiatan Penananvin M txial 

l IK P M )

2 T crakornodirm s p crm asa lahan  kcndala  Vang 

dm adapi pclaku  usaha

3 T ercapaim a larger Realisasi Im cstasi

3 Koordina* dan Sinkronisan 
Pengawesan Peiausanaa'* 
Penanaman Modal

3. Jumlah Perusanaan 
yang diavva* (BAP 
T eoam pr)

6 50%

Jum lah Perusahaan Indus in  jwda 

K aw asan KPIK dan di W ilayah 
Provmsi K alim anian Timur

1 Pem aluim an terhadap pclaku usaha tcrkmi pen tingm a  I aporan  

K egiatan Penanam an M odal (I.K PM i

2 le rakom od irm u  pcrm asa lahan  kcndula Ming dihadapi pclaku 

usaha

'  T ercapa im a  T arget R ealisasi Im v su s i

Keterangan . l .  Seoao rapat per tn nulan <va>t> meiampirKen 4M er*, Serita ic a ra  kegiatan, dan 
Undangan rapat



Monitoring Evaluasi 2021
DPMPTSP PROV. KALTIM

Monitoring Evaluasi Triwulan I I I Monitoring Evaluasi Triwulan IV

No.
Nama

Bidang
Nam a Kagiatan H u l l  Keglatan

Target
Kagiata

n
Realisasi
K e g la ta n

O ut put O u t come

Kete
rang No Nam a Bidang Nam a Keglatan Hasll Keglatan

Target
Keglatan

R e a l is a s i

Keglatan
O u t Put O u tc o m e

Keteranga
n

i 1 Bidang
Pengendallan

Pelaksanaan

K oordlnasl d a n  Sm kronlsasl 

P e m a n ta u an  Pe laksanaan  

P en a n am a n  Modal

1 Jum lah  LKPM yang  

d llaporkan P e ru sah a an  

se ca ra  d anng  (O nline) 

(LKPM d a n  BAP 

T erlam plr)

6

150%

Ju m la h  L K P M  v a n g  

d lla p o rk a n  p e ru sa h a a n  scca ra  

d a r in g  (o n lin e ) d i W ila v ah  

K a lim a n tan  T im u r

1 P c m a h a m a n  te rh a d a p  p c lak u  u s a h a  tc rk a it p c n tm g n v  a  L ap o ra n  

K eg la ta n  P e n a n a m a n  M o d a l (L K P M )

2 T e ra k o m o d im y a  p c m ia s a la h a n . k c n d a la  y a n g  d ih a d a p i  p c la k u  

u sa h a

3 T e rc a p a in y a  T a rg e l R e a l isa s i In v estasi

1. Bidang 

Pengendallan  

Pelaksanaan

K oordinasl dan 

Sm kronlsasl 

Pem an tauan  

Pe laksanaan  

P en a n am a n  Modal

1. Jum lah  LKPM yang 

d ilapo rkan  Perusahaan  

se c a ra  da rin g  (O nline) 

(LKPM d a n  BAP 

Terlam plr)

6

1 5 0 %

Ju m la h  L K P M  y a n g  

d l la p o rk a n  p e ru s a h a a n  

sc c a r8  d a r in g  ( o n lin e )  di 

W ila v a h  K a l im a n ta n  T im u r

1 P c m a h a m a n  te rh a d a p  p c la k u  u s a h a  t c rk a it p c n tm g n y a  

L a p o ra n  K cg ia ta n  P e n a n a m a n  M o d a l (L K P M )

2  T e ra k o m o d im y a  p c m ia s a la h a n /  k c n d a la  y a n g  d ih a d a p i 

p e la k u  u saha

3  T e rc a p a in y a  T a rg e t  R e a l is a s i In v estasi

K oordlnasl d a n  Sinkronlsasi 

P em blnaan  Pe laksanaan  

P en a n am a n  Modal

1 Jum lah Perusahaan  yang 

dlb lna  (BAP T erlam plr)

6

3 3 .3 3 %

Ju m la h  P e ru sa h a a n  In d u stri 

p a d a  K a w a sa n  K P I k  d a n  d i 

W ila v a h  P ro v m si K a lim a n ta n  

T im u r

1 P c m a h a m a n  te rh a d a p  p c la k u  u sa h a  t c rk a it p c n tm g n y a  L a p o ra n  

K e g la ta n  P e n a n a m a n  M o d a l (L K P M )

2  T e ra k o m o d im y a  p c m ia s a la h a n /  k c n d a la  v a n g  d ih a d a p i  p c la k u  

u saha

3  T erc a p a in y  a  T a rg e l  R e a l is a s i In v estasi

2. K oordlnasi d an  

Sm kronlsasl 

Pem blnaan  

Pe laksanaan  

P enanam an  Modal

2 . Jum lah  Perusahaan  

yang  d lb lna  (BAP 

Terlam plr)

6

15 0 %

Ju m la h  P e ru s a h a a n  In d u stri 

p o d a  k a w a s a n  K P IK  d a n  di 

W ila v a h  P r o \  in si 

K a lim a n ta n  T im u r

1 P c m a h a m a n  te rh a d a p  p c la k u  u s a h a  t c rk a it p c n tm g n y a  

L a p o ra n  K cg ia ia n  P e n a n a m a n  M o d a l (L K P M )

2  T e ra k o m o d im y a  p c m ia s a la h a n 'k c n d a la  y a n g  d ih a d a p i  

p c la k u  u saha

3  T e rc a p a in y a  T a rg e t  R e a l is a s i In v estasi

K oordlnasl d a n  Sm kronlsasl 

P c n g a w a san  P e laksanaan  

P en a n am a n  Modal

3. Jum lah  Perusahaan  yang 
dlaw aci (BAP T eriam pir)

6

8 3 .3 3 %

Ju m la h  P e ru sa h a a n  In d u stri 

p a d a  K aivasan  K P IK  d a n  d i 

W ila v a h  Prov m s i K a lim a n tan  

T  im ur

1 P c m a h a m a n  t e rh a d a p  p c la k u  u sa h a  tc rk a it p e n tm g n y  a  L a p o ra n  

K eg ia l.n i P eua n u im u i M o d a l (L K P M )

2  T e ra k o m o d im y  a p c rm a s a la h a n / k c n d a la  y a n g  d ih a d a p i  p c la k u  

u sa h a

3. T e rc a p a in y a  T a rg e t  R e a l is a s i In v estasi

3. K oordm asi dan  
Sm kronlsasl 

Pengaw asan  

Pelaksanaan  

P en a n am a n  Modal

3. Jum lah  Perusahaan  
yang  d iaw asl (BAP 

T erlam plr)

6

2 0 0 %

Ju m la h  P c iu sa lu m n  liidu> m  

p a d a  K a w a sa n  K P IK  d a n  di 

W ila v a h  P r o \  insi 

K a lim a n ta n  T im u r

1 P c m a h a m a n  te rh a d a p  p c la k u  u sa h a  tc rk a it p c n tm g n v  a 

L a p o ra n  K cg ia ta n  P e n a n a m a n  M o d a l (L K P M )

2 T era k o m o d im y a  p c m ia s a la h a n /  k c n d a la  y a n g  d ih a d a p i 

p c la k u  u saha

3 T e rc a p a in y a  T a rg e t  R e a l is a s i In v estasi

Keterangan : 1. Setlap rapat per trt wulan wa|ib melampirkan Absensl, Berlta Acara 
keglatan, dan Undangan rapat



Pada hari ini,  ............. tanggal ......... bulan................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TRAP)
Nomor : ....... -  1/BAP/B/III/ 2021

1. Nama Perusahaan ?T* I \ndaU N lusorH tira

2. Bidang Usaha •
'tn a tom n  la ta n y*

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

:

ji.
RT/RW
Desa/Kel.
Kec.
Kota/Kab. 
Provinsi 
Kode Pos
Telp.
Fax. :

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek •

Nama
Hp
E-mai!
Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(difampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

:

2.
Nomor Induk * g iio O A r M o g  ^

Berusaha >} ^fcbruan A W

3. Nomor Izin Usaha
No:
Tanggal:

No :
4.

Nomor Izin
Komersial/Operasional

Tanggal:

5.
Nomor Fasilitas No:
PenanamanModal Tanggal:



6. Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi :

c. Licensi :

d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

PT- BIN Atrâ V>'r m e^aro^a^V^n TV) A  ~W\uo <2019

T w W < p < w h - \ > k :  vi •



Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

Mengetahui

rite WWA6&~ .

1. Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama i r .  .
Jabatan: i  GnantcucTi ? ,v • I

2. DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : #
Jabatan : lex^sana

3. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama . o f y  
Jabatan : Xelc’csanc,

4. Wakil Instansi Kabupaten/Kota.................
Nama : ism a t a u lim a

Jabatan : Pc k &a w a ja n
D A N  p e N G e K D A U t ^ H

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota.................
Nama :
Jabatan :

Pemeriksa, Tanda Tanaan



Pada hari ini, ....................  tanggal ......... bulan................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BE RITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP̂
Nomor: .......-  1/BAP/B/III/ 2021

1. Nama Perusahaan PT* &aV\fc.co Pafcx r fHul^

2. Bidang Usaha : , VleriAAC** , Per totlouv* an , i
a, W ifc*^w :W

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

:

Jl.
RT/RW
Desa/kel.
Kec.
Kota/Kab. 
Provinsi 
Kode Pos 
Telp.
Fax.

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek :

Nama
Hp
E-mail
Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

:

2.
Nomor Induk 
Berusaha

01

3. Nomor Izin Usaha
No :
Tanggal :

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No :
Tanggal :

5.
Nomor Fasilitas

;
No :

PenanamanModal Tanggal :



6. Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/OperasionaJ

t a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

> tn'i W a v e  PT W \p * I

c^v W.tuvv\ riXAyoimpe\\\opwo LKPM d* texreo&DV'

W \^ vgoA 00^  W U avw W o ^ r a v C  te lu w  tnwvgeWAu.*

£W *  ^nrx^.



Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

Mengetahui

1. Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : I r .  Andi Aguatina, .S i
Jabatan : Aeroaniaiic’-n -I ITvaluaei

2. DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : yatirash Agustina, A.'"at 
Jabatan ; "elaksana

3. DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : Ackl y  ' lulyacli
Jabatan : Aelaksana

4. Wakil Instansi Kabupaten/Kota.................
Nama : I$ma ta u lin a

Jabatan : kasc pers6A
dan  PeNStNOAuiAi4

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota.................
Nama :
Jabatan :

Pemeriksa, Tanda Tanaan

\ * s



BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP̂
Nomor : .......-  1/BAP/B/III/ 2021

Pada hari ini, ....................  tanggal ......... bulan................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan

2. Bidang Usaha ;

3. Alamat Lokasi 
Proyek

:

Jl.
RT/RW
Desa/Kel.
Kec. : 
Kota/Kab. : V^>. 
Provinsi 
Kode Pos 
Telp. :
Fax.

Nama :

4 Penanggung jawab Hp
di lokasi proyek ' E-mail :

Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

:

2.
Nomor Induk 
Berusaha

• 9 llo io 9 * ? 2 > l 9 5 2

3. Nomor Izin Usaha No :
Tanggal:

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No :
Tanggal:

5.
Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No :
Tanggal:



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertjfikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

'o U U k  K - V V -s  * 'T a n e tm  Up* C T̂ )
' ■&**$»*T 2PO OCO T o r'

t« « j •• l i . b o o

I J (fACit-Vx

ku<** y e j^  "k r lr > '

'TcrofcW '' 

•4e*»y. ^ V ,

T \0  A



Mengetahui Pemeriksa, lancto Tanqan

i
Pimpinan/penanggung 1. 

Jawab

o :
• '  Y  3 rfn .i Z-

__.. —ssing

c'i) y  i \u*<>x

2.

3.

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama 
Jabatan :

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : W w  K tn  k « ^ -a 
Jabatan: ^  ^

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama PoIcw«m
Jabatan: ^

4. Wakil Instansi Katoupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :

i i i i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Pada hari ini, ....................  tanggal ......... bulan................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERTTA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor : .......-  1/BAP/B/III/ 2021

1. Nama Perusahaan K -  f t * * }

2. Bidang Usaha •

3. Alamat Lokasi 
Proyek

:

Jl : J*aIoso

RT/RW
Desa/Kel.
Kec. : \ j b r *  
Kota/Kab. : VUb*
Provinsi 
Kode Pos 
Telp.
Fax

Nama :

4.
Penanggung jawab Hp :
di lokasi proyek E-mail : 

Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

:

2.
Nomor Induk 
Berusaha

•

3. Nomor Izin Usaha
No:
Tanggal:

4. Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No :
Tanggal:

5.
Nomor Fasilitas

;
No :

PenanamanModal Tanggal:



6.
Pemenuhan Koroitrnen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN



Mengetahui

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

Pemeriksa, Tanda Tanqan

1. Koordinator
DPMPT5P Prov. Kaltim 
Nama : W*. b ju  
Jabatan : fb *v n + ****

2. DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : fto** t+**>J*

*  Jabatan: * * *  fHS



Pada hari ini, ..??!?/. .....  tanggai buIan.-^.O.fr..... tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakii-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIK5AAN (BAP)
Nomor: .......-  1/BAP/B/IV/ 2021

1. Nama Perusahaan ; f t -  fC tM **i

2. Bidang Usaha •

3. Aiamat Lokasi 
Proyek

:

Jl.
RT/RW
Desa/K«k
Kec.
Keta/Kab. 
Provinsi 
Kode Pos 
Te!p.
Fax.

Q iyfrM . Dat*£, &

Nama

4. Penanggung jawab Hp :
di lokasi proyek E-mail

Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

:

2.
Nomor Induk 
Berusaha

• -

3. Nomor Izin Usaha No :
Tanggai:

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No :
Tanggai:

5.
Nomor Fasilitas

;
No :

PenanamanModal Tanggai:



6. Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

~ C t o i t  LJofM  M &  i f a t i i A k  &*p

Utj?AA W ? I A tT ^ r iu t^ -  I* * *  9 iv w ' f .

- ***6<A' 

/VvU4v^t9M^W(A/ tv^>»A Ltk*+ ~ WAJsYK^

UaaMm ^  .



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanaan

Pimpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

2.

3.

4.

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : A ikr (y+uuv\yA4  
Jabatan: |c ^

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : fA  •
Jabatan :

vd/isfHM Jux
Wakil Instansi Kabupaten/Kote....f.f^4r*T>. 
Nama :
Jabatan : fovyuuh

Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



Pada hail ini, ....................  tanggal ......... bulan................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor: .......-  1/BAP/B/IV/ 2021

1. Nama Perusahaan fT* 9 u a  (P* ^

2. Bidang Usaha : W r  1£>>U* W  6 *  
JU * '( 'ftp  /

3. Alamat Lokasi 
Proyek •

Jl.
RT/RW
Desa/Kel.
Kec.
Kota/Kab. 
Provinsi 
Kode Pos 
Telp.
Fax.

4.
Penanggung jawab

Nama
Hp

di lokasi proyek E-mail
Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

:

2.
Nomor Induk 
Berusaha

•
6 1 1 (0 ( 0  *>3 5 0 > n -

3. Nomor Izin Usaha No :
Tanggal :

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No:
Tanggal :

5. Nomor Fasilitas
•

No :
PenanamanModal Tanggal :



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

•

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang:

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN



Mengetahui Pemeriksa,

/

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

PT. D W M IT R A * ! l  
1NDUSTR( / ^ t o f  FUEL AGENT

AflMflttMtLA.....

1. Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaltim . 
Nama
Jabatan : IUaw*^

2. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : (V*H 
Jabatan :

3. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : SortnO 
Jabatan :

4. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama 
Jabatan :

Tanda Tanoan



Pada hari ini, ....................tanggal ...........buian................... tahun........... , yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dan instansi pemerintah dan wakil dari pemsahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (B A P )

Nomor: .......-  1 /BAP/B/III/2021

1. Nama Perusahaan :

2. Bidang Usaha
RrVuriW $ **]€ *)*** d + \

OpK * n>I>i to *

3. Alamat Lokasi 
Proyek :

31.
RT/RW
Desa/Kel.
Kec.
Kota/Kab. 
Provinsi 
Kode Pos 
Telp.
Fax.

4. Penanggung jawab 
di lokasi proyek

:

Nama
HP
E-mail
Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Pendaftaran 
Penanaman Modal

•
No :
Tanggal:

2. Nomor Induk
•

No: 31 lO O O  9  0 4  W U ,

Berusaha Tanggal:

3. Nomor Izin Usaha
• No:

Tanggal:

4. Nomor Izin
•

No :
Komersial/Operasional Tanggal :

5. Nomor Fasilitas 
Penanaman Modal

•



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

W J*- I fc p M  CXvU^e

( fa  \£ ^ J U x *



Mengetahui Pemeriksa,

Pimpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :£ i-  l u J f* *
Jabatan : f a

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :&rx- Mu/" U ***-ty^ 
Jabatan : 1*4?

Wakil Instansi 
Nama :
Jabatan :

4. Wakil Instansi
Nama : f a o  h y f a  
Jabatan: ^  f f y j

Tanda Tanaan



Pada hari ini, .................... tanggal ..........  bulan................. tahun........... , yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP^

N o m o r: .........-  1 /B A P /B /III /2 0 2 1

1. Nama Perusahaan :

2. Bidang Usaha

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

;

Jl.
RT/RW
Desa/Kel.
Kec.
Kota/Kab. 
Provinsi 
Kode Pos 
Telp.
Fax.

1\. F**r r\o • lfl>

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek

:

Nama
Hp
E-mail
Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN
(dilampirkan)

1. Nomor Pendaftaran 
Penanaman Modal

:
No :
Tanggal:

2.
Nomor Induk : No: i t i o o t f 04 £>3-8a
Berusaha Tanggal :

3. Nomor Izin Usaha
• No :

Tanggal:

4. Nomor Izin No :
Komersial/Operasional Tanggal:

5. Nomor Fasilitas 
Penanaman Modal

"



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi :

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

-  /2c*U{«fc" Y+Y °rm^

-  f£ruSA .h*~ \ hct+l<r V*r< ĵ* \iciA \c

W w )  t W ^ ' . W i  < * * * *

» y v e ^ y v .p ^ V ^  ScM*1* V*t*nMK* ^ r t ^ f  /

Hu)



Mengetahui

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

'ADENA
m it r a  b a h a r i

1. Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : ** *
Jabatan : W

2. DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : ■ M ur
Jabatan : CW~

3. Wakil Instansi 
Nama :
Jabatan :

Pemeriksa,

4. Wakil Instansi
Nama : W l i *
Jabatan : f4<*\

Tanda Tanaan



, n > Z

Pada hari ini, ....................  tanggal ......... bulan................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BE RITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP’)
Nomor: .......-  1/BAP/B/VI/ 2021

1. Nama Perusahaan P i*  ScuuW Porr^x

2. Bidang Usaha •
Perl(Ceba«cv) VxoW felapc* S<m*M

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

;

Jl.
RTARW 
Desa/Kel. : 
Kec. : 
Kota/Kab. : 
Provinsi : 
Kode Pos : 
Telp.
Fax. :

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek :

Nama
Hp
E-mail
Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

•
•

2.
Nomor Induk 
Berusaha

• Cj 1 JCOO S3. S '

3. Nomor Izin Usaha
No :
Tanggal :

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No :
Tanggal :

5.
Nomor Fasilitas • No :
PenanamanModal Tanggal :



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL; SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersiai/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

O ?T- OrtcA 3 -^ 8 3  ■H<*

A \ U tr * * $  •

O  p i- IN W  «>AefU 1U) J

J fe ll  f\iUu r-CAli^w W ejHw . 3o • %  \ . 6-31



*

Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tangan

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

1. Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : W.
Jabatan : ^

2. DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : kn* .S,HcaV
Jabatan :

3. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : Wdtyptf

■ VeXKiorcu^.Jabatan

4. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



Pada hari ini, ....................  tanggal ......... bulan................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor : .......-  1/BAP/B/VI/ 2021

1. Nama Perusahaan PT. Musa Wtato

2. Bidang Usaha

3.
Alamat Lokasi 
Proyek :

Jl.
RT/RW 
Desa/Kel. : 
Kec.
Kota/Kab. 
Provinsi 
Kode Pos 
Telp.
Fax.

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek

Nama
Hp
E-mail
Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

;

2.
Nomor Induk 
Berusaha

Cji JX)10 <3 1 0

3. Nomor Izin Usaha
No :
Tanggal :

4. Nomor Izin
Komersial/Operasional

No :
Tanggal :

5.
Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No :
Tanggal :



6. Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersiai/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

-•j PT- hW P wemW\*i \ucti arta\ “1-493,

3mw\V<xU T W  J ^ v y a x ^  U I W  D r ^  .

.) ?T- K l^ P  'kr«\cUtf <j>*r£a '  rH ^ n

^oal dê ^vN Alva'. x*eA««  ̂ iw e^v: lo*6fc2*[S4.7£)



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanqan

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

/ r y -

3

1. Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : lr . And'
Jabatan :

2. DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama A^Nne. f . U n 4
Jabatan :

3. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : ^
Jabatan :

4. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



BERTTA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor : ...... -  1 /BAP/ B/V/ 2021

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-waki! dari 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baikdalam tahap pembangunan maupun tahap produksi :
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan = : PT. Tanito Harum

2. Bidang Usaha : Pertambangan Batu Bara

Jl. : 

RT/RW : 

Desa/Kel. ; : Desa Senoni

Kec. ; : Sebulu

3. Alamat Lokasi Kota/Kab. : Kukar

Proyek
Provinsi : : Provinsi Kaltim

Kode Pos : -

Telp. : -

l Fax. ■ : -

Nama ; : Cecep

4.
Penanggung jawab ; Hp ; : 082153466289
di lokasi proyek E-mail : 

Fax. ; :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

No : 8120104852179
1. Nomor Induk I Tanggal: 27 Agustus 2018

Berusaha Perubahan Ke-3: tanggal 25 November 2020

2. Nomor Izin Usaha No :
Tanggal:

3.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

No :
Tanggal:



4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No :
Tanggal:

a. Izin Mendirikan Bangunan :

5. Pemenuhan Komitmen ; b. Izin Lokasi :
atas Izin Usaha c. AMDAL/UKLdanUPL, SPPL:

d. Lain-lain:

Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasiona!

■ a. Standar:
b. Sertifikasi :

6. c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) Tanito Harum adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN),

b) Perusahaan merupakan pemegang ijin PKP2B Generasi I yang ditandatangani tanggal 

30 januari 1987 dan mulai tahap beroperasi produksi sejak tanggal 15 januari 1989, 

berakhir pada tanggal 14 Januari 2019 (masa operasi produksi 30 tahun).

c) Kondisi perusahaan saat ini vakum dikarenakan masa izin Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan telah berakhir. 

Perusahaan sempat mendapatkan perpanjangan izin hingga 10 tahun ke depan dalam 

bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan revisi keenam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23/2010) yangdikeluarkan oleh 

Kementerian ESDM mempertimbangkan saran beserta pendapat dari Dircktur 

Jenderal Minerba.

d) Perpanjangan tersebut dibatalkan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menilai revisi ke-6 PP No. 23/2010 tak mengacu pada Undang Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara atau UU Minerba yang mensyaratkan 

perlu ditawarkan terlebih dahulu lahan konsensi perusahaan yang telah habis ijinnya 

kepada BUMN Tambang dan perpanjangan ijin tersebut setidaknya harus memenuhi 

aspek keuntungan negara dalam bentuk royalty sehingga membuat Menteri ESDM 

yang kala itu dijabat Ignasius Jonan mau tak mau membatalkan IUPK untuk 

perusahaan.



e) Akibatnya eks lahan perusahaan saat ini berstatus Quo atau tidak jelas membuat 

hasil produksi perusahaan sebesar ±289.879 Metrik Ton (M/T) pada periode Januari 

April Tahun 2019 menjadi tidak bisa dijual sehingga mengajukan permohonan 

dispensasi Izin penjualan Batubara ke Direktorat jenderal Mineral dan Batubara 

Kementerian ESDM pada tanggal 30 September tahun 2020 dan dibalas permohonan 

tersebut pada tanggal 2 November Tahun 2020 dimana perusahaan diberi dispensasi, 

namun harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

0 Rencana investasi perusahaan sebesar Rp 180.050.710.853 dengan total produksinya 

sebesar 3 juta Metrik Ton (M/T) beserta jumlah tenaga kerja yang saat ini bekerja di 

perusahaan sebanyak 30 orang di bagian tenaga keamanan, keuangan, dan 

perkapalan Perusahaan sampai TW-I Tahun 2021, belum pernah menyampaikan 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan diharapkan perusahaan untuk 

melaksanakan kewajiban penyampaian LKPM agar terhindar dari sanksi teguran.



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanqan

Pimpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

2.

L 3.

4.

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama H tc j*,**, $ ,$ t f>.y K .S i

Jabatan : I * * * ,  t > p TSP f r .v .w ;

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : W kW
Jabatan : V

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : K î̂ rvo,
Jabatan

Wakil Instansi Kabupaten/Krte...^.^!!
Nama : O r*.
Jabatan : ^  <U ..........JV'*y’'

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baik dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
I . KETERAN GAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (B A P )

Nomor : ...... -  1 /BAP/ B/V/ 2021

1. Nama Perusahaan : PT. Multi Harapan Utama

2. Bidang Usaha : Pertambangan Batu Bara

3. Alamat Lokasi 
Proyek

Jl.

RT/RW

Desa/Kei.

Kec.

Kota/Kab. 

Provinsi 

Kode Pos 

Telp.

Fax.

Loa Kulu 

Tenggarong 

Kutai Kartanegara

4. Penanggung jawab 
di lokasi proyek

:
Nama
Hp
E-mail
Fax.

Andri
081251140845

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

i
No : 8120211032239
Tanggal: 23 Oktober 2018
Perubahan Ke-2 tanqqal 17 Februari 2021

2. Nomor Izin Usaha • No :
Tanggal:

3. Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No :
Tanggal:



4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No :
Tanggal:

5. Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

;
a. Izin Mendirikan Bangunan :
b. Izin Lokasi :
C. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : 
d. Lain-lain:

Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

• a. Standar:
b. Sertifikasi:

6. c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Multi Harapan Utama (MHU) adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN.

b) Perusahaan merupakan kontraktor pertambangan batubara yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Wilayah PKP2B dengan luas areal ± 
39.971,79 ha berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 086.Ji/292/U/86 tertanggal 31 

Desember 1986.
c) Perjanjian ini merupakan PKP2B Generasi 1. Perusahaan memulai eksplorasi 

pertama pada tahun 1987, diikuti tahap produksi pada tahun 1992. Perusahaan 

telah menandatangani amandemen PKP2B pada April tahun 2017 dan berakhir 
pada tanggal 1 April 2022. Saat ini perusahaan sedang mengajukan perpanjangan 
kontrak dengan berubah menjadi status kontraknya menjadi Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (IUPK) melalui Surat Presiden Direktur perusahaan nomor 

262/0L/MHU-B0D/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
d) Rencana Investasi perusahaan sebesar Rp. 6.36.894.092.836,00 dengan nilai 

realisasi investasi sebesar Rp. 6.083.857.910.006,00. Kapasitas produksi batubara 

sebesar 23.000.000 Metrik Ton (M/T) dari luas lahan sebesar 39,972 Ha dengan 

hasil produksinya dijual ke negeri India, China, Thailand, Bangladesh, Vietnam, 
Malaysia, Pakistan, Korea, Myanmar, Filipina dengan nilai ekspor sebesar $ 

503.277.190 atau Rp 7.247.191.536.000 (Kurs Dollar^ Rp. 14.400). Total jumlah 

tenaga kerja di perusahaan sebanyak 6.036 orang dengan rincian tenaga kerja 
perusahaan sebanyak 288 orang dan tenaga kerja di Sub Kontraktornya sebanyak 

5.748 orang.
e) Penyampaian LKPM yang disampaikan perusahaan telah disampaikan di Triwulan- 

I Tahun 2021 berstatus disetujui dengan penambahan nilai realisasi sebesar 
114.000.000,00 untuk pembangunan Fuel station Loa Kulu Coal Terminal dengan 
penambahan tenaga kerja sebanyak 8 orang. Namun di Tahun 2020, perusahaan 

tidak melakukan perbaikan LKPM di TW-III Tahun 2020 sampai tenggat waktu 

perbaikan habis, sehingga hanya LKPM TW-I, TW-II, dan TW-IV Tahun 2020 yang 
tercatatdi sistem LKPM Online.



f) Alokasi biaya CSR perusahaan sebesar Rp. 10.600.000.000,00 dalam bentuk 
kegiatannya untuk pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan 

pemberdayaan masyarakat (PPM), pembentukan kelembagaan Komunitas 

masyarakat, dan Iain sebagainya.



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tangan

Pimpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : , i . S t pv
Jabatan : p

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : ST
Jabatan :

DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : DeO.^ lu jc ^ ,
Jabatan

Wakil Instansi Kabupaten/Kete.k^ta 
Nama :
Jabatan •

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



Pada hari ini, ....................  tanggal ......... bulan................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor : ....... -  1/BAP/B/V/ 2021

1. Nama Perusahaan fT- < uw ivG

2. Bidang Usaha

3.
Alamat Lokasi 
Proyek *

Jl. : of\ k 
RT/RW : OS 
Desa/Kel. : [q[\

^ eC :
Kota/Kab. :
Provinsi :
Kode Pos : 7  *£ 5 C? \
Telp. : - 
Fax.

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek

Nama :
Hp : o« » 'S o S715
E-mail : ctv \

Fax. : -

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

;

2.
Nomor Induk 
Berusaha

012. 02.0 58 X  (lift

3. Nomor Izin Usaha No :
Tanggal :

•

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

No :
Tanggal :

5.
Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

No :
Tanggal :



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi :

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi :

c. Licensi :

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

•7  Vcl<*A x r\ 2C0-O  rYNery^lcWM peruU U on <f*WUPv^

^gflQUf\)£ (in/\ p e /v W ifln  «r>gg*nw-i dt*U*.r ^e*-S-CcOQf' A rw p ,0

o& i* X̂ vUcm̂  ftowHX ^

1 l*> HfrC MoWv's IWav-^ \^  , X- H ' M V̂ p

O  VjL^M.VC- (2>rvVi«\£ \£&Vl •'^ycMpciI^C^s

l  M. ^  i ^ \ m x \ 5 t )  IZ  P v

A » r * » * t e > ,  « < W ^  ^ ^ V < x n  k w ^ ,  ^ c u l .



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanqan

Pimpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

3.

4.

5.

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :
Jabatan : PcIaU.s* u^.

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : 5-P^m

Jabatan :feUL.s*u~

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :
Jabatan : feuus**-*.

Wakil Instansi Kabupaten/Kota..’̂ J * * * ’. 
Nama ; VHviAA îYit*
Jabatan :

Wakil Instansi Kabupaten/Kota.............
Nama :
Jabatan :



BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor: ...... - 1  /BAP/ B/ VII / 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, 
wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan 
lapangan pada perusahaan PMA baik dalam tahap pembangunan maupun tahap pnoduksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. Davco Sendawar Industri

2. Bidang Usaha : Industri Karet Remah

Jl. Kampung Mencimai

RT/RW 01

Desa/Kel. -
Kec. Barong Tongkok

3. Alamat Lokasi 
Proyek

:
Kota/Kab. Kutai Barat

Provinsi Kaltim

Kode Pos -
Telp. -
Fax. -
Nama Amerigon Barahama

4. Penanqqunq iawab Hp 08125510055
di lokasi proyek • E-mail -

Fax. -
II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 

(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

: No : 9120008541459 
Tanggal: 15 Mei 2019

2. Nomor Izin Usaha • No : 9120008541459 
Tanggal: 15 Mei 2019

3. Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No : 9120008541459 
Tanggal: 15 Mei 2019

4. Nomor Fasilitas No :
PenanamanModal Tanggal:



5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :503/321/BP2T-TU/V/2011 
Tanggal 12 Mei 2011

b. Izin Lokasi :9120008541459 Tanggal 15 Mei 2019
c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL
d. Lain-lain: Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pabrik 

Pengolahan Karet Alam A/N PT. Davco Sendawar Industri 
660.5/00l/Komdal-KBT/III/2009Tanggal: 4 Maret 2009 
oieh Badan Lingkungan Hidup Pemkab. Kutai Barat

6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:
b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1) PT. Davco Sendawar Industri adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Aslng 

(PMA).

2) Luas lahan PT. Davco Sendawar Industri seluas 5 Hektar dengan luas bangunan 

pabrik beserta kantomya seluas 4.181,54 M2.

3) Rencana investasi perusahaan yang tercantum di OSS sebesar Rp 10.000.000.000 

dan telah terealisasikan sampai Tahun 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. Perusahaan 

saat ini mempekerjakan tenaga kerja Lokal sebanyak 39 orang dan 3 orang 

berstatus tenaga kerja asing (TKA).

4) Kapasitas produksi PT. Davco Sendawar Industri sebesar 900 ton/bulan, namun saat 

ini kapasitas produksi perusahaan baru mencapai 200- 300 Ton/bulan dengan hasil 

produksi berupa Sirio dan Sirzo. Ketersediaan bahan baku dari petani karet setempat 

yang belum memenuhi persyaratan perusahaan mengakibatkan belum terpenuhinya 

kapasitas produksi tersebut secara maksimal.

5) Pemasaran hasil produksi perusahaan untuk saat ini dikirim ke Surabaya dan 

Tangerang Selatan dalam bentuk barang setengah jadi. Pada Tahun 2011, 

perusahaan pemah melakukan kegiatan ekspor sebanyak 15 kontainer ke Malaysia. 

Prospek penjajakan kerjasama pemah dicoba oleh perusahaan, terutama dengan 

Michelin dan Gajah Tunggal. Namun karena permintaan calon partner kerjasama 

tersebut sangat tinggi (produksi barang setengah jadi hingga 500 ton), membuat 

perusahaan tidak jadi melakukan perjanjian kerjasama (Memorandum o f 

Understanding/M ou).



6) Sejak perusahaan berdiri, perusahaan belum pemah menyampaikan Laporan 

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan belum melakukan pemenuhan komitmen 

terhadap Izin Usaha Industri di Online S ingle Submission (OSS). Diharapkan 

perusahaan untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban tersebut agar terhindar 

dari sanksi teguran dari BKPM-RI untuk penyampaian LKPM dan segera melakukan 

pemenuhan komitmen di OSS sebelum implementasi OSS-RBA diberlakukan pada 

bulan Juli ini, sehingga pada saat pengurusan izin lanjutan tidak terhambat.

7) Perlu adanya fasilitasi antara petani dengan instansi teknis terutama penyediaan 

bahan baku karet yang harus memenuhi standar perusahaan agar perusahaan tidak 

mengalami kesulitan dalam mencari bahan baku karet. Edukasi maupun sosialisasi 

kepada petani karet perlu dilakukan agar standar kualitas karet yang dihasilkan 

memenuhi persyaratan dari perusahaan.

8) Selain itu perlu adanya Matchmaking antara perusahaan dengan kelompok petani 

karet yang ada di Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten 

Kutai Kartanegara melalui ruang Virtual Meeting dengan sistem Business to  Business 

(B To B) dengan ikatan perjanjian kerjasama berbentuk Nota Kesepakatan 

( Memorandum o f Agreem ent).



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanaan

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

0 '• re^ta-

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim

Nama : , S • £ t  p .^  />«. 1 1-

Jabatan : U q x ,u , |> f ^ s . ' k / f ;

DPMPTSP Prov. Kaltim 

Nama :)  f- f W ;  / h o K ^
Jabatan : P| f . k ^

DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama :U £ c ( v ^  * * *  V'PVC
Jabatan :

Wakil Instansi K a b u p a te n /K o ta .^ .^ T . 

Nama :1FTAKS CWlMiT 

Jabatan: le /£ (  V K M b M W 'P H 'A

Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :

N
3V
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Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari 

instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 

perusahaan PMA baik dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERTTA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor: .......-  1 /BAP/ B /J * t /  2021

IX

1.
j

Nama Perusahaan : PT. Harlis Tata Tahta

2. Bidang Usaha : konstruksi jalan raya

i Jl. Sutan Syahrir

RT/RW 06

Desa/Kel. Tanjung Laut Indah

Kec.

3.
Ala mat Lokasi 
Proyek

Kota/Kab. Bontang

Provinsi Kaltim

Kode Pos -

Telp. 0548-22842

Fax. • -

Nama Guntur Hermanto

4.
Penanggung jawab I Hp 081258461156
di lokasi proyek E-mail harlistatatahta@gmail.com

Fax. -

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 

(dilampirkan) ,

No : 9120103372725
1. Nomor Induk ; Tanggal: 22 Maret 2019

Berusaha Perubahan Ke-5 : 27 Juli 2021

2. Nomor Izin Usaha No :
Tanggal :

3.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

No :
Tanggal :

4.
Nomor Fasilitas No :
PenanamanModal Tanggal:

mailto:harlistatatahta@gmail.com


5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan : 640/060/BPPM/IMB/II/2011 
Tanggal 21 Februari 2011

b. Izin Lokasi : 503/002/DPMTKPTSP/I.Lokasi/III/2017
c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : 

503/1018/Lingk/DPMPT5P/VI/2016 pada tanggal 7 Juni 
2018

d. Lain-lain: Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang 
503/016/BPPM/IP/XI/2016 pada tanggal 25 November 
2016

6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. S tandar:
b. Sertifikasi :

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III .  HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Harlis Tata Tahta (PT. HTT) adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN)

b) PT. HTT memiliki tempat kegiatan usaha Penumpukan Pasir dan Batu Koral seiuas 
±2,481 Ha (24.810 M2) di ]1. Pelabuhan RT.14 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang 
Selatan. Kota Bontang.

c) Rencana Investasi perusahaan sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi investasi 
sebesar Rp 4.840.000.000,00 dan memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 35 orang. 
Pada tahun 2021, perusahaan belum mendapatkan kegiatan proyek dan lebih 
berkonsentrasi pada kegiatan penjualan material. Terakhir perusahaan 
mendapatkan kegiatan proyek perbaikan jalan aspal di Rantau Pulung di 
Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020.

d) Perusahaan memproduksi material aspal beton (Asphalt Concrette) dengan 
kapasitas produksi 363 Ton/tahun, beton semen (Cement Concrete) berkapasitas 
produksi sebesar 2.000 Ton/tahun, dan Material sebesar 3.000 Meter Kubik 
(M3)/tahun.

e) Kapasitas listrik yang digunakan untuk memproduksi material tersebut 
menggunakan PLN sebesar 1.300 MW dengan cadangan listrik genset sebesar 200 
kVA.

f) PT. HTT terakhir menyampaikan LKPM pada Triwulan-1 Tahun 2019 dengan status 
perlu perbaikan, kemudian tidak dilanjutkan kembali oleh perusahaan disebabkan 
admin perusahaan yang waktu itu mengerjakannya telah resign (keluar) dan 
perusahaan belum menunjuk pengelola LKPM maupun OSS. Disampaikan kepada 
perusahaan untuk melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPM tersebut sesuai 
dengan periode pelaporan agar terhindar dari sanksi yang diberikan oleh 
Kementerian Investasi/BKPM.

g) Selain itu KLBl/Bidang usaha perusahaan saat ini ada sebanyak 39 item yang 
membuat kewajiban penyampaian LKPM harus dilakukan semua sehingga 
dikhawatirkan membebani perusahaan. Disarankan jika KLBl/Bidang usaha 
tersebut tidak dijalankan, bisa segera dilakukan pencabutan agar kewajiban 
penyampaian LKPM nya bisa gugur. Namun jika tetap diaktifkan, diharapkan 
kewajiban penyampaian LKPM maupun pemenuhan komitmen atau Sertifikat



J Standar (SS) sesuai OSS RBA juga harus dilakukan perusahaan untuk setiap i 
! KLBI/Bidang Usaha yang aktif. I
j j

| h) Kepada perusahaan disampaikan agar dalam penginputan data pada OSS RBA 
i disesuaikan dengan keadaan sebenarnya, termasuk rencana investasi sesuai yang 
I tertera dalam OSS 1.1 agar diperbaiki karena terlalu signifikan dengan realisasi 
| investasinya. Jika ada permasalahan yang dihadapi perusahaan agar berkonsultasi 
j dengan DPMPTSP Kota Bontangatau DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanaan

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Pelaku Usaha

1.

2.

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : l r .

“ n : m . 1 a * k  U

DPMPTSP Prov. Kaltim 

Nama : I\ ) c c ^  O i**s  
Jabatan :

3. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :
Jabatan :

4. Wakil Instansi

Nama : H j .  S v i . , r iN . 
Jabatan : ju » ,

5. Wakil Instansi 
Nama :
Jabatan :



Pada hari in i,.................... tanggai...... . bulan................. tahun............ yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari pelaku usaha telah 
melakukan pembinaan dan pengawasan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PELAKU USAHA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) '
Nomor: .......-  1 /BAP/B/IX/2021

1.
Nama Pelaku 
Usaha •

2. Bidang Usaha •

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

;

31.
RT/RW
Desa/Kel.
Kec.
Kota/Kab. 
Provinsi 
Kode Pos 
Telp.
Fax.

B fijjtn  Kt«»*** H 0-U

f prpi(,-s, It*ii»*wt*'vTt'**t,f

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek

:

Nama
Hp
E-mail
Fax.

*YpVc*« Iti4*3*f

^815

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK (dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha •

No :
Tanggai: 3 ^ 6 -3 ^ ^  2oi?

2. Izin Usaha • No ;
Efektif/belum berlaku efektif:

3.
Izin
Komersial/Operasional

Ada/tidak ada

4.
Nomor Fasilitas 
Penanaman Modal

No :
Tanggai:

5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha -

a. Izin Lokasi:

b. AMDAL/UKL, UPL, SPPL, dan Izin Lingkungan :



Ill
. haSIL PEMERIKSAAN d i LAPAN6A.N

t&3; LU-t*

4*^-* 1*2-1/ A iS - ir * * ^  b <**h i.*r(y,

i . W ^ w f X  LIm ^



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanaan

Pimpinan/Penanggung 1.

I*'

5.

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 

Nama :lr A*i,. K-S/
Jabatan p

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama 0 o ~
Jabatan :

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :
Jabatan :

Wakil Instansi 

Nama : H j -
Jabatan : •!;*..

P**"***,.^ 0
Wakil Instansi 
Nama :
Jabatan :

k * \ »  *+*•« D P " -p T 5 r  l tn l. -~ v ,K »  t l ' f c . .  .



Pada hari ini, ........................  tanggal ..........  bulan.....................tahun 2021, yang bertanda

tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 

melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 

pembangunan maupun tahap produksi :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN fBAP) ^  ^
Nomor: .......-  1/BAP/B/XII/ 2021

1. Nama Perusahaan - y . — .. ;

2. Bidang Usaha * ' ■ Vfiler;-

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

;

Jl.
RT/RW 
Desa/Kel. :
K.ec.
Kota/Kab. 
Provinsi 
Kode Pos 
Telp.
Fax.

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek :

Nama

Hp
E-mail
Fax.

II.  PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 

(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

;

2.
Nomor Induk 
Berusaha

•

3. Nomor Izin Usaha
No :
Tanggal :

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

■ No ;
T a n g g a l:

5.
Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

No :
Tanggal :
______________________________________________



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAUUKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7,
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional,

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tangan

Pimpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

\

f t

2.

Koordinator
DPMPTSP Prov, Kaltim , -
Nama :
Jabatan :

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :
Jabatan :

3. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama .
Jabatan :



&v.- (TV

Xll
Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari 

instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 

perusahaan PMA baik dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERTTA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor: .......-  1 /BAP/ B/ Vtf / 2021

1. Nama Perusahaan : PT. Trilink Indonesia

2. Bidang Usaha :

Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam 
Negeri, Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, 
dan Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Gas Alam

31. : Jl. Kebon Sirih Kav. 75

RT/RW :

Desa/Kel. : Kebon Sirih

Kec. : Menteng

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

Kota/Kab. : 

Provinsi :

Adm. Jakarta Pusat 

DKI Jakarta

Kode Pos : -

Telp. : -

Fax. : -

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek

Nama : 
Hp : 
E-mail : 
Fax. :

Manager Tri Link Indonesia 
081398346140

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 

(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

No : 8120115020491 
Tanggal : 9 Oktober 2018

2. Nomor Izin Usaha
No :
Tanggal :

1-----

3.

h
Nomor Izin
Komersial/Operasional

. No :
Tanggal :



4.
Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

No :
Tanggai:

a. Izin Mendirikan Bangunan :

5.
Pemenuhan Komitmen b. Izin Lokasi :
atas Izin Usaha c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : Lain-lain:

Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersia!/ Operasional

• a. Standar:
b. Sertifikasi:

6. c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Tri Link Indonesia adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing 
(PMA).

b) Rencana Investasi PT. TL! sebesar Rp 24.107.162.042,00 dengan realisasi investasi 
sebesar 12.350.349.034,00.

c) Jumlah tenaga kerja sebanyak 392 orang yang terdiri dari tenaga kerja laki-laki 
sebanyak 360 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 32 orang.

d) Penyampaian LKPM terakhir dilakukan PT. TLI di TW-I1I Tahun 2021 pada Tahap 
Konstruksi untuk KBLI Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam 
Negeri dengan status disetujui.

e) Namun untuk dua KBLI lainnya berstatus perlu perbaikan, namun tidak diperbaiki 
oleh petugas penanggung jawab LKPM online PT. TLI sampai batas waktu perbaikan 
berakhir.

f) Pemahaman terhadap tujuan dan pengisian LKPM online serta tidak responsifnya 
petugas pengisian LKPM online PT. TLI dalam menanggapi catatan perbaikan dari 
verifikator Kementerian lnvestasi/BKPM-Rl menjadi kendala untuk melakukan 
perbaikan LKPM sampai berstatus disetujui, sehingga catatan perbaikan dari 
Verifikator Kementerian lnvestasi/BKPM-RI perlu menjadi evaluasi sebelum 
periode penyampaian LKPM TW-1V Tahun 2021 yang dilakukan pada periode 
tanggai 1-10 Januari 2021.

g) Atas Permasalahan tersebut, disampaikan kepada perusahaan, jika mengalami 
permasalahan maupun kendala terutama penyampaian LKPM, bisa menghubungi 
DPMF7 Kota Balikpapan maupun DPMPTSP Provinsi Kaltim.



Mengetahui Pemeriksa,

Pimpinan/Penanggung 1. 
jawab Perusanaan

N W,VNfESIA ■"

<xU\oisto\to<

2.

3.

Koordinator

DPMPTSP Prov. Kaitim

Nama : I f .  |U j ;  , h  S.’

J a b a t a n ; ^ ;  , U  < £ (A U > ;

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : put*'
Jabatan ; * * * * * *

DPMPTSP Prov. Kaltim 

Nama : \ > r ^
Jabatan :

Tanda Tanaan

m
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Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baik dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAPj
Nomor : ...... -  1 /BAP/ B/)3F/ 2021

1. Nama Perusahaan j : PT. Aerofood Indonesia

2. Bidang Usaha :  : penyediaan makanan lainnya

Jl. Jl. Tol Prof. Sedyatmo No. 1023

RT/RW 001/010

Desa/Kel. Pajang Benda

Kec.

3. Alamat Lokasi I 

Proyek j  ‘

Kota/Kab. Tangerang

Provinsi ■ Jawa Barat

\

1
Kode Pos 15137

i

Telp. 021-231-002

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _

Fax. -

Nama Frellyka

4.
Penanggung jawab ! HP • 087838146000
di lokasi proyek i ' E-mail

Fax.

f ■ ‘

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilamp irkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

•
No : 8120001852138 
Tanggal: 23 Agustus 2018

2. Nomor Izin Usaha No :
Tanggal:

3.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No:
Tanggal:



4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No :
Tanggal:

a. Izin Mendirikan Bangunan : 001743/BPID/IMB/BS/SP
•

b.
tanggal 06 November 2008 
Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

5. Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

d.

660/ll0.a/BLH/IL/I/2013 
Izin Lingkungan Atas Catering PT. Aerofood 
Indonesia Oleh PT. Aerofood Indonesia di Jl. Marsma 
R. Iswahyudi RT.80 No. 38. Kelurahan Sepinggan, 
Kec. Balikpapan Selatan pada tanggal 8 Januari 
2013.
La in-lain:

a. Standar: SKEP.DBSH.13/ADM.02/XII/2016 
Tanggal 25 November 2021 
untuk KBU/Bidang Usaha Izin Operasi Kegiatan Jasa 
Terkait Bandar Udara.
KP/112/XI/2016
Tanggal 18 November 2021
Sertifikat Standar untuk KBLI/Bidang Usaha Izin

Pemenuhan Komitmen Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara Bidang
6. atas Izin Jasa Pelayanan Katering Pesawat Udara

Komersiai/Operasional
b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

*

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Aerofood Indonesia adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN)

b) PT. ACS berdiri sejak tanggal 7 Desember 1982 dengan nam^ PT. Aero Garuda Dairy 
Farm, akta pendirian No. C2-2878 oleh Notaris M.S. Tadjoedin,. berkedudukan di 
Jakarta.

c) Melakukan penggantian nama menjadi PT. Aerofood Indonesia pada tanggal 22 
September 2011 melalui Akta Pernyataan keputusan Sirkuler para Pemegang 
Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 
disahkan oleh Notaris Rismalena Kasri, SH.

d) Rencana Investasi perusahaan sebesar Rp 68.165.380.036 dengan realisasi 
investasi tahun 2021 sebesar Rp 2.174.717.000'-.

e) Perusahaan memiliki total luas lahan 24.154 M2.

f) Tenaga kerja yangada di ACS Balikpapan sebanyak 100 orang.

g) Kewajiban penyampaian LKPM telah diketahui oleh perusahaan dan penyampaian 
LKPM pada TW-II Tahun 2021 Tahap Produksi berstatus disetujui.

h) Penyampaian LKPM oleh PT. ACS tidak dilakukan secara teratur dan penyampaian 
LKPM TW-iil Tahun 2021 tidak dilakukan.



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Taman

Pimpinan/Penanggung 1. 
jawab Perusahaan

Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaitim
Nama : l r - h - S »'
Jabatan : ^  e \s * U i;

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Mama : Iwdau futri 
Jabatan : teiauuovu*

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : Qr^-n
Jabatan : j e u i ^



BERTTA ACARA PEMERIKSAAN (BAP-DAK)
Nomor: ...... -  1 /BAP/ B/ XI / 2021

Pada hari ini, tanggal 12 bulan November tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, 
wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan 
lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap pembangunan maupun tahap 
produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN-----  ----------- --

1.

---  --

Nama Perusahaan : PT. Borneo Ega Mekinka

2. Bidang Usaha Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang 
dan perlengkapannya

Jl. : MT. Haryono, Komp. Ruko Balikpapan Baru, 
Little China ,Blok AB.7. No. 37

RT/RW : 52

Desa/Kel. : Damai

Kec. : Balikpapan Selatan

3. Alamat Lokasi Kota/Kab. _jj_ Balikpapan
Proyek

Provinsi : Kalimantan Timur

Kode Pos j  : ”

Telp. : (0542) 7204425

Fax. : (0542) 7204425

4. Penanggung jawab 
di lokasi proyek

:
Nama : 
Hp j : 
E-mail : 
Fax.

M. Rohmad 
087886734212
info@bomeo-egamekinka.co.id

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

i No : 9120103111253 
Tanggal : 15 Januari 2019

2. Nomor Izin Industri No : 775/1/IU/PMA/2016 
Tanggal: 21 Juni 2016

3. Nomor Izin
Komersial/Operasional

No: 9120103111253 
Tanggal : 15 Januari 2019

mailto:info@bomeo-egamekinka.co.id


5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan : 000843/DPKP/BU/BA 
2 Juni 2003 oleh Dinas Penataan Kota dan 
Permukiman Kota Balikpapan

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :
d. Lain-lain: Izin Lingkungan 

660/061.BLH/UKL-UPL/2Q16 pada tanggal 23 Mei 
2016.

6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:
b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Indra International Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

Industri ban iuar dan ban dalam, lndustri Vulkanisir ban, dan Perdagangan besar 

Suku Cadang dan Aksesori Mobil beralamat Jl. Soekarno Hatta Km 7 No. 62 RT. 37 
dengan dengan luas area sebesar 1.080,00 M2.

b) PT. 13 memiliki Rencana Investasi Rp 25.363.900.000 dengan realisasi investasi 
sebesar Rp 12.758.193.715.

-  Aktivitas bidang usaha Vulkanisir Ban (22112) memiliki kapasitas 2.741 Pcs dan 

Perdagangan besar suku cadang dan Aksesori Mobil (45301) berkapasitas 1.893
Pcs.

-  Dengan kapasitas tersebut, sepanjang Tahun 2020-Bulan Oktober 2021 
perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 14.986.900.000.

-  Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan terutamadi 
bidang usaha vulkanisir ban dan pengurangan tenaga keija sebanyak kurang 
lebih 8 orang dari total awal sebanyak 40 orang, sehingga jumlah tenaga kerja 

yang bekerja di PT. 13 saat ini sebanyak 32 orang dengan tenaga kerja laki-laki 
sebanyak 28 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 4 orang.

c) PT. 13 telah menyampaikan LKPM di Triwulan I dan Triwulan 11 Tahun 2021 pada 
tahap produksi, status disetujui dengan total tambahan realisasi sebesar Rp 

476.903,648.300 dari bidang usaha Vulkanisir ban dan Perdagangan besar Suku 
Cadang dan Aksesori Mobil. Namun penyampaian LKPM di TW-1I1 Tahun 2021 

tidak dilakukan oleh PT.13 karena petugas pengisian LKPM telah resign (keluar) 
sejak bulan Juni 2021 dan saat ini diupayakan untuk mencari pengganti pengelola 
LKPM tersebut

d) Disarankan kepada perusahaan agar terus melaksanakan kewajiban penyampaian 
LKPM supaya terhindar dari sanksi yang ditetapkan dari Kementerian 

Investasi/BKPM. Jika mengalami permasalahan maupun kendala terkait OSS 

maupun LKPM, bisa menghubungi DPMPT Kota Balikpapan maupun DPMPTSP 
Provinsi Kaltim



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tangan

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

i^Ayyo i-V- VTa Io  
0\

1. Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : A

Jabatan fc / *

2.

3.

4.

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : De<,U«j 
Jabatan :

Wakil Instansi P .P ^K TS p..J> rt*.
Nama :
Jabatan :

Wakil Instansi tto b o p U rt/K o ta ..P £ fckp « .p *-t 
Nama : A s f r i  

Jabatan : k . „ | > , U k



Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baik dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi :
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERTTA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor : .......-  1 /BAP/ B/ XI /  2021

1. Nama Perusahaan PT. Andalas Wahana Sukses

2. Bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

JL | :

RT/RW :

Desa/Kel. : Desa Biantan Bapinang

Kec. : Riantan

3. Ala mat Lokasi 
Proyek

Kota/Kab. : Berau

Provinsi : Kaltim

Kode Pos : -

Telp. : 0215332421

__

l
Fax. : -

Nama : Jawahir

4. Penanggung jawab Hp : 081256987172
di lokasi proyek E-mail : 

Fax. :
Andalas.nusantaraoff@gmail.com

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

No : 9120409802578 
Tanggal : 27 Agustus 2019

2. Nomor Izin Usaha : No : 5/64/PPM/I/PMDN/2013 
Tanggal : 14 Maret 2013

3.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

No :
Tanggal:

mailto:Andalas.nusantaraoff@gmail.com


4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No:
Tanggal:

5. Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :
b. Izin Lokasi :475 Tahun 2017

Tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperiuan 
pembangunan perkebunan kelapa sawit ±4.624 Ha di 
Kampung Biatan Bapinang kepada PT. Andalas Wahana 
Sukses

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :454 Tahun 2016 
Tentang Izin Lingkungan Rencana Penambahan Areal 
Perkebunan Kelapa Sawit seluas ±1.031 Ha di kampong 
Biatan Bapinang

d. Lain-lain:

6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasiona 1

a. Standar: Izin Usaha Perkebunan (IUP-B)
No: 503/03/IUP/DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 29 Desember 
2020

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Andalas Wahana Sukses adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN). Perusahaan berdiri sejak tanggal 26 April 2010 disahkan akta 
pendiriannya oleh Notaris Alang, SH. No. 31 berkedudukan di Jakarta Barat.

b) Rencana Investasi perusahaan sebesar Rp 40.000.000.000 dengan reblisasi investasi 
sebesar Rp 12.000.000.000,-. Perusahaan memiliki luas lahan sebesar 492 Ha/M2 
dengan tenaga kerjanya sebanyak 19 orang.

c) Awalnya perusahaan mendapatkan Izin Lingkungan untuk keperiuan pembangunan 
perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.031 Ha pada tanggal 16 Juni 2016, namun 
dikarenakan lahan tersebut tidak subur dan mengandung batu karang, sehingga 
luasan lahan yang bisa dipakai untuk untuk perkebunan kelapa sawit sebesar 492 
Ha/M2. Sampai Bulan Oktober 2021, luas lahan yang telah ditanami seluas 251 Ha 
dengan perkiraan hasil panen 4-5 tahun yang akan datang dan direncanakan hasil 
panen tersebut dibawa ke PT. Dwtwira Lestari Jaya.

d) Kewajiban penyampaian LKPM telah diketahui oleh perusahaan, namun pada saat 
mengakses OSS RBA ke menu Pelaporan LKPM, Perusahaan tidak bisa melanjutkan 
ke tahapan selanjutnya dikarenakan "Invalid Token", sehingga tidak bisa 
menyampaikan LKPM. Perusahaan sudah melakukan zoom meeting diskusi pada 
bulan Oktober 2021 maupun melakukan sambungan Call Center dengan 
Kementerian Investasi/BKPM, namun tidak dapat respon yang memuaskan.

e) Atas Permasalahan tersebut, DPMPTSP Provinsi Kaltim.akan meneruskan keluhan 
perusahaan ke Kementerian Investasi/BKPM agar bisa ditindaklanjuti segera sebelum 
periode kewajiban penyampaian LKPM TW-IV Tahun 2021 yang dilaksanakan pada 
tanggal 1-10 Januari 2022.



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanaan

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

K o o rd in a to r 

D PM PTSP P ro v . K a ltim

Nama (4 5 /4 9 ^ ^  
Jabatan:

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama h w ln *iv£ *lp
jabatan ^ e^^ -feU -K S

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : \)^W j 
jabatan :



Pada hari ini, tanggal buian tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baik dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERTTA ACARA PEMERIKSAAN (B A ? )

Nomor : ...... -  1 /BAP/ B/ XI /  2021

1. Nama Perusahaan : PT. Artha Boga Cemerlang

2. Bidang Usaha • Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

Jl. Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 35-26

RT/RW -

Desa/Kel. Rawa Buaya

Kec. Cengkareng

Alamat Lokasi Kota/Kab. Jakarta Barat
J. Proyek

Provinsi • DKI Jakarta

Kode Pos 11740

Telp. 021-58397788

Fax. -

Nama Yemima
A Penanggung jawab Hp 08559905580

di lokasi proyek E-mail 4

Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

•
No : 9120209290972 
Tanggal: 7 Februari 2019

2. Nomor Izin Usaha
; No :

Tanggal:

3.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No :
Tanggal:



4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No :
Tanggal:

5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

•
a. Izin Mendirikan Bangunan :
b. Izin Lokasi:
C AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : 
d. Lain-lain:

Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

• a. Standar:
b. Sertifikasi :

6. c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Artha Boga Cemeriang adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN).

b) Kewajiban penyampalan LKPM telah diketahui oleh perusahaan,namun saat ini 

perusahaan maslh fokus melakukan perbaikan/pembetulan data di OSS RBA, terutama 

pemilihan KBLI yang tidak bisa dipilih dalam sistem hingga pemenuhan komitmen 

yang tidak sama dengan di OSS 1.1 terdahulu. Berkonsultasi dengan Kementerian 

Investasi tidak bisa dilakukan dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan jadwal 

konsultasi yang menurut perusahaan terlalu lama.

c) Atas Permasalahan tersebut, DPMPTSP Provinsi Kaltim akan meneruskan keluhan 

perusahaan ke Kementerian Investasi/BKPM agar bisa ditindaklanjuti

i



Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanaan

1. Koordinator

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama [O
Jabatan : ,

2. DPMPTSP Prov. Kaltim

Nama : ^  t/1 * <L i
Jabatan : ieU*;>

3. DPMPTSP Prov. Kaltim

Nama : 0 -a -

Jabatan : \ t ^ . ±



Pada hari ini, tangga! 11 bulan November tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, 
wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan 
lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap pembangunan maupun tahap 
produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP-DAK) ^  ^ t-
Nomor : ...... -  1 /BAP/ B/ XI / 2021

1.
'  1

Nama Perusahaan
r

I PT. Indra International Indonesia

2. Bidang Usaha Industri Vulkanisir Ban, Industri Ban Luar dan Ban Dalam,
dan Perdagangan besar suku cadang dan Aksesori Mobil

> Jl. j: Soekamo Hatta Km.7 No.62

RT/RW |  :

t

37

Desa/Kel. i  : Graha Indah

Kec. |  : Balikpapan Utara

Alamat Lokasi Kota/Kab. j : Balikpapan
3. Proyek '

Provinsi Kalimantan Timur

Kode Pos 76129

Tefp. (0542) 860288

- Fax. -

Nama Elita

4. Penanggung jawab Hp •
*

085250021253
di lokasi proyek • E-mail • elita(a>Dtindra.com

I Fax. ■ -

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

•
No : 8120012232378 
Tanggai: 27 Desember 2018

2. Nomor Izin Industri : No :775/l/IU/PMA/2016 
Tanggai: 21 Juni 2016

3. Nomor Izin
Komersial/Operasional

■ No:
Tanggai:

4.
Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No: 00846/1/PPM/PMA/2010 
Tanggai: 6 Mei 2010



5. Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a, Izin Mendirikan Bangunan : 000843/DPKP/BU/BA 
2 Juni 2003 oleh Dinas Penataan Kota dan 
Permukiman Kota Baiikpapan

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :
d. Lain-lain: Izin Lingkungan

660/061.BLH/UKL-UPL/2016 pada tanggal 23 Mei 
2016.

6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin .
Komersial/Operasional

a. Standar:
b. Sertifikasi:

c. Ucensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Indra International Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha 
Industri ban luar dan ban dalam, Industri Vulkanisir ban, dan Perdagangan besar 
Suku Cadang dan Aksesori Mobil beralamat Jl. Soekamo Hatta Km 7 No. 62 RT. 37 
dengan dengan luas area sebesar 1.080,00 M2.

b) PT. 13 memiliki Rencana Investasi Rp 25.363.900.000 dengan realisasi investasi 
sebesar Rp 12.758.193.715.

-  Aktivitas bidang usaha Vulkanisir Ban (22112) memiliki kapasitas 2.741 Pcs dan 

Perdagangan besar suku cadang dan Aksesori Mobil (45301) berkapasitas 1.893 

Pcs.
-  Dengan kapasitas tersebut, sepanjang Tahun 2020-Bulan Oktober 2021 

• perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 14.986.900.000.

-  Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan terutama di 
bidang usaha vulkanisir ban dan pengurangan tenaga kerja sebanyak kurang 
lebih 8 orang dari total awal sebanyak 40 orang, sehingga jumlah tenaga kerja 

yang bekerja di PT. 13 saat ini sebanyak 32 orang dengan tenaga kerja laki-laki 
sebanyak 28 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 4 orang.

c) PT. 13 telah menyampaikan LKPM di Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2021 pada 
tahap produksi, status disetujui dengan total tambahan realisasi sebesar Rp 

476.903.648.300 dari bidang usaha Vulkanisir ban dan Perdagangan besar Suku 

Cadang dan Aksesori Mobil. Namun penyampaian LKPM di TW-II1 Tahun 2021 
tidak dilakukan oleh PT.I3 karena petugas pengisian LKPM telah resign (keluar) 
scjak bulan juni 2021 dan saat ini diupayakan untuk mencari pengganti pengelola 

LKPM tersebut
d) Disarankan kepada perusahaan agar terus melaksanakan kewajiban penyampaian 

LKPM supaya terhindar dari sanksi yang ditetapkan dari Kementerian 

Investasi/BKPM. Jika mengalami permasalahan maupun kendala terkait OSS 

maupun LKPM, bisa menghubungi DPMPT Kota Baiikpapan maupun DPMPTSP 

Provinsi Kaltim



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanaan

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

L. Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama 
Jabatan

r  h T U V . Ndltim

: lir\cL\ ,
: f \M C M *

DPMPTSP Prov. Kaltim 

Nama : l ) e c [c ^  
Jabatan : p t | fcU i

Wakil Ins tans ijsa^t , ^ . , 1 ,  D ^ p 7 j p . . p
Nama : c
Jabatan :

Wakil Instansi ^ c a a S ff i^ /K o ta . . .^ .^ .^ 'P rp ^  
Nama : A s - f r ;  & .K U ,
Jabatan: U.„s; 0<uu p<— __



BERTTA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor: ....... -  1/BAP/B/III/ 2021

Pada hari ini, ....................  tanggal ......... bulan................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, waldl-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT- O x*'*

2. Bidang Usaha •
•

ftnyedtoG " mate* nan

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

9

JL :
RT/RW
Desa/Kel.
Kec.
Kota/Kab. : 
Provinsi 
KodePos 
Telp.
Fax.

Nama :
4 Penanggung jawab Hp :

di lokasi proyek 9 E-mail :
Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

:

2.
Nomor Induk 
Berusaha

•
• 9 ll0 0 A T -« J IM  b

3. Nomor Izin Usaha No:
Tanggal:

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No:
Tanggal:

5.
Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No:
Tanggal:



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mencfirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

t
• a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

PT- BIN W*V\<r m e ^ o n ^ to n  'potto "W 4  k w  #19

^liVopoiA V ^x^X J fcv i.



Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

Mengetahui Pemeriksa, TandaTanqan

1. Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : i r .  Audi A^ustina, Ji.S i. 
Jabatan : to s i  rerantauan & ■>/;: luaa i

2. DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : A ^ustiix i,
Jabatan \ Pelaksana

3. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : j}0d y  >ulyadi 
Jabatan: Peiaksana

4. Wakil Instansi Kabupaten/Kota.....
Nama : ism a
Jabatan : kasi

PAN feNGeNOAUrfM
5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota.....

Nama :
Jabatan: ■uummai uuiiiu



Nomor: ....... - 1  /BAP/B/HI/2021

Pada hail in i,..................... tanggal........... bulan.................... tahun ............. yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN balk dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan •
•

2. Bidang Usaha •
•

M viHU dtm, U f r U *  

W  O f f  1+Mc dU*

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

•
•

31.
RT/RW
Desa/Kei.
Kec
Kota/Kab.
Provinsl
KodePos
Telp.
Fax.

4. Penanggung jawab 
di lokasi proyek

Nama
Hp
E-mail
Fax.

H. PQUZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Pendaftaran 
Penanaman Modal

•
•

N o:
Tanggal:

2. Nomor Induk

9
9

N o. 5 1 ID O O  9 9 4  1 Q \( a

Berusaha Tanggal:

3. Nomor Izin Usaha

■
• N o:

Tanggal:

4. Nomor Izin
•

No:
Komersial/Operastonal Tanggal:

5.
Nomor Fasilitas 
Penanaman Modal

•
•



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

•
•

a. Izin Mendlrlkan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c  AMDAL/UKLdan UPL, SPPL :

d. LairHain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

•
• a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Ucensi:

d. Pendaftaran Barang:

m . HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

*  feryyalrfvn W JL  LfcpM  £X *U « o k -g **

(jL *. * e*'£f-\U~C

k r f * A *  ( W ^ * ~

^fex4&Jk*y\ ^ ai^A»wk



Mengetahui Pemeriksa,

Plmpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama W r *
Jabatan : f a

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :&r*-
Jabatan : jVvjpUU* £ W *

Wakil Instansi 
Nama :
Jabatan:

4. Wakil Instansi
Nama : A * * *
Jabatan: ^  f ly

T an dO a



IX
Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakit-wakll dari 
Instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA balk dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

SERTTA ACARA PEMERIKSAAN (PAP)
Nomor : .......- 1  /BAP/ B/JfiT/ 2021

1. Nama Perusahaan ; PT. HarHs Tata Tahta

2. Bidang Usaha : konstruksi jalan raya

Jl. Sutan Syahrir

RT/RW 06

Desa/Kel. Tanjung Laut Indah

Kec.

3. Alamat Lokasi 
Proyek :

Kota/Kab. Bontang

Provinsi Kaltim

Kode Pos -

Teip. 0548-22842

Fax. -

Nama Guntur Hermanto

4. Penanggung jawab Hp •• 081258461156
di lokasi proyek * E-mail hariistatatahta@gmail.com

Fax. -

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI .OBYEK PEMANTAUAN 
(dilamplrkan) ,

1. Nomor Induk 
Berusaha

:
No ; 9120103372725 
Tanggal: 22 Maret 2019 
Perubahan Ke-5 : 27 Juli 2021

2. Nomor Izin Usaha
: No :

Tanggal:

3. Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No:
Tanggal:

4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No;
Tanggal:

mailto:hariistatatahta@gmail.com


a. Izin Mendirfcan Bangunan : 640/060/BPPM/IMB/II/2011

b.
Tanggal 21 Februari 2011
Izin Lokasi: 503/002/DPMTKPTSP/I.Lokasl/ni/2017

5. Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : 
503/1018/Lingk/DPMPT5P/VI/2016 pada tanggal 7 Juni 
2018

d. Lain-lain: Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang 
503/016/BPPM/IP/)a/2016 pada tanggal 25 November 
2016

; a. Standar:

Pemenuhan Komitmen 
atas Izin

b. Sertiflkasi:

6. c Ucensi:

Komersial/Operasional d. Pendaftaran Barang :

m. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Harlis Tata Tahta (PT. HTT) adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN)

b) PT. HTT memiliki tempat kegiatan usaha Penumpukan Pasir dan Batu Kora I seluas 
±2,481 Ha (24.810 M2) di |1. Pelabuhan RT.14 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang 
Selatan. Kota Bontang.

c) Rencana Investasi perusahaan sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi investasi 
sebesar Rp 4.840.000.000,00 dan memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 35 orang. 
Pada tahun 2021, perusahaan belum mendapatkan kegiatan proyek dan lebih 
berkonsentrasi pada kegiatan penjualan material. Terakhir perusahaan 
mendapatkan kegiatan proyek perbaikan jalan aspal di Rantau Pulung di 
Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020.

d) Perusahaan memproduksi material aspal beton (Asphalt Concrette) dengan 
kapasitas produksi 363 Ton/tahun, beton semen (Cement Concrete) berkapasitas 
produksi sebesar 2.000 Ton/tahun, dan Material sebesar 3.000 Meter Kubik 
(M3)/tahun.

e) Kapasitas listrik yang digunakan untuk memproduksi material tersebut 
menggunakan PLN sebesar 1.300 MW dengan cadangan listrik genset sebesar 200 
kVA.

f) PT. HTT terakhir menyampaikan LKPM pada Triwulan-I Tahun 2019 dengan status 
perlu perbaikan, kemudlan tidak dilanjutkan kembali oleh perusahaan disebabkan 
admin perusahaan yang waktu itu mengerjakannya telah resign (keluar) dan 
perusahaan belum menunjuk pengelola LKPM maupun OSS. Disampaikan kepada 
perusahaan untuk melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPM tersebut sesuai 
dengan periode pelaporan agar terhindar' dari sanksi yang diberikan oleh 
Kementerian Investasi/BKPM.

g) Seiain itu KLBl/Bidang usaha perusahaan saat ini ada sebanyak 39 item yang 
membuat kewajiban penyampaian LKPM harus dilakukan semua sehingga 
dikhawatirkan membebani perusahaan. Disarankan jika KLBl/Bidang usaha 
tersebut tidak dijalankan, bisa segera dilakukan pencabutan agar kewajiban 
penyampaian LKPM nya bisa gugur. Namun jika tetap diaktifkan, diharapkan 
kewajiban penyampaian LKPM maupun pemenuhan komitmen atau Sertifikat



Standar (SS) si'sii,}i OSS RHA juga harm; dilakukan perusahaan untuk setiap 
KI.BI/Bidang Osaka yang nkut.

li) Kepada perusahaan dis.impaikan agar dalam penginpntnn data pada OSS RBA 
disesuaikan dengan keadaan sebenarnva, termasuk remana investasi sesuai yang 
lertera daiain OSS 1.1 agar diperbaiki karena terialu signifikan dengan reaiisasi 
investnsinyn. lika ada permasaiahnn yang dihadapi perusahaan agar borkonsultasi 
dengan UFMPTSP Kota Kontangatau DPMPTM’ Prov ins; K.ihimmlan Timur



Mengetahui Pemeriksa,
Tanda Tangan

Pimpinan Penanggung 
Jawab PeiaKu Usaha

1. Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : r̂ -
Jabatan: ^

2.

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : l ) t c ^  
Jabatan: pCUu^

3. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :
Jabatan :

4.

5.

Wakil Instansi
Nama : S r r*
Jabatan : ; p 6 *^ k « .i;^

Wakil Instansi 
Nama '•
Jabatan :



Pada hail in i,..................... tanggal........... bulan.................... tah u n ............, yang bertanda
tangan di bawah in), wakil-wakii dari instansi pemerintah dan wakil dari pelaku usaha telah 
melakukan pembinaan dan pengawasan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PELAKU USAHA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ( S A P )  \ J

Nomor: .......-  1 /BAP/B/DC/2021

1 .
N a m a  P e la k u  

U s a h a • C e j

2 . B id a n g  U s a h a :

r~**«*s ^  (« f  - « U 4

3 .
A la m a t  L okasi 

P ro y e k
•

Jl.

R T /R W

D e s a /K e l.

K ec.

K o ta /K a b . 

P ro v in s i 

K o d e  P o s  

T * lp .

F ax .

B r i a j t n  k * + * * x .  N o * U  

l u i *

L * - N 3  /  P r p | r ; . f ;

4 .
P e n a n g g u n g  j a w a b  

d i lo k a s i  p r o y e k
•

N a m a  ;Y © v « .»

H p  : o 8 < 3

E -m a il : ,  c>  *  
F a x . :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK (dilampirkan)

1. Nomor Induk No : S l lo o O S o lJ o i
Berusaha Tanggal: l 0 < 9

2. Izin Usaha
: No:

Efektif/belum berlaku efektif:

3.
Izin
Komerslal/Operasional

: Ada/bdak ada

4.
Nomor Fasilitas No :
Penanaman Modal Tanggal:

a. Izin Lokasi:

5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

b. AMDAL/UKl, UPL, SPPL, dan Izin Lingkungan :



c  Izin Mendlrikan Banaunan : . , 
I f i t t fa  l u & t . g k l x  . j . i& i * .  i.^A t.J* 

d. Sertifikat Lalk Fungsi (SLF) :

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

•

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Ucensl:

d. Pendaftaran Barang:

e. Lain-lain :

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

•) <k-3-.ru .lrsH(

hV**f*s; W*<iir P-f. oXZ.5 -J U€rj«» jt.
r ^ .

l)P U f**-. Ult, ilr; K*i« p«̂ ci.->ft |<n.f
Ih U sfrf U ^ ;  Ic^frxM ^r M 4 l f  f  It* *± . **

y -3 M k^ ,  A U t* « U f  Uc0 ,‘̂  p,-*. , U , f , k b ^
phc5C,k ii iuf% î . 1  p ***•

1 Dr f # * ^  ^  Fr#»dU « ^ i  ^  pr. g ^ uh/.

*  U .M , 5 ^ J , - h* s 4 , U t j.W j CpTcJ j  ,±t
I -  - . -  - ^ * n  H-f%enŵ ; C f \ ^ ri.OJ^J

T ^ a r

i*kuH,

p 'iv

„ J  -\ (1

c> ,,'<‘“ - ^ • * -t,;U J ' p t r - i- u , . ,  U r ^ a  U -in a ^ fc -,

K-i*.pw» fcr£k*u o r i c r (■ p o )

I?*) PT'ltLS k*~j A~.pt; (u. LWph% -Ji, 2-oZ-l IjVsKM fa

r îUso; 55**3 l«*o« t1̂ . *f(T- 0 6$* ^Ho,oo ufâ Cr,

Per l^ 4 HJV m * ;* , p ^ U f* v  # ! • -  U i ^ *  > • * ,  e

P ĉeck ,̂ 1 ; 5,(H«ilkKs,i.vt ,p/M.(..s, '“-a-̂ p.,-(c%, Ucp .̂J ^
li+«-ivvK t o 2* \ iv - u  jrTn— Itĉ

* r i f - s  ^V* S«S*hy« k t. L l l f t s

*>**»p*i X*'*T ̂  '"JJ- 'f*'̂ *-* 1*»H / i-iŜ r̂ k-̂  P-Ctv5«iUa#% t'H+'-ic ta-fc b i*» < 
c U U - k * ~ -  -
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Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tangan

Pimpman/Penanggung 1. Koordinator
IJawab Pelaku Usaha

U j j  /

_______ J *
o w

DPMPTSP Prov. Kaltim 

Nama : ' • - . , ••
Jabatan : • ,. . _

2. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : :
Jabatan : f-v v ‘  •* s

3. DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :
Jabatan :

4. Wakil Instansi

Nama : r . - •

Jabatan ! j * * . - . , ~i... .. t■ / „

5. Wakil Instansi 
Nama :
Jabatan :

1 ('*»*«■*.

=■ * <

...... ..... '.ft.

!  V . * l' i-w,, f I '
** **'“ • li**vy 1,-i ■.i s ■— i <

'  ̂  V .
i fc -• ;> * i- V- r "k p"T3 *• ’ V»,

V ', ‘ _
i r

k v . ■P7 $
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BERITA ACARA PEMER1KSM5LCBAP)
Nomor: ....... -  1/BAP/B/Xn/ 2021

Pada hari Ini, .....................  tanggal .........  bulan.................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN balk dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

(m  V V ft » 1 f- lu -  <j •

1. Nama Perusahaan • ;• : r.; 2-J

2. Bidang Usaha *•

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

i

:

Jl.
RT/RW
Desa/Kel.
Kec. : 
Kota/Kab. 
Provinsi 
Rode Pos : 
Telp.
Fax.

Nama
4 Penanggung jawab Hp :

di lokasi proyek 9 E-mail :
Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

•

2.
Nomor Induk 
Berusaha

•

3. Nomor Izin Usaha No:
Tanggal:

4. Nomor Izin
Komersial/Operasional

* N o:
Tanggal:

5. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

_______

N o:
Tanggal:



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN



Tgflda l a g qapMengetahul Pemeriksa,

Pimpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

F t  v m n o m m
2.

Y O+JPr
umuiui i • i m i! utt mil

Koordinator
DPMPTSP Pfov* Kaltim . -
Nama : r-uA vv#<
Jabatan : tyCjDhfi . *

DPMPTSP Prov. Kattim 
Nama : Oody 
Jabatan:

3. DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama
Jabatan:



BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAFMDAK)
Nomor:...... -  1/BAP/B/XI/  2021

Pada hari ini, tanggal 11 butan November tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, 
wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan 
lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap pembangunan maupun tahap 
produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

I^V'L'WvO' f '  (l<'r

1. Nama Perusahaan PT. Indra International Indonesia

2. Bidang Usaha Industri Vulkanisr Ban, Industri Ban Luar dan Ban Dalam,
dan Perdagangan besar suku cadang dan Aksesori Mobil

Jl. Soekamo Hatta Km.7 No.62

RT/RW 37

Desa/Kel. Graha Indah

Kec. Balikpapan Utara

Alamat Lokasi Kota/Kab. Balikpapan
3. •

Proyek
Provinsi Kalimantan Timur

Kode Pos 76129

Telp. (05421 860288

• Fax. . -
Nama Elita

4. Penanggung jawab Hp 085250021253
dl lokasi proyek • E-mail elita@ptindra.com

Fax.

H. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

:
No: 8120012232378 
Tanggal: 27 Desember 2018

2. Nomor Izin Industri
; No:775/1/IU/PMA/2016 

Tanggal: 21 Juni 2016

3. Nomor Izin
Komersial/Operasional

* No:
Tanggal:

4. Nomor Fasilltas 
PenanamanModal

• No: 00846/l/PPM/PMA/2010 
Tanggal: 6 Mei 2010

C-wr

mailto:elita@ptindra.com


5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan : 000843/DPKP/BU/BA 
2 Juni 2003 oleh Dinas Penataan Kota dan 
Permukiman Kota Balikpapan

b. Izin Lokasi:

c. AMDAiyUKL dan UPL, SPPL :
d. Lain-lain: Izin Lingkungan

660/061.BLH/UKL-UPL/2016 pada tanggal 23 Mei 
2016.

6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin .
Komersial/Operasional

a. Standar:
b. Sertifikasi:

e. Licensi:

d. Pendaftaran Barang:

m. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Indra International Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha 
Industri ban luar dan ban dalam, lndustri Vulkanisir ban, dan Perdagangan besar 
Suku Cadang dan Aksesori Mobil beralamat Jl. Soekamo Hatta Km 7 No. 62 RT. 37 
dengan dengan luas area sebesar 1.080,00 M2.

b) PT. 13 inemiliki Rencana Investasi Rp 25.363.900.000 dengan realisasi investasi 
sebesar Rp 12.758.193.715.

-  Aktivitas bidang usaha Vulkanisir Ban (22112) memiliki kapasitas 2.741 Pcs dan 
Perdagangan besar suku cadang dan Aksesori Mobil (45301) berkapasitas 1.893 
Pcs.

-  Dengan kapasitas tersebut, sepanjang Tahun 2020-Bulan Oktober 2021 
* perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 14.986.900.000.

-  Pandemi Covld-19 mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan terutama di 
bidang usaha vulkanisir ban dan pengurangan tenaga kerja sebanyak kurang 
lebih 8 orang dari total awal sebanyak 40 orang, sehingga jumlah tenaga kerja 
yang bekerja di PT. 13 saat ini sebanyak 32 orang dengan tenaga kerja laki-Iaki 
sebanyak 28 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 4 orang.

c) PT. 13 telah menyampaikan LKPM di Triwulan I dan Triwulan 11 Tahun 2021 pada 
tahap produksi, status disetujui dengan total tambahan realisasi sebesar Rp 
476.903.648.300 dari bidang usaha Vulkanisir ban dan Perdagangan besar Suku 
Cadang dan Aksesori Mobil. Namun penyampalan LKPM di TW-lil Tahun 2021 
tidak dilakukan oleh PT.13 karena petugas pengisian LKPM telah resign (keluar) 
sejak bulan Juni 2021 dan saat ini diupayakan untuk mencari pengganti pengelola 
LKPM tersebut

d) Disarankan kepada perusahaan agar terns melaksanakan kewajiban penyampaian 
LKPM supaya terhindar dari sanksi yang ditetapkan dari Kementerian 
Investasl/BKPM. Jika mengalami permasalahan maupun kendala terkait OSS 
maupun LKPM, bisa menghubungi DPMPT Kota Balikpapan maupun DPMPTSP 
Provinsi Kaltim



Pemeriksa randa J  apyaQ

Pimpinan/Penanggung l 
Jawab Perusahaan

Mengetahui

(Coordinator 
DPMPTSP Prov. Kaitim
Nama : Ar\i\ ta iA ty ru i, ,
labatan : f \h  \OJfaA

DPMPTSP Prov. Kaitim 
Nama 

Jatw,a'

Wakil Instansijsaatw^s ------- DPMpT^p P
Nama : ' "  '
Jabatan :

W stansi KQKsHBPiy 
Nama :/AS-fr;
jabatan : W--*; 0<U> F ( ------ ,-----------  .



■^ fm A C ^ P .E M E RIK$AAN,(B^P}
Nomor: .......- 1  /BAP/ B/ XI /  2021

^Viv' l j " rtV ' r '  ‘V-> •.

Pada hail ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakiFwakil dan 
instansi pemerintah dan wakil dan perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baik dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : FT. Artha Boga Cemeriang

2. Bidang Usaha : Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang

JL Jl. Ungkar Luar Barat Kav. 35-26

RT/RW -

Desa/Kel. Rawa Buaya

Kec Cengkareng

3. Alamat Lokasi Kota/Kab. Jakarta Barat
Proyek

Provinsi : DKI Jakarta

Kode Pos : 11740

Telp. : 021-50397788

Fax. -

Nama Yemima

4. Penanggung jawab Hp 08559905580
di lokasi proyek

L.
E-mail
Fax. ---------------------- 1------------------------------

H. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

: No : 9120209290972 
Tanggal: 7 Februari 2019

2. Nomor Izin Usaha
: No:

Tanggal:

3.
Nomor Izin
Komersial/Operas tonal

• No:
Tanggal:



4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No:
Tanggal:

a. Izin Mendirikan Bangunan:
Pemenuhan Komitmen • b. Izin Lokasi:

5. atas Izin Usaha c. AMDAl/UKL dan UPL, SPPL :
d. Lain-lain:
a. Standar:
b. Sertifikasi:

6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin

c. Licensi:

Komersia l/Operasional
d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) FT. Artha Boga Cemeriang adaiah perusahaan berstatus Penanaman Modal Daiam 

Negeri (PMDN).

3) Kewajiban penyampaian LKPM telah diketahui oteh perusahaan^namun saat ini 

perusahaan masih fokus melakukan perbaikan/pembetulan data di OSS RBA, terutama 

pemilihan KBLI yang tidak bisa dipiiih daiam sistem hingga pemenuhan komitmen 

yang tidak sama dengan di OSS 1.1 terdahulu. Berkonsultasi dengan Kementerian 

Investasi tidak bisa dilakukan dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan jadwal 

konsuitasi yang menurut perusahaan terlalu lama.

c) Atas Permasalahan tersebut, DPMPT5P Provinsi Kaltim akan meneruskan keluhan 

perusahaan ke Kementerian Investasi/BKPM agar bisa ditindakianjuti



Pimpina.i/ PenanjCL/u 
Jawab Perusahaan

Mengetahui Of'K.Sf Tanrja Tannan

KocraiP.aior 
OPMPTSP prov. Kalt'm
Nap'3 Js) KfLV IVAaJ A

labata" p a ^ K S c ^ n ^  .

DPMPTSP Prov. KaStm-
Nama :  ̂ ^ «L:
-aoatan :T e^ 5.,

OPMPTSP Prov. Kaitim 
Nama D te^ 0 ;3 -~
3abatan .



i
BERITA ACAPA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor : .......-  1 /BAP/ B/ XI /  2021

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakH-wakH dari 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baik daiam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
L KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan • PT. Andalas Wahana Sukses

2. Bidang Usaha

_________________

• Perkebunan Keiapa Sawit

RT/RW

Desa/Kel. Desa Biantan Bapinang

Kec Riantan

3.
Ala mat Lokasi Kota/Kab. Berau
Proyek

Provinsi Kaitim

Kode Pos -

Telp. 0215332421

Fax. • -

Nama : Jawahir

4. Penanggung jawab Hp • 081256987172
di lokasi proyek • E-mail

Fax.

.

•

Andalas.nusantaraoff@gmail.com

T

n. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(diiampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

•
No: 9120409802578 
Tanggal: 27 Agustus 2019

2. Nomor Izin Usaha
: No : 5/64/PPM/I/PMDN/2013 

Tanggal: 14 Maret 2013

3.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No:
Tanggal:

mailto:Andalas.nusantaraoff@gmail.com


4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No:
Tanggal:

5.
Pemenuhan Komltmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendirikan Bangunan :
b. Izin Lokasi :475 Tahun 2017

Ten tang Perpanjangan Izin Lokasi untuk kepeiiuan 
pembangunan perkebunan kelapa sawit ±4.624 Ha di 
Kampung Biatan Bapinang kepada PT. Andalas Wahana 
Sukses

c. AMDAL/UKL dan URL, SPPL :454 Tahun 2016 
Tentang Izin Ungkungan Rencana Penambahan Areal 
Perkebunan Kelapa Sawit seluas ±1.031 Ha dl kampong 
Biatan Bapinang

d. Lain-lain:

6.
Pemenuhan Komltmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar: Izin Usaha Perkebunan (IUP-B)
No: 503/Q3/IUP/DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 29 Desember 
2020

b. Sertifikasi: 

c  Licensi:

d. Pendaftaran Barang:

m. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Andalas Wahana Sukses adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Oalam 
Negeri (PMDN). Perusahaan berdiri sejak tanggal 26 April 2010 disahkan akta 
pendiriannya oleh Notaris Alang, SH. No. 31 berkedudukan di Jakarta Barat

b) Rencana Investasi peoisahaan sebesar Rp 40.000.000.000 dengan re^lisasi investasi 
sebesar Rp 12.000.000.000,-. Perusahaan memiliki luas lahan sebesar 492 Ha/M2 
dengan tenaga keijanya sebanyak 19 orang.

c) Awalnya peoisahaan mendapatkan Izln Ungkungan untuk keperluan pembangunan 
perkebunan kelapa sawlt seluas ± 1.031 Ha pada tanggal 16 Juni 2016, namun 
dikarenakan lahan tersebut tidak subur dan mengandung batu karang, sehingga 
luasan lahan yang bisa dipakal untuk untuk perkebunan kelapa sawlt sebesar 492 
Ha/M2. Sampai Bulan Oktober 2021, luas lahan yang telah dltanaml seluas 251 Ha 
dengan perklraan hasil panen 4-5 tahun yang akan datang dan dlrencanakan hasll 
parten tersebut dibawa ke PT. Dwiwira Lestari Jaya.

d) Kewajiban penyampaian LKPM telah diketahui deh perusahaan, namun pada saat 
mengakses OSS RBA ke menu Pelaporan LKPM, Perusahaan tidak bisa melanjutkan 
ke tahapan selanjutnya dikarenakan Invalid Token" sehingga tidak bisa 
menyampalkan LKPM. Perusahaan sudah melakukan zoom meeting dlskusl pada 
bulan Oktober 2021 maupun melakukan sambungan Call Center dengan 
Kementerian Investasi/BKPM, namun tidak dapat respon yang memuaskan.

e) Atas Permasalahan tersebut, DPMFTSP Provinsi Kaltim.akan meneruskan keluhan 
perusahaan ke Kementerian Investasi/BKPM agar bisa ditindaklanjuti segera sebetum 
peri ode kewajiban penyampaian LKPM TW-IV Tahun 2021 yang dilaksanakan pada 
tanggal 1-10 Januari 2022.



Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

Mengetahir Pemeriksa.

X. Koorciinatcr
l)PN’PTSp Prov, Kaftim
Na:rw : K  ■ l-j-SAJpl^A CA)/Vf1- p/^AAIn.
3abatan:

2. DPMPT5P Prov. Kottim
Nama w^ saI v ^ 'I?
jabatan 'T e ^^^e U K J

3. 0PMPT5P Prov. Kattim 
Nama :



Pada hari ini, tanggal 12 bulan November tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, 
wakH-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan 
lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap pembangunan maupun tahap 
produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

PERITA ACARA PEMERIJCSAAN (BAB.-DAK)
Nomor : .......-  1 /BAP/ B/ X I/ 2021

1. Nama Perusahaan : PT. Borneo Ega Mekinka

2. Bidang Usaha : Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang 
dan perfengkapannya

Jl.
MT. Haryono, Komp. Ruko Balikpapan Baru, 
Little China .Blok AB.7. No. 37

RT/RW 52

Desa/Kel. Damai

Kec Balikpapan Selatan

3. Alamat Lokasi Kota/Kab. Balikpapan
Proyek *

Provinsi Kalimantan Timur

KodePos -

Telp. (0542) 7204425

Fax. (0542) 7204425

4. Penanggung jawab 
di lokasi proyek

Nama
Hp
E-mail
Fax.

•
••
:

M. Rohmad 
087886734212
info@bomeo-ega mekinka .co. id

H. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

:
No : 9120103111253 
Tanggal: 15 Januari 2019

2. Nomor Izin Industri
: No :775/l/IU/PMA/2016 

Tanggal: 21 Juni 2016

3.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

N o: 9120103111253 
Tanggal: 15 Januari 2019



5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

•
a. Izin Mendirikan Bangunan : 000843/DPKP/BU/BA 

2 Juni 2003 oleh Dinas Penataan Kota dan 
Permukiman Kota Balikpapan

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :
d. Lain-lain: Izin Lingkungan

660/061.BLH/UKL-UPL/2016 pada tanggal 23 Mei 
2016.

Pemenuhan Komitmen 
atas Izin

• a. Standar:
b. Sertifikasi:

6. c  Ucensi:

Komersial/Operasional d. Pendaftaran Barang:

ni. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Indra International Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha 
Industri ban iuar dan ban dalam, Industri Vulkanisir ban, dan Perdagangan besar 
Suku Cadang dan Aksesori Mobil beralamat ]l. Soekamo Hatta Km 7 No. 62 RT. 37 
dengan dengan luas area sebesar 1.080,00 M2.

b) PT. 13 memiliki Rencana Investasi Rp 25.363.900.000 dengan realisasi investasi 
sebesar Rp 12.758.193.715.
-  Akdvitas bidang usaha Vulkanisir Ban (22112) memiliki kapasitas 2.741 Pcs dan 

Perdagangan besar suku cadang dan Aksesori Mobil (45301) berkapasitas 1.893 
Pcs.

-  Dengan kapasitas tersebut, sepanjang Tahun 2020-Bulan Oktober 2021 
perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 14.986.900.000.

-  Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan terutama di 
bidang usaha vulkanisir ban dan pengurangan tenaga kerja sebanyak kurang 
lebih 8 orang dari total awal sebanyak 40 orang, sehingga jumlah tenaga kerja 
yang bekerja di PT. 13 saat ini sebanyak 32 orang dengan tenaga kerja laki-laki 
sebanyak 28 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 4 orang.

c) PT. 13 telah menyampaikan LKPM di Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2021 pada 
tahap produksi, status disetujui dengan total tambahan realisasi sebesar Rp 
476.903.648.300 dari bidang usaha Vulkanisir ban dan Perdagangan besar Suku 
Cadang dan Aksesori Mobil. Namun penyampaian LKPM di TW-1II Tahun 2021 
tidak dilakukan oleh PT.13 karena petugas pengisian LKPM telah resign (keluar) 
sejak bulan juni 2021 dan saat ini diupayakan untuk mencari pengganti pengelola 
LKPM tersebut

d) Disarankan kepada perusahaan agar terus melaksanakan kewajiban penyampaian 
LKPM supaya terhindar dari sanksi yang ditetapkan dari Kementerian 
Investasi/BKPM. jika mengalami permasalahan maupun kendala terkait OSS 
maupun LKPM, bisa menghubungi DPMPT Kota Balikpapan maupun DPMPTSP 
Provinsi Kaltim



Mengetahui Pemeriksa, T a n d a  T a o g a n

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

D A W  U-- Vbcvk-l n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : AhI i
Jabatan : ^

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : D 
Jabatan :

3. Wakil Instansi 
Nama :
Jabatan: J * k t ^

4. Wakil Instansi M n p M P /K o ta ..^ .f.* .^p ^AM
Nama : Pe&k«

Jabatan :k* ,.-D,Ufc P*---------

t



A \
Pada hari ini, tanggai buian tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dan 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA balk dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITAAGARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor : .......-  1 /BAP/ B/J0F/ 2021

1. Nama Perusahaan i :
1 PT. Aerofood Indonesia

2. Bidang Usaha ; : penyediaan makanan lainnya

Jl. Jl. Tol Prof. Sedyatmo No. 1023

RT/RW 001/010

Desa/Kel. Pajang Benda

Kec.

3.

|
Alamat Lokasi 
Proyek

i

Kota/Kab.

Provinsi

Tangerang 

Jawa Barat

iii Kode Pos : 15137
i

Telp. • 021-231-002

______________  ... i

Fax. -

4.
Penanggung jawab i 
di lokasi proyek

Nama
Hp
E-mail
Fax.

:
•

Freltyka
087838146000

H. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

•
No: 8120001852138 
Tanggai: 23 Agustus 2018

2. Nomor Izin Usaha : No:
Tanggai:

3.
Nomor Izin
Komersial/Operaslonal

• No:
Tanggai:



4. Nomor Fasi litas 
PenanamanModal

* No:
Tanggal:

.
a. Izin Mendirikan Bangunan : 001743/BPID/IMB/BS/SP 

tanggal 06 November 2008
b. Izin Lokasi:
c AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

d.

660/110.a/BLH/IL/I/2013 
Izin Ungkungan Atas Catering PT. Aerofood 
Indonesia Oleh PT. Aerofood Indonesia di Jl. Marsma 
R. Iswahyudi RT.80 No. 38. Kelurahan Seplnggan, 
Kec. Balikpapan Selatan pada tanggal 8 Januari 
2013.
Lain-lain:

a. Standar: 9CEP.DBSH.13/ADM.02/XII/2016 
Tanggal 25 November 2021 
untuk KBU/Bidang Usaha Izin Operasi Kegiatan Jasa 
Terkait Bandar Udara.
KP/112/XI/2016
Tanggal 18 November 2021
Sertifikat Standar untuk KBU/Bidang Usaha Izin

Pemenuhan Komitmen Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara Bidang
6. atas Izin Jasa Pelayanan Katering Pesawat Udara

Komersial/Operasional
b. Sertiffkasi:

c. Lioensi:

d. Pendaftaran Barang:

•

in. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Aerofood Indonesia adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN)

b) PT. ACS berdiri sejak tanggal 7 Desember 1982 dengan nam^ PT. Aero Garuda Dairy 
Farm, akta pendirian No. C2-2878 oleh Notaris M.S. Tadjdedln,. berkedudukan di 
Jakarta.

c) Melakukan penggantian nama menjadi PT. Aerofood Indonesia pada tanggal 22 
September 2011 melalui Akta Pemyataan keputusan Sirkuler para Pemegang 
Saham Sebagai Pcngganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 
dlsahkan oleh Notaris Rismalena Kasri, SH.

d) Rencana lnvestasi perusahaan sebesar Rp 68.165.380.036 dengan realisasi 
investasi tahun 2021 sebesar Rp 2.174.717.000',-.

e) Perusahaan memiliki total iuas lahan 24.154 M2.

f) Tenaga kerja yang ada di ACS Balikpapan sebanyak 100 orang.

g) Kewajlban penyampaian LKPM telah diketahui oleh perusahaan dan penyampaian 
LKPM pada TW-li Tahun 2021 Tahap Produksi berstatus disetujul.

h) Penyampaian LKPM oleh PT. ACS tidak dilakukan secara teratur dan penyampaian
LKPM TW-lIi Tahun 2021 tidak dilakukan. _____  ___________________



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanoan

Pimpinan/Penanggung 1. Koordinator
jawab Perusahaan DPMPTSP Prov. Kaitim

Nama : l r .  f t w * 1'**, h* $»

r i n  a

Jabatan : ^

2. DPMPTSP Prov. Kaitim
Nama : UdaU Tutn 4nawlct
Jabatan : fctauwuA

Lajetk-
3. DPMPTSP Prov. Kaitim 

Nama :
Jabatan :



A-

n
Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baik daiam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BgsnAACARA PEHER^AAN (BAP)
Nomor: .......- 1  /BAP/ B/ W  /  2021

1 . Nama Perusahaan PT. Trillnk Indonesia

2 . Bidang Usaha

Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Daiam 
Negeri, Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, 
dan Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Gas Alam

J l .  ! : Jl. Kebon Sirih Kav. 75

RT/RW

Desa/Kel. j : Kebon Sirih

Kec. j : Menteng

3. Alamat l_okasi 
Proyek *

Kota/Kab. : : 

Provinsi - :

Adm. Jakarta Pusat 

DKI Jakarta

Kode Pos : -

Telp. 1 :

i

•

Fax. ! : -

4.
Penanggung jawab 
di iokasi proyek

:

Nama j : 

Hp : :  

E-mail : 

Fax. i :

Manager Tri Link Indonesia 
081398346140

___ _____________________ !------------------------------------------------------

H. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

•
No : 8120115020491 
Tanggal: 9 Oktober 2018

2. Nomor Izin Usaha • No:
Tanggal:

3.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No:
Tanggal:



4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No:
Tanggal:

5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

:
a. Izin Mendirikan Bangunan :
b. Izin Lokasi :
c  AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : Lain-lain:

6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:
b. Sertiflkasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Tri Link Indonesia adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing 
(PMA).

b) Rencana Investasi PT. TLI sebesar Rp 24.107.162.042,00 dengan realisasi investasi 
sebesar 12.350.349.034,00.

c) Jumlah tenaga kerja sebanyak 392 orang yang terdiri dari tenaga kerja laki-laki 
sebanyak 360 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 32 orang.

d) Penyampaian LKPM terakhir dllakukan PT. TLI di TW-I1I Tahun 2021 pada Tahap 
Konstruksi untuk KBLI Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam 
Negeri dengan status disetujui.

e) Namun untuk dua KBLI lainnya berstatus perlu perbaikan, namun tidak diperbaiki 
oleh petugas penanggung jawab LKPM online PT. TLI sampai batas waktu perbaikan 
berakhir.

f) Pemahaman terhadap tujuan dan pengisian LKPM online serta tidak responslfnya 
petugas pengisian LKPM online PT. TLI dalam menanggapi catatan perbaikan dari 
verifikator Kementerian Investasi/BKPM-RI menjadi kendala untuk melakukan 
perbaikan LKPM sampai berstatus disetujui, sehingga catatan perbaikan dari 
Verifikator Kementerian investasi/BKPM-RI perlu merijadi evaluasi sebelum 
periode penyampaian LKPM TW-IV Tahun 2021 yang diiakukan pada periode 
tanggal 1-10 januari 2021.

g) Atas Permasalahan tersebut, disampaikan kepada perusahaan, jika mengalami 
permasalahan maupun kendala terutama penyampaian LKPM, bisa menghubungi 
DPMPT Kota Balikpapan maupun DPMPTSP Provinsi Kaltim.



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Taman

Pimpinan/Penanggung 1. 
jawao Kerusanaan

& 2 .

3.

Koordinator 
DPMPTSh prov. Kamm 
Nama : (V i; Us*
Jabatan : ^  < U  <MAU>;

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Mama : putK Awandta
Jabatan ; PuoMtoc*

DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : U*3**̂-»
.labatan:



*v>n \

Pada hari ini, ..?$}!.%.......  tanggal bulan..^f?.fr...... tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi;

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor: ....... -  1/BAP/B/IV/ 2021

1. Nama Perusahaan ; Pf- 1

2. Bidang Usaha ;

3. Alamat Lokasi 
Proyek

:

31
RT/RW
Desa/Kel.
Kec.
Keta/Kab. 
Provinsi 
Rode Pos 
Telp.
Fax.

Cm*

Nama

4. Penanggung jawab Hp ;
di lokasi proyek E-mail

Fax.

H. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

• -

2.
Nomor Induk 
Berusaha

• -

3. Nomor Izin Usaha N o:
Tanggal:

Nomor Izin
; N o :

4.
Komersial/Operasional

Tanggal:

5.
Nomor Fasilitas

;
No :

PenanamanModal Tanggal:



6. Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

•

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang:

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

~ CUtUit n w ff*  Uc^M. Ail f t  U ^ U A aL  b p

U c|?m  I*7**

- | ( ^
W '  W *YK



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanqan

Pimpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

Koordinator 
DPMPT5P Prov. Kaltim 
Nama : Afor  
Jabatan:

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : K tW -rt-
Jabatan :

Wakil Instansi Kabupaten/Kota....jfa*^***>: 
Nama : .
Jabatan : ^  Pm

Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



BEBITA ACARA PEMBUKSAAN (BAP)
Nomor: ....... -  1/BAP/B/in/ 2021

Pada hail Ini, .....................  tanogal .........  buian.................. tahun 2021, yano bertanda
tangan di bawah ini, wakH-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan teiah 
mefakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN bark dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

1. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan • ft*

2. Bkteng Usaha •
• ^  yk+r

3. Alamat Lokasi 
Proyek

9
9

JL
RT/RW
Desa/Kd
Kec.
Kaa/Kab.
Provinsi
KodePos
Tdp.
Fax.

4. Penanggung jawab a
Nama
Hp

di lokasi proyek • E-mail
Fax.

n . PERIZINAN DAN/ATAU NONPBUZINAN YANG M0OADI OBYBC PEMANTAUAN 
(cHamphtan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

:

2.
Nomor Induk 
Berusaha

•
9 l t o 4 o t «  2 0 ^

3. Nomor Izln Usaha

a•
No:
Tanggai:

4. Nomor Izin 
Komersial/Operasional

•m No:
Tanggai:

c Nomor Fasffitas
•a No:3a PenanamanModal Tanggai:



Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

••
a. Lein Mendlrikan Bangunan:

b. Izin Lokasi:

6. c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL:

d. Lain-lain:

Pemenuhan Komitmen

• a. Standar:
................. .

b. Sertifikasi:

7. atas Izin
Komersial/OperastonaJ

c  Ucensi:

d. Pendaftaran Barang:

m . HASH. PEMERDCSAAN DI LAPANGAN



Mengetahui Pemeriksa,

Pfmpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

. Koortfinator 
DPHPTSP Prov. KaWm 
Nama : ^  KM jfe****
Jabatan: fb**M *n 4m m im «c

- DPMPTSPProv. Kattim 
Nama :
jabatan: /Kf

i. DPMPTSP Prov. Kaffim 
Nama
Jabatan: A4*  W

f. waMi Instanst K^RipatBVKota.......... .
Nama :
Jabatan:

i. WaWI Instansi Kabupaten/Kota. 
Nama :
Jabatan:



p9ci3 Hdri ini, ••*«•«•••••••••#•••• tanggal butan.................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah Ini, wakil-waldl dari instant pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
meiakukan pemantauan iapangan pada perusahaan PMA/PMDN balk dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

> O’-'b k '
-MMTAAGftRAPgIHUKSAAN (BAP)

Nomor : ....... -  1/BAP/B/IV/ 2021

.1 . Nama Perusahaan • o * \

2. Bidang Usaha •
«

t 7 & Z Z
feetor toX** ^ak>r ? 
JU* froJkA* /

JL
RT/RW
Desa/Kcl.

3. Alamat Lokasi 
Proyek

■
•

Kec.
Kota/Kab.
Provinsi
KodePos
Tclp.
Fax.

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek

•
•

Nama : 
Hp : 
E-mail
Fax. :

H. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERI23NAN YANG MBUADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

•

2. Nomor Induk 
Berusaha

•
• < 3 llto lo

3. Nomor Izin Usaha

•
•

N o:
Tanggal:

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasfonal

t N o:
Tanggal:

5. Nomor Fasi litas 
PenanamanModal

t
N o:
Tanggal:



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a. Izin Mendlrikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c  AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Laln-laln:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi: 

c  LicensJ:
• • ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a * * * *

d. Pendaftaran Barang:

m . HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

\jb J c  ^UnnX  ̂ UtfM * Ha l



r

Mengetahui Pemeriksa,

Pimpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

pt.dî mitrâ  il
1NDUSTRfyWfiP ™EL AGENT

t o H W h i mu

2.

(Coordinator
DPMPTSP Prov. Kaltim , .. 
Nama M *
Jabatan: UK

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : M 4  *****  
Jabatan :M*fr

A4mmiih-aivi
3. DPMPTSP Prov. Kaltim 

Nama : $0**0 
Jabatan:

4. Waldl Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan:

5. Waldl Instansi Kabupaten/Kota. 
Nama :
Jabatan:

/

Tanda Tanqan

... ...... .



c ̂ ' V  ' uuTfr-v

Nomor: ....... -  1/BAP/B/D3/ 2021

Pada haii ini, ......................tanggai ...........  buian.................. tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakii-waW! dari instant pemerintah (ten wakfl dan perusahaan teteh 
mefaicukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baft dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

1. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan ; PT • G f*

2. Bldang Usaha ••

3. Atemat Lokasi 
Proyek

••

JL
RT/RW
Desa/KeL
Kcc. : Muor*
Kota/Kab. : ttfe . Yu**
Provinsi
KodePos
Tdp.
Fax.

Nama
4 Penanggung jawab Hp :

di lokasi proyek * E-mail
Fax.

IL PERIZINAN DAN/ATAU NONPERdNAN YANG MENJADI OBYBC PB1ANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

•
•

2. Nomor Induk 
Berusaha

•
• f l l i o l o 8 - ? M 3 9 2

3. Nomor Izin Usaha No:
Tanggai:

4. Nomor Izin
Komersial/Operasional

•
• No:

Tanggai;

5. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

•
•

No:
Tanggai:



6. Pemenuhan Komttmen 
atas Izin Usaha

•
•

a. Izin Mentflrikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

a  AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-Jain:

7.
Pemenuhan Komftmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

• a .  Standar:
• ■ • • • M a * M a a a M a « M « « M a a a « p a a M a a a a a a a M « * a a M a a a a a a M a a p « « « « a f * « a a a a a a

b. Sertifikasi: 

c  Licensa:

6. Pendaftaran Barang:

m. HASH PEMERBCSAAN 01 LAPANGAN

|Im m »  \A rf. tyg U O  Oovtj
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Mengetahui Pemeriksa, TandaTaroan

1. KoordJnator 
DPMPTSP Prw. Kaitim 
Nama :* •* * *
Jabatan: to* <*■*

2. DPMPTSP Prov. KaKJm 
Nama :Wtak ***
Jabatan: *** ^

3.

4.

5.

DPMPTSP Prov. KaWm 
Nama Ay ir* pbicuV*
Jabatan: *  j

w att instanst KabupaoeWKota.... 
Nama :
Jabatan:

Watt Instansi KabupaterVKota.... 
Nama :
Jabatan:



bertta

Nomor : .......-  1 /BAP/ B/ VII /  2021

Vt

Pada hari Ini, Kamls tanggai 14 buian Juli tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, 
wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan 
lapangan pada perusahaan PMA baik da lam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan ; PT. Davco Sendawar Industri

2. Bidang Usaha : Industri Karet Remah

Jl. Kampung Mencimai

RT/RW 01

Desa/Kel. -

Kec. Barong Tongkok

3.
Ala mat Lokasi 
Proyek

:
Kota/Kab.

Provinsi

Kutai Barat 

Kaltim

Kode Pos -

Telp. -

Fax. -

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek :

Nama
Hp
E-mail
Fax.

Amerigon Barahama 
08125510055

:

n. PERIZINAN DAN/ATAU NON PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Induk 
Berusaha

No: 9120008541459 
Tanggai: 15 Mei 2019

2. Nomor Izin Usaha • No: 9120008541459 
Tanggai: 15 Mei 2019

3.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

No : 9120008541459 
Tanggai: 15 Mei 2019

4. Nomor Fasilitas No:
PenanamanModal Tanggai:



5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

a.

b.
c.
d.

Izin Mendirikan Bangunan :503/321/BP2T-HJ/V/2011 
Tanggal 12 Mei 2011
Izin Lokasi:9120008541459 Tanggal 15 Mei 2019 
AMDAL/UKL dan UPL, SPPL 
Lain-lain: Kelayakan Lingkungan Keglatan Pabrik 
Pengolahan Karet Alam A/N PT. Davco Sendawar Industri 
660.5/001/Korndal-KBT/m/2009Tanggal: 4 Maret 2009 
oleh Badan Lingkungan Hidup Pemkab. Kutai Barat

# a. Standar:
b. Sertifikasi:

6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin c. Licensi:

Komersial/Operasional
d. Pendaftaran Barang:

m . HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1) PT. Davco Sendawar Industri adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing 

(PMA).

2) Luas lahan PT. Davco Sendawar Industri seluas 5 Hektar dengan luas bangunan 

pabrlk beserta kantomya seluas 4.181,54 M2.

3) Rencana investasi perusahaan yang tercantum di OSS sebesar Rp 10.000.000.000 

dan telah tereaiisasikan sampai Tahun 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. Perusahaan 

saat ini mempekerjakan tenaga kerja Lokal sebanyak 39 orang dan 3 orang 

berstatus tenaga kerja asing (TKA).

4) Kapasitas produksi PT. Davco Sendawar Industri sebesar 900 ton/bulan, namun saat 

ini kapasitas produksi perusahaan baru mencapai 200- 300 Ton/bulan dengan hasil 

produksi berupa Sirto dan Sirzo. Ketersedlaan bahan baku dari petani karet se tern pat 

yang belum memenuhi persyaratan perusahaan mengakibatkan belum terpenuhinya 

kapasitas produksi tersebut secara maksimal.

5) Pemasaran hasil produksi perusahaan untuk saat ini dikirim ke Surabaya dan 

Tangerang Selatan dalam bentuk barang setengah jadi. Pada Tahun 2011, 

perusahaan pemah meiakukan keglatan ekspor sebanyak 15 kontalner ke Malaysia. 

Prospek penjajakan kerjasama pemah dicoba oleh perusahaan, terutama dengan 

Michelin dan Gajah Tunggal. Namun karena permintaan calon partner kerjasama 

tersebut sangat tinggi (produksi barang setengah jadi hlngga 500 ton), membuat 

perusahaan tidak jadi meiakukan perjanjian kerjasama (Memorandum of 
Understanding/Mou).



6) Sejak perusahaan berdiri, perusahaan belum pemah menyampaikan Laporan 

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan bekim melakukan pemenuhan komitmen 

terhadap Izin Usaha Industri di Online Single Submission (OSS). Diharapkan 

perusahaan untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban tersebut agar tertiindar 

dari sanksi teguran dari BKPM-RI untuk penyampaian LKPM dan segera melakukan 

pemenuhan komitmen di OSS sebelum implementasi OSS-RBA diberlakukan pada 

bulan Juli ini, sehingga pada saat pengurusan izin lanjutan tidak terhambat.

7) Periu adanya fasiiitasi antara petani dengan instansi teknis terutama penyediaan 

bahan baku karet yang harus memenuhi standar perusahaan agar perusahaan tidak 

mengalami kesulitan daiam mencari bahan baku karet. Edukasi maupun sosialisasi 

kepada petani karet periu dilakukan agar standar kualitas karet yang dihasilkan 

memenuhi persyaratan dari perusahaan.

8) Selain itu periu adanya Matchmaking antara perusahaan dengan kelompok petani 

karet yang ada di Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten 

Kutai Kartanegara melalui ruang Virtual Meeting dengan sistem Business to Business 
(B To B) dengan ikatan perjanjian kerjasama berbentuk Nota Kesepakatan

(Memorandum of Agreement).



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanqan

Pimpinan/Penanggung 1 
Jawab Perusahaan

3

4

5

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : , S • St p.y /*>.!<•
J a b a t a n : ^  ^ pT5|> r  r>W ,Sl-

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :) h (W;
Jabatan : p ,f . ^

DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama
Jabatan :

Wakil Instansi Kabupaten/Kota.^.^.? 
Nama : CWIfl Ŵ r/G
Jabatan : U/ftf Pfs/U^UH* \^}A

Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



'■•V 1 C* ^

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP1 
Nomor: ....... -  1/BAP/B/V/ 2021

Pada hari Ini, ......................  tanggal .......... bulan...................tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-waldl dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
meiakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN baik dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

V

1. Nama Perusahaan : fr. U**-*nfc* Mwtwe

2. Bidang Usaha •

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

:

JL
RT/RW
Desa/Kei.
Kec.
Kota/Kab. 
Provinsi 
Kode Pos 
Telp.
Fax.

fc h '^ g i  Uj\ K 

M juK

Nama

4.
Penanggung jawab Hp : o« u So S71$

di lokasi proyek E-mail
Fax.

: a3''*9 • P*b*r*©s**ai(- Caw
m

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

•

2.
Nomor Induk 
Berusaha

• O l i o a c  58 X 1(1%
u XoK>.

3. Nomor Izin Usaha
N o :' 
T a r s a l :

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No:
Tanggal:

5.
Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

•

No:
Tanggal:



a. Izin Mendlrikan Bangunan :

Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

b. Izin Lokasi:

6. c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

j a. Standar:

Pemenuhan Komitmen
b. Serdflkasi:

7. atas Izin
Komersial/Operasional

c. Ucensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

•7 VoMa DqLO teSM to*Cty\p*r4 perut*V*»«

fciyjVKVj ^ ca>W>*n <*99*^1  A tta r  f ^ J c ro o ^

I ^ uHiSaa fn ta r*  Aow'Or !?■

-W^0<* \ ^3 0  McrW\'$ » -f-H * M-Vcy*

0  VMh *C- to 'W  V«W ^r

l^ f M  -W u ^ x .^ o i ' I , ^ 2 *  «-^V u\ ^O V Z PT* v****jV\.ev«t>k-*'
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Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanqan

Pimpinan/Penanggung 1. 
Jawab Perusahaan

3.

Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaitim 
Nama :
Jabatan :

DPMPTSP Prov. Kaitim 
Nama :
Jabatan :feULs AUn

DPMPTSP Prov. Kaitim 
Nama :
Jabatan : Peuu.s/u^

4. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama ;
Jabatan . .

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota............
Nama :
Jabatan :



BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) 
Nomor : .......-  1 /BAP/ B/V/ 2021

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baik daiam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
I. KETERANQAN PERUSAHAAN _________________________________

1. Nama Perusahaan : PT. Multi Harapan Utama

2. Bidartg Usaha • Pertambangan Batu Bara

Jl.

RT/RW

Desa/Kel. Loa Kulu

Kec Tenggarong

3. Alamat Lokasi 
Proyek •

Kota/Kab.

Proving

Kutai Kartanegara

Kode Pos -

Telp.

Fax. -

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek

Nama
Hp
E-mail
Fax.

Andri
081251140845

n. PERI2INAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

No : 8120211032239
1. Nomor Induk ; Tanggal: 23 Oktober 2018

Berusaha Perubahan Ke-2 tanggal 17 Februari 2021

2. Nomor Izin Usaha
No:
Tanggal:

3.
Nomor Izin
Komersial/Operaslonal

* No:
Tanggal:



4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No:
Tanggal:

5. Pemenuhan Komltmen 
atas Izin Usaha

:
a.
b.
c.
d.

Izin Mendirikan Bangunan : 
Izin Lokasi:
AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : 
Lain-lain:

Pemenuhan Komltmen 
atas Izin

• a.
b.

Standar: 
Sertiflkasi:

6. c. Licensi:

Komersial/Operasional
d. Pendaftaran Barang:

in. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Multi Harapan Utama (MHU) adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN.

b) Perusahaan merupakan kontraktor pertambangan batubara yang ditunjuk oleh 
Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Wilayah PKP2B dengan luas areal ± 
39.971,79 ha berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 086.Ji/292/U/86 tertanggal 31 
Desember 1986.

c) Perjanjian ini merupakan PKP2B Generasi 1. Perusahaan memulai eksplorasi 
pertama pada tahun 1987, diikuti tahap produksi pada tahun 1992. Perusahaan 
telah menandatangani amandemen PKP2B pada April tahun 2017 dan berakhir 
pada tanggal 1 April 2022. Saat ini perusahaan sedang mengajukan perpanjangan 
kontrak dengan berubah menjadi status kontraknya menjadi Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (1UPK) melalui Surat Presiden Direktur perusahaan nomor 
262/OL/MHU-BOD/V1/2020 tanggal 29 Juni 2020.

d) Rencana Investasi perusahaan sebesar Rp. 6.36.894.092.836,00 dengan nilai 
realisasi investasi sebesar Rp. 6.083.857.910.006,00. Kapasitas produksi batubara 
sebesar 23.000.000 Metrik Ton (M/T) dari luas lahan sebesar 39,972 Ha dengan 
hasil produksinya dijual ke negeri India, China, Thailand, Bangladesh, Vietnam, 
Malaysia, Pakistan, Korea, Myanmar, Filipina dengan nilai ekspor sebesar $ 
503.277.190 atau Rp 7.247.191536.000 (Kurs Dollar= Rp. 14.400). Total jumlah 
tenaga kerja di perusahaan sebanyak 6.036 orang dengan rincian tenaga kerja 
perusahaan sebanyak 288 orang dan tenaga kerja di Sub Kontraktornya sebanyak 
5.748 orang.

e) Penyampaian LKPM yang disampaikan perusahaan telah disampaikan di Triwulan- 
1 Tahun 2021 berstatus disetujui dengan penambahan nilai realisasi sebesar 
114.000.000,00 untuk pembangunan Fuel station Loa Kulu Coal Terminal dengan 
penambahan tenaga kerja sebanyak 8 orang. Namun di Tahun 2020, perusahaan 
tidak melakukan perbalkan LKPM di TW-1II Tahun 2020 sampai tenggat waktu 
perbaikan habis, sehingga hanya LKPM TW-I, TW-II, dan TW-IV Tahun 2020 yang 
tercatatdi sistem LKPM Online.



f) Alokasi biaya CSR perusahaan sebesar Rp. 10.600.000.000,00 dalam bentuk 
kegiatannya untuk pembangunan Infrastruktur penunjang penlngkatan 
pemberdayaan masyarakat (PPM), pembentukan kelembagaan Komunitas 
masyarakat, dan Iain sebagainya.



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanqan

Pimpinan/Penanggung 1.

4.

Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : P°Vk Uarj.^|-0, STp./K S;
Jabatan klf;,

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama :Sv»-i; ST
Jabatan : pc-ynk w ^

*»n

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : 0»a-*
Jabatan :

Wakil Instansi Kabupaten/te*o 
Nama :
Jabatan : lup-u !o. ^  % ‘\ll/oU^r~

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



BERim.ACARA PEMERIKSAAN (BAP) 
Nomor : .......-  1 /BAP/ B/V/ 2021

Pada hari ini, tanggai bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baik dalam tahap pembangunan maupun tahap produksi:
I. KETERANQAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. Multi Harapan Utama

2. Bidang Usaha : Pertambangan Batu Bara

Jl.

RT/RW

Desa/Kel. Loa Kulu

Kec Tenggarong

3. Alamat Lokasi 
Proyek

Kota/Kab.

Proving

Kutai Kartanegara

Kode Pos -

Telp.

Fax. -

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek *•

Nama
HP
E-mail
Fax.

Andri
081251140845

n. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

No : 8120211032239
1. Nomor Induk : Tanggai: 23 Oktober 2018

Berusaha Perubahan Ke-2 tanggai 17 Februari 2021

2. Nomor Izin Usaha
: No :

Tanggai:

3. Nomor Izin
Komersial/Operasicna!

■ No:
Tanggai:



4. Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No:
Tanggai:

5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

:
a. Izin Mendirikan Bangunan :
b. Izin Lokasi:
c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :
d. Lain-lain:

Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

• a. Standar:
b. Sertifikasi:

6. c. Licensi:

d. Pendaftaran Barang:

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) PT. Multi Harapan Utama (MHU) adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal 
Dalam Negeri [PMDN.

b) Perusahaan merupakan kontraktor pertambangan batubara yang ditunjuk oleh 
Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Wilayah PKP2B dengan luas areal ± 
39.971,79 ha berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 086.Ji/292/U/86 tertanggal 31 
Desember 1986.

c) Perjanjian ini merupakan PKP2B Generasi 1. Perusahaan memulai eksplorasi 
pertama pada tahun 1987, diikuti tahap produksi pada tahun 1992. Perusahaan 
telah menandatangani amandemen PKP2B pada April tahun 2017 dan berakhir 
pada tanggai 1 April 2022. Saat ini perusahaan sedang mengajukan perpanjangan 
kontrak dengan berubah menjadi status kontraknya menjadi Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (IUPK) melalui Surat Presiden Direktur perusahaan nomor 
262/OL/MHU-BOD/VI/2020 tanggai 29 Juni 2020.

d) Rencana Investasi perusahaan sebesar Rp. 6.36.894.092.836,00 dengan nilai 
realisasi investasi sebesar Rp. 6.083.857.910.006,00. Kapasitas produksi batubara 
sebesar 23.000.000 Metrik Ton (M/T) dari luas lahan sebesar 39,972 Ha dengan 
hasil produksinya dijual ke negeri India, China, Thailand, Bangladesh, Vietnam, 
Malaysia, Pakistan, Korea, Myanmar, Filipina dengan nilai ekspor sebesar $ 
503.277.190 atau Rp 7.247.191.536.000 (Kurs Dollar* Rp. 14.400). Total jumlah 
tenaga kerja di perusahaan sebanyak 6.036 orang dengan rindan tenaga kerja 
perusahaan sebanyak 288 orang dan tenaga kerja di Sub Kontraktornya sebanyak 
5.748 orang.

e) Penyampaian LKPM yang disampaikan perusahaan telah disampaikan di Triwulan- 
I Tahun 2021 berstatus disetujui dengan penambahan nilai realisasi sebesar 
114.000.000,00 untuk pembangunan Fuel station Loa Kulu Coal Terminal dengan 
penambahan tenaga kerja sebanyak 8 orang. Namun di Tahun 2020, perusahaan 
tidak melakukan perbaikan LKPM di TW-III Tahun 2020 sampai tenggat waktu 
perbaikan habis, sehingga hanya LKPM TW-l, TW-II, dan TW-IV Tahun 2020 yang 
tercatat di sistem LKPM Online.



f) Alokasi biaya CSR perusahaan sebesar Rp. 10.600.000.000,00 dalam bentuk 
kegiatannya untuk pembangunan infrastruktur penunjang penlngkatan 
pemberdayaan masyarakat (PPM), pembentukan kelembagaan Komunitas 
masyarakat, dan Iain sebagainya.



Mengetahui Pemeriksa, Tanda langan

Pimpinan/Penanggung 1.

4.

Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : Ucrj^.f0( STpv h- S.
Jabatan p r , „  k

IK
DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : Sv*-,; ST
Jabatan : k t . ,1

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : Q,-^ la6c
Jabatan

***->

Wakil Instansi Kabupaten/K?*a ryA>i 
Nama :
Jabatan : k ^ -u  ^

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



B^RTTA AQARA PEMEMKSMN (BAB 
Nomor: ....... -  1/BAP/B/VI/ 2021

Pada hari Ini, ......................  tanggal .......... buian...................tahun 2021, yang bertanda
tangan d) bawah ini, wakii-wakii dari instansi pemerintah dan wakii dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN balk daiam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

p C r W J V ''i

1. Nama Perusahaan Vl* .W att ?0

2. Bidang Usaha •
Perfceba***) VuoW XocoU

3.
Ala mat Lokasi 
Proyek

:

Jl.
RT/RW
Desa/Kel.
Kec.
Kota/Kab.
Provinsi
KodePos
Tclp.
Fax.

Nama :

4 Penanggung jawab Hp
di lokasi proyek * E-mail :

Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

:

2.
Nomor Induk 
Berusaha

• 9 i XOO « |

3. Nomor Izin Usaha

•

N o r  
Tanggal:

4.
Nomor Izin
Komersidl/Operasional

• N o :
Tanggal:

5.
Nomor Fasilttas • N o :
PenanamanModal Tanggal:



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

•

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasionai

a. Standar:

b. Sertifikasi: 

c  Ucensi:

d. Pendaftaran Barang :

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

O  PT* r*NUtvv\lVci W  Oxf£x\ JeWs^f i2 '^ 8 3

*UJC\\C

O  pT- W :U <r r

nitow 3o-99».



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanqan

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

1. Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaitim 
Nama : lr.
Jabatan: ^

2. DPMPTSP Prov. Kaitim 
Nama :
Jabatan :

3. DPMPTSP Prov. Kalbm 
Nama :
Jabatan : Vo>o^

4. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



1 ’.'".A  ‘  ’

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor:.......- 1  /BAP/ B/V/ 2021

Pada hari ini, tanggai bulan tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari 
instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah melakukan pemantauan lapangan pada 
perusahaan PMA baik da lam tahap pembangunan maupun tahap produksi :
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.
--------------------------1— |
Nama Perusahaan 1 : PT. Tanlto Harum

2. Bidang Usaha : Pertambangan Batu Bara

Jl. : 

RT/RW : 

Desa/Kel. : Desa Senoni

Kec. ; : Sebulu

3. Alamat Lokasi 
Proyek

Kota/Kab. : 

Provinsi :

Kukar

Provinsi Kaitim

Kode Pos -

Telp. : -

>
Fax. : -

4.

j

Penanggung jawab ; 
di lokasi proyek

Nama : 
Hp 1 : 
E-mail : : 
Fax. i :

Cecep
082153466289

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

No : 8120104852179
1. Nomor Induk : Tanggai: 27 Agustus 2018

Berusaha Perubahan Ke-3: tanggai 25 November 2020

2. Nomor Izin Usaha • No :
Tanggai:

3.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No:
Tanggai:



4.
Nomor Fasilitas 
PenanamanModal

• No:
Tanggai:

5.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

:

a. Izin Mendirikan Bangunan :
b. Izin Lokasi :
c  AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : 
d. Lain-lain:

Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

• a. Standar:
b. Sertifikasi:

6.
c. Llcensi:

d. Pendaftaran Barang:

III. HASH PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

a) Tanito Harum adalah perusahaan berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN),

b) Perusahaan merupakan pemegang ijin PKP2B Generasi I yang ditandatangani tanggai 

30 {anuari 1987 dan mulai tahap beroperasi produksi sejak tanggai 15 januari 1989, 

berakhir pada tanggai 14 lanuari 2019 (masa operasi produksi 30 tahun).

c) Kondisi perusahaan saat ini vakum dikarcnakan masa izin Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan telah berakhir. 

Perusahaan sempat mendapatkan perpanjangan izin hingga 10 tahun ke depan dalam 

bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan revisi keenam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23/2010) yang dikeluarkan oleh 

Kementerian ESDM mcmpertimbangkan saran bcscrta pcndapat dari Direktur 

jenderal Minerba.

d) Perpanjangan tersebut dibatalkan karena Komisi Pcmberantasan Korupsi (KPK) 

menilai revisi ke-6 PP No. 23/2010 tak mengacu pada Undang Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara atau UU Minerba yang mensyaratkan 

perlu ditawarkan terlebih dahuiu lahan konsensi perusahaan yang telah habis ijinnya 

kepada BUMN Tambang dan perpanjangan ijin tersebut setidaknya harus memenuhi 

aspek keuntungan negara dalam bentuk royalty sehingga membuat Menteri ESDM 

yang kala itu dijabat Ignasius Jonan man tak mau membatalkan IUPK untuk 

perusahaan.



e) Akibatnya eks lahan perusahaan saat ini berstatus Quo atau tidak jelas membuat 

hasil produksi perusahaan sebesar ±289.879 Metrik Ton (M/T) pada periode Januari 

April Tahun 2019 menjadi tidak bisa dijual sehingga mengajukan permohonan 

dispensasi Izin penjualan Batubara ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

Kementerian ESDM pada tanggal 30 September tahun 2020 dan dibalas permohonan 

tersebutpada tanggal 2 November Tahun 2020 dimana perusahaan diberi dispensasi, 

namun harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

f) Rencana investasi perusahaan sebesar Rp 180.050.710.853 dengan total produksinya 

sebesar 3 juta Metrik Ton (M/T) beserta jumlah tenaga kerja yang saat ini bekerja di 

perusahaan sebanyak 30 orang di bagian tenaga keamanan, keuangan, dan 

perkapalan Perusahaan sampai TW-i Tahun 2021, belum pernah menyampaikan 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (I.KPM), dan diharapkan perusahaan untuk 

melaksanakan kewajiban penyampaian LKPM agar terhindar dari sanksi teguran.



Mengetahui Pemeriksa, Tanda Tanqan

Pimpinan/Penanggung 1. 
jawab Perusahaan

i  2

l « ^ \  3.

d.

Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : P ^ k  $ .£t J»v  K.S;
Jabatan : f>p*wpTSp frov.v*; (uU;^ "

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : WkW
Jabatan : ] ^ Ui V

DPMPTSP Prov. Kaltim 
Nama : 0 o w
Jabatan :T c ,^

Wakil Instansi Kabupatcn/K^...^.^.!..!^.b^«n' 
Nama
Jabatan : ^ P,u, W:*i ^  <ii Mt-jy

5. Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan:



B^TTA ACARA PEMERIKSAAN (BAP̂
' Nomor: ...... -1  /BAP/B/III/2021

Pada hari in i,...................... tanggal............bulan..................... ta h u n ............ , yang beitanda
tangan di bawah ini, waldl-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN balk daiam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

I jV .V ;

1. Nama Perusahaan PT- f o *

2. Bidang Usaha •
•

(jfiut {)*(*** MgeA

3.
Alamat Lokasi 
Proyek

•
•

31.
RT/RW
Desa/Kel.
Kec.
Kota/Kab.
Provinsi
KodePos
Teip.
Fax.

n .  n o .

t l -

VJtO Wfc*-

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek

•
•

Nama
Hp
E-mail
Fax.

n .  PERI23NAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. Nomor Pendaftaran 
Penanaman Modal

•
•

No:
Tanggal:

2.
Nomor Induk

•

N o: b li.o o tfb 4 b % * X
Berusaha Tanggal: <8 ot**W<

3. Nomor Izin Usaha

•
• No:

Tanggal:

4.
Nomor Izin

•
•

4

No:
Komersial/Operasional Tanggal:

5.
Nomor FasiKtas 
Penanaman Modal

•



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

•

a. Izin Mendlrikan Bangunan:

b. Izin Lokasi:

c  AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. Lain-lain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operaslonai

• a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Ucensi:

d. Pendaftaran Barang:

IIL HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

-  tU + M W  T e ~ , ^  tnJm w m  t<rD ° ‘* " J

-  f&n.i k L ^  W * k "  l* * * -

p x ^ , U i

i»en^v.p<M W >». SM» •» * w « liic .' r *‘rt

H U )



Mengetahui

i "

PimpInartfPenanggung 
Jawab Perusahaan

Pemeriksa,

1. Koordinator 
DPMPTSP Prov. Kaltim
Nama : ** * f* c U ^ l  U iA e
Jabatan : W

2. DPMPTSP Prov. KaWrn
Nama :&n* W ajak  
Jabatan : W  (fcyUU-* QM*

3. Waldl Instansi 
Nama :
Jabatan :

4. Waldl Instansi
Nama : t W y  W l i  #» 
Jabatan: P * 0

Tanfe-Tancep



Pada hari ini, ......................  tanggal .......... bulan................... tahun 2021, yang bertanda
tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan telah 
melakukan pemantauan lapangan pada perusahaan PMA/PMDN balk dalam tahap 
pembangunan maupun tahap produksi:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Nomor : ....... -  1/BAP/B/VI/ 2021

1. Nama Perusahaan PT. KVuSft W aVi

2. Bidang Usaha : \avaVv

3.
Aiamat Lokasi 
Proyek :

Jl.
RT/RW
Dcsa/Kcl.
Kec. : 
Kota/Kab. 
Provinsi 
Kodc Pos 
Telp.
Fax.

4.
Penanggung jawab 
di lokasi proyek *

Nama
Hp
E-mail
Fax.

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PEMANTAUAN 
(dilampirkan)

1. No. pendaftaran 
Penanaman Modal

•

2.
Nomor Induk 
Berusaha

• a t  ^ o io

3. Nomor Izin Usaha
No:
Tanggal:

4.
Nomor Izin
Komersial/Operasional

• No:
Tanggal:

5.
Nomor Fasilltas 
PenanamanModal

• No :
Tanggal:



6.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin Usaha

•

a. Izin Mendirikan Bangunan :

b. Izin Lokasi:

c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :

d. LairHain:

7.
Pemenuhan Komitmen 
atas Izin
Komersial/Operasional

a. Standar:

b. Sertifikasi:

c. Ucensi:

d. Pendaftaran Barang :

m. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

.7p t -  (A\KP W s  O rtftl ^ - 4 9 3 , 9 2  dcrgar^

^AmVj^U T W  Jcic^v^vc Of»^3 .

.) 9^% 4trc»<U*f ^  '  ^ R u n

^0,2,1 ^WiS lo- U>% * l$3  .7 6 )



Mengetahui

Pimpinan/Penanggung 
Jawab Perusahaan

J v

Pemeriksa, Tarawa Tanqap

1. Koordinator
DPMPTSP Prov. Kaitim 
Nama : W. hrdJ 
Jabatan:

2. DPMPTSP Prov. Kaitim
Nama :^*fe**n A^uuxno f.K«4 
Jabatan :

3.

4.

5.

DPMPTSP Prov. Kaitim
Nama : ^  fagat 
Jabatan :

Wakil Instansi Kabupatsn/Kota 
Nama :
Jabatan:

Wakil Instansi Kabupaten/Kota 
Nama :
Jabatan :



LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL

( TELAH ADA IZIN USAHA )

TAHUN : 2019

PERIODE :

Triwulan Pertama (Januari - Maret) 
Triwulan Kedua (April - Juni)
Triwulan Ketiga (Juli - September) 
Triwulan Keempat (Oktober - Desember)

( ) 

( )
( ) 
(V)

I. KETERAN

1. Nama Perusah
2. Nomor Induk

3. Izin U s a h P ^

4. Bidang usah

RUSAHAAN

5. Alamat lokasi proyek

6. Alamat korespondensi 

II. REALISASI INVESTASI

PT. BALI INDAH NUSANTARA 
9120002541993

(78) JASA KETENAGAKERJAAN / Jasa Penyediaan 
Tenaga Kerja : Office Boy/Girl, Receptionist, Pantry, 
Housekeeping, Laundry, Cleaning Service & Gardener 
(Landscaping)

ce PT. PAMAPERSADA NUSANTARA Batu 
ng, Batu kajang Dan Mess PT. SIMS JAYA KALTI 

opang, Batu kajang, Kabupaten Paser, 
an Timur

ALIKPAPAN BARU BLOK F-3, NO. 28

A. Investasi

1. Modal Tetap* : Rp.
*(-

2. Modal Kerja** : Rp.
**(

Jumlah : Rp.

B. Sumber Biaya

1. Modal Sendiri : Rp.
2. Laba ditanam kembali : Rp.
3. Modal Pinjaman : Rp.

Total
0,00 0,00

I. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia
a. Laki - laki
b. Perempuan 

Total

2. Asing

0,00
0,00

0,00

1 Orang
1 Orang
2 Orang 

0 Orang

IV.PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No Jenis Barang/Jasa Satuan Realisasi Produksi Ekspor(%)
1 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja - 46,00 - 0,00



Nilai Ekspordalam US$. 0,00

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan : a. Dipersyaratkan
b. Pola Kemitraan :

PERJANJIAN PELAYANAN JASA HOUSEKEEPING & 
fi^& j^R l^haan  yang bermitra :

c.
PT. PAMAPERSADA NUSANTARA Tbk. & PT. SIMS 
JAYA KALTIM

2. Pelatihan tenaqa kerja : a. Jenis Pelatihan :
b . Dilaksanakan sendiri
c. Jumlah TKI yang dilatih 2 Orang

3. Tanggung ja\ a. null
b. Jenis CSR yang dilakukan : 

.Alokasi biaya CSR Rp. 0,00

4. Kewajiban pengelok a.Tidj& diwajibkan 
Ujpit pengolahan limbah : 
1) limb
!)

Kgas : Tidak Ada
■p a ir : Tidak Ada

: Tidak Ada
ingbn : Tidak Ada
perdatan pengolah limbah beroperasi

5. Lain-lain :

VI.PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

15 Januari 2020

Contact Person :

Nama Jelas : Joharis 
Jabatan 
No Telepon 
Email

Direktur Utarrk 
0811588748 
ptbi_nusantara@gmail.com

mailto:ptbi_nusantara@gmail.com


LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

TAHUN : 2019

PERIODE :
Triwulan Pertama (Januari - Maret) 
Triwulan Kedua (April - Juni)
Triwulan Ketiga (Juli - September) 
Triwulan Keempat (Oktober - Desember)

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan

2. Nomof InSuk Bebnjsaha (NIB)

3. - Aktevendirian 
- NamaWifetr

( ) 

( ) 
( V)  

( )

PT. BAHTERA PASIR MULTI INFRASTRUKTUR 

8120013231128

- Pengesah 
dan HAM

4. Nomor Pokok W

5. Bidang usaha

6. Alamat lokasi proyek

7. Alamat korespondensi

826176182726000

KONSTRUKSI GEDUNG ( Konstruksi Gedung ) 

ra Pasir, , Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 

Mangunkusumo No. 27

PERIZINAN DAN NONPERIZI

1. a. Pendaftaran Penanaman Mo 
b. Izin prinsip penanaman

2. Angka Pengenal Importir Produsen
3. Fasilitas bea masuk atas impor

- barang modal (mesin/ peralatan)
- bahan baku/penolong

4. Fasilitas Fiskal Lainnya
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
6. Izin Lokasi
7. SK Hak Atas Tanah / Sertifikat
8. Izin Mendirikan Bangunan
9. Izin UU Gangguan/HO
10. Izin Teknis lainnya

REALISASI INVESTASI

A. Investasi 
1. Modal Tetap

AN MODAL YANG DIMILIKI

0004803407 Tanggai 30 Agustus 2018

Total

a. Pembelian dan Pematangan Tanah Rp. 0,00 -̂  jm P  1 0 , 0 0

b. Bangunan / Gedung Rp. 0,00 y g  o,oo
c. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang Rp. 0,00 0,00
d. Lain-Lain Rp. 50.000.000,00 50.000.000,00

Sub Jumlah Rp. 50.000.000,00 50.000.000,00

2. Modal Kerja Rp. 250.000.000,00 250.000.000,00

Jumlah Rp. 300.000.000,00 300.000.000,00



Sumber Biaya Tambahan Total

1. Modal Sendiri : Rp. 100.000.000,00 100.000.000,00
2. Laba ditanam kembali : Rp. 200.000.000,00 200.000.000,00

3. Modal Pinjaman : Rp. 0,00 0,00

IV.PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan

1. Indonesia
a. Laki,
b. Pe(

Tot
2. Asing

Tenaga Kerja

1. Indonesia
a. Laki - laki
b. Perempuan 

Total
2. Asing

8 Orang 
2 Orang 

10 Orang 

0 Orang

mtraktor

0 Orang 
0 Orang 
0 Orang 

0 Orang

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAP

Masih menunggu proses IZIN status Caqpr

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

sa Tanjung Aru

12 Nove

Contact Person f 

Nama Jelas
Jabatan 
No Telepon 
Email

Direkt 
082250526295 
bahterapas
com

tur@gmail.



12 April 2021

Contact Person :

Nama Jelas 
Jabatan 
No Telepon 
Email

Dwija Saputra
Staf Document & License
081249864709
dwija. saputra@palmaserasih.co. id

mailto:saputra@palmaserasih.co


REALISASIINVESTASI

A. Investasi

1. Modal Tetap
a. Pembelian dan Pematangan Tanah
b. Bangunan / Gedung
c. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang
d. Lain-Lain

Sub Jumlah
2. Modal Kerja

JumJah

B. Sumb

1. Modal
2. Laba dita
3. Modal Pinjs?

IV.PENGGUNAAN TE

Tambahan

Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 260.000.000,00
Rp. 0,00

Rp-

Rp.

260.000.000,00
0,00

260.000.000,00

Tambahan

0,00
0,00
0,00

Tenaga Kerja Perusah

1. Indonesia
a. Laki - laki
b. Perempuan 

Total

2. Asing

Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor

1. Indonesia
a. Laki - laki
b. Perempuan 

Total

2. Asing

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
LKPM yang Diisi adalah Akumulasi LKPM Tahun 2019

2 Orang
3 Orang 
5 Orang 

0 Orang

Total

0,00
0,00

260.000.000,00
0,00

260.000.000,00
0,00

260.000.000,00

Total

0,00
0,00

0,00

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.



10 April 2021

Contact Person :

NamaJelas : NURHIKMA 
Jabatan : Admin 
No Telepon : 082293907195 
Email : admin-

staff@bagusrizkyabadi.co.id,gunawa



LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL

( TELAH ADA IZIN USAHA )

TAHUN : 2021

PERIODE :

Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ( )
Triwulan Kedua (April - Juni) : (V)
Triwulan Ketiga (Juli - September) : ( )
Triwulan Keempat (Oktober-Desember) : ( )

I. KETERAN

1. Nama
2. NomormauKji s

3. Izin U s a h t ^ “

4. Bidang usah

RUSAHAAN

5. Alamat lokasi pro

6. Alamat korespondens

II. REALISASIINVESTASI
A. Investasi

1. Modal Tetap*

2. Modal Kerja**

Jumlah

B. Sumber Biaya

1. Modal Sendiri
2. Laba ditanam kembali

3. Modal Pinjaman

I. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia
a. Laki - laki
b. Perempuan 

Total
2. Asing

PT. MULTI HARAPAN UTAMA 

8120211032239

(05101) Pertambangan Batu Bara / Izin Settling Pond 
(SP)0
Jl. Yos Sudarso, Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur

Batavia Tower One Lantai 41 Unit 5, Jl. K.H. Mas 
rur No.126

ibahan

IV.PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

0 Orang 
0 Orang 
0 Orang 
0 Orang

Total
114.000. 000.00

0,00

114.000. 00000 

Total

0,00
0,00
0,00

No Jenis Barang/Jasa Satuan Realisasi Produksi Ekspor(%)
1 Batubara - 3.489.979,00 - 96,00

2 Batubara - 0 ,0 0 - 0,00

Nilai Ekspor dalam US$. 226.332.356,00



V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan a. Tidak dipersyaratkan
b. Pola Kemitraan : 

null
c. Nama perusahaan yang bermitra : 

null

2. Pelatihan tenaga kerja

3. Tang osial : a. null

4. Kewajiban pengelolaan

5. Lain-lain

: a. Jenis Pelatihan : 
null

b. Dilaksanakan sendiri
c. Jumlah TKI yang dilatih 0 Orang

b. Jenis CSR yang dilakukan :
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan 

. Kemandirian Ekonomi 

. Sosial dan Budaya
6. Partisipasi Masyarakat Sekitar Tambang
7. Kelembahaan Masuarakan 

angunan Infrastruktur
C. Alokasi biaya CSR Rp. 14.520.602.000,00

...jSMT
: a.Tidakj 

b. Unit
1) limfja
2) limb
3) limbah
4) kebisinga

c. Kondisi peralatan

null

bah beroperasi

VI.PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

9 Juli 2021

Contact Person :
Nama Jelas 
Jabatan 
No Telepon 
Email

Muhammad Fahmi Irsan 
Government Relation 
08118111925
fahmi.irsan@mhucoal.co.id,fuad@m
hucoal.co.id



LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL

( TELAH ADA IZIN USAHA )

TAHUN : 2021

PERIODE :

Triwulan Pertama (Januari - Maret) 
Triwulan Kedua (April - Juni)
Triwulan Ketiga (Juli - September) 
Triwulan Keempat (Oktober - Desember)

( ) 
( V)  

( ) 
( )

I. KETERAN

1. Nama
2. Nomo

3. Izin Usahcf^^

4. Bidang usah

5. Alamat lokasi proi

6. Alamat korespondensl

II. REALISASI INVESTASI

A. Investasi

1. Modal Tetap*

2. Modal Kerja**

Jumlah

B. Sumber Biaya

1. Modal Sendiri
2. Laba ditanam kembali
3. Modal Pinjaman

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia
a. Laki - laki
b. Perempuan 

Total
2. Asing

PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATIONS 

9120109191745

(01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit / Perkebunan 
Kelapa Sawit
Desa Margo Mulyo, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan 
Timur

IID SUDIRMAN CENTER LANTAI 39 E, JL. 
d. SUDIRMAN KAV. 13-15 NO. 86

bahan
325.769.309,00 

.309 )

0,00

Total
935.878.490,00

0,00

935.878.490,00

Total

0,00
0,00
0,00

IV.PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

14 Orang 
0 Orang 

14 Orang 
0 Orang

No Jenis Barang/Jasa Satuan Realisasi Produksi Ekspor(%)
1 BUAH KELAPA SAWIT - 30.673,00 - 0,00

Nilai Ekspor dalam US$. 0,00



V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan a. Dipersyaratkan
b. Pola Kemitraan :

Kebun Plasma
c. Nama perusahaan yang bermitra 

Koperasi Plasma Sari

2. Pelatihan tenaga kerja

3. Tang

4. Kewajiban p

a. Jenis Pelatihan :
b. Dilaksanakan sendiri
c. Jumlah TKI yang dilatih 0 Orang

a. null
b. Jenis CSR yang dilakukan :
c. Alokasi biaya CSR Rp. 0,00

a.Tidak diwajibkan 
Unit pengolahan limbah :

) limbah gas
2) limbah cair
3) limbah padat 

gan

5. Lain-lain :

VI.PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Operasional:
1. Banyak tumpang tindih kepemilikan laha 
diklaim kembali oleh pihak lain. Bahkan ada 
diklaim juga oleh kelompok tani lain.
2. Saat ini masih ada areal tertanam yang menjadi

Pengisian LKPM Online :
1. Total jumlah investasi : Rp339.472.656.852
2. Jumlah tenaga kerja : 1.227 orang (laki-laki: 898 orang!

Tidak Ada 
Tidak Ada 
Tidak Ada 
Tidak Ada

alatan pengolah limbah tidak beroperasi

ipgga lahan yang sudah dibebaskan 
sudah dua kali pembebasan masih

ngketa dengan pihak ke-3

29 orang)

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

6 Juli 2021

Contact Person 

Nama Jelas 
Jabatan 
No Telepon 
Email

Aswian Noor 
Manager PCE & LAD 
08119882281
aswiannoor@imcplantations.com

mailto:aswiannoor@imcplantations.com


LAPORAN KEGiATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

TAHUN : 2020

PERIODE :
Triwulan Pertama (Januari - Maret) 
Triwulan Kedua (April - Juni)
Triwulan Ketiga (Juli - September) 
Triwulan Keempat (Oktober - Desember)

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

( ) 
( )
( )
(V)

1. Nama Perusah jan
2. Nomor Induk B

3. - Akte
- Nama
- Pengesah 

dan HAM
4. Nomor Pokok W

5. Bidang usaha

saha (NIB)

PT. SAWIT PRIMA NUSANTARA 

9120003381645

6. Alamat lokasi proyek

7. Alamat korespondensi

024149106725000

(01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit / Perkebuna 
pa Sawit

ata Air Kec Kaubun Kab Kutai Timur Prop 
an Timur, , Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan

FFICE PARK, GEDUNG B LT.7, JL. TB. 
0.41

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEI

1. a. Pendaftaran Penanaman Modal 
b. Izin prinsip penanaman 
Angka Pengenal Importir Produsen 
Fasilitas bea masuk atas impor
- barang modal (mesin/ peralatan)
- bahan baku/penolong 
Fasilitas Fiskal Lainnya 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 
Izin Lokasi
SK Hak Atas Tanah / Sertifikat 
Izin Mendirikan Bangunan 
Izin UU Gangguan/HO

DAL YANG DIMILIKI

2 .

3.

4.
5.
6.

7.
8 .

9.
10. Izin Teknis lainnya



Ill REALISASI INVESTASI

A. Investasi

1. Modal Tetap
a. Pembelian dan Pematangan Tanah
b. Bangunan / Gedung
c. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang
d. Lain-Lain

Sub Jumlah
2. Modal Kerja

Ju

B. Sumb

1. Modal
2. Laba dita
3. Modal Pinja

IV.PENGGUNAAN TE

Tenaga Kerja Perusah

1. Indonesia
a. Laki - laki
b. Perempuan 

Total
2. Asing

Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor

1. Indonesia 
a. Laki - laki

Tambahan

Rp. 700.000.000,00
Rp. 566.142.070,00
Rp. 0,00
Rp. 602.111.369,00

b. Perempuan 
Total 

2. Asing

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Total

1.460.406.402.00
2.003.967.107.00

0,00
1.432.842.345.00

Rp. 1.868.253.439,00
Rp. 0,00

4.897.215.854,00
21.000.293.024,00

1.868.253.439,00 25.897.508.878,00

Tambahan

0,00
0,00
0,00

0 Orang 
0 Orang 
0 Orang 
0 Orang

Total

0,00
0,00

0,00

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.



7 Januari 2021

Contact Person :
Nama Jelas : Nor Huda
Jabatan : staff
No Telepon : 089512402528
Email : nor.huda@teladanprima.com

mailto:nor.huda@teladanprima.com


PROMOSI PM



M onitoring Evatuasl 2021

DPMPTSP PROV. KALTIM

M o n i t o r in g  C v a lu a t l  T r lw u la n  I M o n i t o r in g  E v e lu a s l  T r lw u la n  XI

No. Nemo Bltfang Nemo Kaglatan Haail Keglatan Target Kegletan Realise el
Kaglatan Out gut Out

come Keterangan No. Nama Biding Nama Kaglatan HaeB Keglatan Target Keglatan Reelteael
Keglatan OutPut Out

Coma Keterangan

1. 1. Bidang Promooi 
Penanamen Modal

Mengmutl Kaglatan 
Pameran Explore Borneo 
Indoneela 2021 KeKlm Fee

1. Terpcomotlfcannya 
pekiang den 
Informal potent! 
Inveetasi yang ada d! 
kalmemin Timur 
kepada matyaraket 
dan calon Invertor

Mengembengken 
penmgkaten lldim 
panenaman modal 

dan terbukanya 
peluang utaha, 

lekaRgua 
meniberlkan endl 

yang tignifften 
terhadap 

pertumbuhan 
ekonomidnn 
ketejahtaraan 
matyaraket 

KaNmantan Timur

100% Laporan 
Keg la ten

Terbuka
rya

mlnat
dan

peluang 
utaha dl 

Kaltim

IS-19 Marat 
2021 dl 
Samartnda

1. 1. Bidang Promo* 
Penenamen Modal

Mengikud Keglatan 
Pameran Bandung 
Tourltm, Craft & 
Investment Expo 2021

1. Terpromoeikennya 
pekiang dan 
Mformesl potent 
Mvertnt! yang ada d 
Kalimantan Timur 
kepada masyarekat 
dan calon Invertor

Mengemhangken 
penMgkatan Him 
penanamen modal 

dan terbukanya 
pekiang utaha, 

tekahgu* 
rrwnbertkan and! 
yang tigntfken 

terhadap 
pertumbuhan 
ekononk dan 
ketejahtaraan 
matyarakat 

Kakmanun Timur

100% Laporan
Keglatan

Terbuka
rrye

mlnat
dan

peluang 
utaha dl 
Xaklm

10 -13 Junl 
2021 dl 
Yogyakarta

2. Teraotiaileatikannya 
program-program 
keglatan yang 
ctqalanlcan deh 
DPMPTSP ProvMtl 
Kalimantan Timur

Matyaraket 
menjadl paham 
terhadap kmerja 
DPMPTSP Prov, 
Kaltim dalam 
Mnmngkatkan 

Ikllm penanemen 
modal dan 
peleyanan 

pedjlnan yang 
dllakukan telnma 

Ml

2. TeraotlalitatMnnye 
program-program 
keglatan yang 
dljalankan oleh 
DPMP1SP Provlnt 
Kalimantan Timur

Matyaraket 
menjadl ptiham 
terhadap kmerja 
DPMPTSP Prov. 
Kaltim dalam 
Menlngkatken 

Ikllm penenamen 
modal dan 
palayanan 

perQInan yang 
dllakukan talama 

Ml
2. 1. Bidang Premotl 

Penenamen Modal
Mengmutl Keg 0 ten 
Pameran Inveada Expo 
2021

1. Terpromotlkannya 
peluang dan 
kiformasl potonil 
kwectetl yang ada dl 
Kalimantan Timur 
kepada matyaraket 
dan calon Invertor

Msngnmbangken 
peningkatan Ikllm 
penannman modal 

dan terbukanya 
palueng utaha, 

Mkallgue 
mamberlkan andH 

yang ilgnlflkan 
terhadap 

pertumbuhan 
ekonoml den 
ketejahtaraan 
maeyarakot 

Kalimantan Timur

300% Laporan
Keglatan

Terbuka
nya

mlnat
dan

peluang 
utaha df 
Keltlm

16 -21 Maret 
2021 di 
Yogyakarta

2. Tertoalalluilkanrya 
program-program 
kaglatan yang 
dyalankan oleh 
DPMPTSP Provlnil 
Kakmantan Timur

Matyaraket 
menjadl peham 
terhadap ktnorji 
DPMPTSP Prov, 
KaWm dalam 
Manmgkatkan 

Ikllm penenamen 
model dan 
palayanan 

pedjinen yang 
dllakukan talama 

Ml

Keterangan : 1. &ett«p repit per td wo ten weiib mek>mprtan Abaenel, Berta Acer* keglatari, 
dan undangan rnpet



M onitoring Evaluasi 2021

DPMPTSP PROV. KALTIM

M o n i t o r in g  E v a l u a s l  T r iw u la n  I I I M o n i t o r in g  E v a l u a s l  T r iw u la n  IV

No. Nama Bldang Noma Keglatan Ha*H Kaglatan Target Kaglatan Matlaaal
Keglatan Out put Out

come
Katerangan Ne Nama Bldang Nama Keglatan Haall Kaglatan Target Kaglatan fcaallaaal

Keglatan Out Put Out Come Keterangan

1. 1. BUang Pro moil 
Penanaman Modal

Kegieun Matchmaking 
Dunia Utaha

1. Teraatenggaranya 
keglatan
matchmaking dunia 
utaha

TarfaMitatlnya 
pertemuan blank 
anlara palaku utaha 
dl Provlnai Kaltlm 
dangan Provlnai lawa 
Barat

100% laporan
Keglatan

Tarbuka
nya
peluang 
kerlaaam 
a antara 
petaku 
usaha dl 
Kaltlm 
dan 
Jawa 
Barat

B September 
2021 dl 
Samartnda

1. 1. Bldang Promoel 
Penanaman Modal

Mangikuti Keglatan 
Pamcran Invasda 
Expo 2021

1. TerpromoaHtannya 
peluang dan 
krformatl potent! 
kivestaai yang ada di 
KeSmaman Timur 
kepada metyarakat 
dan calon In vet tor

Mengtmbangkan 
ptningkaten It Dm 
penanaman modal 
dan tartwkanya 
peluang uaaha, 
aekaUgue 

memberlkafl andd 
yang tlgnlflkan 
tarhadap 

pertumbuhan 
ekonomi dan 
kneajahtemen 
nuityarakat 

Kalimantan Timur

100% Laporan
Keglatan

Tarbuka nya 
minat dan 
peluang 
uaaha dl 
Kaltlm

7 -10 Oktober 
2021 dl 
Surabaya

2. 2. Bldang Promoil 
Pananemtn Modal

Mengitutl Kegiatan 
Pameren Kaitim Expo 
2021

1. Terpromoaikannya 
peluang dan 
informatl potent 
lnve«e*l yang ada d 
Kalimantan Timur 
kepeda matyarakat 
dan eaten Invaator

Mengembtngkan 
penlngkatan Mm 
pananaman modal 
dan lerbukanya 
peluang utaha, 

tefcibgut mambonkan 
•ndlyang itgnlflkan 

terhadop
pertumbuhan ekonomi 
dan ketejahteraan 
maayarakat 

Kalimantan Timur

100% Laporan
keglatan

Tarbuka
nya
minat
dan
peiuang 
utaha di 
Kaltlm

22 -26
September 2021 
di Samannda

2. TaraoMkaatikannya 
program-prog ram 
keglatan yang 
dljalanken oleh 
DPMPTSP ProvkiU 
Kalimantan Timur

Masyarakat menjad 
pa'iam terhodap 
klnena DPMPTSP 
Prov. Kalbm daitm 
Manlngkatkan Mm 
penanaman modal 
dan peiayanan 
perflinen yang 

dllakukan telama In

2. Terao»iall*ailfcannya 
program-program 
kegutan yang 
dijabnkan olah 
DPMPTSP Provlnt 
Kalimantan Timur

Maayarakat menjadi 
pahnm tarhadap 

kJnarja DPMPTSP Prov 
Kaltlm delam 

Manlngkatkan ikJim 
penanaman modal 
dan pelayanan 
pertjlnan yang 

dllakukan atlama Ini

2. 1. Bldang Promoal 
Penanamen Modal

I'aiaaffM.** m r r t f i in

Kegmtan
Matchmaking Dunia 
Uaaha

1. Teraatergyaranye 
keglatan
matchmaking dunia 
utaha

Terfatffltatlnya 
pertemuan blank 
antara pelaku 
utaha dl Pravln*l 
Kaitim dangan 

Provlnai Jewe Barat

100% laporan
Keglatan

TertHikanya
peluang
ker]aaama
antara

pelaku uaaha 
dl Kaltlm dan 
Jawa Barat

23 Oktobar 
2021 dl 
BeAkpapan

Katerangan: 1. S«tMp reiurt per trt wulan wsjlb mMotnftHwn AbMnal, Berta Aeara kaglatan, 
dan Undangan rapat



V O J

lukli
faiuil Per 

Tamilian dari 
bidang-bidang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

W ebsite : http://dpm ptsp.kaltim prov.go.id e m a il : dpm ptsp.kallirnffigm ail.com . 
dpm ptspffikaltim prov.go.id em ail PTSP : iso.ptspbppm dffigm ail.com . tw itter : @ dpm ptsp_kaltim

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
S A M A R I N D A  75112

Samarinda. 1 April 2021

Nomor : - Kepada
St fat : Undangan Rapat
Lampiran : - Ytii. Seluruh Pegawai Bidang Promosi
Perihai Monitoring Evaluasi Regia ten Penanaman Modal

Per Triwulan D i-
Tern pat

Sehubungan dengan telah berjalannva program kegiatan Promosi 

Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 

2021, maka diharapkan kepada Bapak/Jbu/Sdr(i) untuk hadir pada :

Hari 

Tanggai 

Pukul 

Iem pat

Agenda Rapat

Pi mpi nan Rapat

Sen in

5 April 202 i

08.00 Wita s.d Selesai

Bidang Promosi Penanaman Modal

Monitoring Hvaluasi Kegiatan Bidang Promosi 
Penanaman Modal Per Triwulan untuk Triwulan I dan 
Persiapan Kegiatan Untuk Triwulan II.

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal

s .
fT IU tU c e r tif ic a tio n  ^ _ K A N  
i n t e r n a t i o n a l  '— '
C M M to S H I  ISO 9001 2006

PTSP ISO 9001 2006. Mo QMS I 382. Tgl 25 2015

Demikian, atas perhatiaan dan kerjasamanya diucapkan tenma kasth

KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

" Pembina Tingkat 1 
NIP. 19670604 198803 1 007

c HP dprrptsp z o N A r Q ^ - s ^
HijAUV O M H O I I K M A N
1  B B W  \ v  HI rx H! I*

XJU8 »-o <V a • </V*. *

“  M e i v u j u d f i a n  ( P e m 6 a n g u n a n  X , a C t i m  y a n g  B e r c f a u f a t

http://dpmptsp.kaltimprov.go.id


M O N I T O R I N G  E V A L U A S I  K E G IA T A N  B I D A N G  PRO M O SI

P E N A N A M A N  M O D A L  PER T R I W U L A N

N o . N a m a J a b a t a n T a n d a T a n g a n  /  P a r a f

1. N o e r  A d e n a n y ,  S .S o s . ,  M .S i .

2. A r i e  N N  O e t o m o
\

\

! v  ■

3. I n d a h  E l i a n a ,  S. H u t .

4 . D e s s y  R e t n o  A s t r i n i ,  S. IP.
W  T l x *

4 f f f y

5. J u n i a r d i ,  S . K o m .
H O H  p i - u

y j f r  s

/

/

6 . D a n d y  Y u d h a  N u g r a h a  P., S . K o m .
5 - <Jp\

7. A j i  A l y a  A n a n d a ,  S.E.
H D H  p r U 7.

4_________

8. D e b b y  L in  D
r t o r i  P H X

*"V

9 .  /  ____ _

S ' ^

9. M u h a m m a d  R a n d i  N .P . ,  S.E.
n o n  p ^ r

1 0 . F i r s t a  N o o r  A n a n d a ,  S. I k o m . H e r *  p H T , o .  ^



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: http://dpmptsp.kaltiniprov.go.id email : dpmptsp.kaltim a mnail.com. 
dpinplsp'6 kallimprov.uoid email PTSP : iso.ptspbppmdv/ mnnil.com. twitter : @dpmptsp_kaltim 

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
S A M A R I N D A  75112

Samarinda. ! Juli 2021

Nomor : - Kepada
Si fat : Undangan Rapal
Lampiran : - Yth. Seluruh Pegawai Bidang Promosi
Penhai Monitoring Evaluasi Kegiatan Penanaman Modal

Per Trhvulan D i-
Teinpat

Sehubungan dengan telah beijalannya program kegiatan Promosi 

Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 

2021, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk hadir pada :

Hari : Senin

Tanggal : 5 Juli 2021

Pukul : 08.00 Wita s.d Selesai

Tempat Bidang Promosi Penanaman Modal

Agenda Rapat : Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Promosi 
Penanaman Modal Per Triwulan untuk Triwulan 11 
dan Persiapan Kegiatan Untuk Triwulan III

Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal

Demikian, atas perhatiaan dan kerjasamanya diucapkan terima

kasih.

KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN 
; MODAL,

NIP. 19670604 198803 1 007

y
certification Y K A N  

i n t e r n a t i o n a l  -~.v=ss.~—
(••oiwtfnwiw *ooi;oo«

•  B it 2 l t* .N c  O M 8'3«;.T 0 l » *

C » B T

•10**0 UAlWAfc 1*0

r i ^ r p T t S O
ZONA
HUAI! OMBUDSMAN

“ (HA nn » H  /  1 I  /  ffG n -n fOo-TH Z I / 1 H / T 1 / W / 1 M  ‘V /! ft 1 m M r t t l z l  CApt'rCntl r,1 t

http://dpmptsp.kaltiniprov.go.id


M O N I T O R I N G  E V A L U A S I  K E G IA T A N  B I D A N G  P R O M O S I

P E N A N A M A N  M O D A L  PER T R I W U L A N



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Wcbsilc: hitp://dpmptsp kaltiniprov go id email dpmjMsp kalnm a tmiail com. 
dDLiipls p ^ .kallimproyjio jd  email PTSP iso ptsphppmd<7 timail com, lu itier <vdpmpisp kalnm 

Jl. Basuki Rahmat No. 56Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
SAM  A R I N DA 75112

Samarinda, 30 September 2021

Nomor 
Si fat
Lampiran
Perihal

Undangan Rapat

Monitoring Evaluasi Kegiatan 
Per Triwulan

Kepada

Yth. Seluruh Pegawai Bidang Promosi 
Penanaman Modal 
D i-

Tempat

Sehubungan dengan telah begalannya program kegiatan Promosi 

Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 

2021, maka diharapkan kepada Bapak/lbu/Sdr(i) untuk hadir pada :

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat

Agenda Rapat 

Pimpinan Rapat

Jum’at

1 Oktober 2021

08.00 Wita s.d Selesai

Bidang Promosi Penanaman Modal

Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Promosi 
Penanaman Modal Per Triwulan untuk Triwulan ill 
dan Persiapan Kegiatan Untuk Triwulan IV.

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal

Demikian, alas perhatiaan dan kerjasarnanya diucapkan terima

kasih.

to/ SM IV) WO woo#

KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN 
;v  MODAL,

Y4NOER APENANY. S.Sos.. M.Si. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19670604 198803 1 007

JAb ANZ

tH>A0G IXU.WA& * 0  *0#i iM I Xo .H-OMS *006* 0 / * .ll iO 'i

dor P Ts 3
C \ A H 1 111 / /£ n «  fPo+rt d /lr t/111n/lrt V s i  f t i m  W f t/I  (H/nvT/l 11 ft! t



M O N I T O R I N G  E V A L U A S I  K E G IA T A N  B I D A N G  P R O M O S I

P E N A N A M A N  M O D A L  PER T R I W U L A N

No. Nama J a b a t a n T a n d a T a n g a n  /  P a r a f

1. N o e r  A d e n a n y ,  S .S o s . ,  M . S i .
\A

1. > \

2 . A r i e  N N  O e t o m o

~

2. r y

3 . I n d a h  E l i a n a ,  S. H u t . 4 ^

X

4. D e s s y  R e t n o  A s t r i n i ,  S. IP . j u f  PCX)
4 $ 4 $  

•
5 . J u n i a r d i ,  S . K o m . t ( / 0  % p v y

6. D a n d y  Y u d h a  N u g r a h a  P . ; S . K o m . p o p  p t^S "
6 '

7. A j i  A l y a  A n a n d a ,  S.E.
p x a p  ^

7

8. D e b b y  L in  D
«

9 . M u h a m m a d  R a n d i  N .P . ,  S.E.
K / o N  P M S 9

10. F i r s t a  N o o r  A n a n d a ,  S. I k o m . t o .  jL^y

______ j l ______



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: http://dpmptsp.kaltimprov.go.id email : dpmptsp.kaltim rrmnail.com. 
dpmplspY/kaltimprov.uo.id email PTSP : iso.ptspbppmd 'ttginai 1 .com. tw itte r: :V/;dpmpisp_kaltim

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Tclp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446
S A M A R  INI)  A 75112

Samarinda. 30 Desember 2021

Nomor 
Sifat 
Lampt rail 
Perihal

Undangaii Rapat

Monitoring Evaluasi Kegiatan 
Per Triwulan

Kepada

Yth. Seluruh Pegawai Bidang Promosi 
Penanaman Modal 
D i-

Tempat

Sehubungan dengan telah beijalannva program kegiatan Promosi 

Penanaman Modal DPMP'ISP Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 

2021, maka diharapkan kepada Bapak/lbu/Sdr(i) untuk hadir pada :

Hari 

Tanggal 

Pukul 

Tempal 

Agenda Rapat

Pimpinan Rapat

J urn’at

31 Desember 2021

08.00 Wita s.d Selesai

Bidang Promosi Penanaman Modal

Monitoring Evaluasi Kegiatan Bidang Promosi 
Penanaman Modal Per Triwulan untuk Triwulan IV 
dan Persiapan Kegiatan Untuk Kegiatan Tahun 
Anggaran 2022.

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal

Demikian, atas perhatiaan dan kerjasamanya diucapkan terima

kasih.

KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN
v > MODAL,

NOER APENANY, S.Sos., M.Si. 

NTA^Pembina Tingkat 1 

NIP. 19670604 198803 1 007
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M O N IT O R IN G  E V A L U A S I K E G IA T A N  B ID A N G  P R O M O S I

P E N A N A M A N  M O D A L  PER T R IW U L A N

No. Nama Jabatan TandaTangan /  Paraf

1. Noer Adenany, S.Sos., M.Si. \d a J b iX

2. Arie NN Oetom o w 1V ■
3. Indah Eliana, S. Hut.

4. Dessy Retno Astrini, S. IP. '  l 4 - $ $

5. Juniardi, S.Kom.

V

6. Dandy Yudha Nugraha P., S.Kom.

--------
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t.

7. Aji Alya Ananda, S.E. 7-1

8. Debby Lin D (H O H  P r i .C 8 OK
9., Muham m ad Randi N.P., S.E.
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